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LINGEUNGAN HIDUF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRES]|DEN EEPUBLIK INDONESLA,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185

huruf b Undang-Undang Notner 11 Tahun 2020 teptang Cipta
Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tenlang
Penyelenggaraan Pedindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

1,

Pasat & ayat (Z] Undang-Undang Dasar Nepara
Republik [ndonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Ferlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomeor 14{), Tambahan Lembaran Nepara Repuhlik
Indonesia Nomar 5059) sebagaintana telah diubah dengan
Undang-Undong Nomor 11 Tahun 2020  (entang Cipta
Kerja (Lembarsn Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembavan Negara Republik
Indotiesia Nomor ©573);

Undang-Undang  Nomor 11 Tabun 2020 tentang Cipla
Kerja (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 243, Tambahat Lembaran Negare Republik
Indonesia Nomor G573,

MEMUTUSKAN . . .
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MEMUTUSKAN:

Merneiapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYFELENGCARALN
PERLINDUNGAN AN PENGELOLAAN LINGKUNCGAN HIDUP.

EAD )
KETENTUAN LIMUM

Pasal 1
Liaiam Peraturan Pemenntah ini yang dimaksud dengan:

1. Lingicungun Hidup adaleh kesatuan ruang dengan e
benda, daya, keadaan, dan makhiuk hidup, termaszgk
manusia dan perilakunya, yang mempengarabs alan: ity
sendiry, kelangsungan perikchidupan, dan keseiahteraan
marilsia seita makbluk hidup lain.

2. Perlindungan den Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah
upaya sislernatis dan rerpadu vang dilakulkan untek
mclestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah
terjadinys penicemaran dan/atan kerusakan Ligkungan
Hidup  vang melipuri percncanaan,  pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, PETIEAWASAn, dan
pencgakan hukum.

3. Perizinen Berusaha  adalab legalitas yang diberikan
kepada Pelakv Usaha untuk memulai dan menjalankan
Usaha dan/atan kegiatannya.

4. Pereetujuar Livgkungoan adalah Keputusan Welayahan
Lingkungan Hidup atau  Pemyataan  Kesunggupan
Pengelolaan Linpkungan Hidup yang telabh mendapatkan
persetujuan dan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Dacrah.

Analisis Mengenal Dampak  Lingkungsn Hidup yang
selanjurnys  disebut Amdal adalabh  Kajian mengenai
dampak penting pada Lingkungan Hidup daci suarcu
usaba danfatau kegistan yonp direncanakan, untui
digunakan sebagsi prasyoral pengambilan kepuatusan
tentang penvelongearann vsaha dan/atau kesiatan serta
termual dalam Perivinan Berusaha, stau peeseljuan
Pernerinlzh Pnisar alau Pemenintah Dacrals.

n
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Upaya Penpelolaan  Lingkungan Hidup dao  Upaya
Femantauan Lingkungan ITilup yang selanjuinys dischat
UKL-UFL  adulah rangkaian proses pengelolaan dan
pernantauan Lingkungan Hidup yang ditusnekan dalam
bentuk slandar untuk digunakan sehagui prasyarat
pengarntilan keputusan serta tertnual dalam Perizinan
Beruszaha, atau perselujuan Pemerintah  Pusat ataug
Pemerintah Daerah.

Kepudusan  Kelayakan  Lingkunpgan  Hidup  adalah
kepartuzan  yang menyatakan  kelayakan  Linghkalngan
Hidup dar suar rencana Usaha dan/atan kegiatan vang
wailb dilenglapi dengan Amda).

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
adalal. standar pengelolasn  Lingkungan  Hidup  dar
pemantauan Lingltungan Hidup dari penanpggung jawah
Usaha dan/atau Kegiatan yang 1elsh mendapatican
persctujuan dari Pemerintah Pusatl atauw Permerintah
Daergh bagh Usaha dan/fatau Kegiatan vang wajib UKL-
LUPL.

Surat  Pernyataan Kesanggupan  Pengelolaan  cdan
Fermantauan Lingkungan Hidup vanyg selanjutnys disebat
SPPL adalah pernyataan kesanpeupan dari pEnAMRgEUnR
Jjawab Usaha danjatau Kegiaran untuk  melakukan
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atus
Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau
Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan vang wajib
Amdlal atzu UKL UPL.

Persclujuan Pemerintah adalah benmk keputusan yang
direrhitkan cleh Pemerintah Pusat atau Memerintah
Daerah  scbagai  dasar  pelaksanaan  keplatan  yang
dilakukan oleh insians Pemerintah.

UIsaha dan/ataw Kegiatan adaelah scpala bentuk abkiivitas
yang dapat menimbulkan perubshan terhadan rona
Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampalk terbadap
Lingkungan Hidup.

Dampak Lingkungan Hidup adalah pengarub perubahan
pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suary
Uzaha dan/atau Kepislan,

Dampak Feniing adulah perubshan Lingkunpgan Hidup
yang sangal mendasar yang diakibatkan oleh suata
Luahs dan/atayw Kegiatan.

14. Formuadir . . .
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Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL..

Formulir Kerangka Acuan adalah izian ruang lingkup
kajian  analisis Campak  Linglkungsn  Hidup  vang
merupaken hasit pelingkupan.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup vang selagjutnya
disebut Andal adalah  telaahan sccara cermat  dan
mendalam tentang Dampak Penting suat rencana Lsaha
danjarau Kegiaran,

Fencana Pengelslaan Lingkuagan Hidup yang sclanjuinya
disebut RKL adalah upava penanganan darpak terhadan
Lingkungan Hidup yang ditimbulkan abeibal dari rencana
saha dan/atan Keplatan.

Rencana Pengelolaan  Lingkunpgan Hidup  Rinc Fang
zelanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penangsnan
dampak terhadap Lingkungan Hidup vang ditimbulkan
akibat dari rencans Usaha dan/atan Kegiatan YiRng
Berada dalam  kavasan vang sudah memilki Amdal
kawasan.

Rencana Pemantauan  Lingkungan  Hidup Vang
sclanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan
kompcnen  Lingkunpan Hidup yang terkena dampak
akibat dari réncana Usaha dan/atau Kegiatan,

Rencana  Pemantauan  Lingkungan Hidup Rinc YANp
sclanjuetnya disebut RPL Rinci adalab upaya pemalitaan
kompaoner Lingkungan Hidup vang terkena dampak
akibat dari rencana Usaha dansaluu Keglatan yang
beracdn dalam Kawasan yang sudak memilli Amdal
kawrsan,

Letabaga  Uji  Kelavakan Lingkungan Hidup  adalah
lembaga yang dibentuk oleh Pemenntah Pusat untuk
melakukan uji kelavakan.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalab tim vang
dibentuk oleh Lembaga Uji Ketayakan Lingkungan Hidup
vang berkedudukan dr pusat dan dacrah entuk
melakuban uji kelayakan

Gistern Informasi cingkungsn Hidup  adalah  sistem
kombinasi dart teknologl informas; dan aktivitas AT

yang menggunakar teknologl uriuk mendukung operast
fan manstemen Lingkurgan Hidup.

29 Pelaku . ..
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Pelaku Usaha adateh orang perseorsngan ziau Yedan
usaha yang melakukan Ussha danfaray Kepiatan nada
hitlang tertentr].

Instansi  Pemerintah  adalah kemnenterian g leimbagpa
pemerintah nonkementerian/ instansi Pemerintak: Deerah
yang melakulkan kegiatan pada bidang tertentu.

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang seanjutnya
disingkat DELH adateh dokumen cvaluasi Dampak
Penring pada  Lingkungan Hidup terhadap  Usaha
dan/fatau Keglatan yang telah berjalan untul digunalan
sebagal  instrumen  Perhindungan  dan Penseclolaan
Lingkungan 1lidup,

Dokumen  Pengelolaan Lingkungar Hidup  wane
sclanjutnva disingkat DPLH adalah cdokiemen cvalines
dampak tidak penting pada Lingkunean Hidup techadap
Usahas danfatau Hegiatan vang relah herjalan uniuk
digunalktan  sebapai  instrumen Perbindungan dan
Pengeloluan Lingkungan Hidup.

Fencemaran Lingkumgen Hidup adalsb  masuk  atau
dimasukkannya makhluk hidup, =at, energi. dan/atau
kompnnen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan
manusis sehinggs melampaui baku maty Lingkungan
Hidup yang telah ditctapkan.

Kerusakan Lingkungan  Hidup  adalabh  perubabun
langsung dan/atau ridak lanpsung terhadap sifzy sk,
kirma,  dan/atau hayat  Lingkungan  Hidup  yang
melampaut Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidep,
Perusakan Lingkungen Hidup adalab tindakan oraoe yans
menimbulkan perubahare [angsung atawy tidak langzsung
tethadap silar fisik, kimin, dan/atay heyatl Lingkungan
Hidup sehinpga melampawi Kriterin Bakyu Kerusskan
Lingkungan Hidup.

Penanggulangan  Pencemaran  Lingkusngan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atal
proscs untul: menpatasi Pencemaran Lingkungan Hidup
danfatau Perusskan Lingkungan Hidop.

Perhindungan dun Pengelolzun Mutu Air adalah upeya
sistematis dan terpada vang dilakukan untuk menjaga
Mutu Ay,

32 Daerah | ..
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Daerah Aliran Sungal yang selanjuinys digingkat DAS
adalah suafu wilayah daratan yang merupakan  saiy
kesatuan dengan sungal dan anak sSungainya, vang
berfungst menampung, menyimpat, dan mengalitkan zir
vang berasal dan curah hujen ke danauw atauw ke laut
secarda alamiah, yang baras i daral merupakan pemisah
topografis dan hatas di Taut sampai dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
Cebkungan Air Tanah wvang selanjutnya disingkat CAT
adalah  swatu  wilayah yang dibatasi oleh  hatus
hidrogeologis, 1empal semua kejadian  hidrogealogis,
gepetti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan wir
tanah berlangsung,

Batlan Air adalah air yang rerkumpul dalam suacu wadah
batk alami maupun boatan yang mempunyal tabiac
hidrologikal, wujudd fisik, kimiawi, dan hayati.

Pencernaran Air adalash masuk atau dimasulkanova
makhluk hidup, zed, energl, dan/atau komponen lain ke
dalam air aleh kegislan manusia sehingpa melampaui
Balu Mutu Air yang telah ditetapkan.

Muiu Air adalah ukuran kondisi mir pada wakto dan
tempat tertentu yang diukur dan fatau dinji berdasarkan
parameter tertentlu dan metode tertentu sesual dengan
ketentuan peratucan perundung-undangan.

Eaku Mutu Awr adalah ukuran haras atau kadar makhlok
hidup, zat, energi, stal komponen yang ada atau harus
ada dan/atau unsur  pencemar  yang  ditengpang
keberadaannva di dalam air,

Mure Air Sasaran adalah Mutu Air vang ditentukan pacla
walkiu fertenlu untuk mencapsi Baky WMotg Air vang
thitetisplan,

Air Limoah adalab ar varg berasal darl sucthu proscs
flalam sumtn Kegatan.

Baku Muly Air Limbah adalah ubkvran batas atau kadar
unsur pencemar dan,/atau jumlah unsur pencemasr yang
difengpang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan
dibuang atau dilepas ke dzlam media air dan tanah dari
suanl Usahs danfatan Keglatan.

42. Udara . . .
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Udara Ambien adalah udara bebas i perinukaan e
pada lapisan troposfir vang berada i ocdalam wilagah
vurisdikst Fepublik Indonesia yang dibuiuhkan dan
borpengaruh rerbadap kesehalan manusia, makhluk
hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.

Mutu Udara adalab vukuran kondisi udara pada wakio
dan  tempat tertenin yvang  diukur dangataa  diuji
berdasarkan parameter reenld dan metode  tertenod
berdasacrkan ketentuan peraturan porundang undangan.

Perhndungan dan Penpelolaazn Mutu Udara adalal upaya
sintermats dan terpadu yang dilalukan unmbk menjaps
Mty Udara,

Fencana Perlindungan dan Pengelolaarn Muty Ddars vang
selanjutnya dissnglkat RPEMLU adalah perencanaan yang
mcrmuat potens, masalah, dan wpava Perlindungan dan
Fengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertents.

Wilayah Perlindungan dan Penpelolaan Mutu Udara yang
selanjutnya disingkal WPPAMU adalah wilayah vang d:bagi
dalam bheberaps ared Untuk perencansan Perlindunpan
dan Pengeliodaan Muba Udara.

Pencemar Udara adalah zat, cnergl, danfatay kemmponer
lainttya Yang menyebablan refjadinva pencemaran wdara.

Surnber Pepcemar Udara adalah sctiap Kegiatan manusia
rane menpeluoarkan Pencemar Urlara ke dalam Udasra
Ambicn.

Pencomaran Udara adalah masuk atau dimasukkanoya
zal, ¢nerpl, danfalau komponen lainnya ke dalam Tdarcs
Armbien oleh kegratan manusia sehingga melampaui Baky
Mutu WMdara Ambicn yang welah ditctapkan.

Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udars
vang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambaen.

Emist adalal Pencemar Udara yang dihasilkan  dari
kepgiatan manulsia vang masuk dan/atau dimasukiannya
ke dalam udara, mempunyal danfatao tidak mempunyai
polens Pencemaran Udara.

2. Beban . . .
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Beban Emisi gilalsh jumlah Pencemar Udnra vang
dibuang sMeh suata Usaha danfatau Kepiatas ke Udara
Ambiet,.

Ralos Koty Em:st adalah mifal Pencemar  Udares
maksimum yang diperbolehkan masuk atan dimasu ks
ke dalam Udara Ambeen.

Ferlindunpan dan Pengelolaan Moty Laul adslah apays
sistcmnalls dan terpadu vang dilskukan untuk menjsga
Mutu Lout,

Laut adalain ruang peraican i muka bunn ydang
menghubungkan daratan denpan daratan dan henoak-
bentulk alarmiah lainnya, vang merupakan  kKesatuan
geoprafis dan ckelogls beserrz segenap unsur terkait, dan
yang batxz dan sistemnva ditentulkan oleh peraturan
perundang-undangan dan hulum inlernasions]

Aur Laut adaiah wir yanp berasal dard Laot atan samodery
yane memihki salinitas 0.5 sampai denpan 30 proctical
seldtrerdy wenit (pasut atau lebih dars 30 psa,

Mutu Laut adalabh ukuran kondisi Laut pada waktu dan
tempat terienty yang diukur dany/atau dmayi berdasarkan
patameler erlenty dan metode tertentu berdasarkan
Helenlian peraturan perundang-endangarn.

Baku Muiu &ir Laut adalak ukuran batas ateg kadar
makhluk Tndup, zar, cnergi, aau komponaen yang acls
atany  harus  ada  dam/atau woasdr pEOCcEnar  vEng
ditengeane keberadaannya di dalarn Aic Laut.

kriteria Baka Kerusakan Linghunpun Hidup adalak
ukuran batas perubahan sifal Asik, kimia, dan/otau
havatl Lingkungan Hidup vang dapat ditengpacg olel
Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan
fungsinva.

Fencemaran Laut atlalah masuknya atau dimasukannya
makhluk hidup, 2at, energi, dan/atau komponer loin ke
dalam Logkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga
Kualitasnya turan sampai ke tnpgkat tertentu yang
tenyebablian hngkungan Lout tidak sesun lagn dengan
Balou Mutu Air Laur.

1], Kerasalan ...
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Keruzsskan Laul adalzsh perubshan lanpsung dan/atau
tidak langsung lerhadap sifat lisik, kimie, dan/atau
hayvati Laut yang melampaul krteria baku kerusalkan
yang telah ditctapkan.

Pengendalian Pencemaran danfarau Kerusakan Lot
adalah setigp Upava alad kegtatan pencegahan dan/atau
penangelilangan danfalau pemulihan Poncemaran Laut
danjfatat Kerlsakan Laurt.

Status Muly Lugt adalab ongkatan Muwia Laut padao lokosi
dan waktu reclenil) yang dinilal berdasarkan Baka Murg
Air Laut danjatau krireria baku kerusakan ckosistein
Laut.

. Terumbu Karang adalah suatu ekosistem vang fadop i

daser perairan dan berupa bentukan batusn kepur terdir
dari polip- pilip karang dan organisme-organisme  kecil
lain vang hidun dalam kaloni.

Mangrove adalah vegetasi pantal yang memiliki morfoleg
kKhes dengan sistem perakaran yang mampu beradapile st
pada daerah pasang sunll dengan substrat lumpur acan
lumpur becpasr.

Padang Lamun adalah hamparan lamurn yang hidop dan
tumbuh di kot dangkal, mempunyai akar, rimpang,
daun, bunga dan buah, dan berkembane biak secars
generatil dan vegetatil.

Bahan Berbahava dan Berscun  vang  sclanjutnya
disingkat B3 adalah zat, energl, danfatau komponen lain
yang karena sifar, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik
secara  langsung  thaupun tidak  langsung,  dapat
mencemarkan danfatau merusak Lingkungan 1hdup,
dan/atad membabhayvakan Linglungan Hidup, kesehatan,
sérta kelangsungsn hidup manuosia dan makhluk kidup
TAin.

Limbah adalah sisa suang Psaha dan/ atau Kegiatan.

Limbah Bahan Berbahaye dan Beracun yang selanjutnya
disebur Limbtah B3 adalah sisa suaw usaba danjfalang
kediatan yarg mengandung B3,

. Limbweh - .,
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Limbah MNon Baban Berbahava dan Beracun  yang
selanjutnyva diselnl Limbah nonB3 adalah sisa suati
Lsaha dan/atau Kegiatan vang ridek menurnjukkan
karakteristik Limbah B3,

Prosedur  Pelindian  Karakteristik  Beracun  (Towdeity
Choracigrstie Leaching  Procedurel wvang  selanjutnva
disingkat TCLP adalah prosedur laboratenom unlak
mermnpredikse potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.

Ui Teksikology Lethe] Dose-50 vong selanjulnya dischut
Ul Toksikologi LDw adalah uji hayati unluk mengukur
hubungan «dosis-respen antara  Limbah B3 dengan
kematian hewan ujl yang menghasilkan 50% {lima poluk
persen) respon kematian pada popalasi hewan uji.

Simbol Limbah B2 adalah gamber ysng menonjuklan
karakteristik Lambah B3,

Label Limbah B3 adalah keterangan menpena Limbah B3
vang berbentuk tulisan yvang berisl informasi meongenai
Penghasi] Limbah B3, alarmat Penghasil Limbah B3, wak Ly
pengemasan, Jumlah, dan karzkteristik Limbah B3.

Felabeclan Limbah B3 adalah proses penandaan atsu
pembernan label yang ailekatkan ataw dibubuhkan padis
kermasan langsung Limbah B3

Ekzpor Limbah B3 adalab kegialan mengeluarkan Limmah
B3 dan dacrah pabean MNepara Kesatuan Republik
Indonesgia.

Motifikazi Fkspor Limbah B3 adalah  pemberitahuan
terlebih dahulu dan otorites negara chksportic kepada
Horitas  nezgara penerima sebelum dilaksanakan
recpindahan lingas bates Limbah B3.

Fengelolaan Limbah B2 adalah kepiatan yang melipud
PENEUrAngan, Pryimpanan, pongumputan,
pongangkutan, pemantastan, pengolahan. dansatau
prenimbunan.

Drumping (Fembuangan] adaiah kegiatan membuang,
menempatkan, dangalag memazukkan limbah dan/aran
bahan dalem jumlah, konsentrasi, wekiw, den lokasi
tertentu dengun porsvaratan erkentu ke media
Linglungar Hidup tertentu.

2O, Petigurangan . . .
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Pengurangan Limbah B3 adalah Regiatan  Penehssil
Limbah B3 untuk mengurangi  jumlab  dangatsn
mengurangl sifat bahayas danfatay racun dan Limkak B3
selelum dihasilkan dari susaiu Usaha dan/atu Kepiatan.

Fenghasil Limpah B3 adalah Seoap Orang yang karena
Usaha dan/alau Kegiatannya menghasilkan biunbah B3,

Pengumpul Limbabh B3 adalah badan usaha  yang
melakukan kegiatan Penpompulan Limbah B3 sebelum
dJikirim ke tempat Pengolahan Limbalbi B3, Pecnanfazian
Limbah B3, dan/atan Pemmbunan Limhah B3

Pengangkut Limbah B3 adzalah badan usahe vanwe
mclakukan keglatan Penganglatan Limbah B3,

Pemanfaat Limbah B3 adaiah badan  ussha vang
melakulkan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,

Pengalah Limbah B3 adalah  badan usaha  yang
melakukan Keglatan Pengolahan Limbah B3,

Perumbraryy  Limbah B3 adalah  badan usehe  yang
melakulian heplatan Penimbunan Limbal B3,

Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyirmpan
Limbkah B2 yang dilakukan oieh Pepghasil Limbak B3
dengan maksad menvimpan sememars Limbah B3 yvang
dihasilkannya.

Fengumpulan Limbah B3 adalah keglatan mengumpulkan
Limkbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan
kepada Pemanfuat Limbah B3, Pengolah Limhah B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3,

Permanfaalan Limbah B3 adalah kepiaran peoggunazn
kertmall, daur ulang, danfatau perolehan Hemball yvang
bertujuan vntuk mengubah Timbah B2 menjadi produk
vang dapat digunakan sebapai substitusi bahan baku,
bahan penolong, danfatan bahan bekar vang aman bag
kResehatan manusia dan Lingkungan Hidup.

Fengolahan Limbah B3 odalah proses untuk menguranpl
danfatau menghlangkan silat baheya dan/atau sifac
FELLI,

Fenimbunan Litnhah B3 adalah kegiatan menempatlkan
Limbah 33 pads fasilitas penimbunan dengan maksicd
tlak  membahayakan  keseharan manusia dan
Limgkungan Hidup.

d2, Sistem - . .
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Sistem Tangpap Darurat adalzh sistem pengendalian
ktadaan darurat VAIE roelipui; pencegahan,
kesigpsiagaan, dan penznpgulangan kedararston
Fengelolaan  Limbah B2 akibat kejadian  kecclakaan
Fengeloloan Limbah B3

Fersetujuan Teknis adalah persstujuan dari Pemerintak:
atau Pemerinleh Dacrah berupa ketentuan mengenas
standar Prrilndungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan/eial analisis mengenai dampak lalu boatas Usaha
datt/alal  Kegiatan  sesuai  peraturan perinrlang-
undangan.

Aurat kelayakan Opecasional vang selanjuimys disingkat
AL adalah surar yepe memuat pernyataan pemenuhan
mengenal  standar Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkunpan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan seseai
dengan kerentuan peraturan perundang- undangsn.

Setiap Orang adalah orang pecsecrangan atou badan
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadatn huk am

Pejabat Fungsional adalah adalah pegawal negerl sipil
vang mendudukl jabatan [ungsional pada  Inatans
Permerintagh,

Pejabal Fungsional Pengawas Lingkungan Elidup yang
selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkunpan Hidup
Adalah pegawan negeri sipil yang diberi tupgas, tanegung
Jawab, wowenang, dan hak sccara penuh oleh pejabat
vang berwenang unruk melaskukan Penpawesan dan/atau
penepakan hukum Lingkeunpgan Hidup.

Pengawasan adalah kegialan yang dilaksanakan secars
langsung dtau tidak langsung oleh Pejabat Pengawsas
Lingkungan Hidup ustuk  mengetahui dan/ ataa
mrnetapkan tingkat kelastan penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiaran alas ketentuan yang ditetapkan dalam
I*erizinan DBerusaha atau Persetyjuan Pemerintabh secta
peraturan perundang-undangan i bidamp Perlindungan
dan Penpelalaan Lingkunpan Hidup.

99 Banks . ..
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danksi Administratil adalah perangkat sarana hukum
Adminisiras YHNE bersifat npembebhanan
kewsjiban/ perintah danjfatau penarikan kembali
kcputusan tama usaba neguara yang dikenakan kepuda
penanggung fawah Uszha danfawug Kepiatan atas dasar
ketidaktaatan rerhadap ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan perdndang-undangan di bidang Perlindungan
dan Pengelilaan  Lingkungan  Hidup =serta Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Femerintah Pusat yang selanjutoya disebut Pemerinlah
adalah Prezmiden Republik Indonesia vang memegang
kekuasaan pemerintaban Negara RPepublik Indeonesia vane
dibantu oleh Wakil Presiden cdan mentern sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bepoblik
[ndonesia Tahun 1045,

Pemrerintahan Daerah adalah penyelengearaan urosan

pemerintahan ocleh  Pemenntah  Daerah dan dewan
perwmskilan raloeat docrabh menurut asas otonomi dan
lupas pembantuan dengan prinsip olomynd selyas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Megara Kesaruan
Eecpublik  Indmnesia  sehegaimana  dimaksud  dalam
Undang-Undang Dasar Negura Bepublik Indonesia Tahun
145,

Pemenintah Dacranh adalah kepaja dasrah sebapal unsur
penvelenggara  pemerittahan dacrsh vang momimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan yvang  menjadi
kewenangan cdaerah otonom.

Menieri adalah menternl yvang menyelenggarakan urusan
pemenntahan di bidang Perlindungan lan Pengelolaan
Linpkungan Hidup.

Fasal 2

Peraluran Permnenntab ind mengature menpoenal:

LI~

Perselujuan Lingkungan:

Perbndungan dan Pengelolaan Muaia Air;
Perlindungan dan Pengelolaan Mata YUdara:
Perlindungan Jdan Pengelolaan Muatu Laui;

Penpendalian Kerusakan Langkungan Hidup,

. Fenyelulaan .
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Pengelolaan Limbuh B3 dan Peneelolasn Limbah nenBd;

dana penjaminan untuk pemuliban fonest Lingkungan
Hidup:

Sistern Informasi Lingkungan Hidap;
pemnbinaan dan Pengawasan, dan

pocngenaan Sanks Administratd.

BAD 1
FERSETU.TLAN LINGKUNGAN

Barian Kesatu

Limuim

Paxal 3

Persetwyuan Linpkungan sebapaimana dimaksad dalam
Pasal 2 kearuf o wajib dimiliki aleb setiap Dsaha danfatay
Kegiatan yang merniliki Dampak  Penoop atain tidak
penting techadap Iingkuongan.

Persetiyuan Lingkunpar schagaimana dimaksud pada
dydl (1] dibenkan kepada Pelaku Usaha atau [netans
Pemernntah,

Persetuuan Lingkungan sebagaimana dimaksud  parda
arat 2] memadi prasyezrat penerbitan Perizinan Berusaba
atan Persetujuan Pemerintaby.

Persetuuan  Lingkungan sebagaimana  clirnabksad  parda
ayat {3} dilakukan melalui:

a, ponyusunan Amdal dan uji kelavakan Acrodal; atau

b.  ponvosunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaat
Formulir LTKL- UPL.

Persetguan  Lingkunean scehagmimana dimaksed pada
gral [} berskhir bemsamacn dengan berakhimnya Perizinan
Berusaha atan Persecoyuan Pemerintah.

(6] Dalam
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Dalam hual Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana
dirmaksl pada ayat (3 dan udak feriudi perubahan Usaba
dan/atau HKcoglatan, perpamangan Perizingn  Derisaha
dapat menggunakan dasar Persenjuan Lingkungsn yang
eksisting.

Bentuk pengakhiran Persoiijuan Lingkunpan
schagaimana dimaksud pada aval (5) dibuktkan oleh
penanggung Jawab Usaha danfatan Keglalan dengaa ieiah
melakukan pengelolaan Lingkuengan Hidup di takap pascea
OPETASL

Pasal 4

Jeliap rencana Usaha dan/atan Kegiatan yong herdambak
terhadap Lingkungan Hidup wajit: memiliki:

A,
b

L

(13

(2}

{3}

Aamdal;
LKL-UFL; atau
SPPL.

Pawal 5

Arndal scbagaimana dimaksud dalam Pasal ¢ hoarul &
wdllh dimiliky bap  =etiap rencana Usaha dan/aiag
Eegatan  yvang memibky Dampak  Perting  terhadap
Lingkungan Hidup.

Eenedana Usaha dan/atau Kegiaran vang wagih memiliki
Amdal zebapaimana dirmaksad pada ayat {1} meliputi

a.  genis remwana  Usaha  dan/atau  Kepiatan wang
besaran fakalanva wailth Amdal; dan/ atau

b.  jemis rencend Usaha dan/fatau Kegiatan yang lakasi
Usahy  danfatan kemiatan dilakoken i dalam
danfatan berbatasan lanpsung dengan  Rawasan
Lindurg.

Rencana Usaha dan/alau Keglatan yang iokasinya berada

di dalam kawssan lindung sebagaimana dimaksud pada

ayval (2] hurad b meliputi jems rencans Usaha danfataw

kegiatan vang dapai dilaknken sesusi dengan ketcniuan
peraturan perundang-1ndangan.

(4) Renzana . . .
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Rcneana  Usaha danfatau Heglatan vang lokasinya
berbatasan  langsung dengan  kawssan  lindung
sebagaimana dimaksud pada eyat (2] hurul b, meliput;
Jems rencana Usaha dan/artau Kegiatan YENE:

a.  balas lapak proveknys hersinggungan lanpsung
dengan batas kawasan lindung; dan/fatey

bh, berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi
dampak vang mempengaruhi  fungsi  kawasan
lindung tersebut,

Oalam hal rencana Usaha danfaray Kepiatan memenuhi
katenruan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,
penanpging jJawab  Usaha danfatau Kegiatan meminia
arahén  instansi Lingkungan Hidup seswai  denpan
kewenangannya  dengan  melumpirkan pinglkasan
pertimbangan ilrmiah.

Berdaszarkan  ringkasan  pertimbangan  ilmish  yang
disampatkan sebapaimana dimaksud pada ayat {3), Tim
Lt Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan tclaahan
dan memberikan arshan kepads penanggung  jawab
Usaha dan/ stz Keplatan berupa:

a.  rencane Usaha danfateu Kegistan mempengaruhi
lungsi kawasan lindune; atau

.  rcncoana AETY T dan/atau Kegialan tidak
mempengarubin Tungs kawasan lindung.

Kawasan lindung sehagaimana dimaksud pada ayas [2)
hurul b tercantum dalam Lampiran [ vang merupakan
bagian tidak rerpisahkan dari Pecaturan Pemerintah ini.

Pasal &

EIKL-UPL sebapaimany dimaksud dalam Pazal 4 huruf b
wanh dimilikl bagi Useha dan/atau Kepiotan yang lidak
meralliki Dampak Perting rerhadap Lingkungan Hidup,

kencana Usaha danfatag Kegiatan yang wajibs mermniliki
UKL-UFL schagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:

. Jenis rencana Usaha dangatmn Kegiatan yang tidak
memilikn Dampak Pentitgeg;

I jenis . ..
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b Jenes renciona UYsoha dac/aley Keplatan vaog lokasi
Usabz dansatau  Kegtatnon  dilakakan b juar
dan/atau  tdak  bherbatasan  langsung  dengan
kawasan lindung; dan

v, kermasdk jems rencana Usaha  dangatau Kegiatan
vang aikecualikan dan wajib Armdai.

Puagual 7

BPPL sebagaimana dimarsud dalam Pasal 4 huraf ¢ aaiib
dignitikl bugi Lsaha dansatau Kepgialan yang tdaek
memiliki Dampak Penting tevhadap Lingkunpzo ilidup
dan lidak lermasulk dalam kriteria wagib DKL-UPL.

Fencany Usaha danfatau Kegiatan yang wajib memiliki

SPPL schagaimana dimalesud pada avat (1] melipuri:

a. Jenis rencana Usaha dan/aao Kemaman vang fidak
memiliki Datnpak Peating dan tidai wajily TJKL-UPL;

b merupakan Usaha dan/alau Kegiatan Usshs mikro
dan kel yeng tidak memiliki Dsmpak Penling
terhigdap Lingkungan Hidup; dan facas

<. termasuk jenis rencana Usaha  fandalay Keglatan
yang dikecualiikan dari wajib TKL-UPL.

Pazal &

knteria Lisaha dang/stou Kegiatan yong memiiilki Dampak
Penting lethadap Lingkungan Hidup vang waib memiliki
Amdal scbapaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat [1; tevdiri
arasy:

a.
b

pengubaban bentuk luhian dan bentang alam,

eksploitas) sumber daya alam, balk yang terbarukan
maupun yang tid::k rerbarukan

proscs  duni Kegwaalan yanpg  secara potensial  dapat
memmioniikan Pencetnaran Lingkungan 1hdup dan/atau
Kerusakan Lingkunwan Hidup serta pemmborosan dan
kemerasatan sumber daya alam dalam pemanfaatannya:

nroses dan keglatan yaog hasiiava dapat mempengaruhi
ingkungan alam, iingkunpan bratan, sorta lingkunpan
somstal dan udaya:

€. MTONCE L
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prosez dan kKepiatan yang kasilnya akan mempenigiaret
puicstarinn  kawnasan  konservasi  sumber  dave  alaml
dan/aran perlindungan cagar budaya;

introdulen jenis tumbub tambohan, hewsn, dan jssad
renk,

pembuatan den pevggunasan bahan havati dan nonhavari;

kepiatan  yang  memnpunyal risikn tingpl  danfaran
mcrpergaruhs pertahanan negara: dan/atay

penerapan wkoologl vang diperkiraltan  mempunsa
potens: hesar untuk mempengarahi Lingkungan Hidup.

Faszal 4

bMenieri melakukan evaloasi terhadap jenis roncana Usaha
danfatan kKeglatan vang wajih dilengkapi dengar Amidal
sthagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avst [2), UKL-UPL
sehagaimana dimakaud dalam Pasal & avat [2), dan SPPL
schagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avian (2) pating sedikit
sctiap 5 [limma) tahun aexali

Pasal 10

Kewajiban memiliki Amdai sebagaimana dimalesud dalam
Fasai 3 ayat [2} dikecualikan bagi rencana sahs
CansSatan Keglatan vany;

a.  lokasi rencanys Usaha danyatau Kegiatarnvrs berada
pada kabwipaten/kota yaog memiliki rencana detail
tata rlang vang telah dilergkapi denean kajian
Lingkungan Hidup strategis  yvang  dibuar dan
dilaksanakan scoara kormprehensif dan incl sesual
dengan ketentuan peraruran perundang-undangan:

B dokast rencana Ussha danfatau Keglatannye berads
pada kawasar hvas vang telah memibiki vencana
kelola hutan vang 1elah Jilengkapi dengan  wajian
Lingkungan iudup  sirategis yang  dibsbal dan
dilaksznakan secara komprehensil dan tinm sesuad
dengan kelemluan peraturan perundang-undengan;

v. program . ..
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¢, program Pemenntah dan/alau Pemenntah Dacrah
vang telah memiliki ketijakan, rencana, dan/fatau
program  berupsa rencana induk vang relah
cdilengkapt dengan kajian Lingkungan  Hidup
Slralegls vang dibual dan dilaksanakab  secary
komprehensi] dan rinci  sesuei dengan Relentasn
peraturan porundang - undangan;

d. rencana Usaha dan/atau Kegiatan vany dilakokan di
dalam dan/atan berbatasan  langsung dengan
kawasan lindung yane dikecualikan;

e, merdpalkan kKegintan  Pemerintah  dan/atau
Permerintah Dacrah yanp dilakukan  dalam reangks
penclilian dan bukan untuk tujuan komersial;

f. remcana Usaha danfatan Kepiatan venp berada di
dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan Amdal
kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan,

g rencana Wsaha danjatay Kegiatan vanpg berada dy
dalam kawasan yeng berdasarkan  peraturan
perundang-undangan, Usaha dan/atan Kegiatan di
dalam kewasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL
cinct yang lelah dilengkapn dengan Amidal kawasan
dan Persetujuan Lingkengan kawasan;

h. dilakukan dalam kondisi tanggap darural bencana;

1. dalam rangka pemulihan Mngsi Lingkungan Hidup
yvang dilalvkan  oleh Pemerintah  dan/atau
Femerintah Trerab oi kawasan yang tidak dibebani
Perizitvan Berusaho, danfatau

) réencana Usaha  danfatau Kegialan  selain
sehagaimana dimaksud dalam Pazal 5 ayal (2) huaru!
A, yang berbarasan langsung nlaly berada dalam
kawasan lndung, vang  telah mendapatkan
Hnetapan pongecualian wajib Amdal darn instanm
yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap
pengclolaan kawasan lindung,

(4] HKajian Lingkungan Hidup strategis vang dibuat dan
dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sebagaimmana
dimaksud pads avat (1] huref a, horaf b, dan hoou!
diselengearakan dengan pendekatan holistik, intepraril,
tematile, dan spasial.

[ Rencang . ..

SH O NoOT40r &



SK Mo W70 A

(3)

(]

(1)

(2]

FPRESICEM
REPUBLIE '\HDOMESIA

A .

Remcana Usaha danfatan Kegiatan yang dikecualilkan
sebagaitnana dimalosud pada ayat (1) harab Jd melpats

a. echsplorasi pertambangan, minyak dan pas bumi, dan
panas bomi yang tdak dilkuti dengan Usaha
dan/atau Kegiaran prerad Uk mg VATIE
skala ! hesarannya wanbk Amdal,

e penelilian dan pengembangan  nonkomersial  di
bidang iy pengerahoan yane thidak menggangega
fungs Kavwason indiong;

. kegiatan yeng menuni@ng/ mendulkung pelestarian
kawasarn hindung;

d.  kepatan yvang terkat kepontingan pertahanan dan
keamanan nepara yang tidak memiliki Dampak
Penting rerhadap Linpkungan Huduap;

£. keglatan secara nyata tidak memiliki Dampalk Penting
terhadap Lingkungan Hidop; dan/ atau

. budidayas vang diizinkan bagi pertduduk asli dengan
luazan tetap dan lklak mempengaruhi fungs indung
kawasan tlan i hawah prneawssan ketat

kelentian lebih lanjut menpenal tata cara pengecualian
schagaimana dimaksud pada avat {1} huraf a, hural b,
dan huruf ¢ tercantum dalam Lampiran | yang meripakan
baglan tidak terpisahkan dari Peraturer Permerintah. im.

FPasal 11

Rencana Usaha danfataun  Kepigien  sebagaimans
dicmaksnid dalem Pasal 10 avat (1) hurnaf & sampai dengan
huraf 1 dan hurut ] wajib memilio UKL-DUPL atau SPPL
sesual  denEan ketentuan peraturan perundang.
undangan.

Feneans  Usaha danfatau  Kegiatan  sebagaimana
dimmaksiid duiam Pasal 10 ayvat (1) huraf g wanb menuliki
FEEL-EFPL 1inct  berdasarkan Perzctojuan Lingkungan
kawAsan  w¥csudal dengan ketentuan peraluran
perundang undangan.

{3 RKL .
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REKL-EPL rinci sebagaimiana dimaksud pude avat (2
reTupdkan enok Persetujuan Linghungan bagl Pelaky
Usana di dalam kawasan dan dirvatiaian dajam bentult
Pernyataan Kesanggupan Peogelolaan Lingkongan Hidop
vang dimahkan sleh pengelds kawasan = menjadi
prasyarat Perizinan Rerusohe Pelaku Usaha di dalam
kawnean,

kencana  Usaha  dansatau  Kegiaran  sebagaimana
lirnaksud dalarm Pagal 10 ayae (1) hueuf % dan karsF
tickair memerinkan dokumen bnghungan Hidup.

Fazal 12
Feneana Usaha dan/atav Kegistan yang;

a. tdak wajib Amdal scbapaimana dimaksud dafam
Pasal 5 ayat [2) huruf a: danfataa

b, wajib DKL-UPL sebapaimana dimaksud dalom Masal
S ayat [2) hurul o, atau SPPL sebapaimana dimaisarl
dalam Pasal 7 ayal [2) huraf s,

dapat ditztapkan mienjad! jenis rencana Usaba danfalau
Kegiaran vacy wajib memiliki Amdal oleh Menier..

Fencana  Usaha danjarau Kegietan  sebagsimana
dimaksed pada avar (1) divsclkan secara teriulis kepada
Menteri nleh-

2. menteri dan:atau  kepals  lembapa  pemmerintah
Fonkementeran;

k. eubernur;
¢.  bupat/wali kot danatau
dd. masyorakat.

Usuian derulis sehbagnimans dimaksud pada avel (2)
palenp gedikit bensi:

a.  dentitas pengysal,

b, deskripss enis rencang Usaka flamyatau Kepiatan
yang akat dilakukan Seserta skala/besaraniya;

¢, status dan kondisw unghungar di Admlasm dan di
sritdr lokssr rencana Usaha danfstau Kematan;
dan

d. analizi= . ..
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d,  anzhsix Dampak Lingkunpan Hidup warg akan
HTIAC, ketersediaan tekiwalog P ngeiolaan
Lingkungan  Hidup, gan alosan ilmah  bahwe
e g Wszha denfulac Keplatan terscbut menuliki
Lampeie Fanbmyg terhadzsp Lingkungan Hidup dan
dapat ditetgplan nienjadl rencana Usaho dan faau
Kegiatan vang wanb menuliki Amdal.

Usular sebagairazna diinaksud pada avat (3] disusnn

dalam 1 fsaiul dokurmen penpajuan pecetapai: enis

rencana Tlsaha danfztau Kegitan yang wajin memilik

Amdal.

Pagal 13

Menteol melakokan evalussi terhadap wsolan ceruatbis
schagaimana dimaksiul dulam Pasal 12 ayore 03]

Dalam melakukan evaluas sebagaimana dumaksnd nada
ayat {11, Menter memagaskan pejabar yang memindangi
Amdal, UKL-UPL, dan SPPL.

Evaluas sebagaimena dimaksud  pada avac  {2)
dilakzanakan dengan mempertbmbangican:

a.  Alwsan almiah bahwa rencana Ussha dunfatan
Krgiatan tersebut memiliki Dampak Penting
terhadap Lingkungan Hidup,

B days dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup
di lokasi rencana Usaha donfatau Kegatan;

. tipologi  ekosistern  selempatr yang  diperkiralan
mernuliki Dampak Peniing terhadap Lingkungun
Hidup; dar:

d.  teknologl penpelolaan Dompak Lingkungan Hidup.

Dalstn hal hasil evaluasi menunjukkan:

g, usilan dapat ditérima, pejabat yanp membidgangi
Amdal, LKL-UPL, in SFFL menerbitkan
rekomendasi penclapan rencana Usaha dan/atsn
Kegiatan yaog tidak wajib meamibki Amdal mengacdi
rencang Usaha danjfatau Kegiaten vang  wajib
memdiki Arndal, Keparta Menier: arau

b. usukan . ..
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b.  wvsulan tdak dapat  diterima, pejabat  yang
membidangi Amdal, UEKL-UPL, dan  SPPL
menertilkan  rekomendasi  penolakan  penetapan
suaty rencana Usaha dan/atau Kegiatan vang tidak
wajil: merulikli Amdal menjadi rensana Usaha
dan/atau HKeglatan yang wajin memiliki Amdal,
kepada hMenter.

Fasal 14

Hasil cvaluasi sebagaimana dimaksud dalam Fasal 13 ayat {4)
mengadl bahan pertimbangan Menteri untule:

a. menetapKan kepulusan suaty rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang lidak wapb memiliki Amdal menjadi sajib
metnilik) Amdal; atau

b, menolak  usolan  penetapan sueiu rencana Usaha
danjfaral Keglatan yang cidak wajili memiliki Amdal
menjadt wajilk memiliki Amiddal.

Pasal 15

Jangka waktu pelaksanaan cvaluasi dan penetapan atau
penolakan penetapan rencana Usaha dan,atau Kegiatan yvung
tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib rserniliki Amdal
sebagaimane cimaksud dalain Pasal 13 Jdun Pasal 14
dilakukan peling lama 30 {tiga puluh] har kerja scjak
perroabonan dinyatakan lengaap.

Pasal 16

1] HFencana Usaha dan;atau Kegiatan yvang wajib meniliki
Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 aval {2
huruf 4 dapal ditctapkan menjadi rencana Usaha
dan/atzn Kegiatan yang lidak wajib memiliki Amdal oleh
Mcnteri.

(2} Rencana TUssha  danfaiau  Kegiatan  sebopaimana
dimaksud pada ayat [1 divsulkan secara tertulis kepada
Mentorn. oleh:

a. mentert dan/atau kepala  lembega  pemerintah
nonkementenan;

L. gubernur;

<. bupall . ..



K Mo 84525 A

(3

(1)

2]

i3]

FRESICEH
REPLEBLIK IMDONESEA

-G -

€. bupau/wal keta) danfalau
d.  mmasyarakat.

Usulan tertubie sebagaimana dimaksod pade ayas (2
padine scdikt bersi;

a.  dentitas penglsul;

b, deskripsi rencana Usaha danialau Keglaran yang
akan dilakulnn beserra skalaf besaranaya;

. stalus darn kooddizd Unglungan di dalam dan o
sckitar lokasi rencena Usaba denfatau Fegizian
dan

d. axmelisis dampak Cingkungan Hidupn vaoe ahan
lepaddi, ketersediaan teknnlop peneclolazn
langkungan  Hidup, dan  alazan  ilmiakh  bahws
rencang Uzaba danfalan Kepinlan scrsebauar tidak
memiliki Mampak Penting terbadap  Linekuneao
Hidup dan dapat ditetapkan menjadh jenis reacansa
Usaha danfalae Kegiztan vang tduk wayih meemiiki
Amdal.

Pagal |7

Menteri melakikan evaluasi terhacdsp usulan teriulis
sebageimana dirmaksud dalam Pasal L& syat (35

Dalam melakukan cvaluasi sebagaimana dunaksind pada
avat {1], Mentert menugaskan pejabat yang membidang
Aradal, TTKL-UPL, dan SPEIL.

Evaluasi  sebagaimana  dimaksud  pada  avel (2)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek:

A, Dampak ongkungan 1hiup darl rencarsa Usaha
dan/ataw  Kegiatin  Japat  ditangaulang  sesuai
detgan perkembanpan jimu pengetahuan dan
reknolog,

b.  daya dukung dan days tampung Lingkungsn Hidup
ol lokasl rencana Ussba danfatau Kegiatan,; dan

. rdasarkan periimbanpan Udmdal: Bahwa rencana
Uvane  danfatan Kepiatan  adak  menimbulkan
Dampale Penting.

1] D=larn
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{4]  Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan:

#.  usulan dapat diterima, pejabat yang membidangi
Amdal, UEKL-UIPL, an SPPL menerbitkan
rekamendas) penetapan rencana Usaha danatau
Keginlan vang wajib memitiki Amdal menjadi rencans
UIsaha danjamu Kegiatan yang ridak waijth memiliki
Amdal, kepada Menteri; atay

v usulan  tidak dapat  diterirpa,  pejabal oyang
membidangi Amdal, UKL-IIPL, dan  SPPL
menerhitkan  rekomendas penolaksn  ponctapan
suatu rencana Usaha dan/atag Kegidtan yang wajib
memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau
Kepiatan yang tidak wajib memilika Amdal, kepeda
Mentern.

Pasal 18

Hazil evaluas) sebapaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayar 4
menjadl bahan pertimbangan Menteel vintuks:

#.  menctapkan Keputusan soaty rencana Usaha danfsataua
Kegiatan vang wajib memiliki Amndsl menjadi rencana
Usaha dan/atau Kepatan yang tidak wajib memiliki
Amdal: atau

b, menodak wsulan penerapar suata rencana Usaha
dan/atau Kegiatan vaty wajib memiliki Amdal menjadi
rencana Usaha danfatau Kepiatar yvang tidale weajily
memiliki Arndal,

Pasal 19

Jangka wakmu pelaksanaan evaluayi den peonctapan atan
pcnolakan penetapan rencana Usaha dan/au Kepiatan yang
wHib memiliki Amdal menjadi tidak waiih memiliki Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18
dilakukan pahng 'ama 30 [Mga pulul) harl kega scjak
perminhonan dinyatakan lengkop

Fasal 20 . ..
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Fasal 20

Untuk menentukan reocana Usaha dan/atau Kepiatan
vang wajib memiliki Amdal, UEKL-UPL, atan SPPL,
penanggting jawab LUsaha dan/fatau Kegiatan melakukan
[IUses PUnEaplsan sccara mandiri.

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/artau Kegiatan
hdak dapat melakukan penapisan secara  mandin,
PEnAngEung jawab Usaha danfalaw Keglatan
mengajukan  penetapan penapisan dar instansi
Lingkungan Hidup pusal, organisasi pcrangkat docrah
vang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, ataw
organisasi  perangkal  daerah yang memindangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota  sesual denegan
kewenanpgannya.

Fernetapan penapisan vanp disumpaikan oleh instansi
Lingkungan Hidup pusal, organisasi peranghkat daerah
vang membwlangt Lingkungan Hidup provinsi, ateu
organtsazi  perangkat daerah yang  membidangl
Lingkungan Hidup kabupaten/kota scsual dengan
kewenangannya tnerrgal:

a. rcehcana Usaba dan/atan Kemaran wapbk memiliki
Amdal, UKL-UPL, atau SPFL,; clan

b. kewenangan uji kelayakan Amdal, pemeriksaan UKL-
UPL, atau SPF..

Froses penelapan penapisan scbagaimana  dimaksaod
pada ayat [3] f(creantum dalam  Lampiran T vang
therupakan  bagian tidak terpisahken dan Peraluran
Pemenntah 1o,

Bagian Kedua

Permvusunan Amdal dan Uji Ketaynkan Amdal

(1)

(2}

Pasal 21

Aradlal disusun aleh penanpggung jawab Usaha danfatau
KHewatan pada tahap perencanaan sualuy Usaha danfatau
Kegiatan.

Lokaws receana Usaha dangatau Kematan sebapaimans
thmalisud pada avat (1) wapily sesuwal denpan rencana tata
TLIATIY

|3} Kesesuaian - ..



5K No UB4525 A

%]

(1]

(2]

{3)

PRESI[ITH
REEPLUHELIK IMOOMESIA

ST
Kezoavaian iokasi rencana Usaha danaran Kesislao
dengan rencdns tata ouunp sebagaimana dirmaksud pads
ayal  [2}) dibuktikan deoagan konfirmasi  kesesiaAn
kegiacan pemanfosian ruang aran rekomendasi
kesesuaian kepilan pemanfastan rGang sesunl dengan
ketenluan poraturan perundang-undangar,

LCralam hal Ilokaai rencana Usaha dan/ataun Kegiatan
tidak sesga dengan rewcana tamm nuang sebogaimana
dimaksua pada avat 3], dekumen Amdal ridek daps)
dinilie dan dikembalikan kepada  pepanogung jawsb
Usaha danfatau Kegiatan.

iasal 22

Dalamn menvusun Amdal, penanggung jawab  Usaha
dan/atau Kegiatan menpaunakan pendekatan studi

a  tunpgal;
b. terpadu: erau
¢, Lkewasan,

Pendekatan sindl tunggal sebagaimana dimaksug pada
apn! [l nural a ailakukan apabila penanggung jawats
Uszaha adn/ataun Kegiaran merencanakan untuk
trelskukan 1(satu) jenis Dsana danfatay Kegislan yang
kewenangan  wembinsan  dan/atal  pengawosannya
berada di bawash 1 (fatu)  kementerian,  lembaga
pemernintah  oonkeomonician,  orgenisss] poranghat
daerah  prowvinsl, etad  organisasi  perangkat  cactah
kabunaten/ kola.

Pendekaran studl terpadu sebagaimana dimaksod pads
aval (1] huraf b dilakokan apabila penangpung jawab
Usahia dangfatan hematsan merencanakan untul
melakukan lebib duri 1 isawg) jenis Usaba dan/atan
kKeglatan yang pecencanaan dan pencelyassnoyva salmg
tetkeait datam sao kesatuan hamparan ekosistom serta
pembanean dan/atail penawasannva berads i havah
lebih dari 1 [sdpiul kemearierian, leinbaga pemerinlah
nonkemenlerian, organisesi perangkot daccan previns,
alau organisasi peraingkai dacral kabupaten dkata,

{4] Pondekatan . . .
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Perndekatan studl kawasan achagaimana dimaksud pada
ayat {1 buruf c dilakukan oleh pengelnla karvasan selaku
penangoung  jawal  Usaha danfatou Kegatan vang
merencacakan urtiuk melakukan ekin dar 1 {saing
Usaha danfaiany Kegiatan vang akan dilaksanakan clch
Petaku Usaha i dalam kawasan, terletak dalam sao
kesallen oma rencana pengembangan kawasan, vang
telah: mendapstkan penetapan koawssan dan ponpelols
kawasan sesual dongan ketentnan peraturar porundang-
Urchiangan.

Fendekatlan peoyusunan Andal sebagnimiana dimalkisud
pada ayat (1) humaf a dan hural b yang dilakukan oleh
lebih duri 1 (satu) proanggong jawab  Ussha danfalau
Kegiatan terhadap Usaha dan/atou Kegiaran yang saling
terintegrasi dapat disusuan dalam 1 (satwy Amdal vaog
dapat digunukan untuk penerbitan lebit daii 1 [satu)
Periziman Berusahao,

Pagal 73

Prnanggang  jawshb Usaha  dan/ataw  Keglalac
schugaimana dimaksud dalam Fasal 21 ayat (4] dalam
pemuEanan Amdal  dapat  ailakuokar  sendini atau
merunjuk pinak lain dalam hal rdidak mamo.

Proyusuinan Anmwlal wajib dilakukan oleh penvisun vane
metniliki gerrifilkar kompetansi,

Hasil peoyvusanan Amddayr pong diswsun pihisx lain
sthagaimana davaksad pads ayval {1} menjarli tangeung
Jawab perangiaig jawab Usaha dan/atan Kegiatan.

Puasal 24

Aparatur sipil nepars yang  bekorja  pada instans
Lingkingan Hidup pusat, orvanisasi porangkat daecab
yanr menttidangr Lingkucgsn Hidvp proviengi,  atag
orgarieas  peranpgkal dacrah o vang  membidang
Lingkungan Hidup ksbupaion/kota dilarang menjacdi
pERVLSIN Arredal.

{2 Dalam . ..
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Dalsm hal  wmsmansi Licgkunean Hidup peosai
Organisasl  peranghkat  daerah yang membicang
Lingkungan Hidup provinsi, atau orgacisesi perangksl
daerah Yang membidang Lingkungan Hidup
kabupaten/ kota  herlindak sebapai  penanegung jawab
Usaha danatau  Kegiatan, aparailur  sipil  negara
schagamnata dimaksud pada ayat (1) dapat menjads
provusun Amdal

Pazal 25

Permvusunan Amdal dimulal dengan penvediaan data dan
informast schapgal berikeut:

=

hasil  penapisan kewenangan  penilsman Amdal
sehagaimana dirmaksud dalam Pazal 20

teskripsi rencana Usabu danysatau Kegiatap;

rona Lingkungan Hidup awal di dalam dan di sckitar
lokazi rencana Ussha dan/atan Kepiatan yang akan
dilakulkan; dan

hasil pengumuman dan konsullasi publik.

Fasal J6

Amdal seyngaimana dimaksod dalam Pasal 22 ayar (1) terdin

atas:
a.
=3

.

i)

Formulir Kerangka Acoan;
Andai; dan
RkL-EFL.

Pagal 27

Fenyvusinar Arclal schagaimana dinwksud dalam Pasal
21 avat 1] dilakukar melalui tanapsn:

#  pelalkeanaan pelibatan maosvarakat terhadap rencana
Lisaha danfatau Keglatan,

9. pengisian. pengapoan, pereriksaan, dan peterbilan
Ve acars kesepskacan Formuiir Kerangha dcuan:

C. PReERAEUGED .,
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.o penyuasunan dan penge:usn Andsl dan REL-RFL dan
. perulaian Andal dan RKL-RBPL.

Pemeriksaan Formulir Herangka Aruan sebagaimasna
diinaksud pady ayat 11) horul b dan penilaian andal dan
HKL- RPL sebapaimana dimakaud pada avat (1) huraf d
mervpakan baglan upl kelavakan Amudal.

Prasal 28

Penanggung lawalh Usaha «danfursu Kegistan dajam
mEnyLsUn Amdal sebapaimana ditnaksud dalam Pasal 2]
aval (1) mohibacdkan masverakat yang vmikena dampak
IHAESLING.

Pelibatan masyarakel vang terkeno dampak langsung
schbagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan melaiui:

H.  PEMgumuUrmaEn rencana Usaha danfatsu Kegiatan,
dan

b,  konsuliasi publik,

baszyarakat yvaog terkena dampale langsung schagaimena
dimaksud pada avat [i| berbak mengajukan saran,
pendapal, dan tanpgapan  terhadap tencana Usoha
danfalal Kematan dalam jangks wakta 10 {sepuiub) han
kerja sejak pongumuman schagaimana dimalksud pada
avarl (i buruf a,

sSaran, pendapat, dan tengganpan schagzimana dicnaksoud
pada  avat (3] disampatkan secara  certulis kopads
nensneggung jawab Usaha dunjatau Kegiatan.

Masyarakat vang 1erkena dampak langsung memberikan
saran, pendapal, dan wnpgapan terhadlap rencana Usaha
dan/atan Kegiztan pada konsultasi publik schapaimana
dimaksud pada ayai (2) huraf b.

zardn, pendapar, dan tangeapan erhadap rencana Deaha
danfatau Kematan padia konsultus: puldik sebagaimana
dimaksud pada avat (3} dicatat Jdalam berita acara
konsultasi puhblik.

Pehbhalan masyvarakar yang terkens dampak langscng
sebapsimana dimabsid pada ayar [2) didakukan schelum
peoywsunan Formmulir Kerangka Actarn.

Fasal 29 _ ..



5K Na 0B4532 A

]

(1}

Ly

FREESIDEM
REFPUBLIK [MOOMNESIA

31

Prsal 9

Masirarakat  yang torkens  dampak  Engsuane vaoy
dilitratknn dalam  paoyasunan Amda!l  sebagoumana
tlimakswd dalaun Pasel 28 ayat (1] meiopakan mosyvarakoat
vang berada div dalam haras wilavah siod; Ameda! vang
akan terk<na dampak aecara lanesceng baik  positf
dan/atan negatif dari adanya tencana Usaha danataa
Keglawan.

Pemmerhats Lingkungan Hedup, penchiti, alou lerabags
swadaya masvarakat pendamping yang relah rnembioe
danfalau mendampingl masyarakat ferkena  dampak
langsung schapgaimanz dimaksad pacda ayal |1 dapar
dilibatkan schaeal bagian davi masvarakal yang terkens
dampak langzung.

Pasal A0

Ltalam  melalukan  pengumuman  rencana  Usaha
dae{atay Kegialan schagaimana dimakzand dalam Pasal
28 ayal 2] huruf a, penanggung jawaby Usaha dan/ ais
Kegatan wajib menyampalkan inlormas! sccara ringkas,
benar, dan 1cpat mengenai:

4. nama dan atamar penanggung  jaeab Usaha
dan/atau Kesiatan;

L. jemis rencana Usaha dan/atan Keyiatan:

c. skalaftesaran  dari rencena Usaha daznfaau
Kegiatan;

d.  lokasi rencans Usaha dan/atau Kegiatan;

&  dampak potensial rerhodap hinpkungan sang akan
timmbal dan konscp umurm pengendalian Dampak
lingkungan Hidup:

. tenpgal peagumuman mulal dipasang dap buatas
waku proyampalan saran, pendapat, dan Hanygepan
dari tmasyarsakal, dizn

g narma dan  alamat penangguing  jewab Usaha
dan/atzu Keglatan ¥ang Inenerima saran, pendapar,
dan tanggapan dar masyarakas.

i2) Informmes . L
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nformasi dalarm penzumumen rencana Usaha dan fatail
Krmatan  schageimana dimaksud  pada avat (1)
dizampaikan denpgan menggunakan bahosa |ndonesia
yang twik dan benar jelas, dan mudah dimengerti oleh
elurul lapisan masvarakal.

Sclain menggunakan  bahasa Indonesis  scbhapgaimans
dimaksud padz ayal (), informast dalam pengumuman
rencana Usaha darifatan Keglatan dapat dissmpaikan
denpan mengminakan bahasa dzerah atau iokal vang
sesual dengan lokasi dimana penpumuman teirsebur alan
dlakukan.

Pengumuman rencana Usaha danfaisu Keplatan yoop
memaay mlermast schagammana dimaksud pada ayal 7]
disampalkan melalai:

a.  media massg; dan farau
b penpgumuman peda lokast Usaha dan g aiau KEegiatan,

Sclain media yang wajib digunalkan untgk melaoukan

Fengumizman  sebapsimana dimaksagd  pada zavat (4,

penangiung  Jawab Usaha danfaian Kepiatan dapat

mengginakan media lain untuk me lzxhoaloat

EeEngLuniman, herups:

A.  media cetak seperti brosur, pamilee, atan spanguk;

o medis elektronik melalui rtelevisi, laman, jeiaricg
s051al, pesan elektronik, dan/atau rado;

. Tapan pengunmiman dimstansi Lingkungan Hidup
dan instans vang mombidang: Usaba dan/fatau
Kegiatan i Ungkal pusat, dasrah provinsi, danfatau
daerah kabupalen /kata; dan

d. media lan vang dapat dipunakan.

Mosee 34

Masvaralral yapg terkehia dampak lengsung sebasaimana
dirmakstd dalem Pasal 29 terhak meneajukan saran,
pendapar,  ¢lan wnggapan  rerbadap rencana Usaha
dan/atay Kegiatan valam jangka wakou 10 dsepuabaiy had
keoia sejak penpumuman selagaimana dimaksiard dajam
Fasal 2% ayat (2] hurot o,

2] ZAran
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Saran, poendapat, dan tanggapan sehapaimana dimaksod
pada ayal |1] disatupeiban secars tortulis opada
penangepung jawab Usaba dan/slau Kepiatan.

Dalarm menyampaikan saran, pendapat, dorn tanggapan
terkaic pergumiiian reacana Usana dan/aral Keptatan
sebapaimana dimaksud pada avat (20, masyarakat wajib
mencanumban entitas pribadi yang 3elas sesunl dengan
dokuinen kependudukan.

Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimuna
ditnaxsud pada ayat (3) dapar beruipa:

a. nfurmasi deskriptit tentang kondisi iingkunpan vanp,
berada di dalam dan di sckitar lokasi/tepak rencana
Jsaka daniatuy Keglatan;

b, nilai-nilai  lokal wang berpotensi akan  terkena
dampak rencana Usaha danfatau Kepiaglan vans
akan dilakukan; dan/aan

. asplrase magyarakat, keinginan, dan harapan torkart
dengan rencana [saha danjatau Kegintan.

Saran., pendupat, dan @nggapan masviirakat sehagaimana
dimeksud  pada ayvat (%) disumpaikan  denpan
tnengeunakan bahzza Indonesia danfataa bahasa dasah
datau loka! yang sesual dengan okasi rencana Usaba
dJanysatan Kegiatan.

Berdasarkan saran, pendupat, gan tangpapon masvarakal
vang telah diterima sebupaimana dimaksad pada ayat (3),
PENANEEUNE Javral Usuha dan fatau boegiatan
mendokumentasikan dan monpolah saran, pendapal, dan
tanggapan masydrakal.

Baran, pendapal, dan tangeapan masyarakat yang telah
ditlah  seheyaimana dimakend pada ayat (& wajib
digunakun oleh penuanpgung juwalb; Usaha dan/atau
Kepiaian sebagal mazukan dalam peneisian borrclie
Keranghka Acuarn,

Fagal 37

Felitzatan masvarabtar vang terkena dampalk langoung inelalui
konsultas: publik sebagaimana dimaksind dalam Pasal 28 ayac
F2p huraf b mencakup:

A. kelompok ..
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kelowmpok masyvarakat rentan (erinerable groupy;
magyarakat ackat (indeppenons peaple), danfatau

Lelompok laki-laki dan keclompok pecempuan Jdengan
mermpernaikan kesctaraan gender.

Pasal 33

Senrlum pelaksanaan konsultasi pubiik sebagaimarna
dirnaksud dalam Pasal 28 zvat (2] inaruf b, penangguns
jawab Uszha ranfatat Kepialan:

4, berkoordwnasi dengan instanst terkait dan rakah
masyarakat vang akan dilibatkan dalam proses
konzultasi publik: dan

b. mengupdang masyarakst vang akan dilibathan
elalurn konsultasi publik.

Nalam andangan keonsultasi  publik sehagsimana
ditnaksud padz ayat {1] huruf b, penaopgunc jawab
Usaha danfatag Kegiatan menvampaikan infermasi
COET IR TIAE

a  tupuan konsultasi palidik;
b, walktu dan tempar pelaisanasn konsultasi publik;

. bontuk, cara, dar marade konsaltas pubhik vanp
dkan dilakukan;

d.  tlempat dimana masyarakat dapat memperoleh
informasi tambahan; dan

e, dingkup zaran, pendapat, dan ranpggapsan  dari
masvarakal.

Bentuk, cvara, dan  melode konsuitast publik
sebapmimana dimaksud  pada evzr (23 hurwi ¢
ilakukan secara dalam jaringan atew luar jaringan
mie mzak 1p;

a. liKakarya,

SEIMINAT,

focus group discussion,

temu warga;

an oo

forum dengar pendapot;

f. dizlog . .
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I, rdialog interaktd: dan/artan

.  hentuk, cara. dan metode  lain vang  dzpal
digunakan unrul berkomunikass secara 2 [(daaj
urah.

Penanppung Juwab Uszaba danfatay Kegiotan dapat
mcmilih szalah zawu elaw komhbinasi dari boibusgal
bentuk, cara, dan metode  konsultasi puoblik
sebapaimana dimaksud pada ayat |3] yarg #ecarso
efriril dan elisicn dapat menjaring saran, pendapst,
dar langgapan mawyarakai secava aptirmal

Fasal 34

Jalam pelaksanaan konzultasi publik, penanggung
Jawab Usaha dan/fataw Kegiatan mennampakan
informnas! paling sodilaal ferkait:

a  deskripsi rencana Usaha dan/ataun Kegatan.

b, dampak potenziel vang akan timbul dari wdentstikasi
awal penanggung jawal: Usaha dan;a@u Kegiatan
maliput penuraean kuelitas air permmukaasr.,
penurunan kualitan  ddera Ambien, Kerosakaa
Lingkungan, Keresahan masvarokal, pangguan alu
litillas, ganpguan kesehatan masyarakan, kesemupat=n
kerjm, dan peluanp berusaha; dan

. keomponcn lingkungan yvang aksn terkena damnak
dart rencana Usaba dangatan Feglatan,

Berdasarksnt  intormasi vang  Jdsampaikar oleh
peranpeung jawab Usaha  danfatan Keglatan
sehaprimana dimaksud pada ayar 11), masvarakar
vang  terkena dampak langaung herhak
menvampalltan  saran, pendapat, dan  tanggapan
terhadap reacana Usabea dan/atan kegiatan.
Penangpung jawab Usahs donfatau Kegiatan wajib
mendokumentasikan dan menaolah seran, pendapat,
dan tanggapan masyvarakat  yang  disAampaikan
sebagaimana Simaksud pada ayvat [2}.

(4 Baran . .
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sararn, perndanal, dan langgapan masyarakatl vang
telah diolah sebagaimana dimaksod pada ayar (3
wajib  eieunakan olch ponangpung jawabh Usalia
tlan/eicu Keglatan sebagai masukan dulam peogisinn
Formulir kerangka Acuan.

Fawsal 35

FPengumuman  cencana  Usaha  danfatoo Kepatan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28 avat (2] hueaf &
disampaikan juga oleh penanggumg jawab 1Jsaha
dan/atau Kegiatan kepada Tim Uj Kelayakan Linghkungsn
Hzel .

Tim U1 KHelayakan Linglungan Hidup melakukan
pelibatan masvarakal dengar menempaikan
pengumuman  yang disampaiksn  ponanggung  jawah
[[saha danjatau Kematan kepada masvarakat pada
sistemn informasi dokurmen Lingkungan Hidup bersarnaan
denpgan pengumuman yang ditdkukan penanggung jawah
Usaha dan/atau Kegislan sebagaimana dimaksad daigm
Maszal 28 ayar 2] hural a.

Masyarakal  sebapsimana dimalkesud  pada ayat 2
melipiti:

a.  pernerbatn Lingkungan Hidup, danfatav
b, masvarakat berkepentingan 1=inma,

hMuasyarakat sebagannang dimaksud peda avat (3} berhak
mengsjukan saranh, pendapal, dap tanggapan terhadap
rencand Usaha dan/atay Kegiatan dulam jzngka wakis
17 {sepuluh)  hari  kerja sgjak penpumuman
dipublikasilan.

Saran, pendapel, dag tangeapan sebaparmana dimaksud
padn avatl [4 disampaikan eepada Tim Uji Kelavakan
Lingkunga: Hidop.

Tim Ujs helayakan Lingkunpan Hidup menyvaring sartan,
pendaper, dan tonggapan yang disampaikan sebapaimana
dimaksud pada avat {3} uwntuk memlah mesukan yang
relevan.
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Titn Lji Relayvakan Lingkungan Hidup menyampaikan
saran, pendapst,  dan tanggapan yang  relevan
sebagaimana dimaksud pada avat (&) kepada penangeing
Jjawab Usaha danyatau Kegiatan untuk digunakan dalam
pengeisian Formulic Kerangka Acuan.

Pasal 26

Kementerianflembaga pemnerintah nonkementerian yang
membidangi selttor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wa|ib Amdal menyusun Formnulir Kerongka Acuan spestiik
sesual dengan jenis Usabia dan/ atan Kegiatan,

Formulic Kerangka Acuan  spesilik sebagaimang
dimalksud pada ayat (1§ terdin atas:

a f[ormuhr pelingkupan; dan
b, farmuiir metode studi Andal.

Kementerion/lembaga pernerinteh nonkementeran yang
membidangi sekmr hidang Usaha dan/atan Kegiatan
wajib Amdal, dalam meryusun Formuwlir Kerangka Acuan
spesiik sebagaimana dimaksud  pada  avar (1]
berkoordinasi dengan Menter,

Menteri memasukkan Formulir Kerangka Acuan spesifik
yang disusun oleh kementertanlembaga pemennlah
nimkementenan schagaimana dimaksud pade avat (3) ke
dalam sistem informast dokumen Lingkunpgan Hadup.

Formulir  EKerangka  Acuan spesiik schagaimans
dimaksud pada ayar |1y disusun denpan mengeunakan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidek ilerpisahkan dan Peraturan
Pemerintah ini.

Pasat 37

Penanggung jawab WUsaha danfatau Kegiatan meongisi
Formulir Kerangks Acuan spesihk vang tersedia dalam
ststem mformasi dokumen  Lingkungan  1idup
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat {4),

(2} Dalam ...
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Dalam hal Formulir Kerangka Areen spesifh melum
trrscdia delarm vistem informasi dokumen Lingkuspan
Fidup sebapaimuna dimatksad pada avatl {11, petgsian
Formulir Kerangka Acuan mengacu pada forman Formali
Kevatipks Aroan sehagaimana dimaksud dalarm Masad 35
sl (5),

Pasal 3K

Formubir Kerangka Acaan yang telah diisi dan diajaban
aich  penanggung  jawab  Usala  dangatan Kepatan
scbagaitnana dimaksud dalam Pasal 37 diperilusa oleh:

a.  Menter melalu Tun Ui Kelayakan Lingkungan Hidup
varg berkedudukan di puasal;

b, pubemur meialui Tim Ui Kelavakan Lingkungan
thdup vang berkedudukan i provinsi; atao

o Pupaliywall kota  melalui Tim Uji Kelayskan
Lingkungan  Hidwp  vang  berkedudukan di
kabupaten f kina,

Tim Uji ¥elayakan Lingkungan Hidupe dalam melabuksn
pemerikzaan Formulic Kerangka Acuan  sebagainang
dimalkaud pada syat (1) dapar melibatkan:

a.  ahliterkait dengan rencata Usaha donfatau Kegiaten
atru  Dampak Lingkungan  Hidup dar Usaba
dan/4lau Keglatan; dan

b. instansi rerkait detgan rencana Usabe den/atau
Dampak Lingkungan Hidup davi Tissha dan/atau
Feplaian.

Pemedksaan  sobagaimana  dimaksud  pada ayar (1)
diiabtukan dalam jangka waktu paling luma L0 {sepulah)
hari kerja sejak Formulic Kerangka Acuan diterima aan
penangeung  jawab: Dsaha danfatay Kepinten wecara
lengkay.

Hazil pemeriksaan Formullr Rerangka Acuan disusun
dalam bentuk  beritn acara kesepakawan  Foemulir
Kerangha Ay unn vang memuar informasi paliog sedikit:

a.  Dwmmpak Penting hipedek,

I Gatas wilayah sludl oan batas wakiu kajisn;

CLormEiiHbe
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c. metode studi;
d.  penetavan keieport Amdal; dan
2. waktu penyusunan dokumen Andal dan BRL-RFL.

Tata ilakszna pemeriksasn Formaulic Kerangka Acuan
rercanlam dalam Tampitan 1T yang merupakan bagian
ridal rerpisahlean dan Peraturan Femerintah ind,

Fa=zal 39

Penanggung jawab Usaha danfatau Keglatan menyusur
dokumen Andal berdasarkan Formulir Keransgks dcusn
schagaimana dimalzsiad dalam Pasal 38 ayvat (4.

Cokurnen Andal sehawaimana diunaksud pada avat (1]
memuat:

a. pendahuluan;

. deskopst rencana Usaha dandaraw Kegratan beserla
aliernatifinva;

2. oeskripsl rina rona Lingkuogan Hidup;
hasil dan evaluasi peliliatan masyarakat;

c.  penentuan Dampak Penfing hipotctik vang dikaii,
batas wilavah studi, dan atas wakra kaiar,

. prakirasn Dampak Penting dan peneniuan sifat
renting dampak;

g evalgam scomra holistik terhadap Dampak
Lingkuongan Hidup;

h. daitar pustghka; dan

I lasmpacan.

Penoyusunan dokumen Andal sebapaimana dimaksod
pada  ayat (2] dilakuken  berdasarkan  podomian
penyusunan dokuamen Andal sebagaimana  tercaniutmn
dalam Lampian I yanp merupsakan  bagan  ddalke
terpizahkan darti Peraturat Pemerintah ini.

Fasnl A0 . ..
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Pagal 410)

Penangpung jawab WUsaha danfatau Keglatan menyusun
drikumen REL-REPL  berdasarkan  dokumen Andal
sehagmimana dimaksud dalam Pasal 39 avat [2).

Doloumen REL-REPL scbagaimana dimaksud pada ayat (1]
&AL,

a. pendahuinan;

b,  maruk REL;

¢, matrik RPL,

d.  persyaratan dan kewsjiban terkait dengan aspek
Perlindungan dar Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang rclevan  terdin ataz  pengolahan  dan
pembuangan Air Limbah, permmanfaatan Air Limbah
untuk aplikasi ke tanah, permbuangan  Emisi,

Penpelolaan Limbah B3, dan/atan  pengelolaan
danipak lalu hintas;

e.  pernyataan komitmen penanggling jawab Tlsaha
dan/atau Kegiatan antuk melaksanakan ketentuan
vatig tercantam dalam EKL-RPL;

I claltar pustaka: dan
£ lampiran.

Feoyusunan dokumen REL-RFL =ebagaimana dimaksud
pada aval [2) dilakukan berdasarkan pedoman
penyusunan dokumen EKL-RPL yang tercantum dalam
Lampiran 11 vang merupakan bagian 1idak 1erpisahkan
dar Peraiuran Pemerintah ini.

Pasat 41

Pergusunan dokuemen Andal schagsimana dimaksud
dalamn Pasal 39 dan dokumen REL-EFL schagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 dinagi berdasarkan ksiegori
Usaha dan/atan Kegiatan.

Katepori aebapaimana dimaksud pada ayal (1) meliputi;
. Kalepor A,

k. kateger B; atau

. karapnr €.

(3] Karepory .. .
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Katepori sebagaimana dimaksud pada ayat (2] ditentulkan
berdasarkan kriteria:

a. kompleksitas rencana Usaha danfatau Keglalan;

k. dampak rencana saha danfataun Keglatan terhadap
Linglkurgan Hidup,

e, senmitifilas lokast tencona Usaha danyatan Keomatan;
dangalau

d.  kondis dava dukung dan dava tampung Lingkungan
Hidup di jokasi rencana Usaha danfatay Keglatan.

Penetapun kategor sebagaimans dimakscl peca ayac (1],
ayat |2}, dan ayat [} tercantum dalam Lampitan [ vang
merupakan bagian rndak lerpisahkan dari Peraturan
Pemerintalh ini.

Pazal 42

Penyusunan dolumen Andal dan dokumen RKL-EPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayar 2} dilakukan
dalam jangla wakow:

a. katepori A paling lama 180 [seratus delupan puluh)
hari;

b.  kategori B paling lammz 120 (seratus dua puluh) han;
dan

€. katepon C paling lama &0 [enam puluh) hari.

Dalam hal penyusunan dokumen Andal dan dokumen
HEKL-EPL hersilay  sangst kompleks, jangka waktu
penyusunan dapat dilakukan lebilr lama dari jangka
wakiu kKateeort A sebapaimans dimakzad pada ayat (1)
huruf a.

Penambahan wektu penyusunan scbagaimana dimaksad
pada avar (2} dilakukan berdasarksn  permohonsan
penangmurg awal Usaha dan/atau Kegiatan,

FPasal 435 . ..
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Pasal 43

Penanggung jawab Usaha dan fatau Kegiatan mengajulan
dokumecn Andal schagaimana dimaksud dalam Pazsal 39
dan dokumen REKL-REPL sebagaitmana cdimaksaed dalam
Fazal 40 melahei sistem intormasi dokumen Lingkuttgan

Hidup kepada Menterd, gubernur, stau bupati/wali kota
zeslal dengan lewenanpantiya.

Fengajuan dokumen Andal dan dokumen REL-EPL
sehagaimAana dimaksed paca ayat (13 haros dilengkapi
deneen Perselwuan Telknis.

Perseruan Teknis sebagaimana dirnaksud pada ayat [2)
terdin atas;

a, pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
b. permmenuban Baku Mutu Emisi;
Pengelolaan Lambah B3, dan/atau

d.  analisis mengenal dampak lalu hintas.

454l 44

Dokomen Andal dan dokumen: EKL-RPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan penilaian oleh:

8. Menlern toelalul Tim Ui Kelavakan Lingkungan
Hidup yang berkedudekan di pusat;

I gubermur melalul Tim Un Kelayskaon Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di provinst; atan

c. bupatifwali kota melalyi Tim Ui Kelayakan
Lingkungan  Hidup yang  berkedudukan i
kabupaten fkota.

Penilaian sebapaimana dimabisad pada ayat (1] dilakukan
melzlul tehapan:

A, penilaian administrasi; dan
b, pcrlaian subastans:.

Fenilaian administraszi sebapainiana dimaksud pada ayat
[2) hutul 2 meliputn;

#,  kesesualan lokasi rencana Usabia dan/atau Kegialan
denpan rencana tara ruang;

b. persenagan ...
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b, persetwiuan awal terkait rencana Usaha danfatan
Kegiatan;

o

Persetwuan Teknis;

4.  keabzahan tandz buku registras lembaga penyedia
jasa  penyusutian Addal,  apabila penyusuns=n
doekumen Arndal dan dokumen REL-EPL dilakukan
aleh lembegs penyedia Jasa penyuwsunan Amdal;

e,  keabsahan landa  bukb  =eridikasy kompetensi
penyusun Amdal; dan

I kescsualan sistematika  deokbuamen Andal dan
dokumen ER¥L-RFL dengan pedoman penyusunan
dokumen Andal dan dakumen REKL-RPL.

Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayal (2]
huruf b melipuati:

a.  uji tahap proyek;

Lo up kuyaltas kajian dokumen Andal dan dokumen
EKL-RFL; dan

L Persetujuan Toknis,

Dmlam  hal hasil penilziar sobstansi sebageimana
dimaksud pada ayat {3) hural b cerdapat Dampak
Lingkungan Hidup vang tidak dapat dikelola dan harus
dilakukan perubahan Persefujuan Teknis, harus
mendapatkan perzetujuan dari kementerian/lembags
pemerintab nonbementerian atau organisast perangkar
daetah yanp bersenang '

Pasal 45

Fenilzuian substansi sebagaimana dimalksand dalam Pasal
44 ayat (4) dilakukan melaloi rapat Tun Ui Kelavakanp
Lingkungan Hidup secara tatap muka langsung danfatau
clalam jarnpan.

Dalam hal rencana Usaha danfatau Kegiatan bersifat
kompleks dan melibatkan  banyvak  pibak, rapat
sebapaimana dimaksud pada ayval [1) dapat dilaksanakan
ietab dari 1 (satw) kali,

Dalam melakukan penldalan substanst sebagaimana
dimaksud poda avat {1]. Tim Uj Kelavakan Lingkungan
Hidup melibatkan pihalk:

A. masyurakal .. .
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4. masyarakat yang terkena dampak lbngsung terhadap
rencana Usaha dan fatay Kegiatan;

b.  ahli terkait dengan rencanadan/atau dampak Usaha
dan/ates Keglatan,

c. instansi seklor  penerbit persetujuan awal dan
Persetujuan Tskonis;

d.  instansi pusat, provinsi, atau kabupatenfkota vang
rerkait dengan rencana danfatau dampak Usaha
dan/satau Keglatan; dan/atau

& mmasyarakar pemearhati Lingkungan Hidup dan/ataw
masyarakat berkepeolingan lainnyva yang tciah
menyampailkan saran, pendapat, dan tanggapan
yahg relevan pada pelibatan masyarakat di tahap
penyUsunan Formulir Kerangka Acuan.

Dalam  penilalan substansy, Tim Uji  Kelayakan
Lingkungsn  Hidup  dapat meiibatkan rmasyarakat
sebagaimana dimaksud pada avar (3] huruf e dalam
kinchial Lidak diperoleh saran, pendapal, dan tangespan-

Hasil pendalan substans: Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup disusun dalam berifa acars rapal ¥ang mMCmuat
informasi:

a. dokumen Andal dan dokumen REL-RFL tidak
memerinksn perbailkan; atau

b. dokumer Andat dan dokumen EKL-RPL wmemerhakan
perbaikan

Tethadap dekumen Andal dan dekumen REL-RPL yane
idak memeriukan perbailkar sebagaimans dimaksud
pada ayat (3] huml a, Tim Uji Kelayvakan Lingkungan
Hidup realakukan ujl kelayvakan.

Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RFL vang
memer]ukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3] hurnsif b, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
mengembalikan dolkumen Andal dan dokumen REL-RPL
kepada prenanggung jawab Usaba den/ataa Kegiatan
untuk diperbaiki dalam janghks waktu paling lama 30 Liga
puluhy hari kerja.

Fazal 4 _ . .
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Pasal 46

Pepnanggung jawah Usaha  dan’atau Keglalan
menyampaikan doloamen Andal dan dokumen HEL-RPL
vang  telals dipecbaikt sesusl dengan keteniuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 avad (7).

Terhadap dokumen Andal dan dokueeen RKL-RPL yang
lelah diperbaik: sebaganmena dirmaksod pada avat (1),
Tim U kelavakan Lingkongan Hidup melakukan evaluasi
perbaikan.

Berdasarkan evaluas: zebogairmana dimaksud pada avat
(2} Tim Un Kelayakan Lingkungso Hidup melakukan  uji
kelavakan.

Pazal 47

Ln kelayakan Lingkungan Hidup schagaimana dimalzod
ddalang Pasal 45 ayat (G} dan Pazsal 46 ayar [3) dilskukan
berdasarkan kriteria kelavakan yang meliputi;

#  kesesuatan lokasi rencana Usaha dan/atasu Kegiatan
dengan rencana tata #uang dan ketentuan poraturan
perundang-undangan yang mengatur erkait dengan
pemaniaatan *lang;

b, kesesudalan rencana  Usaha  dan/atau Kepiatan
denpan kelwiakan di bidang  Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkunpgan Hidup serta sumber dava
alum yong diatur dalam peraturan  perundang-
undangan,

. rencana Usaha danfaval Kegiatan tidak mengenpgy
kepentngan pertahanan keamanan:

d. prakiraan secarscerngl mengenai besaran den zifal
penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial,
ckonomi, budeya, tata ruang, dan  kesehatan
masyarakal pards lahap pra konstruksi, konstrakos,
operas),  da pasea operasi Usaha  danfataug
Ecpiatun,

e, hasi evaluasi secara hobigtik terhadap  seluroh
Pamsak Pentng sebagai satu kesatuan vong saling
terkaii dan saitng mempencarihi sehingea diketaliu
nerimbangrn Nmpak Ponting yvang bersifat posil
dengan vang bersifat aceatif

{. kemampuan . . .
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kemampuan penanpeung jawuab Dsaha dan/aaos
Kemaan danfatau pihak terkait yang beranpgeunsg
lawab dalaim menangeulangs Dampak Penling negatil
vanp, akan  didmbulkan  dari Usaha  dan/atau
Kegtatan vung dircncanakan deppen pendekatan
tekowlogl, sesial, dan kelembagaan;

reneana Usaha  danjatau Kegiatan Tidak
mengzanggu milar-nilal sosial au pandangan
masvarakat [ermie meud;

rencana Usaha dan/fatau  Kegiatan ndak akan
mempengaribhl dangatau menggangEy ontitas
cholopis vane merupakan:

1. entitas danfacan spesies kunci {key species),

4. memiliki nilal ponting secara ekalogis (ecofogioal
i riance];

d- memihki nilai penting secara ckonomi [coonate
imporiance]; dan fatau

4. memiliki nilai penting scoara imiah | seiestifie -
impartance);

rencana Dsaha dan/fatau Kegiatan iiclak
menimbulkan pangguan terhadap Usabs dan/atau
Kepiatan vang telah berada di sekirar rencana iokasi
Usaha danfatau Hogiatan; danjfataa

tidak dilampauinya dava dukung dan dava tampung
Lingkungan Hidup dan lokasi tencana  Usaha
dan/atay Kegiatan, dalam hal tergapat perhitungan
dava dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup
dirmaksud,

Berdasarkan hasil uji kelayakan schagatmana dimaksoad
pada avat (1], Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
menyampaikan rekomendasi kepada Memeri, pubernur,
arau bupat/wal kela sesual dengan kewenangannya.

Rekomendas: sebagaimana dimaksud  pada awar {2
[ TR

relomendasi kelayakan Lingkungan Hidup: alau
rebnmendes ketdaklayakan Lingkunpgan Hidup.

(4} Belomesndasi
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Hekomendasi kelayakan Linghkungan Hidup sebazaimana
gdimaksud  pada ajzat [3) huew! a dapat  berupa
rekomendast kelayakan bep sehupgian rencsana Usana
dan/atau Kegiaran yvang diusulkan cleh penangeung
jawalb Usaha dan/aen Kegiatan

Pasal 473

Jangka waktu enilatan substansi dokumen Andai dan
dokumen EKL-EFL dan wji kelayakan Lingkungsn Hidup
schbagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan
Fasal 47, dilakukan pahng lama 30 {limma puluh) tari kees
sejak dokumen Andal dan dekumen REL-REPL dinvalakan
lungkap dalam penilaian adminisiros.

Jangka waktu sebapaimana dimaksud pada avat |1}
rermasuk  jargka waktu perbaikan dokumen Andal dan
dokumen RKL-RPL dalam penilaian substansi oleh
penanggund jawal Usaba dan/atau Kegiatan.

Paszl 45

Relkomendasi huasil up kelayakan sebagaimana dimaksud
delam Pasal 47 ayal (2] menjadi baban pertimbangan
Menteri, gubernur, atau bupatifwali kota sesuan dengan
kewenangannya dalem menetapkan:

a.  surat Kepurusan Kelsvakan Bingkungan Hidugy, jika
rencana Usaha danfatan Kegiatan dinvatakan layak
L:ngkungan Hidup; atau

b, zurat keputusan ketidaklavakan Lingloangan Hidup,
Jika renrana Usaha dan/atan Kegisran dinyalskan
tidak layak Lingkungan Hidup.

Adrat Repulusan Kelavakan Lingkungan Hidup atan
surat  kRepulusan  ketidaklavakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksu? pada avat (1) ditetapkan dalam
jangka wakiu paling lama 10 (zeputuby hari kerja sejak
rekometnidass Rasil win kelayakan diterims.

Sural Kepuiusan Kelayvakan Lingkungan Hidup vang
diletapkan sehapainiana dimaksod pada avat {1} huruf o
meTupakars

a. Dhentuk Porseogjuan Lingkungan; darns

b. prasyarat . ..
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b. prasyarat peonerbitan Penzinan Betusaha  alay
Persetujuan Pemcnintah.

Perseiwguan Pomerintah sebagaimana  dimaksoad  padz
ayat (3] huruf b diterbitkar sesuai deagan ketenioan
peraturan ponindang-undarigan.

Perizinan  Brerusaina  ataw Perselyjuan Poemenntah

sebagaimana dimakeud pada ayal (4] meruposkan dasar

pelaksanaan Pengawasan Usaha den/ateu Keplatan.

Sutet Keotusan Kelayskan  Lingkungan Iidun

sehaenimana dimaksnd pada ayat {1 hueol &2, paling

sedikit mon:aat:

4. dasar ditetapkannya Kepulusan Keiayaloan
Lingkungan Hidup, herupa rekomendsast hasil w)
keiayakan dari Tim Ui Kelavaksn Lingkungan
Hidup;

b, dentilas  pehanggung  ewab Usaha dan/atau
Kepiatan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam
Perizician Berisoha ateu Persctujuan Pemerintai,
roelipata:

l.  pama Usaha dan/atau Kegiatan:

2. Jermis Usaha dan/fatau Kegiatan,

3. nama dan jabaran penanpgune jawah Usaha
danfatoy Kepgistan:

4. alamat kantar. don

2. Mokasi Usaha daafartag Kepiatan:

. lingkup rencana Ussha danfaran Kepiatan yeng
disetzjul unwk filakakan, baik hkegiatan utama
maupun  kegiatan  pendukung seswar deongan
Persetijuar: Teknis vang diterbitkan oleh instansi
Yanp berwe—ang mencrbitkan Persetujuan Tekoms,

d. Perserujuan Teknis paling sedik:t memuat:

1. atandar lekois bako muto Lingkungan T,
Pergelnlaws  Limbah B3, danfarau  analisis
engenal dampak lalu lintas,

2. suandar kompctens) sumber  dava  mandsia
ierkait  bako  miu Lingkungan  Hidup,
Fengelolaan Limbaeh B3, dan analisis mengenas
dampak 1ally hntas; dan

3. sistern mAnajsmen lingkungan.

& perdyaratan . .
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pocrivaratat penangglng awab Usaha danfalau
Kegiatan uniuk memcoubr komitmen Persetuiuan
Teknts sebelum oporast  terkait deagan liogkup
Fersetuman Telrs,

kewajiban  penangoung  jawab Usahla  danfatn
Keglatan, vang terdivl atas.

1

. memanuhl ketenman sesual dengsn dokumen
Ek[-EPL;

2. muematuhl ketentuan  peraturan  percndang-

undangan &1 bidang  Perlindungan  dan

FPrngelolaan Lingkungan Hidup;

3. memenuhi kewyjiban pada Perserujuan Teknis
pazca  veriikas  pemenuhan baka mutn
Lingkurgan Ridup, Pengelolasn [imbsh B3,
danalal analisis mengenan dampak labu lintas:

4. anenyiapkan dana penjarina:s Untuk pemalihan
Mmgsi  Lingkungan  Hidup  sesual dengan
ketentuan peratutan perundang-undangar:

=+ melakukan pengelolasn Limbah nanB3 seznai
rinctan pengeitlaan  vang  termuat dalam
delumen BKL-RPL;

B, menyaunpaikat laporan pelaksanaan
persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusana
ALALL Perserujuan Pemerintah werkait
Persetujuas Linglkungan secara berkala setiap o
{enam) ilan sekali;

mengsjukan permanen perubakan

Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan

unluk melakukan perubahan Usaha dangataun

Keglatan;

% melakukan audit lingkungan pada tahapan
pasca operasl untuk mernaslikan kewajiban
ielate lilaksanakan dalam rangha penpakhiran
kewaliban  pengelolaan  dan  pomantauan
Lingkungan Hidup, dan/alau

Y. kKewsjban latn vang dietapkan oleh Menter,
gubernur, atag bupati fwall kota sesuai dengan
kewenanpannya  berdasarkan  kepenbingan
Perlmadungan  +an  Pepgelolaan  Lingkungan
Hidup;

bal-hal lain, yvang melipuin:

=]

. keientuan ...
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i.  heolsntuan bBahwa penangrong jeaab Tisaba
darSatau Kegiatan dapat dikecakan Sanks
Administratif apabila ditermukan pelanggaran
administraiif;

&

Fetentuan babws nenanpgung jawab 1Msaha
dan/atan Kegiatan wajib memberikan akses
kepada Pejabar Pengawas Linpkungan Hidup
untuk melskuksn pengawazan sesuai dengan
kewenanpgan,

d. ketentuan masa oerlexu Sureat Keputuson
Kelayakan Lingkungan Hidup, VAN
memelaskan  balwa  keouiusan kelavakan
vingkungan Hidup ini berlako scloma Usaha
dan; atau Keglatan horlangsung scpanjzng nidak
ada perubahan alas Usahz dan/atau Kepiatan
dimalisud: dan

4. tanggal penelapan Surat Kepotusan Kelavakan
Lingkungan Hidup
Surat  kepriiusan  leclidaklavakan  Lingkangan Hidup
selrgaimana dunaksud pacda ayar (1) hurafl b, paling
e KT memuat:

4, lLingkup rencanc Usabha danfstan Kegtatan:
b dasar pertimbangan  Ketidaklavakan Lingkungan
Hidup;

c.  penctapan Retidaklayakan Lingkungan Nidup; dan

d  wanggal penetapan  keputusan  ketidaklayaken
Lingkungar Hidug.

Pasal S0
orral kepulusan Kelayakan Lingkungsn Hidup yang
telah dilerbitkan oleh  Menten, gubermuar, atau
buopati/fwual  kote seeual dengan  Kewslnangannyd

dinmuwkan keparic masyarakat melalli Sistemn Informas
Lingkungan Hidup atav cace lainnys yang ditctapkan oleh
Pemmerintali,

Cara  [ainnya vang  cditetzpkan olech Pemenntah
tehagainana dimalmsud paeda avar (1) terdiri atas:

a. modia masss. Jenlatan

b pengumuman pads lkasgt Usaha dan/awmu Kegisran.

i3y Pangumuman . . .
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(3] Penpumuman sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan palng lambat 5 [lima) hari kema sejak
diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Haclup.

Fasal 5]

Tata laksana penilaian dokumen Andal dan dokumen
RKL-EPL, penyumpaian hasil uj kelayakan, dan penetapan
surat  Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
ketidaklayakan Lingkuungan Hlidup sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 sampar deogan Pazal 50 reccantum clalarm
Lampiran Il vang merupakan bagian ridale terpisahkan dar
Peraturan Pemnerintah ind.

Baginn Kefiga
Feryusunan dan Pernerikssan
Formulir UKL-UPL

Pasal 52

(1}  Formulir UKL-UPL dijai oleh senangpiong jawab Usahs
danysatau Keglatan pada tshap perencanaan Usabe
dan/atau Kepiatar.

(2] Lokasi rencana Usaha dangatay Kegiatan sebagalrmana
dimaksud pada avat 1] wajily sesuai dengan rencana tafa
EV AT,

(-i)  Kesesuatan lokast rencana Usaha danfatan Kegatan
dengan rencana tata reang sebapaimana dimaksud pada
ayat (2] dibuktikan dengan  konlirmasi Kesesoaian
kegiatan pemanfaatan ruang  atau relomendaesi
kescsualan kepiatan pemanisatan mieng sesua dengan
ketentuan peraluran perundang-undangar.

(4} Dalam hal lokasi rencana Usaha danfatau Keplatat
tidak sesual dengan rencana twra ruang sebagaimana
dimaksud pada avat [3), Formulie UKL-UPL tigdlak dapat
diperiksa dan dikenibalikan kepads penanggung jawab
Usahsg dan/alzau Keglatan,

Pasal 53 . ..
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Fasal 33

Pepyusunan  Fermnulhr UKL-UPL dimulei dengan
penyedizan tdala dan infirmeasi berupsa:
a.  deikripai  rencana UTzaha danfatay Kegalan;

far fata
b, Perssiwjusan Teknis,
Dalam, hal Usaha danfatau Keglatan yang direncanakan
lehih darn 1 {=satwy Usaha danfatan Kegatan vang
perencanasn dan pengclolzannya saling terkait serta
berlokast di dalam satu kesatuan hamparan ekosistorn,
dapat dimuzat dalam 1 {saru| Formouolic UKL-DPL.

Pendekatan penyusunan Formulir UKL-UPL scbagaimeana
dimaksud pada ayat (2] vanp dilakukan sieh letab dan |
f5atl)] penanggume jewab Usaha dan/atau Kegatan
terhadap  Usahs  dan/alay Keglatan  yang saling
terintepras depat disusan dalam 1 (satly) Femnuhir DKL-
UPL trang dapat digunsakan uniuk penerbitan lcbih darni 1
(sell) Peicinan Berusaha atau Persetajuan Pemerineali,

[Pasal Hé

Aparatar sipil nepara  yvang  hekerja padla inslans
Lingkungan Hidup posal, orgamisas perangkat daersh
vang mombidang Lingkungan Hidup provins,  atau
Drganias  perangkiat dasmah yanp memhbidange
Linghangaern Hulup kahupaten/kota dilaranpg monjadi
peryusun UKL-UPL.

Dalatn hal instans Lngkungan Hidup Pusat, organisas
perangkal dacrah vang membidangt Lingkungan Hidup
privins:,  alau organisasi  perangkat  deeral vang
membidangt  Linpkungan Hidup  lkabupaten/Lkota
bertindak schagal ponanggang jawab  Usaha danfatan
keglatan, aparatur sipil nepara sehagaimane dimaksod
pada ayal (1) dapat menjadi penvasun UKL-UPL bag
IN3taNENYa MASIE- AN,

Pasal 55

Formmualw  UKL-UPL disusun  dalarm benluk  slandar
pengelulaan dan pemantauan Lingkungsn Flidup.

Kementerian/ emnbags pemerintah nockomentenan yang
membiadangl sektor bidanp Usaha danfatac Keglatan
wanlk UKL-UFL mensuason Formalir UKL-UPL stendar
spesilik scsual denpan jenis Usaba dan fatao Kegiaian.

[ Kementerian
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Kemenlenan flembaga pemeriniah nonkementerian yang
membidangl sektor hidang Uszha dan;awu Kegiatan
wajlh UKL-UPL, <lalam menvusun Formulic JEL-UPL
standar spesiik scbagaimana dimaksud pada ayat {2
berkaorinias dengan Menterd.

fenien memasukxan Formulicr UKL-UPL standar spesifik
vang disusun aleh kKementerian/lembagn  pemerintah
notkementcrian scbagaimang dimaksuad pada ayat (3t ke
dalerm sisiern informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Formuhr  LEL-UPL  staodar spesifik sebazaimans
dirnaksud pada avar [Z) disusun dengan mengginaican
format setagaimana rercantum dalam Larpiran |1 vane
merupakan  haginn tidal rerpisahkar dari Peraturan
Pemeriniah ini,

Pusal 56

Penanggung jawab Usaha danjaran Kegizian mengsi
Fortewdlir UKL-LNL standar spesifik yang tersedia dalam
sislert  inlormasi dokumen  Lingkungar Hidup
sehapaimana dirnaksud dalam Pasal 55 ayat (4).

Dalam hal Formulie JKL-UPL standar spesihk bBelarn
tersedia dalarm sistemn ioformasi dokumen Lingkungan
Hidup schapaimara dimakeud pada avad (1), pengisian
Formulir UKL-UPL sandar mengacu pada formar Forrmulir
LDKL-UPL standar srhagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat 5]

Formulir  UDKUL-UPL  swtandar spesifik atan Formusliv
UKL-L P stapdar vang telah diisi sebagairnana dimebesud
pade ayar (1] dan ayat {2 disertal dengan Pernyatasn
kKesungpupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pernyataan kesanggupan Pengelolaan Linpkungan flidup
schagaimana dimaksud pada avat (3 disusun dengan
mengputiakan  format  sebagaitmena iercantum  Jdalam
Lampiran Nl yang merupaiian pagian btidak terpisahkan
dari Peraturan Pomerintal ini.

Pasal 77 . ..
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Pasal 57

(1} Penangeong jaedb Lsaha dan alan Repislan menga)iien
pecrmofonan pomorikzaan  Formulic UERL-UPL  atanoar
spesifik atau Formulic UKEL-UPL standar yang islal odiist
bepracka

#. Mcentor, untuk Usoha dan/atau Keglatan yang:

1. Pecrizinan Brrusaha alau Fersctuuan
tementitah diterbitkan oleh Pemerintah;

1.J

nerlowast oh linlas poovicsn danfatan

L

herlitkast ol wilayabk laot etab darn 12 @doa
bedag) mil laul divkur dan gars panter ke arah
laut lopas;

b, gubernur, untuk Ussha danfamo Kepiatan vang:

1. Penzinan Berosaha atau Porsctuiuan
Pemenintah diterbitkan oleh Pemenintab Diaecah
Provinsl,

2. berlokasi di lintas dacrah kavcupaten ko vang
bwerada dalam 1 [satu] pooviniss danfaipd

3. berlpkas: di wilayah ot paling eub 12 e
belas) mil dar garis pantal ke acah laut iopas
caAre S Elag ke arah perairan Bepulauan;

o, bupalifwah kota, untuk Usahs dan/atsu Kepialan
rang Perizinan  Berusaha  atau FPorscoajuan
Pemermtah  diterbitkan olch Pemerintah Dacrah
kabupaten/kota,

{2} IDPengajuan permochonan pemeriksaan Formulis UEL UPL
standar spesilik atau Formolic UKL-JPL standar yang
telah disl sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. 2iswm Perizinan Beruseha  erinlegrasi secatra
elektrorik, dalam hal penanggung jawaly Usaha
dan/atau Kegiatan meripakan Pelaku Usaha, atad

b, sistem informasi dolkumen Lingkuogan Hidop, dalam
hal penanggung jawab Usaha danfoatan kepiatan
mervpakan Instans: Pemerintah.

{2} Penpajuan Formulir UKL UPL  standar spemifik ataw
Formulir UKL-YPL stamdar sebagaimana dimakzud pada
ayat |1) dilengkapi dengan Persefujuan Telnis.

t4) Poysetujuan .,
SK No 0E4555 A
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Persetujuan Teknis sebapasimana dimaksud pada avat (3}
terdir atas:

a. pemenuvhan Baku Motu Air Limbah;
B pemenuhan Baku Mutu Emisi,

¢, Pengelolaan Limbah B3, dan/atay

d.  analisis mengenai dampak lalu linlas,

Terhadap Formulir UKL-UPL  standar spesifilk  atau
Formmulir UKL-UPL srander vang relah disi sebagaimana
dimaksud pada aval {1} dilakukan pengumuman  melalui
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk:

a. usaha yang ierindentiikasi scbagai usaha dengan
tingkat nisiko menengah rendah;

b. twsaha yang terindencifkasi sebagai wsaha dengan
ringkar risiko menengal ringg;

. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko tinggi; dan

d. lkegiaten wajib UKL-UPL vang didakukan cleh [nstans
Pemetimitah,

Masyarakar erhak menyampatkan saran, pendapat, dan
tanggapan melaly sistem mfornmnasi dokumen Lingkungan
Hidup.

Paazl 58

Menteri, gulernur, alau bupati/wall kota sesuai dengan
kewenangannya melaltukan pemeriksaan  ademinisiras
melalui mistern imformast dokumern Linghangan Hidup
tethan]ap  Formulic DKL-UPL  stancdar upesithk  atag
Formulir UKL-UPL standar votak:

a. Usaha dengan tungkat risikce  menengab cendah
sebapaimana dimaksud dalam Pazal 57 ayar (55 hural
23

. usaha denpan dngkat risika menenpah  tinpgi
sebagaimeana dimakaud dalum Pesal 37 avat |3) haru!
b;

. Lsrha dengan angkat risike  tinggl sebhagaimang
ditnaksud daism Pasal 57 avae (53) huarul ; slal)

i, kegiatan . .
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d.  kepiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
sebagaimana dirnaksud delam Pasal 57 ayat [5) huraf
d.

Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pacla
ayat {1) dilakukan terhadap:

3. konhrmasi kescsuaian kegliaran pemanfaziun ruang
aray rekomendasi kesesusian kegialan pemnanfaacan
TUANE;

L., persetgjuan awal terkail rencans Ussha dandatan
Kegatan,

]

Prrsetujuan Teknis; dan

d.  Ekesesuaian isi Formulir UKL-UPL standar  spesifik
datau Farmlir LKL-UPL standar dengan pedosman
PEnISIan.

Dularn hal hasil pemeriksaan admimistrast menyalskan
Foemulr UKL-UPL standar  spesifik  alaw Formoulir
UKL-UPL standar:

#. telah  lengkap dan henar, dilskukan pemeriksaan
substansl; atau

b kelum lengkap dan bensr, penangeung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan melengkapi Formulir UKL-UPL
gtandar spesiil glau Formulir UKL-UPL stzndar.

Pasal 59

benter:, pubernur, atau bupatifwali kora sesuail denpan
kewenangannya melakukan  peroenilszan substans:
Fornulir UEL-UPL  standar spesilik aau Formulir
UKL-UPL standar

Menteri dapat mendelegasikan pemeriksaun substansi
Formalit UKL-UPL  siandar spesifik atau Formoulic
UKL-UPL standar yang meripakan kewenangan Menteri
vehagaimana dunaksud pada ayat (1] kepada gubernur
atau bupati/wali kota.

Pasal 60, .,
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Paszal 60

Femeriksaan substansy  Foemylicr DEL-UPL  standar
spesifik untuk wusaha dengan lingkat stk menengah
rendah sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 37 ayal 19)
hura{ a dilakukan secara otomalis melalw sistem
Perizinan Berusaha terinlegrasi secara clekironik uniok
Formulir UKL-UFL standar gpesifik vang diisi elch Pelaku
Usaha.

Berdasarkan pemeriksaarn spbstanki sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] diterbutkan:

a. persctuwuan Perovataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, atau

b. penclakan Pernyataan Kesaopgapan  Peogololaan
Lingkungan Hidug.

Persetujuatt atay pendlakant Pernyataan Kesangsupan
Pengelolnan Lingkungan Hidup schbagaimana dimaksud
prds qyat (2} diterbitkan secara otomatis melalui sistetn
Perianman Berusaha tonintcgrast zecara elektronik untuk
Fucrtilir URL-UPL standar spesifik yvang diisi oleh Pelaku
azaha,

Pasal i1

Pemernksaan substansi Formubr UKL-UPL  standar

spesifik  atan Focrmulir UKL-UPL  standar  dilakukan
untu:

a. waaha dengan timgkat nsike mencngah  dngm
sebagaimana dimaksad dalam Pasal 57 avat (5)
huarof b

b, wsoha dengan fingkal fsike tinegpl schapaimana
dimaksad dalaro Pasal 37 syat 13 hurof o atau

c.  kegistan vang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
sebagaimanay dimaksud dalam Pasal 57 ayat [5)
barud ol

Pementksaan subsiansi scbapaimana dimaksud pade ayal
(1) dilakukan oleh:

a. Mentern dengan menugasksn  pelabat yang
membidangl Amdal, UKL-UPL, dan 3PPL; atau

E.opribernur - .
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b, gubernuc atog bapatif weli kola dengan menugaskan
kepala perangkat  daerab vang  membidangi
Lingkurntgan Hidun.

Pemeriksaan substansi sebapaimana dimaksud pada ayat
(2} dilakukan terhadap kesezuaian standar pengelolaan
dan pemantauan Lingkungan Helup dengan jenis rencana
Usaha danfatau Kegiaran Jdaeo jenis Dampak Lingkungsn
Hidup vang terjadi.

Pemeriksaan  substansi Formulir UKL-UFL  standar
spesiik sebagsimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dajam jangka waktu paling lama 3 (uga) harn kerja melalui
sistem informasi dokumen Lingkungan TTiag.

Pemeriksaan  substansi  Formuolie UKL-UPL stanwdar
sebapaimana dimaksud pada ayat (1] dilskukan dalam
langka wakiu paling lama 5 {lima)] har kerja dengan
melibatkan:

a. inatansi yang membidangi rencana Usaha dan/atan
Eegiatan yany Dersangkutan;

b. mstans penerbit Persebgunn Teknis bagl
pemenuhan  baku  mutu  Lingkungan  Hidup,
Penpelolaan Limkban B3, dan/arau analisis menpenal
dampak late hntas; dan/atal

£, 1nstansi Yang renvelengiarakan UrUSET
pemernintahan di bidang penataar Mmiang.

Pemeriksaan  substansi Formulir UKL-UPL  standar
sebtapairnang dimalesud pada ayat (3] dilaksanakan =ecara
dalatm jatingan danfataw luar jaringan.

Pasal A2

Dalam  hal  hawl  pemeriksaan substans: Formaulic
LKL-UPL standar spestiik alau Formuoliv DKL-UPL stancar
sebmgamana dimapksud dalam Pasal 61 avat (4} dan ayat
2] tidak terdapat perbsakan, Menteri, gubernun, atal
Bupat/wall kota scsual  dengan KewenanganIys
membernkan persetujuan Pernyatasan  Kesanggupan
Pengelolaan Linpgkungan Hidup dalam jangka waktu
paling Tama 2 [dud) hari kerja melalul sistemn informeasi
dakumen Lingkungan Hidup.

{2) Dalam . . .



K Mo R415 A

(2]

(3]

[4)

{g]

&)

FPRESIDEH
REPUBLIE [MODOMES|A

- -

Dalam hal hasil pemenksaan substanzi Formualic UKL-
UPL standar spesifik atau Foremylie DKL-UPL stancar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayval (41 dan ayal
3] perla dilakukan perbaikan, Menten, gubeErnor, alaun
bupati/waly  lota  sesual dengan Kewenanganra
menvampaikan arghan perbailban kepade ponangeung
jawab Usaha dan/atau Kepiatan melalo sistem informasi
dokumen Lingkungan idyp.

Penanpyune Jawal LIsaha danfarar Keglatan wajlb
melakukan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifil
atwa Formulir UEL-UPL stardar dan menvarmpaikan
kembali kepada Menten, gubernur, atau bupati/weali kota
scsudal dengan kewenanganmnya melaliei sistem informas
dokumen Lingkungan Hidup dalam jangka wakiu paling
lama 3 (lima] han lerja sejek diterimanyva araban
perbaikan  Formulir UKL-UPL  standar  spesilik gtan
Formulir UKL-UPL stanclar.

Berdasarkan  perbaikan Formulir UKL-UPL  standar
spesifik atatl Formulir UKL-UPL standar scbapaimana
dimalkesied  pada ayat (3, Mentcn, gubernur, atau
Bupaty/wali kota  sesual dengan kewconangannya
menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanpgupan
Penpelolaan Linpkungan Hidup dalam  jangka walou
paling lama 2 {dua) han kerja sejak perbaikan Formualie
UKL-TIPL standar diterima melalui sistem  infofmasi
dokumen Lingkunpan Hidup.

Dalam hal;

a. perbaikan Forrmglie TKL-UPL standar spesihk atau
Fortnulir UKL UPL standar yang disampalkan olch
petanggung jawaby Usaha duan/atan Kepiatan telah
trelebihi hatas wakil vang ditetapkan; atau

b,  pecbaikan  tidak sesusl dengan standar vangs
dipersyaraiban,

permohunan persetujuan . Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ditolak dan dikembalikan
ke penangpung jawab Lsaha dan/atan Kegiatan.

Poclakzanaan  kewenangan  perseigjuan Pernvataan
Kesanpggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimang  dimaksud pada ayat (1) dan ayatr [4)
dilakukan clch:

a. pefabat ..
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a.  [rejabat vang membeclang Amdal, URL-UPL, dan
SPPL yang dilupssian oleh Mernwen, aoruk bs=aha
darfartan Regioton wanb UKL-UPL vang neupakan
kewenangan Menter;

b kepala perangkat Jdasrab yanp membdang
Linglkangan Hidup pravinst, untuk Usaha danfatau
Kepiotaa  wajilty UKL-TUPL  yorg merupakan
kewenangan guberrure; aleda

e kepaia peraagkal  deerah yang memnbidang
Lingkungan Hidup kabupaten/kota, untok Usahsa
danfatan Kegiatan wajb UKL-UPL yang merupnkan
owenangan bupati/wali kotw.

Pasar a3

rersctujuan Pernyataan Kesargeupan Fergelotaan
Lingkungan Hidup sehagaimans dimaksad dalam Pacal &2
ayat 11) dan avae (4], paling sedikit inemuat;

A.

T

dasar Jitetapkannys PrrsctiziLuan Periyataan
Kezangpupan Fengelolaan Lingkunpan Hidup, hberapa
releomendas) hasil pemweriksaan aubsians Formalic UEKL-
UPL standzr spesifik atau Formuolie DKL -UPL standzr;

identitas penanzaung jawab Usaba dan/alaw Kegiatan,
meliputn;

1. na.na Usaba danfatan Eepizgtan;

2. jenig Usaha slan fatan Kegratan,

1. nama dan abatan  ponangguoag jawals fsaha
danfatau Kegiatan;

4. alamar kantor; dan

2. lokasi Uszhos dan/otau Eegiatein,

deskripsi dan lokast rencana Usaha dan)/atau Kegiatan
vang akan dilakuken, bajk Legiatan uatama maupun
kegbatan pendukunyg sesvar dengan Porseltajuan Teknis
yang ditertatran clel instanst wang berwencnp
menerbitkan Persctuinan Telkniz,

i, Perselujnsn . . .
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Porserwyuan Teknis paling sedibit memuat:

1.

3.

sfandar rekore pemenunan baku maty Linghuagan
Hidug, Progelelaan Limbah B, danfams analisis
mevEenan dHinpae lalo linces;

standar kompetenst sumber days maruzis forkait
baku mucd Lingkunzan Hidup, Peugelolaan Limbah
B3, dan analisis mengenal dampak laiu lintas; dan

arilen manajenen lingkuangan:

persyAaratan bagi penanpguns jawakl Usaha dangatiu
Kegialar uniuk memenuhi kereatuan dalam Persetujuan
Tekniy sebelum beroperasinys instalasi dan ! atau fasilivas
vang terkait dengan ingiup Persetujuan Teknis;

kewdpiban penangeuing rawab Usahs dan/atau Kegaran,
antara late:

1.

b

[y |

mcmenuhi keleniuan pengelolaan dan permartayon
Lingkungen dalam matrk UKL-UPL;

toemenuhl ketentuan Perserjuan Teknis setelah SEas
ditcrhitkan:

menviapkan dans  penjaminzn unduk  pemulihan
fungsi Limgkungan Hidup sesuai denpan ketcniuan
peraturan perundang undsngan;

menyampaikan laporan polaksanasn porsyaratan Jdan
kowaltban  Perizinan  Berusahs  alsy Persetujuan
Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secars
berkala sellap B [cnam}; bulan seleadi;

melahukan pengelolaan Limbah nonB3 sesaai rincian
penpeiclaan dan pemantauvan  lingkungan dalam
matrik JKL-UPL;

mengaiakan  permohonal: perubahan Persetujuan
Linakungan apsbila dircncanakan untuk melakukan
perubahar Usaha dan/atao Kegimannva: dan
krwniban  lain yaag  Wditetapkan  olch Menrten,
guberiur, sl bupail/wall kota oesuai dengan
krwenanganinysa berdasarkan kepocntinpan
Perlindurgsn dau Fengelalaan Lisskungan Hidup.

Paszal ad . .,
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Pasal &9

Ferselyuan  Ponyataar  Kasurngeapsn  Fengelnizap
Lingkungan Muduy sebagaimans dimaksud dalam Pasal
63 merupakan:

a.  bentuk Persenygnan Lingkungan; dan

b presrarac penerhitap Perizinan  Berusaba sy
Perzetiyjaat Perm~cintah

Penizinan  Berusoha  awe Perselujuan Pemesintah
sebagaimarta dimaksud pada aval (1) menjzdi da=ar
velalizanaan penoavasan Tsahs danfaae Heglatan.

FPurselujuan Pemerintah sebaguimuna dimaksud pada
avat +1] hurut b diternnkan sesua dengan keteniuar
peraturan perandang-undanean.

Bagian Kecmpas
Pengrsian SIMPL

FPazal 65

SPPFL bag usaba vang dilakukan reh Pelaku Usahea
sebapaimana  dimaksud  dalam Pasal 7 oavat (2,
dunrtegrasikan ke dalam pomor induk berusaba.

SPPL sebagaimana dimaksad dalam Pasal 7 avat (2] heg
kegatan  vang  dilakuksn oleh  Instansi Pemerintah
dilaloukan melalii pengisian fermuliv vaty mengadi dasar
penerkitan Persctujuan Pemerintah.

Tata rury prngisian lormule sehagaimans dernalkesua pada
ayal (2] tercantum dalata Latnpiran M vang merupakan
agien Nidak terpisahkan daci Prrndvran Pemerinalo ini.

Pasal 66

Pengintegrasian SPPL ke dalmin poinor induk beruszha
sebapamana ima ksud deiam Pasal £5 avat (1] oblakokan
melalul sistem Periringa Deruvsaba remnreprasi seoars
cickironik.

{2] Pangisian
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FPengistan lformulir 3PPL sebagaimana dimaksad dalam
Pasal 65 ayat [2) dilakukan melalul sistem inlormasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Formulir SFPL zebagaimana dimaksud pada avar (2]
fhenmaat!

A, hkesangpupan penangpung jawab Usaha danfatan
Kewmalan untuk mernatuki peraturan
perundane-undanzan di bidang Perhindungan dan
Pengelalaan Lingkungan Hidup,

. lokas rencanz Usaha danfatau Kegiatan memiliki
konlirmasi kescsualan kegiatan pemanfaatan ruang
atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang sesual dengen  ketentuan perallran
perundang-undangarn; dan

.  kewajban dasar pengelclaan Linkkungan Hidup,

Menteri, gubernue, atal bupati/wali kota scsual dengan
kewenangannys menyelujul secara otomatis atas formulir
SPPL sebagaimans chimaksud pada ayat (3} yang tclab diis
aleh  [pstansi  Pemoerinlah melalu sistem  informasi
dlakumen Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima

Penyusun Amdal

Pazat &7

Penyusunan Amdal dilaksanakan olebh tim penyusun
Amdal vang ditetapkan oleb pensngpung jswab Usaha
danfatan Kepiatan,

Tim penyusun dmdal sebapairnana dimaksud pada ayat
1] dapat berasal dar

a. perarangan; alal
B lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.

Tirm penyusun Amdal scbapaimana dimaksud pada ayat
(1] terdin atas: '

a. lketua; dan

B anpgora.

4] Ketua | .,
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Retus sebagaimana dimaksud pada avad (3) horol a walh
mermilikl seruhkat kompetens: vang memenohi siandar
kunli{ikast ketua tim peniyes.an Amdal.

Aigpota sebaparroang dimaboaud pade avar (% horuf b
paling sedikit terdini wlas 2 {dusj orang yang wajib mamilika
sectilkal komostensi yane memenali standar kualidikes
ATIEEGLS m penviezun Amdal dan/atau kEngiifikast ketua
tim penyuzon Amdal.

Dalatn melakuksn penyusuntan Amdal, Sio penyuoson
Arndal  sebagaimuns dimoksud pada  avat [2} hares
melinatkan enaga ahll yeng rmemenuh kuahfikas di
bidengnva masing-laazsng sescal deogan jenis Usalia
dan/alau Kegiatan dan Dampuak Lingkungan Hidup vans
dialzbatkan aiel rencana Ussaba dun/atau Kepiatan,

T penyirsun Amdal yang berasay dari peroresogan
sebapaimansg dincsksud pada ovat [2) hosal a dibentuk
melalul keputusan penanggung jawab kegiztan dengan
memendin keleniuan sehagaimana dimaksod peds avaa 10
sampai dengan ayal |G).

Pasul &8

Seriiikut kompetensi penyuasun Amdsl schapaimana
dimakaud Jdalam Pazal 67 ayat 4) dan ayat i3] diperoleh
melalul siztem serlifiXast kampetenst penyusun Amdal.,
Bistem sertfikasy kompelonsi penyusun Aradal
sehagaimana dimalaud pada ayat {1] dilaksanakan oleh
suatl lembaga yang berflingsi sebapai lembaga pelatinan
kompetersl Arudal dan lembaps sertifikas) kompetens:
Arndal.

Aistern serlifkas: kompetensi peoyustin Amdal
sebapaimana dimaisud pads avat {1) smelipud) tahagan;

a  pelatihan penyvusunan Amdal:
B, kenapetensi; dan
¢, penerouian sectifiksl kempotensi pensusan Amdal.

Fern-ohaion seridikal  Somperens:  penyusun Amdad
sehagmimana dimaleud pada ayal (3 hurwf < wecdinl atas.

a. kwahfkasn . . .
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g, kiabililkasg keoaa i penyasuc Amdal; dan

b huasiBikos angpota tin penyusun Amdal

Prxal &9

Poiglithan penvusuran Amdal scbagaimans dimaksud
dalam Fasal 68 ayal () huruf a dilsksanakan -leh
lembuga pelatihan komnotens: Amdal,

Lembaga  pelatihan kompoeensi Amdal  sebagaunana
dimaksw] pada avai (i} mengajukar  pormohnonan
akreditasi kepada Mentert denpgan dilengkam persvaraton
rclpuri:

A.  mlrouiss lembaga pelatiban kompetensi Amdal;

. Zenanggung jawab pelatihan kompetens: papyusan
Amdal;

. daltar pengajar fetap dan tidak tetap yang enemiliki
pengalaman menyusun Amdal paling sechilit S (lima)
tahun;

d.  mengpunakan  bahan  ajar (kurikaluml Amdal
berdasarkan standar Kempeternsi;

2. nemediakan inforimas] publik METIRCTIAL
pelaksanaan pelatihan kompetensi  nenyusun
Ardal; dan

f. SIS1ETT MLAKGEEITeT] T

Menteri memberiken akrecitasi kepada lembaga
pelatiban  koroperensi Amdal yang relah memenuhi
ketentuan dalam jangka wakiu paling lama 3 [cigab han
kerja sejak diierima persyaratan sebagaimana dimahsaed
pada ayart (2} denzan longkap rlan henar.

Lembagn  pelatihan  kompetensi Amdal  yang  elah
terakredirast  sebngmmana  dinsksud  pads avat (3]
melaporkan  pemcnahan ketentuan  sebagaimana
dunaksnl pada wvat (20 burut ¢ sanipa dengan boraf T
kepadia wfenten setisp 1 {zat.1) tahun soicaly

Fasal 7
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Fasal 749

Uit komperenst sehagaimana Mimaksud dalam Paszal 68
ayal 13 hunili b dan penerioitan sertifikat kompetenst
selwgaiinang dimaksud dalam Masal &8 avar (3) horatl ¢
dilsxsanakan oich iembapga seniifikasi Kampetens Amndal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 avar (2]

Lembogs  sertifikast  komperens: Amdai sebagaimana

dimakzud  pada  avat (1) mengajukan  peomchon@n

penetapaty Kenads  Mentenn dengan ditenpkapi

hierayaratan tfrsipoil:

a.  deariias lernbayga sectifikas kompotenst 8masl;

b. pensnpgung jawas scrufikasi kompetens: amdal;

¢ mistem ujl kompetenst sesum dengar kelenioan
prraturan perutdang- undanegan;

d.  ponguji yvang memiliki pengalaman paling sediit 160
facpuiah) talan ch bicdang penyusunan Amdal;

€. alalem  informasi poblik yang  terkait  denpan
pelaksanaan )i kvmpetensi,

f.  mexanisme penanganan pengaduan dari pengpiog
iata Adan publik; dan

. SISTErA ML k] SITICT TLL,

lambapa  sertifikasi  kownpetensi Amsdal vang  elah

diterapkar:  scbopaimana diemaksud  pada  ayar (1)

melaporkan  pomenuhan ketendllan sebapnimsns

dumaksud pada ayar [2] hurdl ¢ sampai dengan huraf p

kepada Menteri setiap 1 [satu) rahun sckali.

Prazal F1

Lembwgs  sertifikas)  kotupetenzi Aomcdal menerbitkan
sertilikat kompetens: unruk peserls yang dingatakan
balus up kempetensi sehopaimana dimaksod dalarm Pasal
T ayar {1k

Lembaga  serlihwasi  kompetenst  Amdal  meiakuokan
svalrasi ierhadap pemepang seriifikat kompetensi paling
sadilrit 1 sarl kall dalam jangka walrta 3 Jtiga) tabun
Cvelunsi cebagaimana dimawsaed pada ayal (2)
ailaksanakan e hadap mam Amdal yape disvsun.

Kritcria evaluasl mutw Amdal sebasaimana Jirnaksuodl
Pada aya (3 egabsn cleh Menter

Pasal 72 ...
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Pagal 72

Berdasarkan hast evaluast sebagaimang  dimaksod
dalam Pasal T, lembags sertihkas kompelens: Amdal
melakukan;

a. kcbedlanputan  berlakunva  scrtilikat kompetonst
penyusun Amdal; ataw

b. pencabutan sertibkat kompetens) penyusun Amdal.

Pencabutan sebapgaimana dimaksyud pada ayat (1} hueaf
odilakouban jika penyusan fmcal:

a, menyalahgunakan sertifikat kompetenst,

b. melakukan penmnplakan dalam penvusunan Amdal;
dan/atau

e, melakukan pemalsuan data dan informasi dalam
peovusunan Armdal

Permyusun Amdal yatyg sertilikar kompetensinya telah
dicabut, dilarang melpkykan penyusunsan Amdal.

Lembaga  sertifiliasi kompetensi Amdal  melaporkan
pencabutan serrinkar kampetens:  penyusun Amdal
sehagaimans dimaksud pada ayat (1) hural b kepada
Menteri dan menginformasikan kepada publik.

Fasal 73

Lembaga penvedia jasa penyusunen Amdal sebagaimans
dirnaksud dalam Pasal 67 avat (2] hural b mengajuken
permochanan registrasi kepada Menter dengan dilenglap
persyatratan:

8. identitas pemohon:

b akle pendinan badan hukum;

e, penangplng jawab sertfikasi kompetens Amdal;
d

eerihkl paling sedikit 2 {dua) crang tcnaga tetap
penyusun  Amdal vang  meroiliki zortifikeac
komperensi vang meomenuhi standar kualilikasi
ketua om ponyusun Amdal;

e, memilkl paling sediluat 2 {dua) crang tenapga tatap
penvusun Amdal  vang  mermilikie sertifikac
kompetens: yang  memenuhl slandsr koalilikast
an@eota (m nenyusun Amdal;

. mernibiki
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I memihla perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap
POy LS L Ameal  yang trermilikg sertifikeat
wompetensi penvusun  Amdal  yang  mcomenuh)
standar kualifikasi anggola 1im penyusun Amedal;

g memibikl perjanjian kerja dengan tenaga ahli sesuat
dengan dampak petensial yvang diakibatkan oleh
reniana Usaha dandatew Kepiatan;

b memlikl s1stem manajemen mutyu; dan

I. melaksanakan pengendalian mury internal iechaduys
peiaksanaan penyusunan Amdal, termastik menjaga
prinsip kelidakberpihakan danfatau menghindari
konflik kepentingan.

Montenn memberikan tanda registrasi kepada lemilmpgsn
penvedix jasa penyusunan Amdal dalam jangka wakoy 3
{tigga} hart kerja setelak mermohonan registrasl diterima
dan memenuhi perayaratan sebagaimana dimaksudd nada
avat (1}

Lembaga penvedia jass penyusunan  Amdal vang telah
teregistrasi  wehbapaimana  dimaksuod  padas  avar (3
melaporkarr pemenuhan ketenitian schagaimana
dimaksud pada avat (2) heral d sampai dengan haruf |
kemada Menteri setiap 1 [sata) tahun selali,

Fasal 74

Menteri melakukan evuluasi terhadap laporan vapg
disampaikan uleh:

a. lembags pelatiban kompetensi Amcal;
b. lemhaga sertilikast kompetznzi Amdal; dan
c. lembaga penyedia jasa penyuasunan Amdal,

Evaluasi sehayaimana dimaksud pada avar (1) dilakukan
melaiui inspeksi secars berkala paling sedikil § {zatu) kali
dalam 3 [tiga) tahun atau sewaktu-wakiu jika diperlukan.

Pasal 75 . ..
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Pasal 75
Dalam hal hasil evaluazi Meoreri menunjukkan:

a. lembagn  powtithan kompetensi Amdal odak
memenuhi akreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Fazal &9 ayar (4,

k. lcmbaga zertifikas:  kompetens: Amdal Gdaek
memenuhi penetapan sebagaimana dimak=iigd dalam
Faszal 7 ayar (3], atau

. lembaga penyedia jasa pernvusiunan Amdal tdak
memenuhi registrasi aebagaimane dimaksad dalam
Fazal 73 ayvar {3),

bMentern rmembenkan permeatan tertulis,

Lembapn sebapaimana dimaksud pada avat (1) yang tidak
melaksanakan kerentuan mengenai peringatan tertuliz
dalam jangka waktu 20 {tiga puluh] hari kera sejak
poringatan terialis diterima, Menterr melakukan
pembekuan  akreditasi, penetapan, =atau  regisfoasi
lembagi.

Pembekuan seboapaimana  dimakswud  pada ayal |2
diteriltan dalam jangka waklu | (satu] tahun

Jelama masa pembekuan scbagrimana dimaksud pada
aval {3k

a. lembwga  pelatiban kompetensi Amdal  dilarang

melaktanakan pelatihan kompetenst penyusunan
Amdal;

b.  lembapa sertafikazn kompetenzy  Amdal  dilarang

melakzanakan sertiikasi kompeiensi penyusunan
Armncial, alan

e lemhbaga penyedia Jasa penyusunan Amdal dilarang
melaksanakan poyusunan Amdal.

Dalatn hal lembapa dapat melakssnakan kctentuan
peringatan tertulis sebagaimana dimeksud pada syat (1),
Menteri mencabut pembekuan.

Dalatn hal lembaga Udak dapal melaksanakan ketentuan
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada avar (1]
seteluh berakhirnys jatgka wakiu pembekuan, Menter
mencatnlt akreditas, penelapan, alau registrasi lembaga.

(7] Mentert . . .
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Menters  menvampaidan  kepada  publik o mengscen
prrlckuan sebagaimana dimoaksod pada avar (20 daen
pencabutan scbagaimans dimaksug padia ayat {€) melalai
sistem infermmas dokaemen Bingkungan Hidup.

Bagian Kersnamn

Peinbieniukan Lembaga Ui Kelayakoo Lingkungao Hidup

SK Mo UB45T] A

dan Tirn Uji Kelayakan Lingkungan Hidus

(L

[}

i1

Paszl 76

Mentert membentuk Lembaga Ui Kelayakan Lingkuagan
Hidun.

Lembaga Ul Kelrvakan Lingwuogan Hidup bertapas
membantu Menieri dalam:

a. membeniuk Tim Ui Kelayakan Lingkungan #lidap;
b mailaliukan sertiiikasi ahli;
e menyusun daftar kuompulae abli becsertikat;

d. menyediakan sistem informasi uji kelavakan yang
meErupakan bagian dan sistem iniormas: dosucoen
Lingkungan Hidup,

€. melakukan pembinaan kepada Tim Ui Kelavakan
Lingkungan Hidup; dan

[, saclakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji
kelayakan oleh Tim Ui kelayakan Lingkangan Hidup.

Peosal 77
Lembaps U1 Belayakan Linpkungan Hidup menyoasun
Tim Uji Kesavaken Lirgkungan Hidosp berdasackan
usulan farl
a. pejEial yang membidangn Anwdal, UKL-UPL, dan
HFFL untuk Tim U Kelavakan Lingkungan Hidup
vaug berredodikan dr pasat;

. gubernur untuk Tim U Kelavakan Lingkungan
Hidup vang berkedudnkan di provinsi; atau

oo baapaty .
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c. bupat/wali kota uwntuk Tim  Up  Kelayalkan

Lingkungan Ihdup  vang  berkedwdukaen i
kabupaten | kota.

Mentern menctapltan Tim U1 Kelayakan Lingkungan
Hidup berdasarkan hasil telashan dard Lembaga U5
Eelayakan Lingkungan Hiwdup atas usulan scbhagaimana
dirriabsied pada avat ().

Prjabat yang membidang Amdal, URL-UPL dan 3FPPL,
gubernur atau bupatifwali kota sebagaimens dimaksuacl
pada ayat {1] dapat mengusulkan letih dan 1 (satu) Tim
i Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Lembaga Uji
Kelavakan Lingkungan Hidup dalam hal kuantitas Amdal
yang haras dilakukan wit kelayakan sanpat tinggl.

Persvaratan pengusulan Tim Ujl Kelayakan Lingkungan
Hidup tercantum dalam Lampiran 1¥ vang meropakan
hagian tidak terpisahkan dan Peraturan Femerintah ind.

FPasal 7=

Tim Uji Kelavakan Lingkungan Hidup berkedudukan:

{1]

di pisal;
i provitiss; atag
di kabupalen, kota

Fazal 79

Tim Uyt Kelavakan Lingkonigan Hidup yang berkedudukan
di pusat sebagaimana dimaksund dalam Pasal 78 hurul =

bertugas melabbuken uji kelayakan Amda! untuk jenis
rencana Usaha danfatay Keplatan,

3.  yang Peraman Berusshs atau Persetujuan
Pemerintah ditethitlgan oleh Pemenntab Pusat;

b. berlokasidi
1. hntas negari;

2. lintas provinsi; dan/ atau

3. walavab ...



SK No T4 4

2]

{3

{%)

&

PRFLIOFHN
REFUBLIM. IMOOMESHA,

T2 -

3. wilayah laut lebih dar 12 {dus belas) mil leuat
dmkur dar gans panta ke arab laul lepas,
dar/atzn

c. vang Persctojuan Pemernintah  dicerbitkan cich
gubernur dan orpanisasi perangkat daerah yang
membidangl Lingkunpan Hidup provinsi bertindal:
sebagal penangeune jawah kegiatlan.

Titn Ujs Kelayakan Linglkungan Hidup yang berkedudulkan
di provingt sebadaimana dirpaksad dalam Pasal 78 hamal
b bertuges melakukan gl kelayakan Amdal aniuk enis
rencane Llspha dan/aral Kegiaran:

A rang Pepzinsn Berusaha atau Persctujuan
Pemerintah diterbitkan oleh gubernur;

b.  berlokasi di:

1. lintas kabupaten/kota yang berada dalam ]
{230} provinsi, danfatang

20 wilayvah laat paling jaah 12 fdua belas) mul Jaat
chiukur dar parns panial ke srah laut lepas;
clart f At

c. vang [Persetyjuan Pemerintah diterbitkan  elch
bupati/wali kota dan organisasi perangkat daerah
¥ANE mecimkbidangi Lingkungan Hidup
kabupalenfkota bertindak  scbagal  penanggung
jawab kegiatan.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudulean
di kabupaten/leota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78 hurul o beriugas melakukan wn kelavaksan Amdal
dptik jenis rencana WUsaha danfatau Eeplatan vang
Penizinan  Beresaha atau Persetujuan Pemernintah
diterbitkan oleh bupati/wali kota.

Menteri  dapat  menupaskan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dan Tim LCj
Kelayakan Lingkunpan Hidup yang berkedudukan di
kabupsten/kota schagaimana dimaksud pada ayat (3]
untuk melakukan uj kelayakan Lingkungan Hidup vang
Perizinan  Beruwsaha  atauw Persettjusn Pemenintah
diterbitkan oleh Pemenntah Pusat.

15) Ciuhernur . . .
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Gubwerrnr aleo bupau S wall kota dapat memintg cantean
Tirn L Kelavalen lingkungan Hidup yang berkeduaukan
di posat uatuk melakalan o kelayvakan Lingkunpgan
HAidup wany  Perizinan Berusabia o alad Persefajuan
Femerintah diterbackcan oleh gubernur atal bupatifwah
kotn scbapolmans dimaksud pada avet (2) hurwf & dan
avat ).

Prasal B0

Dzlam: hal remczana Usaha danfamac Kegisian vang
petidsunian Andahya mengegunakan pencdelatan siudi
terpadu atau kawazan sertz meoiliKl lelbih dan 1 [sata)
Ferizinan Berusaha atau Perzetujuan Pemerintah dengsn
Kewrnangan  penerbiten Perizinan Berusaha atsu
Persctunuan Pemerintab berada i

w, puzat, provinsi, dan kabupatenf kels;
b, zuzat dan provices atau
.  pusal dan kaboepatenfkols,

uji  lkelayaken  dilakukan olch Tim Uil kKelavakarn
Lingkungan Hidup yvang berkedudukan di pusat.

Dalarm hal renrana Usaha danatau kKegiatan wang
pemiasunan Amdaluya inengpunekan pendekatan souel;
terpadu mian kowasan serta memiliki lebih darl 1 jsatu)
Perimman Berusaha atau Perserajuan Pemenntah dengan
kewenangarn  penerbitan Perizinan Berusaha  atau
Persrrujuan . Pemerintah berada di provinsi dan
kabupaten/kota, 1ji kelwyakan dilakukan olsh Tim Uji
Kelavakan Lingkungan Hidup vang berxedudukan ol
PV ITNGL.

Vasal #31

Tim U Keavakan Lingkunesn Hidupn schagmimena
dimaksuc dalem Fasal 78 tereding aras

a.  letws;
L. kepa'da sekrewsnat; dan

i ATl IS,

3] Ketua - .
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Ketua dan kepala sekreetariat sebapaimana dimnaksacd pacla
ayat (1] horuf a dan haruf h dijabat oleh pejabar vang
enangant Amdal atag pejebat [ungsional teplenty
wstans Lipgkungan Hedup pusal, organisast peranghal
daerah vang metmhidangi Linglkungan Hidup provinst, @la
OTRATISH S perangkat dacrah vang mombidangl
Lingkungan Hidup kabupaten/kota vyang memiliki
pengalzman dalsm penilaian Amdal paling sedikit 2 (dowa)
tahirn.

Anpgira vatR Berkedudubkean o pusal lerdir alas:

a.  paling scdikit 5 (lima) oraog ahl bersectiiDkat denwan
larar belakang Reilrnuan ang beragam terkalg dengan
dlarnpak rencana Usahe danfatau Kegatan; dan

b, paling kanyak 5 {lima] orang dan unsur kementerian
yang menyclenggarakan urusan pemerintahan di
Mdang Perlindungan Aan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Anpgota yang  berlkedudukan di provinst o atan

kalmupatenf kita terdici atas:

a.  pahog sedikit 5 {iimal crang ahb berserlifkat dengan
latar  belakang  kellmuan yvang  beragam terkait
denzan dampak rencana Usahs dan/fatan Kegiatan,

.1 (satu) orang dan unsur  kementerian  yang
mcnyclengparakan wrusan pemerintabhan di bidang
Perlindungan dan Pengellaan Lingkuogan Hidup;
dan

Cc. paling banyak 5 {lima] nrang dar perangkal dacrah
vang memindengl Perbpdungsn dan Pengeloiaan
Lingkungan Hidup.

Ahh berserufikar sebagaimana dimaksuad pada ayal (3
buruf a dan ayat {4] hurufl a terdiri aras:

a. ahl mutu udara;

alli o alr;

ahli muru tanah;

ahli keanekaragaman hayati;

ahll kehtanan:

- m R oo

ahli wusial;
ahli kesehatan masyarslar,

T

ahil transportasi,

L. ahli .,
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i ahli gerdog;

1. ahl hidrogeolog,,
k. ahl hudrolopi:

L. ahl kelautan; atau

m. ahl lain sesuail dengan dampak rencana Usaha
dan/fatau Kegatan.

Fasal §2

[} Lembaga Un Kelayakan Lingkuangan Hidup berdasarkan
hasil telaahan dapat memberikan saran kepada Menten
untuk menambah atau menggant snggotd Tim Uji
Eelayakan Lingkungan Hidup yang berasal dari tenaga
ahli bersertifikat vang diusulkan aleh pejabat vang
mermbidang Amdal, UKL-UPL, dan SPPL, gubernur arau
bupati/-wvell kota aebapaimana dimabksud dalam Pasal 77
aval (1)

{2] Tambtahan atau pengegantian ahli bersertilikat dipemleh
dan daftar kumpulan ahli bersertiikst  sebagsimans
dimaksud dalam Pazal 76 ayat (2] hamal «.

Pazal 83

Lembaga Uji Kelayakana Lingkungan Hidup melakukan
pembinazn  techadap  Pemerintah Dacrah untuk  dapar
mamenuhil persyaratan pengusulan Tine Ui Kelavakan
Lingkungan Hidup.

Bagian kKetujuh

Ahl Berseriiiikz: Tim Up Keiayvakan Lingkunean Hidup

Pasal B+
[} Menten meonetapkan ahli herserlikat schagal anggota
Tim Up Eelavakan Linglianegan Hidup.

2]  Penetapan  sebapaimana  dimaksud  pada  ayet (1)
thlakukan melala Lembaga U Kelavakan Lingkungan
Hidup dengan  mekanisine penilaisn calon ahli
bersertifilat.

Pasal 83, ..
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Puakal 83

Mekanisme penilaian  sehagaimana dimaksud  dalam
Pasal #4 ayat (2) dilakukan terhadap:

a.  latar belakang pendidikan minimal sarjana;

tr.  penpulaman sesuai keilmuanova paling sedikit 3
(tiga] Labun;

c.  sertifikat pelatihare yanp terkait dengan kajian
Damypak Linghkangan;

d. rekam jejak penilaian Amddl vang telah dilakukan
oleh ahli reraetn;

e.  tlizan imiazkh darn ahli tersebot yang  telah
diterbitkan di jurnal nasional atay internasional;
dan/atau

1. rekomendasi darl asasiazsi keahlian.

Berdasarkan hasin penilaian sebmpaimang dimadesud
pada awdat (1), Menteri menerbitkan rancda ahl
bersartifikat.

Ahl bersertifilcat sebagaimona dimaksud pada avat {2}
harus menandalangsani pakts intcgritas.

Bagian kedelapan

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan

Sk Mo (P42 A

Lingkungan Hidup

Pasal 86

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kepiatan yang 1=lah
melaksanakan Usaha danfatay Kegiatan sehelum berlalkunya
Peraturan Pemerintah ine dan orosrmenuhi kriteria;

a

I3,

tidak memiliki doktumen Lingkuangan Hidup atau dokumen
Lingkungan Hiduptva tidak sesuasi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

lukast Usaha dan/arau Kegiaran sesugi denpan rencana
tata ruang,

wajity menyusun DELH atau DPLIL

MFasal BY . .
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Pasal 87

Penanggung  jawab Usaha dan !atau Kegiatan
sebaprimmana dimaksud dalam Pasal 86 mengajukan
DELH eilau DFLH wvanz telabh disusuo melalud sislem
infornast dokumen Lingkungan Hidup kepada Menter,
gubernur,  ataa bupatifwali  lota sesaal dengan
kewenangannya.

DELH atau DPLH vang felab disusun  sebagaimana
dimaksud pada avat (1] divmumkan kepada masyarakat
melalui:

a.  sistern miformas deokumen Lingkungan Hidup oleh
Menter, gubernur, atau bupatifwali kata  sesusi
dengan kewenangannya; dan

b, penpumuman pada lokasi Usaha dan/alan Keplatan
oleh penanggang jawab Usaba dan fatau Kegiatan,

Pengumuman sebapaimana  dimaksud pada ayat (2§
menuat inlormasi:

a.  Usaha dan/alau Kesiatan beserta evaluas Dampak
Linglkungannyva,; dan

b. FRencana penegzslelaan dan pomantavan Lingkungan
Hidup.

Berdasarksan pengummuman sebapaimana dimaksud pada
ayat {2] dan ayat [3), masyarakat dapal memberikan saran,
pendapal, dan tangpapan dalam jangka wakin pading lama
3 [lima) hari kerja sejak divtnumbkan.

Frxal 85

Menteri, pubernur, atauw bupan/wal kota sesuai dengan
kewenangannyd  melalukan  penilaian  DELH  atau
perterikiaan DPLH melaha sistem informasi dokomen
Lingktingan Hidup.

Dalam melakukan penilaiin DELH atau pemenkssan
DFLH sehapaimana dimaksud pada ayat {1):

a4,  Menten menugaskan pejabat vang membidangl DELH
atay DFLH: atal

b, gubernur alau Bapalifwali kota menugaslkan kepala
perangkat daerah yapp membodangy Lingkungan
Hidug.

[ Hatil .,
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Hazil  penilatan DELH atau pemeriksaan DFLH
sebapaimana dimaksud pada ayat (2} disusan dalam berta
acara yang momuat infhrmes::

a. DELH atau DPLH diterima; =030
b, DIELH atau DPLH perlu dilaskukan perbaikan.

Berdasarkan berita acara schagaimana dimaksud pada
ayat {3} huruf a, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
scsLal dengan kevenanpgannys menerbitkan persetujuan
LDELH ataw DPLH,

Fersetiyuan DELH atau DPLH zebagaimana climaksud
pada ayat (4] dipersamakan  dengan Perserujuan
Lingkungan vang digunakan schagai prasvarat dan
lermuatl dalam  Perizinan Berusshs  atau Persetujuan
Pemenntah.

Berdasarkan berite acars sebagaimana dimaksud pada
avat [3F huruf b, penanggung jawab Usaha dan/ataa
Kegiatan melakukan perbaikan.

Tata cara penyusunan, penilaian DELH, atau petmerikaaan
DPFLH ercantum dalam Lampiran ¥V yang merapakan
bagiat twlak rerpisahkan dan Peraturan Pemerinah ini.

Bapian lwesembilan
FPrerubahan Persetujuan Lingkuopan
Paszal #49

Feranggung  jawab Usaha dan/atag Kegiatan  wajib
melakukan perubahan Persgtujuan Lingkungan apabila
Usaha dan/atau Wegatannya yang telah mempercleh
surat Heputusan Relavakan Lingkungan Hidup atawo
persetujuan Pernyaraan  kesanggupan  Penpelolaan
Lingkungan  Hidup direncanakon untuk  dilaltukan
perubahan.

Perubahan Usaha danfatau  Kegitan zebapgaimana
dunaksud pada ayar (1] meliputy

Aa.  peruhbahan spesifikasl teknik, alal prodoksi, bahan
baku, bahan peonlong, danfataa sarcna Usaha
danjatay Keglalan  vang borpengaruh terhadap
Lingkungan Hidup,

b.  penambahan kapasitas produlisi;

. perhigsan
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<. perlwesan lanan Usabs danf atan Keglatan;

d. prrabzlan waktu o zreie duras! operasi Usahs
dapfatau Feplatan,

"

irnacinya prrubabac kehijakan poeservinmb vaog
diljukan untul  penigphatan Perhndanoen  Jap
rengelolaan Lingkingan Hidup,

f.  ieradi perubwhan Lingkongsn Hiedup vang saneat
inerwlysar akihat ponstiva alam alau karens adcbat
Wiz, sebelum doun pada wakoa Usaha dan/atac
Kegialan yang bersanghaian dilaksanakan;

g ritlak dilaksanskannva rengsng Usaha  dan/aau
keplaten dalam jangka waktu 3 {tiga) tabun sejai
cditerhitkanrva  surar Koputusan kebaypakoan
Lingkungan Hwlup  atau persetuitian Penvataan
Resanpgenupan Pengrlolaan Lingkungan Hinug,

h. perubahan  identitas penangpimp juwsb  Lzaho
dan/alau Kegiztan,

i, perubahan wilayvah udminist:asi pemerintahan;

. perubafan pengelalasn tlan pemantauan
Lingkungan Hidup,

k. 3LO Usaba dan/atau Kegintan vang lebih ketat dari
Aersctujuan Linplrunegan yang dimiliki;

I penciutany penearangan danyatau vas ames] Usaha
danaton Kegialan; danfatan

m. terdapal  perubahan dampak  dan/atac  risike
Lingkungan Hidup berdasarkan basil kajian anolisis
risika Lingkungan Hidup dan fata audic Lingkungan
Hidup vang diwanbkan.

Petuimban  Persetujuan  Lingkungan  schagaimana
dimaksud pada ayat (2h menjadi dasar dilakukantya
perubahan Perzinan Berusaha  atau Persnogjuan
Pemerintan sesual dengae, kelenluan peraturan
perirdangs n-undangan.

Fo=al Qi
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Perulrbur,  Perscoujuan Oingkungsan sebug<imana
thiraksud dalam Pasal 39 ayat (2} dilakukan oclalu

m. PETUOO1AL FermeTtilidan Limgkuoagan Lerpan
kewajibar mmevvoann dokumen Lingloangan Bidup
baruv: atau

b.  perebahban Persetajuan Langkunpan tanps Misertai
kewajiban menyusun dokuemen Lingkusgsn Hidup
Ll

Fartibabiznl Fersemuiuan Lingkungan denpan kewaiiban
menyusun dolumen Lingkungon Hidup  hamg
sehawnimana dimaksud pada ayal (1) hurof 2 berlabou
urniuk perubahan Usaha danfatan Kegiaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal B9 avar (2) hurw! a sampal dengan
hurui g.

Perubahan  Persewjjuaian Lingkungan tanpa  diserta
kewajiben menvusun dokumer Lingkungan Hidup baru
sehagaimars Jdimaksod pada avat (1) hurif b herlaku
untulk perubahan Usaka danfaray Kegiatan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayar (2) hural b sampal Jdengan
hnraf m.

Pazal &1

Frerubdhar Persetujuan Lingkunpan denpan kewajiban
menyusun dokumen Lingkungan Hidap  barm
sebagaimana dirmaksad dalam Pasal 90 avat {11 hurol S
dilakukan melalui;

a.  perilbaban surat Kepatusan Kelayskan Lingkungan
Hidup dengan kcwajiban melakukan penyusunan
dan s kelayakan Arndei bana,

b peTubeban porsetujuan Pernyatasn  Kesanggupan
Pengrldaan Bingkungan Mdup dengan kewajiban
rielaxnzan penyusunar: den pemeriksaan Formalir
Unl-UPL standar speailih g2ioun Fromulic UKL -UPL
slaridar: #tan

©.  prrubahan surat Kegutusan Keiavakan Lingkunpan
Hidup denpan kswaiban melakoukar penvisunan
dan perulaian cdrendum Andal dan REL-BPL.

A Dalum .
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Dalam hgl merubeshan Usehs dan/atau Hegiatan yane
dilakukan menyvebabkan skals fbesaran kumulatif Usaba
dan/atau Kegiatan fersebut menjad skala / besaran wajib
mcrmilibl Amdal, porubahan Persetujuan Lingkunpan
dilakukan melalui penyusunan dan wji ke'avakan Amdal
baru.

Cokumen addendum Andal dan REL-KRPL sebagaitna=ng
dimakstiel pada ayat (1) hurol ¢ ferdin atas:

A, tipe Ay
k. tipe B; dan
oo tipe O

Pasal 92

Tata cara penyusunan Amdal sebapsimans dimaksud
dalam Pasal 36 dan Pasal 39 beraka sccara mutatis
mutandis uniuk penyusunan Amdal bars sebagaimana
dimaksud dalan, Pasai 91 ayvat 1] huruf a,

Tala cara penyusunan Formulic UKL-UPL sebagaimana
riimaksud datam Pasal 35 dan Pasal 56 berlaky secara
mutalis mutardis univk penvusunan Formulic DKL-UPL
standar spesilk atan Formulic UKL-UPL  standar
sebagaimana dimaksid dalam Pazal 97 ayat [1) huruf b

Panal 93

FPerubahan  Persetujuan  Lingkurgan  tanpa  disertai
kewaiihan menyusun drekumen Lingkungan Hidun bary
sehagaimana dimakswd dulam Pasal 90 avar (1] nurul B
dilakuiks=n melaloi:

#.  purubahan sural Hepuinsan Kelavalkan Lingkungan
Hidup atau  perubahan persetujuzn Permyataan
Kesangyupan  Pengelolaan  Lingkunpan Hidup
sebesaimana dimeksud dalam Pasal B9 awval [2)
hwunol b dan huraf b atan

b, prrubahar . .
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L. perubahan surat Kepunisan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau perubahan persctujuan  Pernyataan
kesanggupan Pergelolsan Lingkungan Hidup yeng
dizerrai perubaban pengclotaan dan pemanizu=n
Lingkutigan Hidup sechagaimana aimakswul dalam
Fazal 39 gyat [2) hurt j sampal depgen horof m.

Perubahan sebhagaimana dimaksod pada ayat (11 haruf b
terkait dengan pengelolaan dan peruantatian Lingkungan
Hidup yang meimcrlukan Perserwjuan Teknis, dilakukan
berdasarkan Perabahan Perserujuan Teknis,

Pasal 94

Untuk menerrukan perubahan Persctujuan Lingkungan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Fasal 91 avat (1,
penanggutE jawab Usaha doanfatau Kegiaran melakukan
proses penapisan secara mandir.

Dralam hal prnangpung jawab Usaha dan/ataud Kegiatan
tdaek  dapat mclakukan penapisan  secara  mandir,
PeREnpEuUng  jawab Uzaha dan S alae Kecplatan
mengajukan  penetapan  penapisan kepada  instans
Lingkungan Hidup pusat, urganisasi perangkat daerah
provinsl yvang membidangl Lingkungan Hidup, atau
organisasi  pevangkat  daersh  kabupaten/kota yanp
memkbidang:  Liongkungan  Hidup  sesuar denpan
kewenangannyy  disertal dengan  penvajian  infaronasi
lingkungar.

Petrgjian informast logkungsn sebapaimans dimaksud
pada  aval {2 mengpuenakan  lormal sebagsimansz
rercanium datam Lampiran W oyanp merupakan bagian
bidak rerpisahkan dari Persliran Pemerintah ini,

Fusal 95

Penanpyung jawab Uzaha dan/alay Kepinan mengajukan
permohonan perubahan Perselnjusn Linglkungan kepada
Menien, gubernur, atau buparifwali kots sesual denpan
kewenangannva melajui  sistem informast dokumen
Lingkungan Hidup

{2} Terhadap . . .
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Terhadap permuhonan sebagaimans dimaksud pada ayat
{11, Menter, gubcrmur, atau bupati/wali kota sesual
dengan kewenwngannya melakulan:

a. Uji kelayakan Amdal baru;

b. pemeriksaan Fermulir UKL-UPL standar spesifik
alau Formulir UKL-TIPL standar; atau

¢.  penilalan addendum Andal dan FEL-RPL.

Pasal 95

Tara cara uji kelayakan Lingkungan Hidup schapaimana
dimaksud dulam Pasal 47 sampai dengan Pazal 49
berlaku secara mufetis mutandis untuk il kelayakan
Amdal bar sebapaimana dimakaud dalarn Pasal 95 ayar
2] brurl &,

Tata cara pemeniksaan  Formulic UKL UPL o standar
spesifik arau Formulic UKL-UPL standar sebuagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 62
berlaku secars mutats mutandis uniuk pemeriksaan
Formulir UKL-UPL siandar spesifik alay Formulir UKL-
UPL sfandar sebagmimana dimaksad dalum Pasal 95 ayat
{2} huruf b.

Pasgal U7

Tim Up Kelayakan Lingkungan Hidup sesuvai dengan
kewenangannya melskukan penilatan addendem Andal
dan HKL-EPL sebagnimana dimaksud dalam 35 avat (2)
hurul ¢, dengan tahapan:

a. penerimaan permohonan penilaian addendum Andal
dan  REKL-EPL, dan perubahaan [ersetujuan

Lingkungan;

b,  pemeriksaan administrasi addendum Andal dan
RKIL-EPL;

c.  pendalan substansi adderediern Ands] dan RKL-BEPL:
dun

d. penyampaisn rckomicndass Kelayalkan Atau

ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

(2] 'emeriksaan . . .
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Pemeriksqdan administrasi addercum Andal dan RKL-RFL
sehbagaimana dimaksud parla ayat {1) hural b berupa:

#4.  kesesuaian perubshan rencana Usaha den/atau
Ecmatan denpgan rencana tata ruang;

k. persctwjuan awal Usaha danfatau Kepiatan;

. Fersetyjuan Teknpis dualam hal terjadi perubahan
Persetvguian Teknis;

d.  keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penvedia

1858 penyusunan Amdal, apabila peryusunan Andal
dan EKL-RFL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa
penvusEunan Armdal; danfata

#.  keabsahan tands  bhukti scrifikasi kompeensi
Ponvusunan Arralal.

Dalam melakukan penilaian substansi addendurm Andal
dan KKL-RPL sebagaimsns tdimaksud pada avat (1) baeul
c, untuk arddendum Andal dan RKL-FPL:

a. tipe A, Tim Wi HKelayakan Lingkunpan Hidup
rnelibaikan pihak scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 avat (3);

k. tipe B, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
meltbatkan:

1. imstanst schtor yvang menerolkan Persctujuan
Teknis; dan

2. insansi puaat, provinsi, atau kobupaten/kota
vang terkan dJdengan rencana Usaha dan/atan
Kegiatan, dan/atan dampak Usaha dan/atau
Kegiatar; darn

c. tpe O, Tunm Ui Kelayakan Lingkungan 1Tidup
melibatkan  insiansi  teknis vang  menerbilkan
Perzetujuan Teknis, dalam hal terdapat perubahan
pengelaan dan prmantauan Lingkungsan Hidup
setla letdapat perubahan Perseiupian Teknis,

Berdagarkun hasil petneriksaan administrasi
sehagaimana dimaksod pada ayal (2) dan penilaian
substansi sebagaimana mskeud pada ayat [(3), Tim Uji
Kelayukan Lingkuepezn Hidup menerbitkan rekomendasi
hasil wji kelayakan.

(S Jangka - . .
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Janpgka waktu pernlalan eddendum Andal don REL-EPL
sampai dengan disampaikannys rekomendas® hasil i
kelayakan dilakukean paling lama:

a. 50 [Iuma puluh) her ketja terhalung sejel addendum
Andal dan BEL-RPL tepee A diterima dan dinyatiakan
lengkap secarz adminiztrasi sehagaimana dimeksud
pada avar (2],

b, A0 (higa puluh] hari kerja wehilung sejak addendum
Andet dan RKL-EPL ups B ditcrima dan dinyatakan
lengkap secara administrasl scbagaimana dimaksud
nacla myat (2] dan

. 15 [lima belas| han kera terhitung sejak addereduen
Andal dan REL-EPL upe C diterima dan dinyatakan
lenpkap secara administrasi sebapaitnens dimaksued
pacda ayat (2).

Pasal Ui

Eekomendasi hasil wji kelavakan schagaimana dimaksod
datarn Pasal %% ayar (4 menjadi bahan pertimbangan
Menter:, gubernur, atau bupati/wel kota sesual dengan
kewenangannya dalam menetapkan:

a  surat Kepulusan  kelavakan Linglooangan  Hidop
techadap perubahan rencana Uszha  danfaray
Kegialan, Jika perubahan rencana Usaha danfalau
Kepgiatan dinyatakan lavak cingkungan Hidug; atha

b, keputusan ketidaklayakan Lingkunean Hidup
rrhadap perubahan rencana Usaha  dan/atau
Kegatan, ika perubahan réncana Usaha dan/atau
Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.

Juneita waktu pererbetan zurat Kepuiusan Kelayakan
Lingkungan Higup atau swrat keputusan ketidaklayvakan
Lingkungan Hidop sebapaimana dimaksud prada avat §1)
dilakukan paling lamma i [zepuluh) har kerfa echicung
sojak rekomendasi hasl v kelayakan ditcrima.

Suarat kepahiuian Kelswakan  Lingkunpan Hidup
aebapairmana dinalksud pada ayat [2) menjadl prasyaeat
prosrbilan dan ermuat dalam peruebshan Perizinan
Berusabu atau Fersctiyjuan Farrennlah

Pasal 99 . _ .
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Pasal 0%

Perneniksaun perubahan Persctujuan Lingkungan ranpa
disertal kewajiban menyusun dokumen Lingkwngan Hidag
bard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayar (1] hurul
b melalui pemeriksaan administrasi atos kelengkapan
permohonan perubaban Persetgjuan Lingkungan vang
meliputi:

A, laporan perababan petgelolaan dan pemantauan
Lingkungar Hidwup; danfamu

b. laporan perubshan Persetujuan Teknis dalam hal
terjadi peribahan Persctupazan Tekns.

Pemeriksaan admimislrast atas kelengkapan permahonan
perubahan  sebagaimuna dimsksud  pada  ayat  [1)
dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
permohatan JditeTima.

Dalem hal husil pemeriksaan adminiatras) sehapaimana
dimaksod pada syaci2] dinyatakan permahonan:

4. lengkap dan  benar, WMemfer,  gubernur,  atau
bupati/wati kota sesual denpan  kewconangannya
tnenerhitlan:

1. surat Keplousan Kelayakan Lingkungan Hidup,
BiEu

4. pErseiuguar, Fenyataan ke satigplipan
Fengelolaan lingkangan Hidup,

terhadap  polruoshan sencens: Bsaha danfalau
Kegiatan;

b, tdak lengkap dan/ataw  ddak  bonar, Monterd,
subernur, atal bupeti/wall kota scsual dengan
kewenanpannva mengembaliYan perrmohonan vatuk
dip rbaiks.

Jangka waktu penerhitan perubshas Persetujuan
Linglungan, termasuk pengembalian permohonan untuk
perbaikan sebagaimana dimaksud pada avat (3) dilakukan
paling lama 10 |sepoaluh) han kerja terhitung sejak hasil
pemerksaan administrast diterimmg.

FPerubahan  Persetujuan  Lingkungan  sebapaimana
dimaksud pada ayat (3] menjudi prasyarat penerbitan dan
termuat dalam Pernginan Borusaha atau Perserujuan
Permerinat,

Pasal 190
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Fasal 100

Fecngeloia Kawasan vang ielah  merpliki Perseoiioan

Lingkunganr, melakokan penggabungsn dan peoyvesoadan

Fersetujuan Lingkungar dari penangsung jawab Usaha

dan/atau Kegiatan dalam kawssun pada Porectujuan

Lingkunpgan Kawasan

Perngeluls kawnsan melakulkan perabahat Persetujgan

Lingkungan jikz terdapat:

. pcnambahan jenia Uzaha dan/atau Keglatan di luar
Perserujuan Lingkunpan kawasan;

b, penambahan RKL-REPL rioci ilengan jenis Dsaha
dan/atau Kepiatan  yang  sesaml Perscrujuan
Lingkungan kawasan;

<. perubahan kepiatan pada Usaha dan/atan Kegiatan
clalam kawasan yang telah beroperasi; dan/ mlal

d.  purubahan pengelolaan dat BETTIER LA
Lingkungan Hidup.

Perubahan sebagaimana dimaksul pads avat (2] hurud a

dilakukan melalui  perubaban  dolkumen  Lingkungan

Hidup scbapaimana ditnaksud dalam 20 avai (1) huraf a.

Piorubabhan sebagaimana diroaksgd peda ayat (2] hud b
sampal dengan hueaf o, dilakokan melalha perubahan
rengelolaan dan pemactaoan Lingkunpan Hidup
sebagaimans Jdimaksud dalam Pasal 8% ayat [2) hueaf .

Pzrutwahan  sebagmimana  dimalrsud  parda  avas (4
dilabkukan  borsamaan  dengan pelaporan Pernzman

Berusaha rerkast Persetujuan Lingkungan seoara borkala
setiap B {enarm} Slan.

Pasual 101

Taty cura

A

b,

penyusunan adderdum Andal dan REL-RPL schapaimana
otmaksud dalam Pasal T ayal (3);

penilaian cddendum Ancdzl dan RKL-RPL sebagaimana
ditnaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98; dan

pemierikcraan peribatuan Persctujuan Lingkongan ranpa
diserinl kewwibon memvusun  dokurmen Lingkungan
Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 09,

sebapaimany tercantum rzlam Lampiran v vang merapakan
bagian tidak terpisankan dan Perataran Pemeritcah ini.

Bapgean . _ .
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Hasal 1002

Femerintalk  Pusat Ao Peroerintab Daergh roembaniy
penyusunan Amdal bagr wsaha miko dan kecil vang
memilika [lampak Penling terhadap Lingkungan Hidup

Bantuan pocnyusunan Atndal sebagaimana  dirmakaod
pads  avar (1] berupa  [asiditasi.  biaya,  danfatao
pernyustnar Ameial.

Penyusuran Amdal bagr vsaha ke dao kecil
sebagaimana dimaksod pada aval (1] dilsante oleh
kementerian,lembaga pemerintah nonkementerian sl

perangkat dosrah vang membndangl Usaha danrsatan
Kegiaran.

Dalam hal usaha mkro dan kool scbasaimona
dimabsud pada ayat (1] berada di bawai perobinaan atag
pengawasan lebih dan 1 satu) kementerian/lembzaga
pemerintah  nonkemcnicrian  atau  perangkat  dacroh,
penvusunan Amdal bagl usaba mikeo dan kecil  yang
drencanakan, dilakukan oleh  kemenferian/lembags
pomerinlah honkementeran atau peranzkai dacrah vang
membirdlangl usaba vang domioan.

Fenentuan mengenal Usaha nikre dan keon sebagaimana
dirnaksad pada ayat 1] dilaksanakan scsaal dengan
keleniuan peraluran perusndang-undangan.

Bagian Kesebeles
Peprdansan Persetyguan Lingkungan

Pasal 103

Pehangegung jawab lsana danfatau Kegiatan bertanpping
jawab atas pondanasn peonydsunan Amdal atag Formali
UKL-UPL standar speesiltk avaty Sormulic DKL-UPL standar

Pazal 104
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Pesal 104

Pendanaan aperasionsl kegiatan Lembaga Uji Kelayakan
Lingkungan Hplup dibebankan pada bagian anpggaran
Kernentenan vang menyelenggarakan Wb VETT o)
pemermiahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup,

Pendanaan operasional kegialan Tim Ul Kelavakan
Lingkungan Hidup vaong berkedudukan di pusat
dibebankan pada bagian angparan kementerian vang
tenyelenggarskan  urusan  pemerintahan di hidang
Perlindungan dan Hengelolaan Linpkungan Hidup.

Pendanaan operasicnal kegiatan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hiaup wyang berkeduduksn di provinsi
berasal dam anppgaran pendapatan belanja daerah
provins.

Pendanaan operasional keglatan Tio U Kelayakan
Lingkungan Hidup VA, brerkedudukan di
kabupalen/kota berasal dari anggaran  pendapatan
belan|d dasrah kabupaten kota.

Fasal 103

Bantuar penyusunan Ancal scbagalmana  dirmabsid
dalam Pasal 1002 yanp kewenangan pondiaannya  berads
di Pemmerintah, pendanasnnya bersumbes dae anggaran
pendaparan dan belargs negara.

Banluan ponsesunan Amdal sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 10Y vang kewenangan penilaiannya berada
d1 Pemerintah Daerah provins aleg Pemerintah Dacrah
kabupaten, koo, pendanaannys nersamber dari
angeoran pendaparan dan belanja negara  danfatau
anggaran pendapzian dan belans dacrah.

Pasa? 106

Ketentuan lelsih lanjul tecnpernad;

a.

dallar Usaha danfaiau Kegatan wajils Seddal, UEL-
UPL., dan SPIL.

k. tata . ..
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tata oxmra sstem sortifikas:  kompetensi Amcdad,
pelatiban kompetensi Amdal. lan lembags penyedia
josa penyusunan Atndal;

enberilikan Lembagn Ui Kelayakae Lingkungan
Hidup don Tim Liji Kelavake n Lingkungan Hidup: dan

tata cara ponllaan calon anli berseniflkat,

diatur dengan Peraluran Mernte i

[3A R TIF

PEELINDUNGAN DAN FENGELCHLAAN MUTL ATR

{2}

13

Bapian kesatu

Ketentuan Umum

Pazal 107

Perlindungzn dan Pengelotaan Muta Alr scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 imruf b dilakukan terhadap air
rang berada di dalam Bardan Air

Badan Air sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:
a. Badan Air perrukaan meliputd:

1. sunpal, anak sungai, dan sejenisnya;
2 danau dan sejenisnya;
3. rawa dan laban basah lainnya; dan/aran

b, akuifer.

Fenyelenpparanr Prolindungan dan Pepgelolaan Muta Air
schagaimana dunaksud pada ayat (1) melipuii

a. PErencanann;
k. pemanfaatan,
. pergendalian; <dan

1 jpemsliharasn.

Bagian .
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Perencanaan

Pasal 108

Perencangan Perlindungan dan Pengelolasn WMutie Air
diselengearakan dengan pendelkatan DAS, CAT. dan
chosistemnyag.,

Ferencanaan Perhindungan dan Pengelodasn Muiu A
sebapaimana  dimaksud pada  ayat (1) diiek=eanakan
rmelalui:

a.  nveniansasi Badan air
L. penyusuban dan penelapan Baku Mutu Air:

c.  perhitangan dan penetapan alokasi beban pencemar
air; dan

d.  pooyusumaen dun pencrapan rencane Perlindungan
dan Penpelolasn Myt AT

Parapral 1

Iriventlarisasi Badan Air

MPasal 109

inverdansasl Badan Alr sebagrimana dimaksad dalam
Paszal 103 wyat 2] hurul’ a dilaksanakan alch Menteri.

[nveniansast Badan Alr sebagaimana dimaksud pada ayai
{1] dilakukan deagan 1ahapan:

4, mengidchtililcas Baden Alr; dan

b melakukan kavakierisas Badan Air

Pasgal 110

ldentifikasl Badin Ale sebagaimana dimmaksud clalam Pasat
10K ayat (4] huril a dilakukan untuk mendapatkan
miormasi mengenal Badan Air sebopaimans dimaksud
flalarn Pasal TO7 avar i2].

12 ldentfilias; ., .
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ldenulikas: Badan Air schagaimana dimaksud pada avat
[1} dilaksanakan moiabu

A, citra satelit:

k. {oto waara; dan/atau

c. penyelidikan hidrogeclog.

ldentifikast zebagaimana  dimaksud pada ayat  [2)
dilakukan dengan mempeitatikan peta DAS dan peta CAT
dengan ringkat Baralitian paling Keci skaia 1050 000,

Pasal 111

Cilra sateht, oo wdara, dan/atau penyelhdikan
htdrogeologl sebagaimana ditmaksud dalat Pasal 110 avar
(2} diinterpretasikan dengan tahapan:

a.  mendelineasi citea satelit, foto odare, danfatay
penyelidikan hidrogeologs; dan

h. memindahkan hasil delineasi ke dalam pera Badan
Air dengan  dngkat  ketelitian paling kecil  skala
1:30.05040.

Peta Badan Air sehagaimana dimaksud pada gyal [1) hiuraf
b dipunazan  scbagal  acuan dalam opelaksanaan
karakterizsast Badan Air.

Pasal 112

karakteriszs: Badan Air sebagaimana dimaksivl dalam
Pasal 109 avat (2] horul b dilakukan vnrokh mendapatkan
enforrnasi:

5. aspek kidrolngi dan hodoogeolog;
k. aspek geolopi;

c.  aspek morlnios),

d. aspek ekolog;

. aspek Mumg Alr;

il aspetn sumier penoetar; dan

g, asprk pemanfaatan air.

Inlornias!t sebagaimana fimaksind pada oval (1) dilakukan
dengan cara pengeinpllan ian pengkajian,

i data, L.
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a  dara sekunder; dan/atan
b.  data pritners

Terhadap karakterizasi Badan Air dengan monpgunakace
data sckunder sebagaimana dimaksud pada avat [2) hureul
a dapat dilakuksn verifikasi melalui kegiatan  suree
lapangan.

Hasil karakterisasi Bedun Air sebapaimana dimaicsud
puada avat (1] disusun di alas peta Badan Air sebagaimana
dimalkzod dalsm Pasal 111 avat (2] yang moupakan peta
Perlindungan dan Pengelolaan Muw Air dengan tingkal
ketclitian paling kecil skala 1:S0.000,

Pavagral 2

Penyusunan dan Penetapan Baka Muata Air

{1]

(]

13

{1}

Pasal 113

Menten, gubernur, atau bupatifwali kota scsuai dengan
kewenangannya menyusun dan menctapkan Baku MO
Air sehagaimana dimaksud dalam Pasal 108 avac (2) hurol
B untuk:

a, air tanah: cdan

B, air permukaan berdasarkan sepmentasi atau zonasi
Fadan Air

Baku Mutu Air unruk air tanah sebagaimans dimaksud
pada ayvat (1) hurul a dilakukan melalyi pemantauan rena
gwal Muty Air tanah danfatey pemsntawan Muato Air
tanah relerenst,

Balol Mutu Air untuk air permukaan sebagaimana
ditnaksud pada ayar (1) huruf b mengacu pada Balg Mutu
A Nasional sebagaimana lercantum dalar Lampiran VI
yang merapakan bagian tidak rerpisahkan dari Peraturan
Permerintah ini.

Pu=zal 114

Baky; #uiy Air schagaimana dimaksud dalam Pasal 113
aval {1] disusun dae ditetapkan oleh Menterl setelah
berkoosraings dengan:

a. menleri
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4. menkerc: VHOR menyelengEarakan LU LISEN
pererntahan o adang sumber daya sor:

b menler YANE menvelengearaloan Urusan
pemerintahan di edang energi dan sumber daya
miaeral;

. mentcer Yang menvelengrarakan (T gV EE Ty

pemerimntalal di bidane 1eia roang; dany olau

d. menier vang mepvelergrmarskan UTLISAN
pemerntaban di hidang kehatona.

Baku Mum Air sebageimana dimaksad dalamn Pasal 113
ayal ] dizusun dan ditctapkan oleh guberrnuer sewlah:

4.  mendapatkan pertinbangan tekms darn Monferd; Jdan
b herkoordinasi dengan buparifwali keta.

Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113
ayac [l disusun dan diretapkan oleh bupari/wali kota
setelah.

a.  metulapatkan pertiimbanpan teknes gari Menleri;, dan

o berkoordinas dengan gubernur di wilayahnva,

Pasal 1&5

LGalam hal bupati fwali kets tidak dapat melaksanakan
penyusunen dan penetapan Baku Mutu Alr sebagaimana
dimaksiud dulam Pasal 513 avat (1), gubernue menylusan
dan  menstapkan Baku  Mute  Air vang mnengadi
Kewenangan bupati/wali kota di wilavahnya.

Calamm nal  gubernur tidok  dapar melaksanakan
penrusunan dan penetapan Baku Muty Air scbagainana
dimaksud dalam Pasal 113 avat {1}, Menteno menyusan
dan  menetapkan  Baku Mulu Air yang  menjadi
kewenanegan gubernur,

Paragral . . .
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Puragral 2

Perhitunpan dan Penetapan Alokas) Beban Pencernar Air

(1)

{2}

{3

(4]

Pasal 116

Mentcri, gubernur, aral bupatifwali kora sesuai denparn
kewenangannys melaltukan perhitungan dan penetapan
alokasi hehan pencernar air sebagaimana rimaksad dalam
Pagal 108 ayat (£} hurat © untuk merndapatkan nilat beban
pencemar air paling tinggi darl sumber poncemar yang
diperbolchlan dibuang ke BEadun Air permukaan.

Sumber pencemar sehagaimana dimaksud pada avac (1)
terditl atas seklur

a. indirsee;

b, duarmaestilg;

. perlambangan:

. minvak dan gaz huend,
pertanian dan perkebunan;
perikenan;

peternakHi; tan

T m oo

sekinr  lain sesual dengan perkembangan  ilmo
penpetahusn dan peraturan perundang-undangan.

Perhiturgan den penetapan alokast beban pencemar air
sebapaimana  dimaksad  pada zvat (1) dilaksanakan
rmelalun:

a.  hasu karaklerizasi Badun Alr schapaimana dimdlosyd
dalarm Fagal 112 ayae {2 dan

b.  Baku Mutg Air booasatkan segmuentasi dan zonasi
Badan Alr sebacaitiana dimaksad oakam Pasal 113
avat (1) b h.

Dralam hai bupati/wali kota tidak dapat melaksanzkan
perhitunpan rlan penctapsn alokasi bebwn penccmar air
sebagaimans  dimaksud  pada ayar 1],  gubernur
menghitung dan mengiapkan alokas) beban pencemar air
yang meniad kewenangan oupatif wail ieeta i weilavahnya,

(5] Dalatm _ .,
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Dalarm hal  pubernar udak  dapat  melaksanakan
perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air
sebasmimana dmaksud pada ayat (1], Meonten menghitung
dan menctapkan alokas: beban pencemar air vang menjadi
kewenangan gubernur.

Paragraf 4

Periyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungsn dan Pengelolaan Mutu Air

SH Mo (334597 A

Pasal 117

PenylUsunen rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutlu Air
sebagaimana dumaksud dalam Pasal |08 ayar [2) huaraf d

mtlhiputs;
4. rencana2 Perlindungan lan Pengelolssn Mute Air nasional
b rencana Ferlindungan dan Peapelolaan Mutl Air provins.:
dan
c. rencana  Perlindungan  dan Pengelolaan Murns Adr
kabupaten/kofa.
Pazal 113
(1)  Rencans Perlindungan dan Peogelolasn Mutu Air nasional
schagaimana dimaksud dalam  Pasal 117 hural a
diterapkan pada.
g, DAS lintas negara:
b, DAS lintas peovins;
c. DAS dan CAT siralepis naswonal;
d.  CAT lintas negars; dan
e, LA hatas proviong.
{2} Ecncapa feclindungan dan Pengelolaan Muty &30 nasionagl

sehagaimana dirnabisud  pada avat (1] dwsusun dan
ditetapkan aleh Menreri setelalh berlanrdings] denpan:

W, MCOECTE. . .



SK MNo 084508 A

(1)

|21

{3}

(11

[}

FPRESITHEM
REPUBLIE IHLOMES|A

S G5T -

4. menter YHITE, mecnyclenggarakar Urdsan
pemerintaban di bidang sumber caya air,

1. menten vang menyelenggarakn urusan
pemerintahan di bidang <npergl dan sumber dava
mineral;

C.  IDenteri vang, menyelenpgarakan Trasan

pemcrintahan di bidang tata ruang,

d. menteri YATIR menyvelenggarakan Lrusan
penterintahan d: bidang kehutanan; danfatan

. gubernur tlan bupati fwals kina He 5]
kewenanpganmys,

Pazal 1113

Rencana Ferlindungan dan Penpelolaan Mutu A provins
sehagaimana dimalend dalam Pasal 117 hucad b disusun
dan ditctapkan cleh puberour,

Ercncana Perlindungan dan Penpelalaan Muty Al provinsi
scbagatmana nimaksud pada avat [1} diterapkan pada:

a. A5 linfas kabupslen/kota: dan
b, CAT dalarn Provinsi.

Penetapan mpeana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu
Alr provinst  scbagaimana  dimaksug  pada  ayat {2)
dilaktulkan setelah:

a.  mendapathan pertirmbangan weknis dan Menteri; dan

b, berkoordinasi dengan bupatifwali kata.

Pasal 120

KRencapa  Porlindungan  dan Peppelolaan Muty  Air
Labupzten ! kota sebapaimana dimaksud datam Pasal 147
huru! ¢ oisuzun dan ditetapkan oleh bupaciyswali ks,

Fencana  Perlindungans dun Penpgelolaan Murny Air
kabupaten/kota sebagaimana dimakaud peda avat (1)
ditera pian pada DAS dalam kabupaten; kota,

Penelapian rencana Perliahitnesan dan Pcngt—.jmaﬂ“ rutL
Air kabupaten/katy sohagaimana dimaksgd pads ayat (2
dilaloikan setelah

a. mendapatkan . .
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a. tmendanzllkan periimbanzan teknis dan Menteri; dan

b.  berkocrdinesi dengan gubernue @i wilavshnya,

Pasal 121

Rencana  Porlindungan dan Pengelolaan Muta Air
sebupaimana dimaksud dalacm Pasalb 117 berisi

A, pemanbaatan:
v, penpendaliang dan
.  pemelibarauan,

Fencana Perlindungan  dan  Penpelolaan  Muta  Air
sehagaimana dimalzud  pada avat {1} disusun dan
thietapkan berdasarkan:

d. pemantauvan Muta Aarg
k. Ealu Muru Alr, dan

. alokas beban pencemar air

Pasat 122

Menreri, gubernur, atau bupati;wali Keta sesual denpan
kewerznpannya  melazkukan pemantauar Muata Adc
sthagaimana dimaksud dalam Pasal 121 avat (2] hurt a
denpan cara;

2. manual, dangatan
B guomatis dan toras-menerus,

Haxil pemantanian sebagaimana dimaksud pada aya (1]
dunteprazikan ke dalsm Sistem lnformmas Lingkungan
Hidup.

Hasil perantausn schagaimana dimaksud pada myat (1)
digunzkan sebagai dasar pecnentoan status Mota Air,

Fasal 123

Statag Muia Alr scbugaimana dimaksud dalam Pasal 122
ayal (3 ditentulzan derigan cara membandingkan hagil
pemattiavan Moty Air sebapgaimana dimaksud dalam
Fasal 122 avat (1] dengae Baku Muta fir sebagainnna
dimacion! rhakem Pasal 113 ayat (1.

[} Status . ..
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Status Mutu Alr schagaimana dimaksud peda aval {1}
nicliputi:

5. tercemac; atay
b, hanlk.

Untuk seatiss Mutu Air tercemar, Menterd, pubernur, atau
bupatifwali  kota  asesuai dengan  kewcnangannya
menetapkan:

g, Mutil Alr sasdaran: dan
b rencana pengendalian Mutu Alr,

Lintuk stabtis Mutu Aic iaik, Menteri, gubernor, arau
bupalifwalh  kota sesuai dengan Kewsnangahnya
menctapkan rencang pencegehan Pencemaran Ajr dan
pemclhharaan Mutlu Ajr

Mutu Alr sesaran schagamana dimaksyd pada ayvar (3
hurul a ditentukan dengan mempertimbangkan:

a.  pela Perhindungan dan Pengelidaan Moo Air;
b Baku Mutu Alr;

¢, ketersediaan teknologl pengendalian Poncemaran Air:
dan

. kandizl sosial ebonomi, dan budaya.

Pasal 124

Rencana  Perlindungan  dun  Ponpelolaan Muty Air
sebrgaimana dimaksad dalam Pasal 121 avat (1) menjadi
bagian dari rercana  perlindungan dan pengeloi@an
Lingkunpgar: Hidup,

Rencana Perlindungan  dan Pengelolaan Muw Air
sebagairang dimaksud pada ayal {1] digunakan dalam:

4. penyusunan rencanag pengelolaan sumber dava air:
tlan

o

petyusinsn tala ruang melahle kapan Lingkunsan
Hidup sostegis,

HERLEH] dutigats ketentuan peratliran
pererdang-unddangar.

13| Fencana . . .
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Foencane  Perhncuoean dan Pengelolaan Moro Alr
sebagAimana dirmalksud pada syt (1) dapat dicbah plkea
terjadi perunakian:

a. DBaru Mute Sar sebagaimana dimaksod dalame Pass)
Lvdavar [1y;

b, wara rusng: doandatag

r

Lelbgjjakan laionva  yang  benmplikasi pads
Ferlindugzae dan Fevpetolaan Maly air,

Bagian Xe!iga

Pemarnlnatan

Pazal 125

Permanfaatan air pada Badan Air dilakukan berdasarkan
rencana  ferlindungan dan Fengelolaan Mo Air
zebagaimana dimaksud dalan Pasal 117,

Femanfaatan air schagatmana dimaksud pada avat {1)
dapal dilakukan pada zelurub Badan Air sesus) dengun
Baku Muty Air atas Mutg Air sasaran.

Pasal 126

Eadan Alr dapat ditnandastkan sebugai penerima Air Limbah
bagl Uzaka dangatag Kegiatan dengan tidak melampaui Bakou
Mutu Air schbagaimuna dimaksud dalam Pasal 113 avat (1
huruf b atau Mura Air sassran sebapaimang dimakeod dalam
rasal 123 ayat (2] el a,

Bagian . . .
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Baglan Keempat

Fengenddalian

Parapral 1

Limuin

Paszzl 127

(1] Fengendelian Pencemaran Alr dilaksanokan sesuad
dengan ienuana Perlindungan dan Pengeiclaan Muru Air
sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 117,

i2] Pengendalban Pencemaran Arr sebagaimana dimaksad
pada avat [1) melipuati:

a.  pencegahan Pencemararn Air,
E. pesmanpgulanean Pencemaran A dan

o, etodlibian Mol &ir,

Paragraf &

Prrcepahan Fencomaran Atr

Pazsl 128

[T} Pencegahan Pencemaran  Air sebapaimana dicaksuod
dalam Pasal 127 avat (2] huru! & dilakukan pada sumber
PENCCmAr;

H mirtitik; dar
. bk,

{2} Peucegahan Peocerscaran Al sehapaimana dimaksud pada
arat fi] homi o dilakuezn melalul cara pengelmaan
terbaik.

3] Perwegaban Penceinaran Air sebapaimans dimaksord pada
avat (11 kurdf b duakukan melalui

A ponyediaar sarana dan prasarana

f, oilaksanaan . .

SH Mo D8ded)2 A
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b.  pelaksanaan pengurangan, penggunazn kembali,
pendauran  ulang,  perolehan kembali manisat,
dan/atan pengisian kembali Airr Limbah;

c.  penctapan Baku Mutw Air Limbah;

4. Persetujuan Tekniz untuk pemen uhan Baku Muto Aie
Limbah;

2. penyediaan personel  yang  kompeten dalam
pengendalian Fencemaran Air; '

t.  internalisasi biaya Petlindungan dan Pengelolaan
Mutu Aur; dan

€. penerapfan sislen perdagangan alokssi beban
pencemar air.

Pasal 129

Femenintah danfatau Pemerintab Duerah menyediakean
sarana dan prasarana penpendalisn Pencemaran Air.

Sarana an prasarana pengendalian Pencemaran  Air
sebapaimana dimaksud pada ayat (1} disediakan untuk
sumbcer Alr Limbah dac:

a. rumah rangga; dan
b.  air irmpasan atau ckitik.

Pemerintah  dan/atau Pemetintah Dacrah  dapat
memberikan hantuan sarana dan prazarana penpendahan
Pencemaran Air bag usaha mikro dan kecil.

Hasil pengolahan Air Limbah dari sarana dan prasarana
pengendalian Pencemaran Al eebagaimana dimaksud
pada avat {1} harus memenuhi Baku Mutyu Air Limbal dan
alokasi eliun pencemar air.

Malam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian
Pencemaran Air, Pemerintah dan/aten Pemenntah [aerah
schagaimana dimeksud pada avar [1) dapat melakukan
kera sama dengan badan usaha vang memiliki Perizinan,
Berusaha.

Penyedisan  sarana dan prasarana  pengendalian
Pencemaran Air dilaksonakan sesyuai denpan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 130 . _ .
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Pasal 130

Penanggung  jawab Uszaha dan/atau Kegisisn  yang
rrenhasilkart 85 Limbah wajit mengalal Air Linnbah,

Hasi] pengolabae Aic Limbah seagsimana diraaksod pada
syat (1] dilasukan:

d.,  pemanfaatan denpan cara sebagmimana dimakesud
dalam Puasal 128 awval {3 hura! by,

b, pemaniddatan dengan cara Aphkast Ke tanah;
danSglau

o, pembuangan ke Badan Air permekaan dangatan ke
formas] rertentu,

Pelaksanaan pemanizatan danfataw pembuanpan AF
Limbah  schapaimana  dimaksud pada  avar {2
ditakssnakan dengan  ldak  menimbulkan daogpak
pencemaran dan/ alau kevusakan Lingkungan Hidop soita
sceua; dongan ketchtuan  peraturan ponindang
undsngadn

Pamal 1131

Mernteri menetapkan Baku Murm A Limibah sebapaimana
ditnzaksiad dzlam Pasal 128 ayvat (3] ol o

Daku Mutu Air Limbaly sebapaimans dimaksood padas ayval

(1) ditergokan pada lrsabhy danfatag Kegiatae vanp

melakukar kagisran:

2, pembugnpzn Ag Limbah ke Badan Air permukasn;

b pembuoanpgan danietan pemoanfastan An Limbah ke
formasi toricnbu;

¢, pemdnfaatan Alr Lambah untuk apbkasi ke tanpah:
it ata Ll

d.  bentuk perobuanesn dan/ataw prmanlastan A
Limban lapmya sesuar dengan peracmbanpan il
renectahuan don teknolog.

Fenetapan  Baka Mutu Air Limbabh untuk  kepiatan
sebagmimana  dimabsoad o pada oayar (210 dilakokan
berdasartsn.

a. keterseaiacn wuncinm pengolahan Al Limbah dan

h, perombanegan .
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b, nortimbangsn ckononit.

Fasal 132

Mentenn menectapkan standar tcknologl pengolahan Aar
Limbah,

Standar teknoiogi sebagaimana dimaksiad pads avat (1]
dilakukan denzan:

a.  verilikos eknologl, danfatau
b, regiztrasi teknnlogi penpgolahen Atr Linbah.

Penanggzhng jawalr Usaha danfatzy Keplatan  dapat
menggpanaxkan  siandar  teknologl vang ditetapkan
sebapaimana dimaksuwd pada avat (1) atau menentulan
rekncdogr berdasarkan Baka Muts Awce Lirmbab vang
diterapaarn.

Pasal 133

Fenanggung jawsh Usmaha dan/alaw Kegiztan wanh Amcizl
atau UKL UPL vaneg molakukan keglatan pembuangan
dansatdan pemanfaatan Air . Limbah  sebapgsimana
dimakrud dalam Pasal 131 aryaz (2) wajib:

a. rmembuat Kajian, atay

b, reengpunakan standar reknis yang disedialan oleh
FPermerintakb,

sebagai Apsar periunbanpen dalam FrNeidRah
Parsetujuan Tekniy pememahan Bako Muio &ir Limbah,

Penpelola  kawasan dalam memenksa RRKL-RPL nnc:
Petaky Hsaha delarn kowasan yang melakukan kepiatan
membuyanpan danfztau pemanfaatan schagaimana
dimabszud dalmm Pasal 131 avat 2], mempersyaratkan
Perscivquan Teknis pormcenuhan Baku Mutu Air Limhah
pada REL #PL ninci.

Kapan sehagammana dirnaksud nada ayat {1} homal a hap
kegialan  pemiuangan Air Limbab ke Badan Air
perrmukasan sebapaimand dimaksud calarn Pasal 121 ayat
12 harufa melipa

a.  lenis dan gapusitas nroduless;

b Jemis .
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b )enis dan jumlah laban baku dan bahan penolonp
vang digunakan;

. sumber. kapasitas air bako, dan necaca qir;

. sumber, debit, volume, dan karvakterestik muarg air
Lim b,

£,  perhitungan  detil dan Kriterna  desain sistem
pengolahan A Limbak dan lusapas yang dibasilkan;

[ hasil pemantauan roma lingkungan  owal  air
perimikadn;

g perhilungdan Baku Mutu Al Limbah Derdasarkan
alnkast beban pencemar air dan prediks sebaran Air
Limbah di ar perinukaasn,

b lokasi btk penaatada, pembuengan Aiv Limbah, dan
PCRATTAVAI &iF verrthaan;

1. fencana pemanlduan mutu Aic Limbah dan air
permitloann; can
j-  surapa  prasarana dan  sistern peaangoulanpan
keadasn dararat.
(4} Kajian schapaimanas donabsud pada ayat (1) haruf 2 bagi
kegpatan peroluanedan dan/atau pemanfdatan Air Limbah

ke formasi tert=niv sehbapaimana dimalisied dalam Pasal
131 avat |2] huruf b mcliputs:

a.  aiaber, luew, karakierstik Afr Limbab vang akan
ditgeksika o,

b.  peceolabse A Lirnbab danfataw fasilitas mgeiest;

. doeran kalan mjeksi rang menppambarkan lokasi
sUnUr injeks] terkait dengun jurax ledhadap surmuar
ronduduk, Badan Adr rerdekat, dan/ataua zona
korservast aiv 1arah;

d. asta sumar apckst dan kRarakterisoil zona targer
njekst menrzkop lapisen zona kedro den lapisan
ZDOA PETLYan BT,

e.  wvolumefkzpiyatos wmoung z2one targst ieksi dan
nerkirane selreron Alr Limhat. de zona targ=t injeksi;

. gl inzopriias mekanix,
g konarruks: sucnde hor,

k. sLmar - . .

SK Mo ORT432 A
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SUMUT pantau;
dchit dan tekanan injckst pada kepala sumuar;

tekanan rekah maksimurm di lapsan zona kedap
vang menvebabkan perpindahan Air Limbah dan
[mrimaz ke stmber air minam bawah tanan;

rericana pemantauan kirerja ingeksi Air Limbal
Ristern Tangpap Daruarat; dan

FENCATA penlllpan sumur ingerst vang telah selezai
MASE P TEsinyL

Kajian schagaimana dimaksud pada ayat (1] hunat a bagl
kegiatan pemanfaatan Air Limbah unmk aplikas: ke tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 scel (23 baraf o

meliputi;

a. Jenis dan kapasitas produlis:,

b.  renis dan jumlah bahan baku yang dipunakan;

. aumber, dehit, volome, dan kerakreriziik Alr Linmkal
vany akan ditnanlaatkian;

. rujuan pemanfaatan Air Limbah;

e lakasi, medid hngkungan yang mencnim= AT
Limbah, dan palur pemaparan Al Limbak;

f. analisis sisicm eknclog prmantaatan Alr Limuah;

g, dosts, frekaenws, danfatao rotast pemanfaaian sar
Limbuah;

h. hesaran dampak pemantaaran Air Limbah;

i.  efisiensi penpgunaan air;

j. teneana peageltleat A Lirmbah dan igrpar Yandgd
dihasiikan:

k. rencana pemarntasian Air Limbab dan Mo Al dan

Farana  prasacand  dat sistarn perangsulangan
keadaen darticat,

Pasal 134 . . .
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FPazal 134

kajian pemmbuangan danjatuw pemanfaatan Air Limbah
zebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 133 dilskukan
melalln pemymsunan skenario dampak becdasarkan:

a.  lungsi ckologia di sebiar Dsaha dang atan Kegiatan;
b, slukasi beban pencemar air; dan/atan

c.  teknolog yang akan digunakan pada rencana Usaha
dan/atau Kegpialan.

Dalam heai alokasi beban pencernar air belum diteiaphkan,
perhitungan Baku Mutu Air Limbah dilakukan melalui
prediksl sebaran Air Lonbah berdasarkan dara Motu Air
pacla segmen atay zomasi Badan Air permukaan pada
lokast Leaha dan/atau Kegiatan.

Daiam hal perhitungan Baku Mura Air Limbah vang
rdlibvilang pada air permukaan lebih longgar dan Baku Mutu
Air  Limbah  vang ditctapkan Menleri  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 131 ayar (1), pejabat permber
Persetujuan Teknis wajib menentukasn Baku Muty Air
Limbal saina atau lebih ketat dari Baku Muto Air Limbah
yatg dilerapkan Menteri.

Dalam hal alokasi peban pencomar air sudah terlewati,
Usaha dan/au Kegiatan tidak diperbolehkan untuk
melakukan pembuangan Air Limbeh ataw diwajibkan:

a4, untuk memanfaatkan Air Limbah sclagaimana
dimaksud dalam Pasal 128 ayat {3 haruf b dan/fatag

b melakukan alternatif lain dalam upaya penurunsan
beban pencemar air pada scktor lain.

Dalam hal alokasi beban pencemar air sudab lerlewati,
pejahar pemberi Persetujuan Teknis wajib melakulkan
evalusst  terhadap  Persetujuan Teknis  yang  relah
diterbitkan.

Pasal 135 ...
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Pazal 135

Penanggung jawah Usaha den/atan Kegialan mengsjuksan
permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Muta
Air Limbah scbapaimana dimaksud dalam Pasal 43 avat
{3) humf a dan Pasal 57 ayat {4) hural a kepads Menrer,
gubernur, atay  bupabt/wallh kola sesual dengan
kewenangunnya,

Pesmohonan Persefyjuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat {1] dilengkapr dengan persyaratan  kajian
sebagmimana dimaksud dalam Pasal 133 untuk kegiatan
pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah yang
dimohenkarn.

Permahonan sebagamana dimaksud  pada  ayat  {2)
ditsampaikan melalul sistem informazr dokumen

lingkungan untuk Persciwujuran Tekniz pemenvhan Baku
Mutu Alr Limbah,

Permohconan  zebagaitnana  ditnaksud  pada  ayat  {2)
dilakulean  pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran
kajian sebapaimana dimaksud pada ayat |2] dalam jangka
waktu paling lama 2 {dua) hari kerja sejak permobonan
diterima.

Dalam toelalkukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4):

a4, Menteri, meragaskan pejabat yang membidangi
penxendalian Pencomaran Air; dan

b, gubernur atau bupatifwali kotz, menugaskan pejabal
vang membidanpi Lingkungan Hidup.

Fasal 136

Dalatn hal hasil pemerniksaan sebagaimana dirmaksid
dalam Pasal 135 ayvatl (4] menyalakan:

a. lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 135 ayat [5) melakukan penilajan
substans:; alau

b, udak lengkap danjatau  tidak benar, pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 avat (5)
mengembalikan kepads penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegistan untuk melakukan perbailkan.

(2} Ponilalan . . .
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MPenilalan substans schapeimana dimaksod padn ayal (1}
huruf a dilakukan terhadape kajian sebagaimana chimaksd
dalam Pasal 133 untuk kepglatan pembuangan oanfatan
permanfaatan Aw Lintbab vang dunohonkan.

Penilaian substans sebagaimana dimaksud pada aval [2)
dapat melibatkar ennga ahll yang  membidang
penpenddlian Pencemaran A

Terheday:  Pemsepujuanre Teknis yanp sk lenphap
dan/atau tidak benar schagaimana dimaksud pada avat
i1 haruf &, penamiggung jawal Usaha danfataa Kegaian
melakulon perbatkan dolam jangka waku paling iane= 10
{sepululy har kena sejsk pormohonan dinvatakan tdak
lengkap dan/atan tedak enar.

Pasal 137

Dalarn Lzl hasil penilaian suhstans Sebagaimana dimalksoad
dalain Paxa; 126 avat (2) roerunukkan;

a.

{1]

{2]

tmermarnmitn parsyaraan Pergetunan Teknis,  pelabar
sehugnimans dimaksud  dalam Pasal 1350 awal (9]
menerhitkan Persetupjuan Teknis untuk pemenuhan Baku
Bl Ar Limbab; atau

tidak memeonuhi porsvarodan Persctujuan Toknls, prabat
sehapaimana Jdmoaksod  dalam Pasal 1353 aval §3)
menerbitkan penclakan  Persetuuan  Tekais uniuk
pemenuhan Baku Muin A Limboak  disertal alasan
oenolakan.

Fasal 138

Perzetuman Tekniz untuk pemenuhen Beku Mutg Air

Linhaly sehageornong dimaksiid dalam Pasal 127 harat 4
G

g, sfandar lelknit persenohan Bakwy Buoto Ar Limbah;
L. standar koerooewsos sumber deva msnusia; e
T SIRMEIT AT e men Jingboangan.

Standar tcknis pernenahban Bake Matu Al Limbah
scbhapaimare dimaksud oada avat {11 huraf a melipod:

. pararneter dan weles Baka Muala Adlr Lunbah;,

b, desawn .,
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desain Instalasi penpgalahan Adr Limban;
LK preraatan denedan nama dan Ulik koordinot;

rfk pembuangsn dan/ atan pemanizotan A Limaoah
dan lilik koordinat,

ik prmantawan pads Badan Air ocrmukaan, air
tamigh, dan/atzu anah dengan nama dan otk
Loosrrrekimiat;

bBiava Perlindunpan Jdun Pengeloiaan Mute A,

kewajiban:

memiisahlan salorao Aic Lirtbah tlengen =uluren
liapasan aic bigian,

]

memilit umt pengnlahan <ian sazlurdan Air
Limbah kedap air,

memilik: alat akur debat: dan

4. memiliki Sigten Tangpap Darurss Pencemearan
Alr Jdan

bATHLTATL

i, membuang Atr Limbah zecara selealigos dalam 1
fmatu} saat atay pelepasan Jdadakan:

2. mengendcerlan Air Limozb dalam upaya
penaatan batzs kadar vang dipersyvaratkun,

4. membuang Air Limbah di laar vbk penaatan;

. mengaphkasikan Air Liebah di bear area yvang
ditetapkan dalam izin pemanfaatan Air Limbah
ke tanah; dan/fatau

3. mcovampaikan data palsa.

{31 Standar Kompelenst sumber daya manusia sebagaimana
dimakszud pads avat (11 haruf B mclipati;

a.
b.

perangeung awsb pengendalian Pencemnaran Air,

peranpeung Jawakb onerator ihstalasi pengolehean Alir
Limbah; dar

personey vang memiliki kamperersi Hinayd sesual
ketuluhan,

vang teersertifilss.

4] Sistem . . .
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(4 SHistem manajemen lingkungan sebageimana dimaksud
pada avat {1] huruf ¢ paliog sedildl memuat:

a. pemantauan mui Air Limbah;

L.  ponaatan Bakue Mutu Al Limbah vang ditetapkan
bagl Usaha danfatau Keplatan;

c.  pemAniaulan WMo &r permoakaan Janfalan oaire
Larta by secara berkals; dan

d.  pelaporan selarah kcwanban perngendalian
Poncemaran Air.

Pasal 139

Pentlaian subslans) sampal denpen penerbitan Peorsctujuan
Telns sebagmmana dimaksud dalam Pasal 136 sampal dengan
Fasal 133 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tga
puluh] har kerja.

Pasal 140

Penanggang jawal Usaha danfatan Kegiatan yveng wanb
dilengkap SPPL, wajil, melakukan pengolatan Air Limbah
sebelum dibuang danfatau dimanf@atkan

Pasal 141

Dalam pemenuban Baku Mutu Air bimbah, ponanggung jawab
Uzaha danfatau Kegistan dapat melakukan kerja sama
flenean:

A. badan usaha; atau

b, Pemerintah dan/atau Pemerindah Dacrah sesuay dengan
keteninen poraturan percndoang- undangan.

Pasal 142

tl)  Blenieri, gubernur atau bupatifwail kola sesus dengan
kewenangannya mela ke n verifikas) tetrtuadan
Fersetujuan Takns.

(2] Venhkas zebagatmans dunaksoed pada ayat {1) dilakukan
Lntiaks

A melibat - ..
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2. mchhar  kescsualan  antara standar tekns
pemeniuhan Baku Muata Aair Lambah  dengan
pembangunan sarana dan prassrana yvang dilakukan;
tlan

b memastkar berfungsinya  sarana [dan  prasarana
Serta serperlonya Baky Muailo Aae Limehah

Hasii venifikass  rerhasdap sarana dan prasarana
pengerddalian Peswemaran Air sehogaimane  dimaksud
pada avart (2] memenubi atau odek memenubhi Perselujian
Tekns

Lalam hal has! venibkas: sroagaimana dimnaksud pada
ayat [

m. memenuhl Persemujuan Teknis, Menteri, pubernur,
ataw bupati/wali kota sesual dengar kewcnangannya
thenerbitkan L0 alan

b, rtidak memenuli Persetujuan  Teikmis,  Menten,
pubcrour, ataw bopstifwali kota seszai denpan
Kewenangannya inamerintahkan onitak melakokan
perbaikan szrana dat prasargna darn fatan
pectlzban Persetuguan Linpkungsn yvang diivainkan
dulan berita acarg,

SLO schapaimana dimansud pada ayat (4 humef a scbapat
dasar blenteri, gubernur, amag bupatifwali kota snsuse
dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasuan,

Penanggung jawab Usaha dan/atas Kegiatzn melakukan
perbalkan sarana dan prosarana sesual dengan perita
acara sebagaimana dimaksud pads avat (1) harad b
sampal dengan Baku Mutu Aiv Limbal recpenuahi.

Dalarmn hal penangpang sawab Dsoha danfelan Kepiatat
tidak melakukan perbaikan sarana dean prasarana seslai
denpan berita acara sebapaimans dicmaksul pads aeal (4
huruf b, Pejabar Pengawas Lingkungan Hidup melalukan
penEawasan.

Bazal 143

Slendar kompetensl sumber daya tnanusis sebagalnana
dimaksud dalarn Pasal 138 avat [3b melipufi kemanpuan:

a. rmekakukan ideniihbkoas) sumber pencomar A

B. menentukan - . .
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o menentukan karaktensok Air Litnoah;
. menilal nngkad Poncemaran Air,

d. merpgoperasikarn dan melakukan perawatan insralazsi
pengoizban % Linbati;

e mdlalukan identihlas ahavs dalam pengolahar dar
limhak:;

I. melaksandkan tndiakan keselamatan dan wesehatan
kera terhadap balwys dalam penpelahan Air Limbah;
dan

g, menpuasal standar komperenst  lainaya sesual
o ] | r 1. ]
denpan perkembangan dmu penpetahuan dan
peraturan perundang-andangan.

Fermnenuhan standar kompetensi sutnher daya mmanuszia
sebapaitmang dunaksud pada ayar {1 oalby lambal 1
{zatuj whun sejak SLO diterbactkan,

Pasal! 144

Pemantavan muly Air Limbah sebapaimana dimaksud
dalam Pusal 1338 awat (4) buruf a dilakuhan secara:

d. marael; dan/atau
b. oomans dan terus Mencrus,

Pemamawusn mutu Al Limbah  secara  manual
selpalmana dimaksud pada ayat |1} huref o harus
memenuhi kctentuarn:

a.  chlakukan pada tiik poenaatan Air Limbah;

. menpgsunakan motode pemantauan sesual deagan
ketentuarn prreamuren perundang undangan, dan

. dilakukan olsh lalwratorium vang elah teregistras
vleh Menten.

Menterr menctapkan yems Usaha dan/atau Keglatan yvane
wajilb melakokan pemantatan mulu Air Limbah secara
otomatis dan terus meneris sebagaimana dimaksud pada
avat 1) hirul b,

Pasal va5 . .
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Pagul 145

Sisren manapEmen linpkungan sebagamana dimaksuodd
dalam Pasal 138 avat (4] dilakukan melalul tahapan;:

H.
o,
c.

d,

CECETICAMANDT;
prlaksanaan,
comcilesaan; dan

fincalkEn,

Perencunasn aebagaitnana dimaksud pada avak (1) hural
a melipun:

.

Hy

I

mensniukar lngkup  dzn menerapkan sistem
mandjermen  Iinghungas ferkad pengendaliac
Perwemaran Air,

menctapkan kchijakan pengendalian Pericemarzn A

memaslikan kepenimpinan dan komitmen darnri
 (FATER]S 5 B pancak terhadap renzendalian
Pencemaran Air;

mermasiban sdanya swruklur organisasl o vang
meraneani nenpendalian Pencomaran Air
menctapkan mangpungawab dan kewenangan untak
e VAR 8EE1A,

menenikan aspel penpendahan Pomcemaran Mrdan
tlatnpaknya;

identifikasi dan memiliki akses ferhacdeo kewajiban
penaatan pengendalian Peicemaran far;

mertentukan visiko dars pehlang vang pertu dilangani;

merencanakan untuk mengambl akst monaneam
nsike don pelasang serra cvaluas) cicktilitas dan
kepiatan wersehbot; aan/atan

ménelapkasn sexaran penegendalian Poncemaran Alr,
mcreen tukan indikator dan FToscs untuk
M AR LN T A,

Polaksenraan sebagaitoans dimaksud pada ayat (1] hurul b
melipalt:

2, meneniukan ., ..
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mensnlisian sumber daya vang disvaratkan antulc
acnerapan don pemeltharaan  s1sicm manajemen
l'ngkungan wrkant pengendalian Pencemaran Air,

mencnlukan sumbes dayva manusia vang mermaliki
sertiliko sl kompetenst pengendalian Peacemaran Ar,

menctapkan, mencrapkan, dan moemchhars proscs
vang dibaruhban uniuk komdoikast nternal dan
eksternal;

memaslikan Besesunian metode wnwlk pembuatan
flan permcakhitan serca pengendalian mibornasi
terdoumentas;

menetapkan, mencrapkan, dan  raengendahkan
proscs pengendalian operasi yang dibarahlan uniek
memenuhi persyaratan a1sEen A TR BTSN
Lngkungan lerkait penpendalian Pencernaran Airg
dun farau

mencowkan potenst sitsasi darural dar respon yang
diperhilar.

Pemeriksaan schagalmana dimaksud padae ayer (0 huoaf ¢

meiipue

H,  TIeMAnNUad, mengukur, menganzlisa, dan
mnengrya.nasl kinerla penpendalian Pencemaran Adr;

b, mengevabaast pemcnuhan terhadap kewajiban
penaatan penecndalian Poncemaran fir:

iz,  melakukan internal audst secara berlkala; danfatau

. mengka) sistern manajewnen lingkiengan crgamsasi

rerkait pengendahan Pencemaran Afr untuk
metnastikan keresuaar, kecubkupan, dan keclektlan.

Tindaksan schagamana Jimaksud pada avat (1) hueal o
meel1paLi

d.

melakakan Tinedakan antuk mcnﬁngani
kelxdakaesuainn; den

mivlaklukan tindakan perbaikan berkelanjutan
rerhadap sistem manajemen inghungsEan vang scsual
da: efekiiluniuk meningkatkan kinerja pengendalian
Ferceinaran Ar.

Pa=zal 146
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Pasal 1460

Pelaporan zeluruh kewgjiban penpendalisn Pencemaran Alr
scbagaimana dimaksud dalam Pazal 138 ayat [¢4) huraf d
dilakukan meialul Sistem Informast bimgkangan Hidoap,

{1]

{2}

Paszal 14%
Setiap  Ussha  danjaran Kegiatan  yang  berpotensi
MEOCCINATI alr melukuksan i e EHEFEY Liaya

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam maya
produks: danfatau operasinya.

Biava Perlindungan dan  Pengelolaan  Mutu  Alr
sebagaimana dimalzud pada avat (1) meliputy biava:

a. petncegahan Pencemaran Aar,

Ir. pengelcdaan A Litmhbah,

. pementavan Aie Limbah dan Muto Air
. penangeulangan Penosrmearan Al

e, pemulinan Muny air pascy Kedaruratan dan pasca
HETE S

f. acnveldiaan sarana prasarana kedaruratan dalam
pengendalian Pencemaran Air;

g  peagcmbangan teknolopl terbaik dalam pengendalian
Pencemaran Air:

h.  penvediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia  dalam  penpendalian Pencemasan  Air,
dar: fata

i.  keglaian lain vang mendukung upayva pengendalian
Pencemaran Air.

P"asal 1458

Menienn mengembanekan sistem perodaganpan alokasi
Beban pencemar qir lerhedap Usahs denfatau Kegiatan
vang melahukan kegiatan pempuangan Air Limbah ke
Badan Air permukaan

Perdapangen alokasi belwmn pencemar 2 sebagaimana
tlirmansie] padds qyat ] mempertmbangkan:

a. katersedizan . . .
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a. lewsrsediaan alokasy beban poncemar anr di lokas
pembuangan Air LimEah; dan

b, alokasl beban pencemar sir dan Lisaha danfatauw
Kegralan.

Perdagangar alokasi beban pencemar air zebagaimana
dimuaksud pada avat 12] ciletapkan herdasarkan rencana
Perlindungan dan Peneslodaar: Mualn Air yeag ditetapkat
oleh Mentery, gubermur, atau bupan/wal kota sesuai
denpgan keweonangannya.

Pasal 149

Perdagangan  alokasi beban  peoncemar  air nasional
ditetaplean oleh Menteri sewelah berkoordinasi dengan
kemenferian danfatau lembags nonkementerian Lerkart.

Perdagangan  alokasi beban  pencetnar alr provinst
chretamian gleh gubermr setelah:

8. berkoordinas: denpgan bupat/wali kota; dan
F. mendapatkan rekomendast teknis dan benteri.

Ferdaganpgan alokasl beban pencemar air kabupaten; Kola
ditetapkan oleh bupatifwali kowa setelah mendapatkan
rekomendasi tekms dan Menten.

Pasal 150

Fernaigpung jawal Usabie dangalau Keglatars hanya danat
memeLang Air Limbal ke Badan Airr permukasn sesual
dengan  kwota alokasi bebon  pencemar  air yYang
dimilikinya.

Alokasi belian pencemar o scbagainana dimaksud pads
avat (11 dapat dipcoaaibelilkan antara penangegang awah
Usahza duanfataun Kegatan sesual  dengan  sstem
perdagangzan alokasy bebaa pencemzr  air yang
dikembangkan oieh Menderi.

Paragral . . -



sk Na {97448 A

(1

(<)

[+)

EY

FPRESIDEN
PEPUBLIK HNOOHESIA

- 118 .-

Parasraf 2

Fenangzulangan

Pasal 151

Penanggung  jawab Usaha danfarau Kepiatan vang
menyebabkan  Penceraran Air wajib melekukan
penangeulangan Pencenta rin Air.

Penanggulangan Perncemaran Alr sebagaimana dimaksud
pada avat (1] dilakykuan dengan cara;

a. pembecian nformas peringatan Pencemaran Air pada
mAsyRraloatl,

k. pengistlazian Pencomaran Alr:
. penghentsn sumber sencemar air, dacfatau

d.  cmra  lam sesuan dengan peckembangan dmu
penactalhiuan dan celodogi.

Pemberian informas sebagairnana ditaksucd pada ayvat (2)
hura! a ditakuakan doiam janpks waksw paling lama 24
felua paduls smpath jam ook diketahuinys peoccinerAan.
Dalam k! terad] Mencemaeen Al penangaung jswab
Usaha danfatsw Kepatan wajib melaparkan keadaan
lerseout sebdapal keadaan aarvrat secaia elekteonik dalam
waktu pahng lassa 24 [dua pulieh eodipar) jam kepada
Mentert, porhecivur, danfateu hupalifwall keta sesual
denean kewenzngarnnya.

Laporan sesagaimaneg dimaksud peada @val |5 tnemest:

a LHATY

0. wakilg

wl PenyetEh;

dugnne: darpmak terbesdap bngkangan; dan

vpays yang telan dlakulien.

dasal 152 ...
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Masal r'52

Dalam hal penanggung jawab Usaba Jdun/atau Kegiatan
tidak  melakukan  penanpguianpan Pencemaran Afp
sebagaimana dimaksod dalam Pasal 131 ayat [1) dalam
janigka woktu paling lamaz 24 (e puluh cmpat) jam sejak
dikctahuinya  pencemaran,  Mentert, gubertiur, atau
bupatifwali  kota sesuat deongan  kewenangannya
menetapkan pihak ketiga untuk melakokan
penanggulangan Pencemaran Air.

Terhardap kegiatan penanggulangan Poncocmaran  Agp
sebagwimana dimaksud pada ayat {1} dibchankan biaya
kepada penanggung jewab Usaha dan/stau Kepiatan.

Paragral 4
Permmilihan Mutu Adr
Pazal 153

Penanggung  jawab Usaha danfatan Kegiatan vang
menyebabken  Pencemaran Air wajib melakukan
penmalinan Mutu Air,

Pernulihan Mutu Air sebapaimana dimaksod pada ayac (1)
dilakukun dengan cara:

&,  pembersthan unsur pencemar air,
b remediasi;

L, rehabilitasi:

d.  restorasi; dan/etau

¢, lamnya  sesuai  dengan perkembangan dmu
pengerabian dan teknolog.

Pasal 154

Dalum hal penanggung jawab Usaha dapfatan Kegiatan
ficlake melakuban  pemulinan Mutu Air sebhagaimana
tdimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dalam jungka wakeu
paling lama 30 (tiga puluh} har sejak diketahuinya
Menceraran Air, Menterd, gubernur, atau bupati fwali kota
sesual dengan kewenangannya menetapkan pihak ketips
untik mclakukan pemuliban Muta A

[2) Terhadap . . .
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(2} Terhadap kepiatan pemaliban Mulu Al sebagamann
clirnakstid pade avat (1) mengpunakar dans penjanunan
unluk pemulibian Tunigst Limgkungan Hidug.

Pazal 155

Pemulihan Moatu Ar sebapdimans dimaksoad dalam Pasal 124
thlalkbukan  oleh Pemenntah can/atal Pemenntab Dascah
vesya] dengan kewenanganmy-a pka;

a, lukasr  Pepeemaran Alr Ldsk dikershuwr sianlxr
pencomnarny:a, daref atan

L. uodak diketahw phals vang melakukan Pencemaran Abr.

Hagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal .56

{1] Pemcliharaan Mute  Alr diselengparaban berdasarkan
rencana Perlindungan dan Penpelolaan Muto Air.

131 Pemeliharaan Mutu Air dilakukan pada:
A, Badan Adr kelas 38l
L. RBadan Air vanoe berids o1 Kawasar Tindang
L, TRHEEE I
d., ar wdnahk; dan alau
S danan terratnap

3] Menterl, pubcrnuar, ates owsatifwali kota sesaai dengan
kewrnanpanrnys  melakukan  pemelibaraan Muen  Alr
skalin veaya:

1, monservar Buadsn A dan ckosisteminya;
b, oencaderngans Bedso AT dan ekosistemnva, danfatag

c. pengeradlian pdaubahan ikbim.

i<, Konserasi . .
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Konservasi Badan Ao dan ekosislemnnya sebagaimana
dunaksud pada ayat {3] hurul a, meliputi kegiatan:

a.  perhndungan Dadan Aot dengan Balia Mutu Air kelas
seiu; dunfalan

b.  perhndungsn ekesisiem di sckitar Badan Aur dencan
Baku Muwu Air kclas ssrowe.

Praoradanegan Badan Air dan ekosistemnya zebagaimana
dimaksud pada avat {3y huref b merupakan Badan Aw
vang tidsk dapal dimanfaatkan dalam janpks waktu
teTterttul.

Pengendalian perubaban iklion sebagairmana dimaksaod
pada ayat (3] humf ¢ ditakulan melalul pengelolaan AT
Limmbah untuk memiligasi pelepasan Emisi ges tumah
Kats.

Pengendahan perubahan iklim sebagoimeana dirmaksud

pada aval (G} dilakukan sesual denpgan  keicntuan
perataran perundang-undangsn,

Bagian Keenaim

Hak, Kewajiban, dan Larangar

Pazeal 5T

Setiap Urang berhalt

.

.

mendapatkan informasi tentang rencana Peclirelungan
dan Penpelelaan Mura Alr yang diferapkan oleh Menteri,
gubernur, arau hapati/ wali kota,

mendapatkan  pendialiban entang sumber  pencemar,
bahaya Pescemaran Air, dan upayz Perlindunpan dan
Pengetolasn Muty Aar;

berpailisipasi dslam memantau Mot Alr;

berpurtisipngel dziar meqaps dan meningkatkan Muaty
Alr;

menvampuiikan  panpaduasn dan mengajukan keberatan

afas Pepniemaran Air o yane terjadl di bngkungannya;
dun fataw

[, mendapatkan . . .
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mendapatkan  perlindongan hukum dalam rangka
memperjuangkan Perlindungan dan Penpelolaan Mutu Air
schagal suatu upayes perjuangan atas hak Lingkunpan
Hidup yang stk dan sehat,

Pasal 15&

Setiap Orang berkewajilian:

memelibara dan menjaga lelestarian dan fungsi air;
melakukan pencegahan Pencernaran Air; dan

ikut berpartisipasi dalam penangpulangan Pencemarat Air
dan permuliban Muty Air,

Pasal 154

Serap Urang dilarang:

.

h.

memAsukkan Air Limbah ke air tansh, mata air, dan
danau tercutup;

memasukkan sampah, imbah padar, limbah lumpur, B3,
danj/atau Limbah B3 ke Rarlan Air;

merisak bondizi Osik dan fungsi Badan Air:

tnelakukan perbuatan vang memmbulkan Pencemaran
Alt;

melepaskan jenis asing invasifl, produlk rekayasa penctk

ke Badan Air vang bertentangan dengan kotentuan
perahuran perundang-undangan; dan faral

memberikan informasi palsu, menvesatkan,
menghilangkan  informmasi, merasak  informasi,  atau
memberikan keterangan vang tidak benar.

Bagan ketuuh

Peran Screa Masyaralat

Fasal 160

Masyarakar  berperan  akuf  dalam Perlindungan  dan
Penpelolaan Moty Air berapa.

SK No 097449 4
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memantau Badan Alr secars mandin o bnekungan

AN Masitge,

melakukan upava pergmirangan bahan pencemar ar di
lingkungan masing-mesin

meTyAampatkan informa sl hasil pemantauan vang benar
dan akurat;

menycharluasksn gerakan pongurangan pencesar air;

melakukan kemitraan dengan para pibiak dalam tangks
pengurangan pendcemarc mir; Janfalanl

melakukan program  ekoripaniean untuk pemulihan
ekosisteny Badan Air.

Pa=al 161

Peméenntah dan  Pemerintah Daerah  sesuai dengan
kewenanpannya  dapat  memfasiliasi lerbenluknyva
kemitraan antara nizsyarakat dengan badan usaha, dalam
melskubkan penpucangan pencernar &ir.

Hemutraan sebagaimana  dimaksud  pada ayal (1)
dituangkan dalam bentuk perjaniisn ani@ra masvarakad,
dengan badan usaha yang hersangkulan,

Pa=al 1672

Ketentuan lebib lanjut mengenai;

a.

tata cara mvenlansas], penyasunan dan penetapan Baku
Mutir Air, perhilungan dan penctapan alekasi beban
pencemar ar,  tatd coarm pomantaunan Mutu oAb,
perhitungan  status Mula Air, penelapan Muobtu Air
tasaran, dan penyusunan, penetapan, dan perababan
rentana Perlhindungan dan Pengelolaan bMuta Adr;

b fremyechaan . ..
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peovediasn sarana dan prasarana, tats cava pembuangan
dan pemantaatan air limbal:. Baku Mutu Alr Liobah,
poenclapan standat teknologl, lata cara penyusunan dan
eoelapAan Perselajdan Teknes pemanuhan Baku Mo Adr
Limlsaty dan SL0, persyaratan pemeniahan Bako Muto Air
Limbah Usalia don/ataun keglatan waph SPPL, starcdar
kompelenst pengendalian Pencemaran Adr, pemanlzuzn
mutu Air Limbab, tata cara pelaporan, sistem inforinasi
dan tals cara perdagamnian alokas) beban penceisar air;

tura cara penanggulangan Pencemaran Air;
tata carn pemoualthan Muato A, dan

tata cara pelaksanaan kemitrsan,

sebuganimana dimaksud dalam Pasal 108 sampal dengan Posal
1451 diatar dalam Peraturan Mentes

BaB Iv

FERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA

Bagian Xesatu

LImyten

Pragml 163

Py elengearasn Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara
rozlipel:

H.

L,

1.

PErEBCARREN;
peman [datan; dan

peTipaaliag.

Bugian . . .
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Sogian wedinn

Peeiiranaost

Paraprat 1

Lirmarn

Pasal 154

Cerencunaan  Perbnduvnegon dan Penpelolaan Mutu lHdam
dilakubcan melalui.

£ inventarizasi ndara;
L. penyusunen dan penerapan Bazku Mutu Udara Smbaen,
£ penyvisanan dan penerapsn WEPKL, dan

d.  mpenovusunan dan penstapan REFPAO.

[haraerafl 2

Thventarisasi dara

Patal 165

(1] [mvenlerisast woaed sebaparnana dimaksad dalam Pasal
[ G4 buaruf 4 melipati:

A sumber Emix dan, atau sumber ganpeuan; dan
b.  Murn Udars ambicn.

{2y Dnventarizast sumber Emisi danfatau suniber ganpaian
sebapaimars dimawstd pada ayat (1) hornl g dilakukan
pada:

a. sumber udak berpesak; dan
. swiber bergerak.

(3] Invertarisas: Moo Udars aabien zsebagaimana dimaksod
pada @31 [ hural b diizkalew: pads Udara Amibaen.

Posal 1n5
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Pasal 165

Inventamsasi udara sebapaimana dimaksud dalam Pasal
163 avat [1) dilakukan dengan tahapan:

a. ientifikazr  suraher Emisi dan/aras  somber
pangpuan, jenis Emisi dan/stauw jenis gangguan
Penvermar Lhlara;, dan

b. wenghilungan Emisi, ganpgguan., dan Muta Udara
Asntosn.

Fenahapar  sebapaimana dimaksud pads Ayl {1
dilakukan dengan mengganakan:

A, dara primer, dan/zan

b, dara sekutidet.

Data sebapaimana dimaksud pada ayat [2) antara lain:
A, nasil pengambilan conted agi;

Lapaean pamaniatan dan penpetolaan Dingkunean
Hidup rdan pemspang, Pepsetuiuan Lingkutegan,

b

flate IHTT=R slatiehk,; danlala

d  dals linnoya vene televan,

Faagl 167

wdenitlikas: sebagalmana dimaksud daizm Pasal 1950 ayat
P hurai @ dilakokan aniuk mempernlenh daca dan
indorrmasl menpeal:

e e siehe oy atag Beglalan yang menghe sokorg
MG AN 31 HL RnEOUAT;

tr. lokas sumber Emist oanfsiea sumoor palgeuan;
oo parameier dan ol naraineter Peneetnar Udars,
2. aebaran Urcim dan oanpguan,

. dampak  terhadan hesehalan maitu=e den
linphkingar;

I, tingkod percanicualicn clioroamng can

2. ringka. kepadatar ceanlachie.

{2} Hasil
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{Z] Hasil dentifikasi sebagaimana dimaksud sada ayao (1)
digmnakan sebagai dasar penghitungan Emasl, ganggouan,
dar Mty Uara.

Puzal 168

Penghitungan Emisi, gangpuan, dan Mutn Ldara sebagaimana
dimalrsud dalam Pasal 166 ayat (1) hural b dilakakan dengan
cara:

penpukuran; dan faiau

t,  perhitungan.

Fasal 164

{1} Pengukuran sebagaimona dimaksud dalan: Pasal 168
hurl & dilakukan denpgan cara.

a. matvaal dan Satay
b,  otomats dan lorus-menecrus.

(2] Pengukuran =zelagaimana dimaksud  pada ayar (1)
dilalktukan sesuai denpan kewentuan perafuran peranclang-
urelangan.

FPasal 1710

Parhilungan sebdapaimans d'maksud dalam Pasal 168 hamof b
chlakukan untuk mendapatkan nilal darn zetap sumber Emtsl,
cangeuan, don Mutu Ddara.

Fasal 171

(1) Penghitingan  Emisi,  gangguan, dan Mt Udara
sebapaimana dittaksud dalam Paszal 168 dilakukan unralk
mendapatkan inlormass tingkat, status, proyveks Emisi
gangguar, dan Mutu Udara.

2] Penghitungra  schapaimana  dimaksud pada ayat (1)
dilekukan olch personel vang memibki koempetensi di
bidang Perlindunean dan Pengelolaan WMuiy Wolara.

Pasat 172, ..



ok Mo (K451 4

&

PRESIDEM
REPLHHALIE INDONESIA,

- 128 -

Pasal 177

Inventatisasy Wwilarg schoagmimanas dimaksud dalam Pasal 165
sampal dengan Pasal 171 dilakukan cleh:

|
k.

C.

(1)

(2)

[

WMenteri, untuk inventarisasi udara nasional:
subernur, uatuk inventarises udars provins dan

bupatif wali krHa, uniuk inventarisasi udara
kabupeten fkatw.

Paszal 173

Mentenm dalam melakukan inventarisasi wdara
sebagaimana dimakaed dalam Pasal 172 bhuaral @
berkoordinasi dengan:

a. menteri/kepala lembapa pemerintah nonkementerian
lerhalt; dan

k. Pocmenntah Dacrah terkait.

Gubernur  dalam  melakukan  inventarisasi wdara
sebagaimana ditnaksud  dalam Pasay 172 hural b
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten fkota
dalam 1 [zat! provinsi.

Bupati fwali Kola dalam melakukan inventarisasi udara
sehegmimana dimaksud dalam Pasal 172 hueal «©
mengnordinasikan perangkat daerah ferkai.

Faragral 2

Penyusunan dan Peneispan Baku Mutu Udara Ambien

{1]

(4)

Pasal 174

Baku Mutu Udara Ambien sebapaimana dimaksuod dalam
Pasal 164 hucyf b disusun dan ditetaplan dengan
toempertimbangkan,

a, hasl] inventansas) udara; Jdan
b. aspek kesehatan, snsial, ckonomi, dan lingkungan.

Baku Mulu Udara Ambicn sebagaimana dimaksud pada
aval (1] meliputi:

4, Jenis parameter: dan

B, tvilan . . .
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b mlan paorameter,

Baku Muty Udzra Ambien sebagarnana dimakssd pada
aval (2 lercaniin dalam Lamniran V1D vang merapakan
bagan tidak terpisehkan dan Pzraturan Pemerinleh inn.

Baku Mutu Udara Ambicn scbagamana dimaksud pada
ayrat (2] digunakan sepagar dasar penyusunan dan
penetapan fulal konsentraal Udara Ambeer tertingpl di
kelas WRPML

Purmeraf <

FETivislnan dAn Pencinpdan Wilayah Peclindunean dan Pengelolaan Mulu

SK Mo 0403 A

—_-
-
_

{2]

(3

Lielara

Pasal 173

WEFPMLU mebagaimana dimaksud dalam Passl 184 horof ©
terdiri atas:

A, WPPML nasional:

L. WPPML lintas provinsi;

©.  WPFPML provins;

4. WPPML hintas kabupaten/kota, dan

£, WPFMLU kabupaten f kota,

WPPMU sckagaunana duvaksud pada avac (1) werdiri atas:

a.  WPPMOU Eelas [, untuk perantokan pelestaricn dat
rencadangan udarg baeaib;

L. WPPMLD Kelas ([, uantuk peruntukan kewassn
puerimirkirman,  kommersial, pertanian,  perkebuanan.
danfatal perantukan lan vang mempersyardatkan
kelas vang sama; dan

o WPPMLO O Kelax NI, urtuk peruntukan  industrt
danfamay oerunluksn lain vang mompersyaratkan
kelas yang saima.

WEFPHL sebawzimonae thmakgsud pada ayal (11 disasan
paling sedikit berda=zarkan:

a.  hasil penghitangzean Smis sebagaimana  dimaksacl
flalam Pasel LGE,

b. nilai . . .
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b nila kensentrast Udare Ambien:

C. rchrEani bata cuang wilayals;

d. kesamaan karakteristils bentang alam; dan
e kandis Kb dan meteceolog.

Dalam hal sawtl wilayvah memibkl kawasan pristine,
kawdsan rerselnl dikategookan ke dalam WEPRMIT Lelas
[.

Pasal 1764

WEPMLU sebagaimana dimalrzud dalam Pasal 175 ditetapkan
oleh Mepren setelah berkoordinas dengan;

.

mMeTer yeEng menyelengearakan urmsan pemerintahan i
idang rats ruang;

menterl vang mehyelenggarokan urusan pemerintahan di
hidang perindustrian; dan

menterl yvang Inenyclengaarakan urusan pemermtahan
dalam nugeri

Paragral 3

Fenvusunarn dan Penetapan Eencena Perlindveagan dan Pongelolaan Mutu

Sk Mo 1R4031 A

Udara

fasal 177

RPPMU scbagarmana dirnaksud dalam Paszal 164 harafol derir
AtAS"

.

by,

.

REPML na=iacal;
REPML) provins; i
EFFMLU Xabupalen, kota.

Fosal 17TH

REPEWL nasional sebagaimane cimaksud dalans Pasal 177
huruf a disusun vneelc:

A, WPEML glealy sdwar el sian

B, WPPMIL skala lisnss grovins,

(2] RFPMI1E. ..



Sk Mo U84632 A

(2]

[1]

(2

oy

12]

[1]

(2]

PRESIITEM
REFPUBLIK IMDOMNERIA

- 131 -

RPPML rasional sebapaimana dimaksud pada avat (1)
disusyn herdararkan nilai konsentrasi Udara Ambien
lertinge o1 Kelas WPPRMLL

Pasal 179

REPPMU provinst scbagaimana dimaksud dalam Pasal 177
Irurufl b disusun untuk:

a. WPPMU skala provins:, dan
L. WPPMU skala lintas kabupaten f kota,

BRPPMU provinsi sebagaimana dimaksud peda ayat (1)
disusun berdasarkan:

a. RPPMU nasional, dan

b nilai konsentrasi Udara Ambien dlertinggi di kelas
WFPMLU,

Fasal L&G

RPPMU kabupaten/keta sebopaimana dinaksud dalsm
Fazal 177 hurafl ¢ dizosen uncuk selurah WEPPMLU vang
berada dalam 1 !zatu) volavah kabupaten, kota

RPPMU kabuparen/kota sebapaimana dimaksud pada
Aavatr [T) disusun berdasarka

a. RPPML nasional;
L, REPPML provinst; dan

. milar kons=endrast Udars Amilnen terGngen e kelas
WEPKOL

[Fasal 151

EPP%) nasionsl sclhagnimana dimaksud dalam Pasal 177
huruf a  «hisusan dan ditelapkan oleh Menten seielab
berkoordinas Cngnn menterif kepala lembaga
pemerintall nonkementerisn terkait,

RPPMU provins: sebaganmana dimaksud dalam Pasal 177
hueal bodisusun dan ditetapkan oleh gubernar setelah:

a, mrndapuatlan pertimbangan teknis dan Menten; dan

b,  heltkoordinazi dengion bupat/wali kota.

(31 RPIML L
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RPPMU kabuparen,icora schagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 hurul c disusun dan  ditctapkzan aleh
bupatl/wall keta serelan:

a, mrendapsikan pertimbangan tekos davi Menteri; dan

b berkourdinest dengan pobecoar di wilavahny:.

Pasal 182

EFPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 paling sedikit
menlat:

.
h.
(v
d.

pernanfzalan sumber dayva alam,
pengendalivn Pencemaoran Udara;
pemeliharaan sumber daya alam: dan

adaptasl dan mitgas tertuulap perubahan i,

Pasal 183

HPFMD sebapgaimnana dimaksuad dalam Pasal 177 disuoson
dengan memperaumbangkan:

.
h.

status Mutu Udara ambicno; dan

bentuk pemantaatan,

pada mesing-tnasing kelas WFPRALL

(1}

12)

(:3)

Pagal 1RE4

Sratus Mutu Uldars ambien sebapdimana dimaksud dalam
Fasal 183 Facarnal H tlilemiykan tlengan cara
memhandingkan hasl pemantadan Udaoy Ambeen dengan
oilai Mutu Udara WPPMU yane ielah dilclapkan oleh
hicnitor.

Status Mutu Lidara ambicn schagaimana dimalesud paeds
avat (1) terdirl dari.

4. tercemar; dan
Ir. ticdak recceinar.

Daiem Jial status Mulu Udars ambien lercemar, Menter,
pubernur,  alau uapetifeall kota  sesual dengan
kcwronansannya menctapkan Motu Udars sasaran.

4 Mot ...
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Mutu Udare sasaran sebapaimang cimalkzud pads avat {31
ditevritkan densare mempertimbanekan:

a. fakow ekonomi; dan
. perkembangan tekrodog peneendali Emisi,

Dalam hal WPPML scbagaimana dimaksud pada ayat {1}
belum ductapkan, status Mulu Udara ambien direntukan
dengan cara membandingkan hasil pemantadan Udara
Ambien dengan Baku Mutu Udara Ambicn.

Pasal 183

REFMU selbagarmanay dintaksud dalam Pasal 18¢ menjadi
bagian far rencans Perlindungan dan Pengelolaan
Litglkungan Hidup-

FPPML schagmimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diubal, pka wrdapat perubaban peda:

a. Baku Mutu Udara Ambien;
b.  kelas WPPML, tlan/atau

C. tata raang.

BapiHn Ketgs

Pemanfastan

Faszl 150

Prmanfaacan WEEPML dileksenakan berdasarksn BPPMD)
nasignal. BPPMU provinst, dan RPPMU kabupaten, kota
schagaimana dimaksin] dalam Pasal 177,

Pemantaatan WPPMU schagaimana dimaksud pada ayet
{1] dapar dilakukan padw

a. WPPMLT keins I
k. WEPMLT legras ' rign
. WEPMAT ketas N

Paxal 1587 . ..
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Fazal 1=7

(1} Pemanfaatan WPPMU kelas 1 sebapaiunana  dimaksid
dalamn Pasal 186 ayut (2} buegl o Ailakuloan terbatas
untuk:

a.  penelitian dan o pepgetabuan:
b, jasa lingkungan; dan

c.  kegiatan lainnva yane tidak mengubah fungsi WPEMU
tdan/atau  sesual  denpan  ketenluan peraluran
perundang-uniangan.

{2} Pemanfaatan WFPMU kelas | dan kelas il sebagaimana
dimalisudd dalam Pasal 1#65 ayat (2] hurof B dan horuf ©
dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sesnai RPEMU.

Bagian Keempat
Pengendalian

Faragraf 1

Lmum

Pazai 185

(1} Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan scsual
dengan RPEMU sehugaimana dimaksud dalam Vasal 177,

{Z] Pengendalian Pencemarsn Udara sebapaimana dimakaid
pada ayat [1) meliputi:

A, pencegahan;
b.  penanegulanpan; dan

c.  pemulihan dampak Pencemaran Udara.

Parwgraf 2
Pencepahan

Pasal 12%

Poncegaban Pencemaran Udara sehagaimans dimaksud daiam
Pusul 188 ayac 12) huraf a dilakukan melalui penerapan:

a.Baku., .
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Balu Muty Emis;

Persetuyuan Teknis  pemenuhan Baku  Mutu  Emist
gebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayvat (3] huruf b
dan Pasal 57 avat (4 huruf b;

baku mutu gangpuar,
milernalisast biays peneelolasan Mata Udara;
ity Ermisi dan sistem perdagangan kuota Emisi; dan

Standar  Nasional Indonesia terhadap  produk yang
theunakan di rumah tanpga vang mengeluarkan residuo ke
telara,

Fasal 190
Menteti menylisun dan mencrapkan Baku Mutu Emisi
sebugaimana dimaksud dalam Pasal 1549 haruat a.

Raky Moty Emisi scbagaimana dimaksud pada avat (1)
dizwsuin dengan mempertimbangkan  tekoalogl terbaik
vang tersedin,

Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksod pada ayat {2)
ditcrapkan pada:
a. sumlwr Ermis Gclak berperak, can

b,  sumber Emisi berporak,

Fazal 191

Babku BMMulyy Emisi suwnber Emisi ddak  beeperak
sthagaimana dimaksud dalam Pasal 120 aval [3) hurul a
ditetapkan untuk Uszaha dan/atay Kegiatan dengan:

a,  duampak Ersi rencdah; dan

b. dampal Emnist Linggi;

Baku Mot Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha
danfatan  Kegiatan dengan  dampek Emisi rendah
scbagaimana duoaksad pwda oavat [1p hurul a
menggunakar baku muony yang ‘elsn ditetzplan oleh
Menter.

{2} Baku . . .



=k No 097453 &

(3}

(4}

- —

|3}

(L]

(2]

FRESIDEM
REPUSLIFE INOOMESIA

- 136 -

Balu Muwa Emisi sumber tidak bergerak aniuk Usaha
dan/atau  Kegiawan dengatn  dampak Emisi doggl
sebagaumana dimaksugd pada ayxal (1) horul b owaphb
clilengkaps denpan Fersetuwouan Teknis.

Dalam hal kepiatan denpan dampak  BEmdsi tinggi
schagairnana dinaksud poda avet [3] chhasilkan oleh
pelakuy usana dalam kawasan yang wajilh RRL-RPL rinci,
penpelzla kawosman dalam memenlisa EEL-REPL  minci
mempersyaratkan Persengjuan Tokols pemenuhan Baku
Mutu Emisl pada RKL-RPL rince.

Dalarm hal Balkwu Moty Emisi sebagaimane dimaksud pada
ayat 12} belum ditvlapkan oleh Menteri, penangeung jawab
Usaha danjatan Keglatan wahb mengaiukan permohonan
Perzetujuan Teknis,

Pasal 1942

Penangeune jawab Usaha dangatan Kepialan  wajib
mengajukan pertmabonan Persetuguan lekms nemenahan
Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud daiac *asal 191
avat 3 dan aval [5) kepads denteri, gubernuar, atao
Lupati fwall keta sesust donpan kewenanpan Persatujuan
Lingkunpan.

FPermobhonan Persciwjuan Teknis selmpaimana dimaksud
pada ayat [1} dilerghkape dengen kajran yanp menual:

a. dentiltkaw sumbor Bimisi

i informast dava mewaroleg:

. wnlormasi rona awal kawasan terdampak;
d. perhitunpan Beban Erisl yarg dihasilksn;

e. perhutungan simulast disporst ontdl scnctapkan
kadar maksimum;

f.  perhitungan ne=acs masss;

g bahan baku dun penumang;

h.,  perhutungan efisiens,

. hesaran dampek permhuangan Emisi
J- milal muty Eroosig

k. proses porelaks.;

1. alat pergenda]r Tl g digurabkan:

Tl. KOs amst .
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m. hkonsums: cacrgt yang digunakoan;
n. rencana pengelolaan Emnsi; dan
0. rencana pemantauzan Emisi dan Udara Ambien.

Permohnnan schagaimana dimaksud  pada ayat (2
disampatkan melala Sisten Informasi Lingkungan Hidap
untuk Perserajuean Tekois pemenithan Baku Mur Emisi.

Terhadat: pertnobonan Pecaetujusan Tekms sebagirana
dimakznd pada  avat {1]) didakokatn permoenksaan
kelengkapan kajlan sehagainana dimakaud pade ayar (2]
dalam jangla wakty paling lama 2 fdual hari Kerja sejak
permohionan diterirma,

Dalam melakukan pemeriksaan scbhagaimana dimaksad
pada ovat [4:

a  Menterl, tmenugaskan pejabat jang  membidangi
mengendalian Pencemaran ifdara; dar

b, poberoue atey bapati P wali Kote, momoigaskan pejabal
wENng membrlang Lingkonegan Hidup.

Pasal 193

Dalam hal hasl pemenksasn sebagaimana dimnaksd
dalamn Pazal 192 ayat {4} menyatakan:

#  lcngkap dan benar, pejabar sebagaimana dwnaksad
dalam [azal 192 ayat i3] melakukan penilaian
substansl atan

L. hdak lengkap  dendalau tdak  benar,  pejabat
sehapaimanad dimaksod dalam Pasal 192 awvar (%
mengembalikan kepada penanggung jawab Usaha
dan/atau kogiatan untuk melengkaps peersyacatarn.

Terhadap persynraicn =sbagaimana dimakard pada ayat
{1] hurul &, penaogedsg Jamab Usaha dan/atan Kepiatan
mulakukan perbaikan datam jangka wakiou paling lama 10
{zepulun) nari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak
lengloars dan falau tdalki benar,

Pasal 194, ..
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Pasel 154
Penilaian subslang) sebagammanag dimaksie] dalam Pasnl
193 ayat {1} hurul a dilakukan ‘echadap  hkajpan
seoagalmana dunarsud dalam Pasal 192 movat {21 uniux
kegraran  vang mempuinssl dampzak FEmis onger ke
lingkungan.

Fenilaian substans sebagaimana dimaksod pada ayat (1)
dapar  melhbatkan tenaga abll yang membidangt
pengendalian Perncemaran Udara.

Dzlom hal hasil peniaian  substensi  sehaogaimana
dirns ks pada avat [Z2) menargukkan:

a.  welah memenubhl persyarstan Persetogjuan Telknis,
pojabat schagaimana dimaksud dalam Fasal 192 myat
5} mweacrbitkan Persetguan Teknis untuk
permznuhan Saku Mutu Emse atan

B, tidak memenuabt persyaratan Perzetinuan Tekuas,
pojatat sebapaimana dunaksud dajam Pasai 192 ayat
(3} mencrfntkan penclakan Persetupuan Tekrus untuk
pernerihan Baku Mutte Emisi disertar  alasan
penclakar.

Pasal !45

Penilaian substans sampal dengan penerbitan Persetuuan
Teknis schagaimana dimaksud drlam Posal 194 dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjs.

Pazal 1496

Fersetwjuan Tckms= untuk pemenuhan Baku Muma Emist
scirapalmana dimaksuc dalam Pasan 1949 avat {3} bwarut a
memyat;

a.
=

.

standar teknis pemenuhan Bako Muto Emisi:
standar komoctens, sumber nava manusia; dan

gistcin manaemen hngkangan.

Pa=al 197 . ..
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[*z=al 197

Atardar reknis pemenuhan Baku Moo Emisi sebagaimans
dimaksud dalam Dasal 196 hural a mebpuaii:

B
b,

C.

parameter dan nilai Baky Mutu Emisi;

desain alat penpendali Emisi;

lokasi titik oengambiian sampet;

sumber FErmig wajih pantau dilengkam dengan nama dan
titile koordimal;

SArAna prasarana pengambilan sampel:

lokax dan tiuk pemantavan Udara Ambien;

kewajiban:

1,

mermniliki alat pengendati Emisi;

2. menaaft Baku Muty Emisi yvang ditctapkan bagi
Usaha dan/atlau Kegiatan,

3. memenuh persyaratan tekmis pengambilan sampel
Emisi;

4. memanizu Mutu Udara ambien dan  kansentrasi
Emisi secars berkala;

. melaksanakan pengurangan dan pemankalan
kembals;

. memihkr pehnanggung jawab yang memiliki
kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan
Mutu Mdara; .

7. melakukan perhitungan Beban Emisi;
mermiliki 3istem Tanggap Darurat Pencemaran Udars;
dari

9. melaporkan seluroh kewajiban penpendszlian

- Pencemaran . Udara melaluwr Sistern Indormas
Lingkungan Hidup, dan

larangan:

1. membuang Emisi secarg langsung atau pclepasan
dadakan;

2. melakukan pembuangan Emisi non-fumitive tidale

trielalyl cerohong;

A menambabiban ..
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menarnbabkan udara ke cerobong  setelah  alat
pengendall, dv luar dari proses operasi kegiatan,
dun farau

tindakan lain yang dilarang dalam  Persetujuan
Lingkungan dan/arau keteritiiar [ rEuUran
perindang-undangan.

Pasal 198

Ataticlar kompetenst sumber dava manusia sehagaimana
thimaksud dalam Pasal 196G huruf b meliputi:

H,
b.

penangeung jawaby pengendalian Pencemaran Udarg;

rEnangE@ng jawalb instalasi alat pengendall Emisi;
dat

personel yang memiliki kompeniensi linnya sesuai
dengan kebutuhan.

Standur kompetensi sumber daya meanusia schagaimana
dimaksud pada ayvat (1) melipuli kemampuan:

=

b
£
i

melakukan dentilikas sumber pencemer Emisi;
menentukan karakteristic pencemar Emisi;
menilal nngkat pencemaran Emisi;

mengoperasiian  dan melakukan  perawartan  alac
pemattauat Tinisi;

melakukan identifikosi bahaya dalam pengendalian
Emis:

melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan

kerje lerhadap bahaya dalam pengendalian Emisi;
tlan

menguasal  standar kompetensi lainnva sesusi
dengan  perkembangan  ilmuw pengetzhnan dan
pecalliran perundang undangan,

Pasal 199

arlem manajemen hingkunpan scbagaimana climaksud
dalam Faszal 196 huruf ¢ dilakukan melalui tehapan

.

PEroncanaan;

b. pelaksanaan .|
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b, pelaksanaan;

. pemerikszan; dan

d.  undakan,

Percncanaan sebapaimans dimaksod pada ayat (¥ huruf
A e liparn:

#a. mencntukan  liogkup  dan  mencrapkan  sistem

manzemen  lingkdngan  terkait  pengendalian
Pocnecemaran Udara;

menelipkan  kepermimpinan dan kemitmen  dard
EYIA PR S TIETL puncak terhaduap pengendalian
Pencemaran Udara;

menelapkan kebyakan pengendalian Pencermaran
Udara,;

menenlukan sumber daye yang disvaraikan untok
penerapan dan  pemelibaraan  sistern manajemen
hngkungan terkait pengendalian Mencemaran Udara;

mcmiliki  sumber duya manusia vang memiliki
sertifikasi kompelensi  pengendalion  Pencemaran
Udara,;

menerapkan suruktur organisasi vang menangani
pengendalian Penccmaran Udars;

iweTerapkan langgung jawab dan kewenangan untuk
PEFAN YENE SEEUAL

mencntukan aspek pengendatian Pencemaran Udara
dan dampaknya;

mengidentifikasi  dan  memiliki  akses  techadap
kewajiban  ponastan pengendalian Percemaran
dara;

merencanskan untuk mongambil akst rnensngani
risiko dan peluang scrta evaluasi efeklifitas dan
kepiatan tersetult;

mettctapkan  sasaran  pengendalian Pencemaran
Udara serls mencntukan indikator dan proses untuk
FILETLC ADH IR,

mcmasiikan kesesusian metode untule pemliatan
dan  pemutakhiran serta pengendalian  inforemasi
terdokumon tasi;

m. menenfukan
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tn.  menentukan risiko dan pelusng vang perlo ditangant;

dan/atayg

t.  menenivkan potenst situasi darurat dan respon yang
clipeerlulian.

FPelakssnaan schagaimana dimaksud pada ayat |1) hurnf b
mecliputs;

A, IMemantau, mengukur, tengehalisa, dan
mengevaluasl  Kinerjz  pengendalian Pencemarsn
Idara: dan

b. mengevralussi  hasil  pemantauan Emisi vang
dilakultan derhadap nilai Baku Mutu Emisi vang
ditetapkan dalam Persetuyjuan Lingkungan atau
perallran  perundang-undangan  vang mengatur
tentang Baku Mutu Emisi.

[Falarm hal evaluast hasil pemantauan Emis sebagaimana
dimaksud  pada  avat (3 hurof b menuojukkan
ketidaktaatan, rencana  pengelalzan Emisl harus
dilabeukan perubahan.

Pemenksaan sebagaimana dimmaksud pada ayar (1) hurul ©
melifaari:

a.  mmepgevalusst pemenuhan terhadap kewajiban
penanlan pengendalian Pencemaran Udara;

B melakukan internal audit secara berkala: dan

¢, mengkajl sistom manaperien linghangan organsas
tetkait  pengendalian Pencemaran Udara unluk
memastikan kesesyaian, kecukupan, dan keclektilan,

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayval (1] hourol d
me lipuki.

a.  melakuban tindakan untuk menangan
ketidaksesumian; dan

b.  melakukan tindakan  perbaikan  berkelanpatan
terhadap sistem manajemen ingkungan yang belum
sesual dan efektf ontuk meningkatkan  kinerja
peniendalian Penccmaran Udara.

Pasal 200 _ . .
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Pasal 200

Fenangeung jswab Usaha danfatau Kegistan yang wajib
dilengkapn SPFL, wapub melakukan penpelnlaan Eruss.

Pasatb 201

{1]  Menterl, gubernur, atzu bupati/wali Kota sesvai dengun
kewenangannya melekukan venfikasi terhadap sarvana
dan prasarana pengendalinn Pencemaran UYdara.

2] Verifikast sebagaimuany dimaksud pade ayat (1) dilabksukan
utiluls:

. melihat kesesvaian  antara standar Leknis
pemienuban Baku Myula Ermisi dengan pembangunan
sarana dan prassrand  pongendalian Pencemaran
Udara vang dilakuksan; dan

B, mecmastkan herfungsinva sarana dan prosatane
pengondalian Pencernaran Udara serta weroenubinya
Baku Mutu Emisi.

[Gy Hasil veriikezi terhadap sarana  dan  prasarans
pengendalian Penoemaran Udara sebagrimang dimaksad
pada ayat (2] berupa memenuhi aten idak memenuaku
Persciujuan Toknis.

(4] Dalam hal hasil verilikasi sebagannana dimaksud pada
aval (3

a. memenuhi Perseijuan Teknts, Menteri,  puberaur,
atau bupatf wail katn sesusl dengan kewenangapnya
meenertitksgy B0, atag

b.  tidak memenuhi  Perserujuan Tekeis,  Menter,
pubernur, atan bupati/wali lota sesuai dengan
kewenangannya moemeritahkan untuk melakukan
petbaikan  sarana dan prasarana dasngjatan
perabzhan Persenyjuan Lingkungan yang ditvangkan
dala berila acara,

(51 BLO sebegaimana dimaksad pada ayvar (4) huraf s sebagai
dasar Menterl, guhernor, ataly bupstifwali kota sesuai
denpan kowenangannoyva falam melakukan penpawasan.

)] Penangegung . . .
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Penangrung wal Lsaha danfaiau Kegiztan melakukan
perbaikan surana dan prasacans sesual dengan berita
atare seoagaimana dimaksud pada ayat i) hoeof b
sampal dengan Baky M Emisi terpenuhi.

Dalam hal penangeung jawab Usaba Jdan/atau Kezistan
tidak inelakukan perbaikan sarmna dun prazarana sesoai
dengan berita acara sebagaimana dimaksud pads ayat §4)
hurel b, Peiabeat Penpawas Lingkungan Hidep melawokan
FlL‘rlgH'ﬂ.-'-'-.ﬁ'!an.

Faszal 207

Pemenuihan  standar kompetensi  sumber  daya manuosia
sehapaimong  dimaksud dalam Pasal 195 dilakukan paling
lambat 1 {satu) tebkun sejak SLO diterbickean.

{1}

i)

(3

{1}

Pasal 203
Penavgglung Jawab Usaha danfatan Kepiatan dengan
sumbier Emisi tdak Lergerak schagaimana limaksud
dalam Faszal 190 ayal [3) burnf a wajih  memenum
ketcntuan Baky Mutu Emisi.

Femenuhan ketentuan Baku Muru Emisi  sebapmimana
dimaksud pada ayval {1} dilakukan melalyi pemantauzn
Emisi detipan cara:

a.  manuaal; dan/atau
k. otomatis cfan fers meneras.

Pemantauan Emisi dengan cara manual sebagaimana
dimmakswd  pada ayat (2] hural g dilakukan  oleh
laboratomilim yang teregisirasi nleh Mentori.

Pemantauan Emasi dengan cara otomatis dan teoos-
rerneruy sehagaimana dimaksied pada avat (2} homat b
dilzkvikan dengan cara memasang alat pemantau unculk
mengukur kuantias kadar dan laju alic Emisi vang
terkalibry s,

blentern menclaphan Tlsaha dan/atan Kegiatan vang wajib
meclabukan  peminaoteoen secara otomatiss dsan torus-
MeLEry,

(6] Setiap . . .
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Seliap ponsnpeuang jawab Usaha dan/atau Eegtatan vang
walb mclakukan pemantauan secara otomatis dan terus-
menerus, wajity mengintegrasikan pemantauan Emisinya
ke dalam Sistern [nformasi Lingkungan Hidup.

Pasal 204

Sumber Enusi berpgerak sebagaimana dimaksoud dalam
Pasal 190 ayat (3 hueaf b meliputh:

a.  prodult dari Usaha dan/atau Keglatan sekwr indusin
otornoil;

b,  pengmanasn alat wdansportasi darst; Jan
C. pengeunaan alat berar.

aumber Emisi bergerak peowluk dart U'saha dan/atan
Kegiatan sektor industr atomnlil sehagaimana dimaksud
pada ayat 1] hural a dikalegorikan berdazarkan:

4. upc oaru, meliputi mode] baru dan yahg sedang
dipr oclubosi: fdan

b, produk yaue relah beioperasi

Sumber Emsl hergerak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] horul B mcliput: sumboer Emisi berbasis,

a.  jalan; danatau

.  nonjalan.

Pa=al 205

Fenangging jJawab lsaba dan/atay Reglatan sane
menghasilkan Emisi

a.  proddiak dar Llsalka dae fataw Kepiatan scktor industri
olorrolif;

b, penggunaan  alat wawsportasi daral berbasis
nenfalang dan, ainu

o Lebpganaan alat berat,
wajiln inermenuh: ketentuan Raky Moty Emisi.

Produk hasil mduostri otomottt sebapaimana dimaksod
pada ay 3l (1) kil @ e ticod

H enyit, mede! datg, Aar

h., enun
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b, enjin yang sedang diproduksi,

Femenuhan Baku Muru Emisi sebagaimana dimakesiad
peds ayat [1) dilakukan dengan ketentuan:

a.  untuk produk hasil Usaha danfateg Kegialan sckior
industrn otomotif, dilakuken gleh laboratorium vang
terakreditasi aleh Kommire Akreditasi Mavional atau
badan akreditasi penandslanganan perjanjian saling
pengakuan delam forum Asia Pacific Accreditation
Couperciron (APAC) atau Intermational Labaraioriusm
Accrediaron Cosperation [ILAC) dan

k. untuk alat transportasi daral berbasis nonjalan dan
alat berat, dilakukan olek personcl yang memiliki
sertifileat vang diterbitkan lembaga sertifikasi sesua;
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
tdatg standardisast dan penilaian kesesuzian.

Pasal 206

Sellgp Orang yvang menghasilkan Emist dard alat
transportasi darat berbasis jalan schagaimana dimaksud
dalam Pasal 204 avat (1) huruf b dan ayal (3) huraf a harus
memenuhi keteptuan Baku Mur Emisi

Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Ermisi sebagaimang
dimaksud pada aval 11) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. citerapkan pada alat transportasi dapat herbasis jalan
vang tclah memasuki masa pakai lebih dac 3 {tiga)
tahun; dan

b, pengukuran delakukan oleh personel yang memiliki
scriifikat yeng dilerhitkan lembaga sertifikasi sesuai
dengan keleniuan peraturan perundang-undangan di
bBidang standardisasi dan penlalan kesesuaian.

Pemenuhan ketentgan Baku Mutu Emisi sebagaimana
dimaksud pwrda ayat [2) huruf a dipunakan sebapsi dasar
pengenaan taril pyak kendaraan bermotor.

Ketentuan lebih lanpur mengenal pengenaan Lanf pagak
kendaraan bermotor sehagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur oleh menteri vany menyclenggarakan wurusan
pemerintaban dalam negeri, setelah berkoordinasi dengan
Menteri.

PAasa] 207, .
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Pasal 207

Menterl menyvisun dan menctapkan baku muta ganggnzan
sebagoimana dimaxsud dalam Pazal 189 burai o

Limgguan scbagaimana dimaksuad pada ayatl (1) meliputi:
4.  kebismgan;

h, |kebanan: dan

€. gctaran.

Baku mutu gangguan sehagaimana dimaksod pads ayot
(1) ditetapkan dengan rnempertimbangkan:

a. kesehalan imanusia;
k.  keselamalan sarana fisil,
kelestanan bangunan;
d.  kelersediaan teknolog 1erbaik; rlanfatan

g, kemampuan ekoanmi.

Pasal 2047

Penanggung  jawabh Ussha denfatau  Kegiatan  yang
mengcluarkan pangguan schapaimana dimaksod dalam
Pasal 207 avat {2) wajib melakukan uji pangguan.

Ul pangpuartt  schagainana dimaksod  peda aval (L)
dilakukian deqpan;

A.  mengpunakan laboratorinm yang teregistrasi oleh
henter:; dan/atan

. meneggunakan personel yang memiliki sertifikat yang
ditcthitkan aleh lermbags seriifikasi.

Fasal 209

Setiap  Usaha danfatany Kepialen haras melakukan
Internalisas: biava peongelolaan Mulu Udara sebagaimana
carmaksud delaun Fao=zal 189 haeuf o,

2] Internalisasy . . .
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Internabisas] blayvs penpgelolaan Mutu Udara sebagaimana
dimakaud  jAda avar (1) dilaksanalkan dengan
memasukkan Lioya pengondalian Pencemasarn; Udara
flalam perhitunga: tave rocuksi atag Yayva simaby Usalea
flan farau Kevwaton.

Biuya pengeadalian Pencemaran Thlara  sehagaimana
dimaksud pads ayat (2) meliputi biaya:

a.  pencepohan Pencemaran Udarag

b,  pengembanpan teknologl terbaik rendalh Emisi,
. pengglunaat bahen bakar hersih;
d

penganibmeran sumber dava manusia: dan/atay

M

kegiatan |zain yang mendukune upava pengendaslian
Percemaran Mdarn.

Fazal 210

Menten menetapkan kuela Emizi dan sistem perdagzngan
Luogta Emisi scbagaimana dimaksod dalam Pasal 189
huraf{ ¢ terhadap Usaha danfatave  Kegiatan  vang
mcnphasilkan Emisi.

Kuma Emizi scbapaimana dimaksud pada avar (4
ditetapkan oleh Menteri secelab beslooodings, denean
mentert, kepala  lembapa  peroerintal nonkemnenietian
terkait.

Perdepangan kusta Emus! sebapaimana dipaksad pada
aval (11 dwenlukan  berdasarkan RPPAU vang 1elzh
diterapkart oleh Menteri, gubernur, atan Wupalif wali biota,

Fasat 211

Fenungeung jawab Usaha danfataw Kegiatan hanya dapat
melepazs Emist sesoal dengan kuota Errosi yaog
dirmubikinya.

Kuota Emisi schagaimana dimaksud pada ayar (i) dapat

diprriualhelilan anlar penangeung jawab Usaha dan fatun
Kegiatan.

Fasal 212 ...
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Fazal 212

Menten vang menyelenggarakan vrusan pemerintahan di
bidang kesehatan menyusun Standar Nasional Indonesia
terhadap produk yvang digtinskan di tumah tanges yang
mengeluarkan resichl ke wdera sebagaimana dimaksud
dalam Pazal 18% huraf [,

standar  MNasional Indonesia terthadap produk yang
diglnakan i rumah tangga yang mengeluarkan residu ke
vtlars sebapdimans dimaksud pada avar (1] melipati

#, kebauan;
gangguan kezehatan,; dan

<. bentuk standar lainnya sesual dengan perkembangan
ilmu peagaiahian dan poraturan
perundang-undangan.

Arandar  Nasisnal [ndonesia  terhadap  produk yang
digunekan di rumah tangga vang mengeluarkan resida ke
vdara sebagaimana dimaksud pada avar (1) dilelapkan
dengan mempertimbangkan:

a.  leschatan masvaraket;
larangat pengpunasn B3,
keleztarian bangunan;

kalvrsediaan toknolog terbatk: dan/atauy

L N

kondizi ckonomi.

Dralam menyusun Standar Masional ndonesiz, menteri
yang menvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan  berknoolinasi  dengan  instansi yang
mempunyal lgas dan fungsl &1 bdang standardisasi dan
penilainn Kesesuaian,

ketentuan Ilebih lanjut mengenal penvusunan Standar
Masiona!l Indonesia terhadap produk yang digunakan di
rumah tanpgga yang mengeluarkan residu ke udara cliatur
dalam pecsturan menter yang menyelenggarakan urisan
pernerinitahan di bidang kesehatan.

Paragral . . .
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Parageral 3
Fenangpualangan

Pogal 212

Penpnggung  jawab Usaha danfatau Kegiaran  yeug
melakukan  Fenicemaran Udarn wajih melaksanakan
penanggulanpgan sehagaivana dimaksod dalam Pasal 183
ayat [2) huasef b

Penanpgguilangan Pencemaran Udara sebagaimana
dimakzud pads avat (1) meliputi kegiatan:

.  pemberian informast kepada  masvarakal terkaie
Penceemaran Udara;

I». penghentian sumber Pencemaran Udara; dan

. cara lain yang sesudi denpan perkembangan ifmu
perngetahuan dan teloaologd.

Fenghenlion sumber Penoemuran Udara scbagaimans
dimaksud pada ayal [2) hurul o dilskukan dengan cara:

a.  penghentian aroses produlbs;

b, penghontian kegintan pada fasililas yung
menyehabkan Pencemaran lara; dan/atan

0. tindakan tertenlu vntuk teriadekan Poncemaran
Udara pada suinlermoa.

Penanggung jawsh Usaha dan/seao Kematan  vang
melainilkan peratfeUlaEngEn Pencemaran Udara
scbhagaimann dirmaksurd nada  avat (2 wajily
menyampalkan  laporan oelaksanaan penghentian
Pencersaran Udara kepada Menter,  gubernar, an
bupati/wali keta

Foznl 21

Fenangrulangan Pencctvaran Udare sehagaimana
dimaksnd dulam Pusai 213 ayat 11) dilakukan dalam
Fangka wakiu paling lembat 24 [das puluh cmpat) jam
stjak diketahuinya Percemaran Ddara,

{Z] Dalam . ..
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Dalam  hal  penangeulangan Penceraran Udara
sebwpaimand dunaksud pada avat {1} tidak dilakukan,
Merten, pubcrnur, ataw hopati fwali kota sesuol dengan
Eewenangannya menelspkan pihak wehga untuk
melakukan penanggitlangzan Pencemaran Udara

Eliays yang nimbui den pelaksanaan penanggulongan
Fencemaran dary sebiagaimana dimaksud padae avat (2
dibebankan Kepads nrnanpgang jawab Usana danjatay
Kepiatan yane melakukan Poncemaran Udara,

Prasa] 215

Paleim hal  rwegadi bencara yvane mengakibatkzan
Pencemarar Udara, Pemerintah dan Pemenntah aerah
melakikan penanggulaspan Pepcemaran Udara.

Penanggulangan bencane stbegaimana dimaikesud pada
ayar {1] dilaksarakan segaqi dengan ketentuan peraturan
perundang-undanssn.

Parapral 4

Pemul:hao Damoak Pencemaran Udaca

Pzsal 216

Sctap Orang yong melakukan Poncemaran Udara wajib
melakukar,  pemuishar dampak  Pencemaran Udaras
sebagaimare dimakad dalam Pasal 188 avart (2] et ¢

Femulihsin  dampet: Poncemaran Udara  sebaysimana
dirtiakisud pada ayat (1) resliputi kepiatan:

4.  pemlersihan wunsur hencemar pada media
Linpkungar Hidug: dan

k. vare lein japg scsual denpan perkembanpan iimu
pengerahiusn dan toknolog.

Pasal 217 _ .
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Pasol 217

Pemulihan dempak Pencemaran Udara sebapaimana
dimaksizd dalam Pasal 216 avat {1} dilakukan dalam
Jangka wakitlt palitg lambat 30 (bpa puluh] han sopalk
diketahuinys Pencemparan Udara.

Dalarn hal pemulihan schagaimana dirnak s2on pada syat
(1) ridak dilakuisn, Menteri, gubernur, atyu bunalifwah
kola sesual dengan Fewenangannya menctankan pihak
ketiga untuk melakukan pemoliban fungsi Lingkungas
Hidup.

Biava vyang ilimbul dan  pelaksanaan pemuliban
selagrinand dimaksud pada avat (2) dibeankan kepada
Serian Orans yang melakukan Pencemaran Udara,

Fasal 218

Pemuliban dampak Pencemaran Udara schagaicona
dirnaksud dalam Pasal 217 zavat (1) dilakokan olel
Menteri, gubernur, aisk bupati/wali kots sesuai dengan
Rewenanganitya, jika;

#. Sumber Pencemar Udara tidlak diketabon, dan fatau
. virlak diketahon pihak vang rmelakukan pencemarnn.

Femulihan dampak Pencemsran Udara  schapaimana
dirnabksud pada ayat (1) dilaksenakan alch:

o Menteri, jika dampak pencemaran lintas provinsi

b, gebernyr,  jika  dampak  pencemaran lintas
kaburaien kot dan

rl

Eupat: fwall kuta, jika dampak pehcemaran terbatas
dalatm wilayr.h kabupaten kota.

Faszal 214

Katentuan Jeizh lsnmt mengena:

a.
b,

.

fala carh aventansasi vdara;
tata cara petvieLesn den penetapan WPPMU;

tate  cara  wenvesunan, ponctapan, dan perubaban
RPPMIL;

Baku Ry Bmas;

o, Persetujuan . ..
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Persetgjuar: Teknis pemenuhan Bake Mutr Emisi dan
=Lk
bl rouiu gangpaan;
tata cars penctapan kuora Emiai,
sistem perdaganan kuora Emis;
prnanggilanpan Pencemaran Udara; dan

pemulihan dampak Penoemaran Ddara.

sebagaimana ditnaksad duloin Pasal 162 sarpal dengan Pasal
218 diatur dalam Peraturan Memeri

BAR Y

FERLINDUNG AN TIAN PENGE]OILAAN MUTL LATT

Baglan Kesaty,

Lirmgm

Pasal 220

Petvelengparaan Perundungan dan Pengelolaan Mot Laut
bertujuan:

.

b,

i)

melindungl wilayah MNegara Kesatuan Republik Indoncsia
tar1 Fencemaran danfalau Ketusakan Laut,

menjatit kelangsunear kehidupan makhluk hidup dan
kelestarian Mty Laiet:

menjumin pemenuban dar perindungan hak aras Moo
Laurt sebapa bagian darn hak azasi manusia; Jdan

meowapal kKeserasian, keselarasan, doen keseimbangan
Mutu  Law uniuk  mewajudkan e iIAOLITAT
berkelanintumn

Fasal 221

Fenyolengparaan  Perlindungaa dan Pengelolaan Mutu
Laut ditakakar aleh:

a. Menrer, arg.,

B gubernur

(2} Wlenten
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Menteri sebagaimana dimaksud pada avat 1) huraf a
berwenang pada lokasi i atas 12 {(dua belas) mil laur,
kawzsan strategis nasional, dan  kawasan strategis
nasional tertentu.

Ciubcrnur sebagaimana dimaksud pada avat (1] harul b
berwenang pada lokasi di bawah 12 [dua helas) mil laut
diukur dari paris pantai ke arah lauc lepas, di Juar Usaha
dan fatay Keglatlan minvak dan gas bumi.

Pasal 222
Penyelenggaraan lerhindungan den Penpgelolaan Mutu Laotc
meliput;
A, persncanaan;
E.  pemeanisatan;
peogendzhian; dan
d.  pemeliharaan.
Bapian Kedua
Perencanaat
Paragraf !
Umurm
[Paszal 223
(1} Pererunazn schagaimana dimaksod dalam Paszal 2202
huryf a dilaksanakan rerhacdap:
a.  AIr Laut; dan
b ckosistemn Laul.
2] Ekosistem Laut sebapaimans dimaksud pada avat [1)

huraf b terdiri atas:
a  ekosistem Mangrove,

b, ekosistern Padang Lamun;
o edswmsisin Terumbu Earang; dan
d.

ekosstem lainnys sexda dengan perkembangan ilmyg
pengeiahitas dan ooslogl,

(3] Porencanaan ...
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Perenuenesn schagaimona dimaksud pada  ayvat (1)
dilaksanslan melala;

a  Inventarnsast Muta Lauat;

b. peonctavan Baku Mutu Air Laut;

C.  penetapar Biiteria baku Kerasakan ckosistem Lage,
. penetapan Statas Mand Laae; dan

£ prnyusunégn dan ponctapan rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Moatu Daot.

Maragrat 2

Irventarisasi Mutu Laut

Pasal 224

Inventarisast Moty Taul sebapaimand dimsksad dslam
Pasol 223 avar () huri! o bertuguan untuk menyediakun
informesi  mengenal kondisi Pencemaran  gan/atau
Kerusakan Laut yang mempengaruhn Mutu Laut

Inventarisasi Mutu Lant sebagaimana dimalksud pada ayat
(1) dilakukan cengan cara pengumpualan dan peongkajian
data primer dan/ataug dara selkander.

Data  petener dasfatan cdate sekunder sebhagaimuanz
dimaksud pada ayal (2) diperoleh dar;

presrra A Mol Las;

b. laporan pemantauan dan penpelelaan Lingkungan
midup dan pemegang Persctujuan Lingkungan:

o, laporan statistik;

d. ecitro satelir

¢. foto udara:

E. fole bawah laut;

B datz =satu peta ekosistem  laut  dengan tmgkat

ketelition paling kecil skala 1:50,000; dan !/ atau

b data lbinnyd yanp relevan.

{8} Thata . . .



Sl Mo [E7450 A

4]

(]

i1]

(2]

i,

FRELZIDER
REPUBMEK INDOMNESIA

- 156 -

Dota primer danfatau dara sekunder  sebagaimana
dimalksud pada ayvat {2} melipaii:

a.  jenis ekasistem Laut;
b, peruntukan Laul;

c.  bentuk pemaniaylan;
d

surnber pencemar dan/atau sumber perasal;

i

JeNis pencemar dan/atau perusak;

-

Jjenis Usaha danyatau Kegiatan yang menghasilkan
pencomnaran danatay kerusakan,

g. lokasi sumher yanop menyebabkan  pencemaran
danfataw kerusakan;

h.  Inkasi pencemeran dan/atan kerusakan:
i pararneler dan nilal parameter laalitas Air Laaf;
1- tutupan dan kerapatan Mangrove;
k. luns Padang Lamun;
1. luas tutupan Terumbu Karang;
soslal elonarm;

n. scbaran dampak pembusangan Air Limbah ke Laut;
dan

.  dampak  rerhadap  kesehatan manusia  dan
lingkungan.

Haxsl imventansas) sebapaimana dimaksud pada wrat (1]
digunakan sebagal dasar penentuan Baka Mutu Air Laat,
kritenia baku keoasakan ekosislemn Laut, penctapan Status
Mutiu Laut, serta penvusunan rencana Ferlindungan dan
Pzngclolaan Mutu Laut.

Fasal 225

Femantauan Mutu Laur sebapaimana dimaksud dalam
Masal 221 avat (3 buruf a dilaksanakan untuk mengetahui
kualitas Alr Taul dan kerusakan eksosistem Laat.

Fernantanan Mutu Laut sebagaimans dimaksud  pada
ayat (1} dilakukan oleh Menten atau gubernur sesuai
dengan Kewenanganny,

{3 Pcmantauan . . .
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Femantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksael pada aoyat
(11 dilaksanakan paling sedikit:

a. 2 |dua) kali dalam 1 {satu) tahun aniuk pemantauan
kuaiitas Air Laur: dan

b. 1 {satu] kali dalam ] [satu) tahun untuk pemantauan
leerusakan ehosistem Laot,

Fazal 226

Data sehagaimana dimaksud dalarm Pasal 224 avatb (4} vang
memerlukan jasa laboratorum, penpubkurannyy dilakukan oleh
laboraloriam vang teregistrazi oleh Menteri.

(1]

(2]

(3

{4]

Pasal 227

Huaxil inventarisasi scbhagawmana dimaksud dalam Pasal
224 avat [2) diclah dengan:

a. perhitongan; dan

b, anabzis.

Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hunal a
dilakukan dengan menggunakan metode yvang telah diakui
secara nasirmal doanfatau mernasional.

Perhitungsn  sebagaimana dimeksod  pada ayat (1}
dilakukan unruk mendapatkan data  dan  informasi
mengenal nilai dari:

a. kualitas Air Layr,

b, tutupan dan Kerapatan Mangrove,;
¢, luasan Padang Lamun; dan

d.  luasan tatupan Terumbay Karang,

Analisiz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b
diakukar  dengan membandingkan data  dan/atal
informasi hasil inventarisasi dengan Baku Muru Air Laut
dan/=lau kniteria baku kerusakan ekosislem Laut scorta
mchhat  korelasinya  untuk  menpetahul kondisi
Pencemaran tJery atau Kerusalkan Laut vang
mempenganiihi Muty Laut.

(5] Pengolahan . ..
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Pengelahan basil inventarizasi sebagaimana dimaksud

pada ayar {1] dilekukan antuk mendapatkan inflormasi
simoeer dan jenis pencemaqr dan/alan perusak, Mot Air
Lavit, dan tingkat kerusekan eknsistom Laut,

Pasel 228

Inventarisas: Mulu Laar schagaimana dimaksiud Jdzlam
FPasal 225 ayal (3) hural a3, dilalksanakan olelb Menier atzu
gulbernur sesual dengan kewenangannva

Mentenn dalam mwelakukan  inventansasi Muma Lauer
sebapaimana dimaksud pade ayal (1} berkoordinasi
dengan:

a. nienterifkeala lembaga terkaic; dan
E. Pemerintah Dacrah,

Gubernur dalam melakukan inventarisazi Mura Laul
sehagaimana  dimaksud pada avat il berkoordinasi
dergan:

a. Mentorn
b menteni/kepala lembags derkat; dan

. Pemerintah Daerah kabupatan/kota.

Parupral 3
Fenetapan Boloy Mutw Air Lout

Pasal 229

Haku Mty 8ir Laut sebagainana <hmaksud dalzm Pasal
223 ayet (3] haul b eerdiri ates peruntukan:

A, peiabuban
k. wizata baharl, dan
c. ote Laut.

Faku Mutu Air Lant sebapaimana dimaksud pada ayat {1)
meliputs jenis parameter Air Laut dan nifal paramerer fir
Laui.

Baku Mutu Air Laut sebapaimana ditnaksud pada avat (1)
digunakan sehagai dasar ponetapan Status Motu Laur,

{4} Baky . .
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Baku Muru Air Lact sebapaimana dirnaksld pada ayal (1)
tercantum dalam Lampiran VI yanp mergpakan bagian
tidak terpisahkan dar Peraturan Pemerintal: ini.

Pazal 230

Menter: menetapkan Baka Mutu Alr Lautl peruntukan
lainnya  selain yang  teiah ditetapkan sebagaimana
dirnalksud dalerm Pasal 229 ayat (1)

Baku Bblua Air Laut peruntukan lamnya sebagaitmana
dicnaksud pada avat (1] ditetapkan berdasarkan hasil
inventansast Mutu Lout sebagaimana dimaksad delam
Pasal 224 avat (3] =serta berkoondinasi  dengan
menterif kepala lembaga terkeair.

Baku WMutg Air Lauwt peruniukan lainnya scbagaimana
dimnaksud pada ayat 1) sepanjang belum ditetapkan,
merwjuk pada Baku Muta Air Laout untuk perontulan
bicla Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat
{1] huruf ¢.

Paragral 4

Penctapan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Laat

(1]

[<)

Pa=al 231

Menteri menemapkan kriteria baku kerusskan ckosistem
Laut sebapaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3)
hural ¢ sewlah berkoordinasi dengan  roenterif kepala
lembyapga terkait,

Eriteria baku kerusakan ckosistemn Laut scbapaimana
dirmaksud pada avat (1) meliputi:

A.  krilera baku kerusakan Mangrove,
h.  knteria baku kerusakan Padang Lamun,
c.  kriteria baku kerusakan Terumbu Karang; dan

d.  kriteria baku kerusakan ckosistemn Laut lainnva
sexual dengan perkembangan ilmu penperabivan dan
reknologl.

{3 Penetapan . .
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Penetapan kErteria bakn kerpsakan elosistem Laot
sebagemmaeang dimabksud pada ayal (2 dilakulan dengan
mempertitnangkan:

a. hasilmventarisas Mubn Laat sebapasirnana dirmgksard
dulam Pasal 2249 ayat (3); dan

b,  penpgkajian data darn berbagarl publikasi penelitian
nazional danfatau mternasional.

Penetapan  kriteria baky  kermzakan  ekosistern Laot
sehagrimana  thimabkesiw]  paeda gyal (2] dhilaksanakan
dafigan tahapan:

a. penpumpulan dan peonghapan dats;

b.  peEmaringan masdkan dan pemangku kepentingan
dalam pengelolaan ekosistem Laur; dan

€. Penyusunan dan penctapan knitena baku kerusskan
ehkosistem Laul,

Puasal 232

Kriteria laku kerosakan  Maongrove  sebagmimana
dimaksud dalam Pasal 231 avar [21 hurif a diterapkan
berdasarkan:

a  turmpan lamk;
. kerapatan pohon Mangrove yang hidup, dan/atau

., paramcter lain scsumn denpan perkembangan iimu
pengetahuan dan teknologi

Kritema baku kerasakan Fadang lLarmun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 ayvat [2} haral b ditetapkan
berdasarkan:

a.  luas aren kerusakan Padang Lamouan, dan/ztan

b.  parameter lain sesuan dengan perkembangen ilomu
penpelahuian dan iekoolog.

kriteria baku kerusalktan Terumbng Karang sehagairnanas
dimaksud dalam Pasal 231 avat (2] bt ¢ ditetapkan
Berdasarkan:

a  tulupan Terumbu Karang: dan/fatan

b.  parameter iain sesus denpan perkembengan ilmu
pengetaboan dan telnolog.

Pa=zal 233 . _ .
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Paszal 233

kriteria baku kerusakan ekosiztern Laut sebagaimana
Jdimakaud dalam Pasal 231 wavat (1} digunakan sehagai
tlasar penctapan Status Mutw Laoe,

Krileria baku  kerusakan ekopsistern Laut yang telah
ditctapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dievaiuasi dan/atan diubah,

Pasal 234

blenfer: inelakukan evaluasi dang staw perubahan kriceria bala
kertisakan ckosistom Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
231 ayat (1} dengan memperlimbangkan:

(=

b.

(1}

{2}

hasil inventarizsasi Mutu Laut =ebapaimana dimalkesud
dalam Pasal 224 ayvat {5);

perkembangan ilmu pengetabuan dan teknolopi; dan/atau
perdinahan rencana zonasi roang Laat danfatau
peruntukan Laut,

Paragraf &

Penetapan Status Mang Laat

Pasal 235
Menteti arau gubcrnur sesual denpgan kewenangannyva

menelapkan Status Mutn Layr sebapsimana dimaksud
dalarn Pasal 223 avat (73] heraf d.

Status Mura Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan:

g, hasdinventarisast Moty Laut sehagaimana dimaksud
dal=n1 Pasal 224 avat [3);

b, Haku Mutu Air Lot zehagaimana dimaksud delam
Pazal 229 dan

¢.  kriteria baku kerusakan ckosistem Laut sebapaimans
dimnalesud dalam Pasal 231,

3] Status .,
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i3] Statls Mutu Laur schagaimana dimaksad pada ayal [1}
ditetapkan dalam bentuk indeks yang menggambarkan
tmghat Status Mudu Laat.

Faszal 236

Status  bMutu Laut vang telah  diletapkan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 235 avat (3) dilindaklanjuti denpgan
menyusun rencana Perliowjungan dan Pengelolaan Moty Latt

Parogral &

Penyusunan dan Penelapan Rencana Perlindungan dan Penpelolagn Mutu Laut

SK No 084887 A

Pasal 237

(1} Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannva
mcnyusun dan menewapkan rencana Perlindungan dan
Fengelotaan Mutu Laut sebagsimana dimaksud dafum
Pasal 223 avat (3} hural e.

(2] Mconteri dalum menvusun  dan menctapkan  rencans
Ferlindungar dan Pengelolaan Mutu Laui sebapaimana
dirnaksud pada ayar (1) berkoordinasi dengan:

g, menteri/kepala lembaga tericaii; dan
h. WPemerintab Dacral.

(2} Gubcraur dalam menyusun dun menctapkan eencana
Ferlindungan dan Penpetolaan Mutu Laut sebapaimana
dimaksud pads ayat {1) berkeordinas dengan:

a.  Menteri,
v =mepala lembaga terkait; dan

. Pemerintab Decrah ksbupatan/ kara,

Praxal 258

(1) Kencana Perlindungan dan  Pengelolaan Muta  Laut
sebagaimana dimaksud dalum Pasal 237 slisusun dengan
menerapkan  prinsip pengelelesn tisng Laut  secara
tcrpads.

2} Bencana . . .
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Reowana  Perlindungan  dan Penpgelolaan Muia Lol
selagairnansa dimaksud pada ayat (1] meniadi bagian dari
cencand  Perlindungan dan Penpelolaan Lingkunpan
Hidup.

Heneana Perhndungan dan Pengelolaan Mutu  Laur
schagaimana dimeksud pada ayat [2) diennakan dalam
kajian Lingkungan Hidup siraleps,

Rencana  Perlindungan  dan Pengelolaan Muta Laut
sebagaimana dimaksud pada avat (2 menjadi acuan
dalam nmelakukan pemanfaatan, Pengendalian
Perwemaran danfatau Kerusakan Laul, dan pemelibaraan
Mutu Laut.

Pasal 239

Rencana Perthindungan dan Pengslolsan Mutu Laut yang telah
ciie tapkan sebagaimana dimuaksud datam Pasgal 237 <apat
dicvaluas danjfaiau diubah dalam hal werdapar:

d.

11,

(4]

perubahan rencans zonast dan/atau rencans TATA NIENgE,
dan/alan

perubahan kebijakan lainnya yang berimplikasi pada
Perlindungan dan Pengelalasan Mutu Laur.

Bagian Ketjga

Femanlaatan

Pasal 247

Permanlfaatan scbapaimana dimeksuac dalam Pasal 222
hurut b dilaksanakan dengar: mergpechatikan,

a.  keberlanutan proscs dan fungs Laut,
tx. kehorlanputan produlmtuvites Laul; dan

€. kestlameran, muatu hidup,  dan kescishtoraan
rasysrakat

Permantaatan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
dilak=anakan twrdesarkan.

2 rERcCAans 2onasl danf arau rencena Lala rang;

b. preruntukan . - .
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.  peruntukan; dan

c. rencana Perhindungen dan Pongelolaan Muty Laut
schagaimana dunaksud dalam Pasal 237.

Femaniaatan sebagaimana  dimaksud  pads  avwr (1)
dilaksanakan  sesual  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-uncangan,

Bagian Keempat
Pengendahan

Paragrail 1

Urmum

Pasal 241

Ferngendalian  Pencemaran dan/arau Kerusakan Laut
sehbagaimana  dinaksyd  dalam Pasgal 222 haraf o«
dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Mutn Lawt schagaimana dimaksud dalam
Fazal 237,

Pengcndalian Pencemaran danfatau  Kerusakan Laul
schagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

4. pencegansan;
b, penanggulangan; dan
. pemulihan.

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laud
scbapgaimana dimakswud pada ayar (1) dilakukan olch
Menten, gubernur, atau hupati/wali kota sesuai dengan
kewsnangannya.

Paragral . . .
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Parapgral 2
Fenczgahan

Fazal 242

Menteri, gubernur, atau bupati/wali keta melakukan
pchocgahan Pencemaran danjatauw Keruzakan  Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayar (2] huru! a.

Penccgahan  sebapaimana  dwnaksud  pada ayat (1)
dilakukan terharlap Pencemaran canfzlag Kergsakan
Laut yang becasal dar darat danfataun Lat.

Pencegahan  sebapaimana dimaksud  pada avat  [2)
dilakuvkan melalai:

a  penycdiaan sarana dan prasarana;
b. permobatasan Limbal ke Laat,

¢, pencegahan sampah Laut; dan
d.

imstrurnen lan sesuan dengan kebutuhan dan/atay
perketmbangan iltma peogetahuan dan wekinolog.

Pencegahan  sebupaimana dimaksud  pada el [(2)
dilakukan pade sumber pencemaran dan/atau kerusakan:

A, martetils; dan
L. tilik.
Fenoegshan pada sumber  pencemaran dan/atau

kerusakan nirtitik sebapaimana dimeksud pade ayat [4)
huruf a dlakukan melalun cara pengelidaan terlaik.

Pasal 2473

Menteri, puberaar, Atz bpaifwal Eola sesual dengan
kewenangannya menyediakan serana dan  prasarana
Penpondahan  Pencemaran danfatau  Kerusalean  Laut
sebagaimana diruaksud dalar Pasal 242 ayal {3) huraf a
untuk sumber mutitik sebagaimana dimaksndgd dalam Pasal
242 avat (4] hurul a.

(2] »aTana . . .



SK Mo 034667 A

PRESIDEN
HEPUBLIK IMDOONESIA

- 166 -

(2] Sarana dan prasarena Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan untuk mempertabankan Muty Laut.

Pazal 244
{11 Menteri, gubhernur, =alan bupatifwali kola sesuai dengan
kewenanpanhnya  dalam  menyediakan  sarune dan
prasarans Penpendalizn Pencomaran dan/atau

Kerisakan Laul sebagaimana dimaksod dalam Pa=al 243
aral (1) dapat membenkan bantuan sarana dan prasarana
Pengendalian Poncemalan danfatau Kerusakan Laur bapi
usaha mikro dan kecil.

(2]  Menteri, gubernur, atew bupati/wali kole sesiai dengan
kewenangannys dapal melzkuksan kerja sama dengan
badan usaha dalam menvediakan sarana dan prasarana
Pengendalian  Pencvmaran  danjfatau  Keorusakan  Laut
sehapaimany thmaksud pada avat (1),

(3] Penyediaan  =arana  dan  prasarana [ongendalian
Pencemaran  dan/atauw Kerusakan Lauwt sebapamimana
dimaksud pada ayat (2] dilakzanakan sgesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undaengan.

Paxal 245

Pembatasan Limbah ke Lol sebagsumana dalam Pasal 242
avat [3) hurod i diterspkan padac

a. Dumping iPemblangan); dan
b. peminiangan &ir Limbah.

Pa=al 246

(1} Penanpggung jawab Usaha dan/fatau Kegintan yang
melaksanakan pembatasan Limbah ke Loat dengan cara
Dumping (Pembuangan) sebagaimana dimakzud dalam
Pasal 245 hurul a harus memenuhi:

a, [ersctujuan Telnizs sehbagaimane cdmmeksud dalam
Fazal 43 ayat [3) hurul ¢ dan Fasal 57 ayat (4) hurol
o dan

b, ketentuan . .
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keientuan lokasi permmbuangan,

Ketentuan lolkasi permovangan sebapgaimana dimaksud
pada avai (1] memnpertimnbangkarn:

.

b.

perlindungan rechadap area sensilif; dan

rona #awal kualitas Air Laut rang mcomenuht Baku
Muti Air Lautl schapaimana dimaksud dalam Pasal
229,

Area sensitl sebegaimana dimalsud pada avat (2) hurai a
antyEra laim terdin aras:

AL

=

H L2 S = P

T K

L.

.

.

kawasan konscrvas) perairan;

dacrah rekreasi atau wisata bahari;

kawdsan Mangrove;

Padang Lamun,

Terumbu Karang;

kawgsan taman nusional;

kawsasan taman wisala alam Laor;

kawasan capar budaya dan ilmu pengetahuan;
kawasan rawan bencana alam;

daerah pemijahan dan  pembesaran dkan &eta
budidava perikanan,

alar rmigras nola Laad vane dilindung;
daeral prenanphapan ikan Aatau 2ons perkanan;
alur pelavaran; dan/«tau

wilayah pertahanan,

Dalam hal rona awal kualitaz Al Laut sebagaimena
dimaksud pada avat {2|] hurat b tidak memenuhi Baky
Mutu Air Laut, wajib dipastikan tidak ada penambahan
konsentrasi pada parameter yang melampau Baku Mutu
At Laut

Pasal 247 .
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Pasal 247

Penangeung jawah Uzaha danfarau Kepiatan  yang
melaksanakan pembatasan Limbgh e Lagt dengan cata
pornbjangan Air Limbah sehoagaimana dimalksoud delam
Pasal 245 hurul b harus memenuhi ketentuan;

a.  Baku Mutu A Limbah sebagaimnana dimaksud dalam
Paszal 131;

h. standar  teknologi penpolahan Al Limbah
sebagaimnana dimalcaud dalam Pasal 132 dan

.  keentuan lainnya  sesual dengan peraturan
rErundang-undangan.

Petmbatasan Limbah ke Laut dengaen cara pembuargan A
Limbah  sebagaimana dirmaksul padae ayal (1) berlaku
kepada penangeung jawab Dsahs danfatau Eegatan vang
rnernibn dampak Air Limbah ke hngkungan herupa
rerclaby &L LITIKEL

Bralam hal dampak Air Limbah ke hinglungan berupa:

a.  rendahl, penanggung jawab Usaha danfatan Keglatan
wajlb menaati Baku Muato Air Limbah sesuai dengan
leetentuan peraturan perandang Undangan; dan

b, tinggl, penangpung jewaly Usaha dan/atau Keglatan
wajily mendapatkan Perselujuan Teknis.

Pasal 245

Fenanggung jawaly Usaha dangatag Kegiglan vang
tmelaksanakan pembatasan Limhbah ke Laul dengan cara
pembuangan Aar Limbah schagaimana dmmaksud dalam
FPasal 245 horul B dan memibkl dampak Air Limbah ke
linghkungan rneg! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247
ayat (3} hurul b wajih membuat kajian teknis sebagai dasar
prroombangan Persctu;uan Teknis.

Kajian teknis sebagaimana hmaksud pada  ayat (1)
mecliput;

a. idenriltkas samber, koantitas, dan karakreriatil Adr
Limhbah;

b. penentuan .o,
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penentuan parameler kunci vang akan dijadikan
prediksi scbaran fir Limbah dan Baku Muta Air
Limbal;

idenriiikas Lawl peperima Air Limbah;
kualitas Air Laut pencnma Air Limbah;
clard sirkulasi Air Laut musinian;

arca sensiif sebagnirnana dimaksud dalam Pasal 246
ayat {3}

prediksi sebaran Air Limbah di Laut termasuk
penentuan zone of fniteal difubion;

waulan  Hfik peEmamauan kualbitas A Laut
berdusarkan hasi prediks: seharan Aar Lonbab ol
Lot

infnrmast menegcna) tata lerak industri kesclurnhan
dan  penandaan unit yang  berkaltan denpgan
peneclolaan Alr Limbah;

neraca alr yang mengzambarkan keseluruhan sistem
pengclolaan Air Limbah;

informast menpenal deskripsi sistem instalasi
pengolahan Air Limbah;

informast yang memelaskan upaya yang dilakukan
dalam penpgelolaan Aiv Limbah;

prosedur  operasionygl  stander tangeap  darnarat
instalasl pengtlahan Air Limbah;

mfnemast yang menpelaskan upava yang dilakukan
dalam pengclolaan Alr Limbah; dan

informast  draian penanpanan  kondisi  darurat
Fencemaran Laut.

Pasal 249

Penanpgung jawab Usaho dan/alaug Keglialan mengd)ulan
permohonan Perselujuan Teknis permenuhban Balio Mot
Alr Limmbah sebagaimans dimaksud dalam Paszal 43 ayat
3] huruf @ dan Pasal 57 ayat (4] huraf a yang dibuang ke
Laut kepada Meoweri atay pgubernyr gesyai dengan
Kew e ILATLEHTITIYE.

{2} Permohonan
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Permobonan Perzetujoan Teknis pemenuhan Baku butu
Air Limbak yang dibuang ke Laut sebagaimanas dicnakesuad
pacla ayet (1] dilengkapi denpan persyvaratan ksajan
stbapaimana dimaksud dalam Pasal 248 avat (2).

Permohrman Perserujuan Tek:iz pemenohan Baku Moty
Alr Limbah yang diboang ke Laot sebagaimana dimaksuad
pada aral [21 disampaikan melalui sistemm nformasi
dekumen Lingkungan Hidup uniuk Peeserupuan Teknis.

Pasal 250

Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mo

Ajr Limbah vang dibuang ke Lavt sebagaimana duma ks

dalaim Pasal 249 dilakukan pemeriksaan kelengkapan

kajian =ehapaimana dimaksud dalam Pasal 248 avat (Z)

dalam jangks wakig paliog lama 2 [dua) han kena scjak

prermohorian Jditerimna.

Dalam melakukan pemeriksaan permobonan Persetujuan

Teknis sebagaimana dimaksu pada ayal {1

a.  Menieri menugaskan  pejabat vang  memlbndang
Fengendalian Pencemaran danfatau Ketilsalkan Laar,
dan

ir.  gubernur menugaskan pe@abat yang membidang
Lingkungan Hiduap.

Dalam hal hasil pemeriksaan scbagaimana dimakswud pads

Avar |1) menyatakai:

a.  lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud
pacla wyal (2 melakukan penilaian substansi; atau

b, lidak  lengkep  danfatag  tidak  benzr, pejabat
scbapaimans dimaksud pada ayac [2) mengembalikan
permohnnan Persctujuan Tekois untuk diperbaiki.

Poillalan substans! schagamana dimaksyed pacds ayat (3)
dapat melibalkan lmnagn ahli Pengendalian Pencematran
danfatau Kerusakan Lauat,

Terhadap hasil pcmeniksaan seoagaimana dimaksod pada
ayat [3) hurul b yanp tidak lengkap dan/atan tidak benar,
petanggung jawab Usaha danyatau Kegiatan melakubkan
perhaikan dalam jangka wakio paling lama 10 (sepulub)
harl kerja sejak dinyvalakan Geclel lengkap dan/atau tidak
benar.

Pasal 251 . ..
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Paszal 251

Dalam hal hasil penilaian substansl sebapaimana dimeksael
dalam Pasal 2530 ayat (3) huruf & menunjuklan:

a,  telah memennhi  persyvaratan, pejabat sebagaimansa
dimaksud  dalam  Pesal 230 ayar (2], menecrbitkan
Perserujuatt Tekms pemenuhsan Baku Mutu Air Limbah
Yang ditiiang ke Laur; ataog

b, luwlak memecnuhl  persyaratan, pejabat sebagairmana
dimaksud dalam  PFasal 230 ayat (2] rmenerbitkan
penialakan Persctujuan Teknis untuk pemenuhban Baky
Mutu Air Limbah yang diboang ke Laut disertal dengan
alason pocnulakan.

Pasal 252

Persefujuan Teknis pemenuhan Baka Muto Air Limbah vang
dilviang ke Laut yang welah memenuhi persvaratan
schagaimana dimakaud dalam Pasal 251 hurul & memuat;

1. slandar tcknis permenuhan Baku Maia 4ir Limbah;
I stundar kompetens sumber daya manusia; dan

2. sistom mana|cmen lingkungan.

Fasal 253

Stxndar  teknis  pemenuhan Bako  Mutu Air Limbah
sebagaimang dimaksud dalam Pagal 252 hurula melipur:

a.  parameter dan nilaa Baloa Mota Adr Lienbah;

tr,  desain instalasl pengolahan Aic Limbah;

©, titik penaatan dengan nama dan titik koordinart;

4. titik pembuangan dengan nama dan 6k koordimat;

¢ tink peniantauan Air Laut denpan nama dan dtik
koordinat;

f. kewdjiban:
1. melaksanakan pemaniavan Air Limbah;
2. melaksanakan prinantavan kualitas Air Lanr,

3. melaporkan hasil pernantalan;

4. memisahkan
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4. memisahlkan saluran Alr Limbah gengan saluran
linpasan aic hujan,

2. memiliki saluran Air Limbah kedap air;
momilike alat ukur debit atau alat ukur yang setara;

7. memiliki  Sistern Tangpap Darurat  insfalasi
penpolahan Air Limbah; dan

8. memihiki Sistem Tanpgap Darorat Peticemaran Laat;
dan

lara ngan:

1. membuang Air Limbah sccara sekaligus dalam 1
isatu) kali permtniangan;

4. mengencerkan Air Limbah dalam upaye penastan
batas kadar yang dipersyaratkan; dan

3. membuang Air Limbah di luar titik penasatan,

Pasal 254

Standar kompetensi aumber dava manusiac sebagaimana
dimaksud dalam Pazal 252 hurul b meliputi:

B
k.

penangpung jawab pengendalian Pencemaran Air,

penangpung jawal operator instalasi pengolahan Air
Limbah; dan

personel yang menubki Eompetensi lainnya scsual
kebutuhan,

vang memilike sertifikar kampetens:,

Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) meliputi kemampuan:

4.
b.

.

melakukan identiikasi sumber pencemar qir;
menentukan kKarakteristik Air Limbah:
menilal tingkar Pencemaran Air;

mengoperasikan dan merawat instalasi pengoiahan
Air Lifnkwb;

raelakukan identifikasi babays dalam pengolahan Air
Limibah:

[, mzlaksanakan . . .
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melaksanakan lindakan kesclamaran don kesehatan
Keoja werhadap bahava dalam pengulahan Air Limbaly;
tlan

menguasal  standar  kempetensi lainnya gesuai
dengan porkembangan  ilmy pengetahuan dan
peraturan perundang-utmlanpan.

Pasal 235

Sialen mansemen lingkungan sebagaimana dimaksud
dalarm Pagal 2532 huru! © dilakukan melalai rahapan:

A,
b,
i,
d.

PUTENCATIARTL;
pelaksanaan;
pernicriksaan; dan
tndakan.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hornod
w meliputn -

.

menentukan lingkup siztem manajemen lingkungan
terkait - Pengendalian Pencemaran danfatan
Ferusalkan Laat;

menctaokan  kebhakan Pengendalian  Pencemaran
dan/=1au Kerusakan Laur:

menentukan sumber dava vang disyvaratkan antuk
pencrapan dan pemeliharzan sistem  manajemen
lingkunpan  werkait  Pengendalian Pencemsran
danfatau Kerusakan Laut;

menentukat sumber dayve manusia yang mermuliki
sertilikasi kompeterst Pengendalian Pencemaran Air,

menelapkan  kepemimpinan  dan Komitmen dard
frat s emen punicak terhadap Pengendalian
Pencemaran dan/swon Kerusakan Laur:

menetapkan Sirukiur organisas) yang mmenargani
Perpetwlalian Pencemaran dan/atau Keruszakan Laut;

menciapkan wnggungjawal dan kewenanvan untuk
pPCran vang sesuai;

h. meneniukan . . .
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h.  meneniukan aspek Pengendalian Penocemaran
dan/eray Kerusakan Laut dan dampaknya;

1. mengidentidikast dan memmiliki akses  terhadap
kewajiban  penaatan Mengendalban Pencemaran
dan/arau Kemsakan Lawt;

i- merencanakan unfuk mengamhbil aksi menabgani

risitke dan peluang serta cvaluaszi elektifitas dan
kepiatan tersebut;

k. menetapkan sasaran Pengendalian  Perncemaran

danfatau  Kerusakan Laul, serla  menentukan
indikator dan proses niuk mencapainys;

| memaslikan kesesuaian metode untuk pembuatan
tfan pemutakhiran serta pengendalian  mformas:
terdokumentasn;

m. mcnentukan ristko dan peluang vang perly ditangani;
dan/farau

n. menentukan potens situas daryral dan respom vEANE
diperlukan.

Felaksanaan sebagaimana dimaksud pacda ayvan (1) hurul b
roeliprati:

a. IeEirEniad, mengulouar, menganalisa, dan
mengevalusst inerja  Pengendalian Pencemaran
flan/atawn Kerusalkan Lawut;

L. mendokwnentasikan hasil pemantauan Air Limbah
dan kuatias Air Laur

c. meclakukan evaluasi hasil pemantauan Air Limhbah
mengacl pade Baka Mura Air Limbah yonge telab
ditetapkan dalarm Persclujusn Teknis atau peraturan
perundang-utidAanpan, yvang mengdalur tentang Bakna
Mutu Air Limbaah; dan

d. nelapotkanr selurubh kewajiban  Penpendalian
Fencemaraa dan/alau Keruszskan Laul.

Dalam hal evawsasi hasil pemantegan Air Litnhah
sebapaimana  dimaksirl pada ayal (3] huraf b
mentlnukkan ketidaktaatan, penangpung jawab Usaha

dan/atzu Keglatan mengubah eencana pengelolaan Alr
Limkbah.

i3] Pemcrik=aan . . .



gl Mo [B7403 A

&

PRELILEN
REFUBLIN MHOGMHESHA

- 175 -

(7] Pemenksaan sebagaimana dimakesud pada ayat (1) hurul c
et

4,  mengevaluasy  pemenihan icrhadap  keowasiban
pettaatan Pengendalian Pencemaran dan/fartaw
Kerusalean Laur;

E. melakykan internal audit secara berkals; dan

. mengkaje sislem mangjcmen lingkungan arganisas
rerkaif Fengendalion Pencetnaran fanfatau
Kerusakan Laut untuk memastikan  kesesuzsiEn,
kecukupan, dan keefelctifan.

{& Tindakan scbagaimana dimakzod pada ayat (1) horf d
melipet;

a. melakukan tindakarn untuk Mmenangani
ketidaksesuaian; dan

b.  melakukan tindakan perbaikan  berkelanjutan
terhadap sistermn manajemen lingkunpan yvang sesgsi
dan efekul untuk meningkatkan kinerja Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusalian Laut.

Pasal 256

Fenilaian substansi sampai denpan penerhitan Persetujuan
Teknis pecmenuhan Baku Mura Air Limbsh yang dibuang ke
Lawul sebagaimana dimaksud dajam Pasal 250 dilakukan dalam
jungka waktu paling lara 30 (tiga puluh} hari kerja.

Pasal 257

FPenanggung jawab Usaha danfatau Kegiatan vang melakukan
perubahan rerhallap muatan Persetujuan Teknis pemenuhan
BHaloa Mutu Air Limbah wang dibuang ke Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 huraf a, wajib melakukan
perubahan Persewgjoan Teknis sebagai dasar  perubahan
Persetujuan Lingkungan.

Pagal 238 . ..
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Pasal 258

BMenteri alay yubernur scsual dengan kewenangarenys
tnelakyikan  weriikast  terhadap  Persefajuan Teknis
sehagaimana dinaksud dalam Pasal 252,

Verikast scbagaimana dimaksud pads ayvar (1) antak:

@ melihat kesesuvaian atendar teknis pemenuhan Baku
Mutu Air Limbah dengan pembaneunan sarana dan
prasarana yang dilakukan; dan

b memastubkan berfungsinya sarana prasarana dan
terpenuhiunya Baku Mutu Air Limbalh.

Hasil venhkast scbagaimana dimakswed pada ayat [2)
memenuhl ataa tidak mermenuhi Persctujuan Teknis.

Dalam hal hasii verifibkcasi:

g. memenuhl Persetujuan Teknis, Menceri  atau
subermur SesUal dengan kewenangannya
mecnerbitkan SLOF aray

b.  tidak terpenuhi atau tordapat perubahan terhadap
Perselyjuan Teknis, Menteri arau gubernur sesual
dengan kewenangannya memerintabkan melakukan
perbatkan untuk melakukan perbatkan sarana dan
prasarana danfatau pergbaban Persetujuan
Lingkungan vang dituangkan dulam berita acara.

Sl sebagamana dimakaud pade ayat (4} hurafl a sebagai
dasar bagi Menveri atau pulxrnur dalam melaksanakan
PCIgAWASAH.

Penanggung jawal Usaha dan/atau Kegistan melakukan
perbaikan sarand dan prasarana sesugal denpan berita
acara sehagaimana dumaksud pada avat {4) haru! b
sampal dengan Balku Muw Air Limbah tetpenuhi.

Dalam hal penanpggung jawab Ussha dan/atau Kegiatan
tdak metakukan pcrbaikan sesuai dengan berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat {4} hurul b, Prjabat
Penpawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan.

Femenuhan standar kompetensi sumber daya manusia
schagaimana dimaksud dalam Fasal 234 paling lambat 1
[satu] tahun setolabh SLO dsterbirkan.

Pasal 259
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Paxsal 259

Fenangpung jawab lsaha danjfatay Kegiatan vang
mendapaiban Persetujuan Teknis pemenuhan Bako Mutu
fir Limbah yang dibuang ke Laut sehagaimana dimaleaud
dalam Pasal 252 wajib melakukan pemantavan terhacdap:

a. Air Limlwah; Jan
b.  kualitas Mic Lagt.

Pemantavan mutw Air Limbah sebagaimana dimaksud
pada ayal {1} hural a dilaksanakan sesuasi denpan
mekamsme sehagaimana dimaksud dalam Pasal 144

Pasal 260

Fenanggung jawal Usaha dan/arau Kepiatan melaporkan
zelurubh kewapban Penpendalian Pencemaran can//atau
Kerusakan Laut sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 255
ayul {3] hural d.

Pelaporan sebagaimana dinaksud pada ayat (1) dilakukan
melalul Sistem Informas: Lingkungan Hidup.

Pasal 26|

Menterl, gpuberour, alau bupatifwali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pencepahan sampab Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasat 242 avat 3) huruf o

Pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada
avatl (1] meliputl sampah yang berasal can kegiatan di
darar dan,/atau di Laut.

FPenccpahan sampabh Laut sebapaimana dimaksud pada
avat {2} dilakukan molalui;

a4,  peongurangan sampabdi sumber; dan
b, pemantauan sampah Laue.

Penpurangan sampah di sumber sebagaimana dimaksad
pada ayat (3} hurul a dilaksanakan sesusi denpan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5] Pemantauan . . .
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Femanlauan sampah Laut sebagaimans dimaksud pada
aval [3) huruf b dilaksanaken untuk memperelch daca
karakteristik sampah Laut.

Pasal 262

Pemantauwan sampah Laut sebapgimans dimaksud dalam
Paxal 201 ayat (3] mencakup:

4. sampah pantai;
b sampah tcrapung, dan
v, sampah dasar Laurc.

Pemantauan sampah Laut sebapaimana dimaksud pada
aval (1] dilaksanakan dengan tahapan:

A. PeErenoanaan;
b, pclaksanaan;

. pengolahan dan analisis data karakienstik sampah
Laut;, dan

d.  pelapgoran dan evaluasi,

Data kacaklerislk sampah Laut scbhagaimmana dimaksod
pada avat [2) huruf ¢ melipuat:

a. konmposisg;
e beral; dan
. kepadatan.

Crata karaktenstik sampnh Laut zebagamana dimaksad
rada avat (3] menjads dasar dalam pengurangan sampah
Laut.

Paragral 3
Penangpulangan

Pasal 263

Penanpegung  jawab Usaha danjaray  Kegiatan  yang
mengakibatkan Pencemaran danfalad Kerdsakan Laut
wajib melakukan penangegulangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 241 ayay (2] hurul b,

12] Penanggung . . .
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Penangping  jawab Usaha  dan/alau  Heglatan
sehagaimeana dimaksud pada aval {1] wajih meonyusan
rencana penanggulangan nada keadaan damrat.

Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada aval (1]
dilakulkan dengan cara:

d. pemberian informasi o peringatan pencemaran
dan/atau kKerusekan Laut kepada masyaraleat;

b, pengiselasian  pencemaran  danfatan Kerusakan
Laur;

pembersihan baharn pencermar dun/utan perusak;

. penghicntian surnber PTG IIaT A danfatau
Kerusakan Laut; dan/atzu

e rara  lain sesuai despan  perkembangan  ilmo
pengctabuan dan tekonolog ]

Penghentian sumber pencemaran dan/ataun Kerusalan
Laut sebagawmana dimaksud pada ayat (31 hurot o
dilakukary dengan vara;

a. fpenghenllan keglatan pada lasililas yang
menyebablan  pencemaran  dan/arau KerUsszkan
Laur; dan/atau

b.  lindakan tertentu wunisk meniadzksan pencemaran
dan/atau kerusakan pads sumbernya.

Pernanggung jawab Usaha danfatau  Kegiatan vang
mzlakukan penanggpulanygan  pencemaran  danjatau
Kerusakan Lauvt sebapuimana dimaksud pada avat [])
wallb 1ncnyampaikan laporan prnangpulangan kepada
Menter atay guberor,

Pasal 264

Fenanggulangan penccmaran danfalalu Kerusakan Laut
sebagmimana dimaksud  dalam  Pasal 263 ayat (1)
duakukan Jalam janpgka waktu paling lambat 24 (dua
paah empat) jam sejak dikerabuinys pencomarzn
dan/ ataun Kemisakan Laut.

(2} Tralam - ..
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(2] Dalam hal penanggulanpan  pencemaran  darn/atal
Kerusakan Laut sehagaimana dimaksud pada avar (1)
ndak dilakukan, Mentert atau gubernur sesnai dengan
kewenangannya  menctapkan  pihak  kelign untuk
melakulkan penanggulangan.

(3] Biaya yoang timbul dari pelaksanssn penanpsulangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada
renangeung awab Usabe dan/atau Kegiatan.

Pasat 265

blenteri atau gubernur  sesual dengan  kewenangannys
melakuken penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan
Laut zebagaimans dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf b
terhadap pencemaran danjfatau Kerusakan Laar yang tidalk
chikelahu: sumbecr atau penanegung jawab Usaha dan;atao
Kegiglannya,

Paragral 4
Pemulihan

Pazal 266

(1} Penanggung jawab Usaha danfatau Kegiaan  vanpg
meclakukan pencemaran danfatau Kemisalan Laut wajily
melakukan pemylihan Mutu Laut sebagaimane dimaksud
dalam Pasal 241 ayat 2] hurufc.

[2] Pemulihan Muly Laat schapaimana dimakaod pada avat
(1) dilakukan untuk mengembalikan Muty Lauad,

73] Pernulihan Mutu Laut sehagaimana dimaksud pada avat
(L1 dilakukan dengan cara:

a. poenghentian sumber pcocemaran tlanfAlau
Kerusakan Laut dan pembersihan bahan pencernar
dan/atau perusak;

b. rocmediase
¢,  rehabilicasi
d.  restoras dan/atan

e, card lain sesuai denpgan perkembangan  ilmu
pengetahuan dan teknalog,

Pasa] 267 .,
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Pasal 267

(1] Pemulihan Matu Laut sebagaimana dimaksod dalam Pasal
466 avat {1} dilaksanakan dengan menyosun repcanas
permuidthan Muatu Laur.

(2] Rencana peroulihan WMure Laut sehapaimans dimalksud
pada ayat (1} ciajukan hkepada Menteni atau gubernur
seaual  Jdengan  kewenangannys untuk  mendapackan
pPeTReTLIjLIALD.

(3] Peralihan Mubu Laut wanbk dilakukan dalern jangka
wakiu paling lambat 30 {tiga puluh) harl sejak cencana
pemialiban Mutu Lavt disetojui.

Pagal 2K

(1] Menteri ateu guberour sesusl dengan keweonangannva
melakukan pemuliban Muiu Laut dalan hal pensnggung
Jawah Usaha danfalag Keglatan tdax meizksanakan
pernulihan Mutu Laut sebagaunana dirmaksud dalam Pasal
267 ayat {3).

{2] Menteri alau gubernur sesual dengan kewenangannya
sebapaimana dimaksad pada ayet [1} menetapkan pyhak
ketiga untuk melakukan pemualibian Bluto Lavr.

3] Biaya yvang timbul dari pelaksanaan permealiban Mot Laue
sebapaimana dimaksud pada avar [2) ditebanban kepada
pecnanggung jawab Usaba danfatau Kegiatan.

Paua] 250

Mentert ataw  gubernur  scsual dengan Kewenanganhya
melakukan pemulihan poncemaran danacar Kerusalkan Laat
ebaguimana dimaksoud dalaen Pasal 241 ayal 0 hural o
terhadup pencemaran dar/alau Kerusakao laot yang tidak
dikerabun sumber atau penangeung jawab Usaha dan/ stau
Kegialannya.

TERIAT . .
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Hagian Kelima

FPemeliharaan

Pazal 271
Femeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222
huruf d dilaksanakan untuk mempertahankan Muwa lauot.

Perneitharaan My Laut sebapaimana dimaksud pada
ayat 1] diselenyparakan bcrdasarkan rencana
Perlirilungan dan fPenpelolaan Mulu Laut sebhapgaimana
Jimaksud dalam Pasal 237

Pemnelinarsan Mutu Laut sebapaimana dirnaksig pada
ayar {1] dilakukan melalui upaya:

., perlmdungse ekosistern Leut  sebagal  pernyaopes
kehwdupen;

B.  penetapan kawasan konservasi peraican; dan/ atan

. pelestacian Mngst chosistem Laur dalam rangka
Adaplas dan miligas perubahan iklioe.

Perlimdungan ckosistem laut sebagal  penvangges
kehidupan schagmmana dimaksod pada ayat (3 hoaral a
citwinkan uniuk terpelibaranya  proses ekologls vang
menunjang  kelanpsungan kehidupan Laal uniok
menmghkatkan  leseiahleroan masyarakat dan  mutu
kehidupan marnusia.

Proctapan kawasan konservawi pergiran schagatmana
dimaksud pads evar 13} horef b dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peramiran perundang-undangan.

Pelestaman fungsi chosistem Laut dalam rangka adaptasi
dar mitigast perubshan 1khm sebagaimana dunmaksud
made avat {3 hamal o dilakokan untuk mengeatisipas:
Hampak perubahan ikline.

Pasal 271

Kelentuan roih lanjut mengeoasi:

8.
=2

(T b i g FATETI 0 DL DR AT

pernandaaen duta Laat,

C. fbata - -
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atg carg menetam:n Bal Mutu 4ir Laat onngk
paranfyban ranreyy,

penyLwsunan, poncidapan. aave pecgbahan krtenm Laka
Ecrusaksn chesisiem Laut,

PETELALAN Sratus My Lalll;

peiytitunes,  penelapan. dan perubahan orencena
Perlinuutigan dan Pergelolaan Mo Laas,

tAiA carn peayusunat: dan Ponerapan Pergctuyuan Telines
pemenuban Baky Mulie Air Limbah vang dibuang ke Laut
dan 510

pemaniiizag semrab Leai
prnAngzulangan poilonmaran danfatay Kerusakan Laut;
prmuaiihian Mute Laur. dan

premelibardan Muooe Laol.

sehagaimaina dimakaud dalam Pasal 224 sampal dengan Masal
270 diatar datam Peraruran Meniem,

BAL VI

PENGENDALIAN KRRUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

15

(2]

Do 277
Unluk menentukan terjadingya Kerusakan Lingkunpan
Hidup, ditetspksan kntena baka Kerusakan Lingkungan
Hidup.
Kriteria baku Ferusakan Lingkungan Hidu;: sebagaimana
dimaksud pads sval (1) melipull knceria baku kepusabun;

4.  Toruoonl) Kdarang;

b, Mangrove,

c. Padang lanwn

d.  lapah onlok proxduksl biomansa,

Ul

it

Hh

Lar:-i

g2 anEghurgan vang berkanan dengan kebakaran nutan
dan ' araL, whan:

h. lahan . ..
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h. lahan akibat Usaha dan fatau kegiatan
pertambangan; dan

I kriteria baku Kerusakan Lingkungsn Hidup lsinnva
sesuan dengan perkembangan dmu pengotahuan dan
teknologt.

Kriteria haku Kerusskan Lingkungan Hidup sebagaimana
tdimaksued pada ayat (2] hurnal 3, hurul b, dan huraf =
digtur sesual dengan ketentuan dalam Pasal 231 dan
Basal 232.

Kriteria baku Kerusekan Lingkungan Hidup schagaimana
dimaksud pada ayal {2] baraf d dan hurul £ dilaksanakan
sesUal dengan ketentuan pcraturan
perundang-unclangan.

Kriteria haku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huraf [ sampai dengan huea! 1
ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Dalam hal kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup
scbagaimana dimaksud pady ayal (3) belum ditetapkan,
penentuan kKriteria bakly Kerusakan Lingkungan Hidup
dilalcukan berdazarkan hasil kajian atau pendapat ahli.

Pasal 273

Ketentuan mengenai kriteria baky Kerusakan Lingkungsn
Hidup sebagaimana dimaksad dalam Pasal 272 ayut [(2)
hural g, dikecualikan lerhedap kegiatan pembukaan
lahan  dengan  ¢ara pembakeran vang  dilakukan
masyarakat di lahan miliknya sendir.

['claksanaan pembmkaan lahan dengan cara pembakaran
dilakukan herdasarkan kearifan lokal vang melipuci:

d.  luas lahan maksimal 2 (dua] hekiare per kepala
kelvtargs;

I dhikelihngl olch  sekat bakar =ebagai pencepah
penjalaran apl ke wilayah sekelilingnya; dan

. ditanami tanaman jenis varietas lokal.

Pemerintah dan/farau  Pemerntah Dasrah meomberikan
reknmencasi, fasilitasi, nembinaan, dan pendampingan
b minsvarakat sehagaimana dimaksud pada avat (1).

(H Rertentuan . .
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(4] Kctentnan lebib lapjul mengenal tata cars pelaksanaan
pombukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan
kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat [2) diatar
dalam Peraturan Menceri.

BAE V1]

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DiaN BERACLUN DAN
FENGELOLAAN LIMBAH NOW BAHAN BERBAHAYA DAN RERACUN

Naginn Kesatu

LU'mum

Pasal *74

{11 Seliap GOrang yang menghasilkan Limbah wa)ib melaltukan
pengelolaan Limbah yang dihasilkannya.

{2] FPengelolaan  sebapnimana  dimaksud  pada aval (1)
meliputl:

a. Pengelolaan Limbah B3 dan
b.  Pengelolaan Limbah nonB3.

Ezpian Kedua

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Frragral |
LIrmum

Pasal 275
Fenyelenggaraan Pengelnlaan Limbah B3 meliputi:
penetapan Limbah B3,
Pengurangan Limbah B3;
0. Penyimpanan Limbah B2,
d.  Penpumpulan Linbah B3;

SK Mo 097460 A ¢. Pengangkutan . .
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Fengangkutan Limbah B3:
Fernanlaatan Limbah B3;
Fengolahan Limbah B3,

Fenimbunan Limbah B3,

Durnping {Pembuangan} Limbah B3:
pengecualian Limbah B3;
perpindahan lintas baras Lumbah B3,

Penanggulangan Pencemaran  Lingkungan  Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan
fungzi Lingkungan Hidup;

Sigtern Tangyap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3,
dan

pembiayaan,

Parvagral 2

Penowapan Limbah Bahan Berlahaya dan Beracun

{1}

{2}

i3]

(4

Pasal 276

Seliapy Oranyg yang menghasilkan Limbah B3 wajib
rmelakukan Pengeinlaan Limbah B3 yvang dihasilkannya.

Lirmbah B3 secbagaimana dimaksud pada avar {1
berdasarkan kategori bahavanya rerdipi atas:

a. Limbah B3 kategorm 1; cdan
b.  Limbah B3 kategori 2.

Limbah BJ sehagmimana dimaksud pada  ayat (2)
berdasarkan sumbermya terdin atas:

a. Limbah B3 dari sumber tidak spesink;

b.  Limbah B3 dar B3 kedaluwarsa, B3 vang tumpah, B3
vatg lidak rmemenuhl spesifikas1 produk yang akan
dibliang, dan bekas kemasan B3; dan

. lambah B3 dan sumber spesifik.

Limbah B3 dari sumher spesifik sebagaimana dimalsud
pada ayat 3] hural ¢ meliput

A.  Limtmb B3 dan sumber spesifik urmum; dan

E. Limbabh . . .
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. Lirnhab B2 dari sueher spesifik khuasus

Pasal 277

Lemhbah B3 sebagsomana dimaksud  dalase Pasal 276
rierupakan Limbah B2 scbegoimana tercantim  Jalam
Lampiran X vang merupaskan basen bdak terpissnkep don
Peraturan Femerintals ini.

{1]

(2)

[

Fasal 27TH

Dalare Ll cerdzpar Lembah di luare claftae Limbah B3
sebapmimana  torcantum  dalarmm Lampiran X vanp
merupakan hagian  Ldak lerpisabkan darl Perataran
Hemerinta:n o vang lerindikas mermlikl ko akteristik
Lirmfabh Ba Monlone amib welakokar v karakierishi
urduk meyerientiakas Limuah zebagai:

a.  Lirmbah B2 watlveorl 3
b Lirmicah B3 limtcpon 2 ano
r. Lurbah aeaBD,

Kiraklenstil Limean B2 sebagaimana dimaksud pada
aval [1y meiipu:

&, muddah reledal
b mudah menovals;
C. reaktil;

d. anfelsivs;

e.  koronid; dan/ezran
f. LerAuar

L pommgierisun nuink menpidendilikas Limbah schagai
Luntbey- B2 kalzzeri 1 sebhagaimana dimaksid puda arate
O e & melisan g

4. kargxlerisolr modab seleduk, pudal menyala,
reakll nckeis, doofatan komsil sesoal denpsn
DATAINCLCT  wji sefagaienand tercantum dalam
Lampiran ¥ cuns merupakan  paglon tidak
ret s bl aq1 B, araran Pemosinrab ing:

5, karasteriztik | ..
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kavakiovishia heracun melaluc PO unmek
mencnlukan Limbal vang diupr meraliin kenscntrast
gl pencernar lelwh besar danr konsentrasi zat
pencermar pada kolom TCLP-A sebhapaimana
tercansuarm ddalam wompiran XL vang  nerapakan
bapan nidag terpisahixan dari Peratiren Pemaeriniah
1ni; dan

karakreristike berscon melalul Uji Treksikodogs Lep
untuk mensptukan Limbak yang vyl memiiikn niad
U1 Talisdkeelogs LD lebih kel dan ataw samea dengan

30 mg /Sy Nuna ouluh miligram per kilogram) berat
Leaddan bewans nii.

Ui karaxterisue volell mengidentifiioes: Limbail sebagai
Limbah B3 katrepornt 2 sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} hural b meclionael wa

2.

karskivrisiiy besacon melalui TCLEP aretuk
meoealukan Limbah vang dndji memililn ko sentras
gai pencemar wloh kecil dan ataw same doenean
kensentras rat pencemar pada koloun TCLP-A dan
metrilikl loneentas: zat pencemar lehih bosar dant
Konestairas  zat  pencemar pada kelom TCLP-B
sehagaimana tercantum dalam Lampiran X! vang
marupakan bagan vidak teipisahkan dari Perataran
Pemeriniah ni;

Harrwlerishk Leracen melalud Ui Toksikologl .5
untik meinettakar Limbah vaog divgi tnemitki nilss
Ui Taksikoolog: LDs, lebh besar dar 50 mg/ ke dima
puleh miligram per kilogram) berat badan hewan gl
fdan lebib kecii dzri atau saima dengan 5000 med ke
(Mo ribw imligraum per kilogram,) herat hadan hewan
TP HEE

Earakienstik beracun melalai o toksikolopl suh-
Lronis sesual dengan pargmeter ofs sebagaimans
tcreantum  dalem Lampiran X yAng morupakan
bagian Lidak terpisahkan dari Perzo-ran Pemerintah
.

Ui katakteristin robegtitnaney dimaksud pada syar i3] dan
aval fdy dilibenkan SocoTyn Deiarataan.

Maval 27y . .
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Daalacs melakukan wje karakienisitk sebagamana
thrmibsepd clalam ffasel A8 Mentin mengZgundkan
lnhorainriiim vang terakrsditas urituk Masinp-masing ujl-

Drzaarn hal Zolun rerdapat laboratorium yang terakreditzs:
sebagainana dimaksud pada ayat (1), uji kalaktenstik
dilabukan  denpan mengpanakan  laboratorium vang
meneripkan proseiuar vane ielah moemenuhn Slanedar
Namigsal Ladopesis menpene lala carn ber]sbaraloniam
rang haik.

Pl 2810

Menren sereiapn menclapaticen hestl o karakternstik
sebagrmimuna disnaksod dalam Masal 278 menugaskan tim
ahli Lambesh B3 wintcle miakukan evaluas terhadzn hasil
)l karaktenistk.

Evaluasi oleh fme abin mbsh B3 sebagaimana dimaksud
pada ayar 11 mwlipuzi wlentifikasi dan analisis teckadap:

a. hasil uh karabktcristik Limbali;

Lo peeeies produiess paodn uaabs das face o Koepialan vans
menghasilkan Linnbah; dan

0 Badiar:  banu danfatauw bahan oenclone vang
digunakan dalam proses produks.

Evaliasy sebugnimana dimaksud pada avat (2] dilakulkan
calitg  laiaa 148 fsepulul) hari kecja  se:ak Menteri
memberikan perupasan.

Tim ahlh Liwububh BX eenyampaikan rekooendas hasil
cvaluasi kepeda Menteri paling fama 4 fempal) han kerja
setak hasi? evalvas: diketabogg,

Rekomendas schapanrmans dipaksud pada ayat [4) ouling
sedikit i 4.

A, adetlires Lizabahg
b.  dazer perumbangan rekomendasi; dan
. Resimpsilan heestl evaluase ierhadap basil oap

Laraktormaic litnbaar.

(6] Malam - ..
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Dalamm hal biastd svoleast werhadap Limbeb mensmyukkan
adanvs  bkarakieristik  Lhobah B3 pang  inemenuid
keteniuan sebapalmana dimaksw] Jdalam Pasal 274 avat
{3} mian avat #4), rekotnzndasi Um ahli Limbah B3 micmoust
Eerovataan bohwa Limbabh merupakan:

i, Limirah B3 katepor 1) ataly
b, Limban B3 katepra: 2.

[ralam  ral  hasd  wvaluasi lerhadep Limbai ek
menuniaklan aiauys  kergkteristil Limbeh B3 vang
o nidbn Keienrisn sebepatmans dimaksad dalam Pasal
273 avat [ erang ayal 4y, rekomendas) tirn ahh Limian B3
memiat poreeataan baliwn Limbal merupakan Limbah
nonfa’.

Posai 281

Tim ahl Linbah B3 sebagaimana dimaksod dalam Pesal
280 arai 1! dibentok sleh Menter,

Tim ahil Limbesdy B3 sepagaitnana dimaksud pada avae (1
terdirn atas:

A keoia,
b, eckretars; dan
2. anggola.

Ausunan nm shi Limbkah B3 sebagaimare dintaicsud nana
aval (1} paling zenikit terdin atas palear Ji bidane;

a.  toksikalogl

b, kesvhalan manoasiog
o prnges mdasi,

el Kiml;

a. bRk dat

I, oakou san vane ditenllukan oleh My otern.

Fasal *52 |,
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Mentert melakukan rapat koordinasi denpan kementenan
lembaga pemerintub nonkementorian yung mombterikan
izin Jsable Janfaraun Kegistan atau yang melakukan
pembinaan ferhacuap esha Jan/fatau Kepiatan wntuk
membalias rekomendast tim ahli sebapamana dimesksad
dalaen Pagad 280 avar 4],

Berdesarkan  hasd  rvapat keordinast sehagaimana
dimakaud maada wyvot 21, dalam janpks waken paling isma
7 {ropuhl hari kenpa Mentedd menetapkan Limbah sebagal:

a rambah BE raleson 1) alau

L, Limbak 93 katepori 2

Faragral O3

Penpuranegan iimbah fanan Berbohose dan Berasun

(1}

f2)

{2

14

-

Prysial 2E%
Selnp Orang vang mengnasilban Limbab B33 wzpbd
melabuksn Penpuranean Limban B3
Penguranean Limbabh B3 sehapsimans dimaksud pada
yak L) Aitsgton melalos:
d, subsutusl baharn,
B nodifikasi proses; dan/ alag
C. ponggunean eknologl ramah lingkungan.

Bubstitaxl babian sebagaimnans dimaksud paoa aval (3}
haruf 4 dapst ditnkukan melehal pemiiihan bohan Laka
danfataw baban peaolone voang semuin mengandung B3
digantitan Jeagan pahon balo dangatan bahan pensiong
vang tulole menssodog BS,

Modibikas: proves celapoimana dimaksil] oada oeEn (2
buarus b cdamnt ditakoaloas melalui poaitibe » dan penerapan
pruses arodde b vang lekab elision,

vHual 24,



SK Mo OB4643 A

(21

A

PRESIGEN
REPUBLIN INDGNESIA

192 -

Pagal 254

Setiap Orang yaog menghiasilkan Limbah B3 selapaimana
ditnaksua dalary Pasal 283 wailb menveranaikan laperan
gecard lertualis kepsdo Meniee mengenal pelaksanaan
Penguranpa=e fambah B3

Laprira: sald reroahs sebagaimana dimalkand padsa 2y
{1 alsampaikan scoora 0rthedz paling =sedikit 1 (sata) kali
dalam & {enam} Lulan sejak Pepguransan Lurbaiz B2
dilakkurn

Paragral 4

Fenyimpanan Limbain Bahan Berbahaya dan Brereaoun

i3]

[4)

Paszul 255

Setiat, Orang vang menschasilkan Limboh B3 wajib
melakykar Penvimpacan Limmbah B3,

Breliap Orang vty meoghasilkan Limbab BY sehapaimeana
ditnsksud pada o2t | 1) dilleang melabulan pencsmpuran
Limbab B3 varg disinprannya.,

Untuk dapar melskukan  Peayvimpanan Limbash B3

sebagaimanra dimaxsud pada avat (1}, Sctinp Cracg yang

tnenghusilian Limbah B3 wajib memenchi:

a.  slandar Peryimpanuan Limbah B3 vang diintegrasiken
ko dalam nomge induk berusszha, twepi Penghasil
Liznbab B3 Jert Usaha dan/atag Kegiatan waiib SPPL;
dar o

b, rincian ekoiz Pernvimpanan Timbah B2 yang dieroat
dalam Persciujuar: Lingkunpan, bagi:

1. Peaghasil Limbabh B3 dari Usaha dan/atou
Kegiatan wajibh Amdal atau UKL-UPL; dan

2. Insiansi Pemorintak vang menghasifkan Limbah
B3

Standar dan/atau nitcian teknis Fenvimpanan Limbah B3
sehagaineie aimaksud pada avael (3) twiipaci:

A, maEta, samiter karakteristiik, dao jumlah Limbah B3
VAN kAT GlEllapan

b odoekummen .
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b, olkwmen  vaong  merjeliskan teutang lcmpat
Penyimpanan Limbak B3,

c.  dakomen yoang menjelaskan tentang pengemasan
Lirmnbah 3

d.  persyaratan Lingkungan Hidup; dan

€. Kowalban pernenohan signdac danardu rincian
teknis Penvimpanan anbah B3,

Tama cara pengintzgrasian siwndar Ponyvimpanan Limbah
BY techiulap nomor induk berusaha sebagavwmana
ditakawd pads ayat (3] heerad a dilaksateksn sedugd
dengan kermluan peraiaran perandang-uncangan,

Facni JE6A

Tempat Ponyvunpanan  Lembah BS osebogrimanas dlmaksud
dalam Pasal 285 avar [4) burul b harus rnemenuhi porsyoratan:

H.
b.

ii)

1d)

lnkas Pronanipenan Limbah B3;

losititaz Pruvimpanan Limbah B3 wveng sesuai denpan
jurdzh Limbah 53, karalbreristik Limbah B3, dan
dilenpphkamn  dengan upayy  penpendalian Pencemeran
Lingkungan 1idu dan

peralatan penangsiiangon beadaan daripat.

Pazal 2087

Lokast Peovimpanan Limlab B3 sehzammana dimaksud
dalom Fasal 286 hurud « harus bebas banyic dan tigdalk
rawvat encana dlam,

Nalam hal lokast Penvimpanan Limbgle B3 tidak bebas
Banpr oy rawan boencanas aler, okasi Penvimpanan
Lunoal BY harus depet dlirekavasa dengsn leknoloe
untlk Perlindungan dun Pengelolaan Linglkongan Hidup.

Lokast Penyimpanan Limbeb 83 sebagamana dimaksod
pada wyal 11 dan aval (2] herus berads di dalam
PEREUAEAAN Sebin Oenng yane menghasitkan Linkbal B3

Fuasal Xea
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Maal 288

Faslditas Penyimpanan Limnbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pas:al 286 harod b dapa berypa:

4.  banguhan,

b, tanpgk: danfatay kenlainer;

c. silog

d. tempat tompukan limbah (useste pie);

e, waste mpousdment, danfalau

E. bemuk lainnya sesual dengan perkembanpan ilmu

menpeinhuan dan teknologi

Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada avat
{1) hural &, buruf b, horuf ¢, dan/atau buraf f dapat
digunakan untuk melakukan penyvimpansn:

a. Limbah B3 karegorn 1
b. Limbah 83 kategnri 2 dari sumber tidak spesink; dan
. Limbtah B3 kalegon 2 darl sumber spesihk umum.

Fasilitns penyimpanan scbagaimana dimaksed pada ayat
(1] beenal &, urul ¢, barual 4, hurof e, danfataw haral f
dapal digunakan untuk melakukan Fenyimpanan Limbah
B} kategorn 2 darl sumber spesifilk Khusos.

Pazsal 250

Fasilitas Penvimpanan Liunbseh B3 berupa bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) huruf a
harus merpenuhl persvaratan.

a. desam dan kKonstruksl yang mampu mebioongmg
Lambah B3 dart hujan dan sinar matahari;

b, rmemilik penecrangan dan ventlasi; dan
.. memilikl saluran drainass dan bak penampung.

Persyaraian  fasilitas  Penyimpanan  Limhah B3
sebapmimoana dimaksud pada ayat (1) berlsaku untuk
kepiatan prenvimpanain:

a.  Limbah B2 kalegon 1; dan
b. Limbah ...
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Ir.  Lirmbwh B3 kategon 2 dari sumber tidak spesifik dan
siimber sposiik umumn.

Pasal 2010

Fersyaratan fagilitas Penyimpanan Limbah B3 sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 289 ayat [1) huraf a dan horof ¢ berlakno
unmk kegiatan Penyimpanan Limbabh B3 kategori 2 dari
sumber spesifik khusus.

Basal 291

Peralalar penangpulangan  keadaan deruraf sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 288 hoareat ¢ paling sedikit meliput;

a. alat pcmadam apl; dan

b alat penanpgulanpgan keadaan daruran lain yveng sesuai

Fasat 292

{1) Pengemasan Limbah B3 scbapaimana dimalksud dalam
Pragal 283 ayat 14) hwaf o dilakuloan denpan mengpunakan
kemasan yang:

A, lerbuat dan bahan yang dapat mengemas Limbah B3
sesual dengan karaktenistik Limbah B3 vang akan
A5 pan;

. mampu mengungkung Limbah B3 unruk tetap berada
tlalatn kemasan;

.  memiikn penotup yang kuaat  antuk  menccgah
terjadinva wumpahan sual dilakukan penyimpanan,
pemindaban, atau peneangkutan; dan

d.  berada dalem kondisi baik, tidak bocor, cidalk
berkarar, atan 1idak rusak

() Kemasan Litmbah B3 sebspuimana dimaksud pada avat (1)
wapb dilekow Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.

(31 Label Limbah R3 paling sedikit memuat keterangan
e T .

a4, nama Limbah BS,
k. identitas Penghasil Limbah B3;

G tangeal L.
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<. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
d.  tanggal pengermasan Limbah B3,

(4 DPemberian  Simbol Limbah B3 disesuaikan  cdeppgan
karskterisiik Limbah B2 sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 278 ayvat [2).

Pasai 293

Nemor  induk  berusaha  atew Persctwuan  Lingkungan
sebagaimana dimaleaw] dalam Pasal 283 ayat (3] wajib diubah
dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan:

a. nama Limbah B3 vang disimpan;
Ir.  lokasi lempal Penyimpanan Limbah B3; tdan/atau

c.  desain dan kapusitas fasilitas Penyimpenan Limbah B2

Pasal 294

(1} Persyaratan Lingkungen Hidup sebapaimana dimaksod
dalam Pasal 2B5 ayat [4) hurul d paling sedilat meliputi:

a. memlungsikan tempat Fenyimpanan Limbah B3
sebmgal Tempal Penyunpanan Limbah B3,

. memyimpan Limbah B3 vang dibasilken ke duelam
temnpat Penyimpanan Limbah B3;

c.  melakukan pengemasan Limbah B3 sesusl denpan
karaktenstik Limbah B3; dan

d.  melekatkan Label Limbah B3 dan 3imbol Limbah B3
pada kemasan Limbah B3,

{2) Persyaratan Lingkungsn Hidup scbagaimana dimalgsid
pada avar (1] huraf ¢ dan huraf d dikecualikan gntuk
kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber
spesifik khusuz.

FPasal 295

kewajiban  pemenuhan standar  dan/atauw dncian  teknis
Penvimpanan Limbah B sebagaimana dimaksud dalam Pasal
285 ayar (1) huruf e dilakukan dengan cara:

a.  melakukan wlentifikasi Limbah B3 yvang dihasilltan;

b, melakulan . . .
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melakukan pencataran nama dan jumlah Limbab B3 vang
dihasillan;

melakukan Penyimpanan Limbah R3 sesusi dengan
ketentlan  sebagaimang  dimaksud  dalam Pasal 286
sampyal denpan Pazal 291

melakukan Femantaatan limbah B3, Pengolahan Limhah
B3, danfatay Pemimbunan Limbah B3 yang dilakukarn
scndin atau menyerahkan kepada Pengumpul Licmbah B3,
Pemanfaal Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dun/atau
Penitubun Limbah B2, dan

menyusin dan menyampaikan laporan Penyvimpanan
Limbah B3.

Pasal 296

Setwap  (rang yang menghasilkan  Limbabh B3 den
melaltukan kegiatan Penvimpanan Limbah B3 wajib.

a.  memenub standar  danfatan rincian elnis
Penvimpanan  Limbah B3 dan persyaratan
Lingkungan Hidup;

k. meclakukan Penvimpanan Limbah B2 paling lama:

1. 90 {sembilan puhib) harl sejak Limbah B3
dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan

sebesar 30 kg [hme puluh kilogram) per hari atau
lebih:

2. 180 {zeratus ¢delapan puluh] han sejak Limbah
B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 vang dihasilkan
Lurang dar S kg jiima pualub Kilogram) per hari
untuk Limbkah B3 katepori 1,

3. 365 [bga ratus enem puluh lima) han scjak
Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang
dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh
kilegram) per hari untuk Limbah B3 katcgori 2
dan sumber tidak spesifik can sumber spesifik
Lumurn; atau

4. 365 (hga ratus cnam pulub lima) hari sejak
Limbah B3 dihasilkan, untak Limbah R3
kategeri 2 dari aumber spesilik khusus,

dan

C. MIEIMY USUIL . . .



S Mo {97473 A

(2]

i3]

(1}

PRE4GIDEN
REFPUHELIN INDCNESIA

c 184 -

Lo menyusun dan menvampaikan laparan pelaksanaan
keglatan Penvimpanan Limbah BY yang menjadi
bapian dalam pelaporan dokumen lingkunpgan, dan
dizampaikan kepada:

1.  bupatifwali kola, untuk Penghasil Limbah B3
flart Usaba danfarau Kegiatan wajpbh SPPL,
dan/atau

2. pejabat Fenerbit Persetujuan Lingkuogan sesual
dengan kewenangannyva  untuk  Penghasil
Limbah B2 dari Usaha dan/atau Keglatan wajib
Amdal atau WRL-TJP..

Penvusunan laporan pelaksanaan koglatan Penyimpanan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada avat (1] huruf ¢
metrnuat:

a. sasumber, nama, dan jumlah Limbah B3;
Ir. kategoun dan/atau karakterisoik Limbah B3;
pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3, dan

tl. Pemanfaatan Limbah B3, Penpolahan Limbah B3,
dan/atan Penimbunan Limbak BX vang dilakukan
sendiri  olelh Penghasil Limbah B3  dan/atau
penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limmbah
B3, Pemunfaat Limbah B3, Pengolah Limbah BI,
Jdanfatau Pemmbun Limbah B3.

Lapmrah keglatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dirmaksud pada ayat (2] disampailkan kepads  pejabal
penerhit Persctujuan Lingkunpgan paling sedikit 1 (satu)
kah dalam & [enam| bulan sejak nomor induk berusaha
dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.

Pusal 207

Dalam hal kegiatan Penyvimpanan Limbah B3 melgmpaui
jangka wakiu sebagaimanyg dimaksud dalam Fasal 296
avat (1) huraf b, Penghasil Limbah B3 wajib:

a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolabhan
Limbah B3, dan/atau Penimbuanan Limbah B3
dan/atau

b menyerabkan Limbah B3 kepada pihak lain.

{2] Fihak . ..
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Pihak lamn sehagaimana dimaksud pade avat (1) hurut b
rachipuci.

a. Pengumpoi Limbah B3

b Permanfniat vimbah B3,

. Fepgolah Limbahb B3, dan falau
.  Penimbnn Linbah B3,

Fihak lain srbugaunana dimaksud pada ayat 12} wajib
meimilikt Perizinan Berusaha nntuk kepiatan bidang usaha
Penpaelolaan Limban B3,

Paragral 5

Pengurpalan Limbah Bahan Rerbahsayy dan Beracun

[

i

(1

Prsal 298

Setiap Orang  yang menghasitkan  Limbah B3 wajib
menvershkan Limbah B3 wang dinasdkaniya kepada
FPengumpual Limbabk B3, dulaen hal;

a.  idak mampu memenuhi ketentuan jangka wakou
Fenvimpanan Limbal B3, dan/atau

B.  kapasitas  tempat  Penyimpanan  Limbah B3
TerlmmeE .

Pepyerahan Limbah B3 kepada Perzumpul Limbah B3
srbagaimana dimealksund pado avat (1) disertal dengan okt
penycrahan Limbah B3

Salinan hukt penvershan  Limbah B3 sebagaimana
dimakuac pada avat (2) menjadi bagian dalam pefaporan
pclaksanaan kepistan  Penyimpanan  Linbah B3
setagaunans dimubeend dalam Pasal 206 avat [ el c.

Przal 2240

Pengurnpular. Limbak 83 oleh Pepsumipul Limbuah B3
sebapaimens  dutiaksod  datam Pazal 298 dilakukan
idarEan:

a. segregas Limbsah B3 dan

b Periyimransn Lunbas 53,

(L) Sepregasi o ..


ASDP HUKUM
Typewritten text
3.


[3}

(1}

[

=K Mo 084701 A

FRESIDEM
REPUBLIK INDOMESIA

- 200Y -

Scaregasy Limber: 83 selapsimana dirnaksid pado avac

1) burat a dilakuakan sesani dengan:

A, marma Lenban B osehogoimang emcantam dalam
Lamloaray  IX fang merupakan bagien dak
lecmsahloan dam Mergluran Pemenniab ing; dan

b, warakderis':k Jagibah B3 sehagaimana dimaksucd
dhilam fasal 2703 ase [

Femvimpaunn lambah B3 schagaimang Dimaksad pada

avat (1] huvud b dilakssnakan scsual dengan kereotan

Penvimpanan Liinbah B3 sehapnimana dimaksad dalaan

Pasal 235 :ampal deotigan Masal 297

Prsal 200
Untiik  dzapet melzkekan Ponguamponan Limisabh BY
Fenpumpiti Lirmban B3 wajil memiiiks
da.  Persenipaan Lingkouniygeo: dan
h. Peskinan Hervsaba omuk kegielan bidang wsahn
Penpeldass Lemtiah B

Limlulk mendapet Perserebaan Lingeungan sehagdimaile
dimakand pada oo (1) ool &, Penpuompul Limbah B3
wajits meanilily Prrsetujuan Tewnis Peneclolaan Limbah
i

Fenguimprl Limbah B3 dilarang:

. meickuxan  Pemaniaatan  Limbah B3 dan/srau
Fengrlahon Limbah BY  rechadap sebapae fatal
guliasuty wonhate B3 yang dikumpualkan;

. mwenveratrkan Limbak 33 vang dibumpulkan kepadas
Penpiimpul Limbah B3 varg lain, dan

. melakuian poncaiapucan Lamieh Ea3

Pooan 301
Urntuk mendapar Persetijuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 selagAaimana wamarsud dalam Pasal 300 spear (29,
Pengumpel Dmbalh B mengojakan pertnohonan secara
1 SR TR

i, Menrert . ..
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a,  Meoraor, umuk Pengunopulan Limban B3 skala
INEE IS

B, gubernur, untak Pengampulan Limlbah B3 skala
provie2y aul

o, howoo/vall Yua ariuk Peopumpuian Limban B3
zlrala kahpaien BEoera

Petrnobonan Pergstuisan Tekrus Pergelolaan vimbak B3

vk keair'an rsngumpulie Limbah B3 sehagmimana

dimaksud pada avai (1) diler.gkap! denpan persyaratan

vang nelipari:

a. ML, zLiner,  Ratepntn, dan/aAtdun karakileristiik
Limrrad B3 vaep aban dikczmpalioos;

L. sercanr pemtancunsn fesiilas Pengumprlan
Linmtlkan 133 yanp memnsl:

voo desan W ranicang  bangan la=iintas
Fungurapuan Limbab 23; dan

4. adval elwkisenaan pembangunan fasilitas
Mergumpulan Limbah B3;

. rencelsc pernbangunan daoyataz penyediaan
Laboetateriom aji Limbaby B3 ataua alar analisa
IADoTalar o Yany mamol, mengljl paling sedikit
karakreristih Limlab B modah meledak, mnadah
menyala, resltr], korowt, dan/ ataw beracun;

. t1ala letak Iokast Penesumpualan ITanmbah B3;

M

dokurnen vang  menielaskan tentang  temnoat
Ponvanpanan Limbah B3 sesual dengan persyaratan
sebagarnana dimaksnd  dalam Pasel 236 scmpsi
denean Paaa 29

f. HOKGINen Yang menjelaskan fentaog [Wngemasah
LivnEal B33 sessar denpan Kelenbgan =ebapsirnana
ditaksnd dalarm Pasal 292,

oroseo s Mer@manp el lan Limmbah B3

Fe. sty Yepermilikar, wlis dana pengaminan rintuk
pemlivarn roness Lingkungan Hidup;

1. perhilanpon besa dan model keekonomian,

1. Sistem Tanzeap Dusgrot berups dokumen poopratn

kodararatan Peageininat Banbat B dan

k. tenaga .
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k., l=napga kerjs vang telabh memitik serclikat kompetens:
di bidang Penpelolaan Limbab B3

Permochonan Forsctujuan Toeknis Pongelolaan Limbab B2
untuk kegiaten Pengumpuolain Limbah B3 dan sumler
spesilik khusus kategon 2 dikecualilian dan persyaratan
permolionan schogaimana dimaksud pada avat (2) kural L

Limbah B3 vapg akan dikumpulkan sebagaimans
dimaksud prda avat {2} huruf a harus dapat dimanfaatkan
dan/ ata inlah,

Fragal 02

Menter:, gubernur,  artauw  bupati/walk keorta  setelsh
menerma permohonan Perseltwuan Teknis sebhagaimang
dimaksud dalam Faszal 301 memberikan pornyatasn
tertulis micngenar kelengkzpan administras: permohounan
paling lama 2 {dua) han kerja sejak permohonan diterima,

Setelab permohonan dinvatlaken  lenghap,  Menter,
pubermar, dtan bupatifwal kalg melakoken verifikasi
palmg lamad 7 [Iygubt bar kena.

Dalam hal hrzil wirilikes schagaimansa dimeksad pada

Aavat {2) menonjitkkan: '

a. pecmohonan Parsetjian Teknis memenuh
poersyiratan, Mentern, gubormuor, satau buapainwal
kata moenerbitkan Persctujuan Tekris untuk kepiatan
Pengumpulan Lunbalk BY paling lama 7 (iuyuh) han
Yorpa serak hasi] verilikast dikelatoar; alan

I permohonan Persetgylan Teknies tidak memenais
poecsrardlan, Menbten, gubemr, ataw bupatwal
wola menolivk pecmohonan Peesatopuan Toekris dotalk
wemaran Peopurnplilan Licnbab B3 paliog lama ¥
{tajub) harn kKega sejak hasid verilikesi dikelahud,
digerial dengan alasan pennlakan.

Paaal 2G3 . . .
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Fa ol 303

Dulam hal pemepang Persciujuan Tcockiis Pongelolaan
Limbeh 231 untuk kegiatan Pengumpelan Linbah B3
berkehendak untuk mengabch:

a.  lekdast wmpat Penyimpanan Limbal: B2,

b, desain dan kapas:ita- fasilitas Peoyimparan Limbab
B3 dan/awmu

. skela Peepumpular Lirnbah B3,

parnedane  PersetUpasrn Todods waph mengajdilon
permoheran perabahar Perscigpusn Tohkmz zopads
Menler poaberngs, owaug bupat feah Moca sesuat dsigan

e A MEEI N1 A

Metler:, puberinar, dan) atau bupat/wal kora melakukan
evaliues lothaday peminhonan nerubahan Persetujuan
Tekmis sebogirmans dirnzksud pada avat (1) paling lama
10 {sepuluh) bam kerja sgjak permohonan perubahan
Persetujinan Toekne ditenima.

Dalamn hal basit evalussi sebagarmanag dimaksad pada
aval [2) menunjukizan:

a.  kesesuazinn daa, Menterd, gubernur, ata bupatl/ wal
kvtze rnenerhitksn perubahan Persctujuan Toknis
Pengefilasn Lirnbsh B3 un’ uk kegiatan Penguimpulan
Lrmivib B3 palny lea 7 [fujuh) ban kenia sejak hasil
evaloas dikstobhingg Al

o keirdaxsesassn dota, Menren,  guberour kan
Bgpaals foeanl kota menolak permchonan perabeban
Persetwguan Teknis Pengelolaan Limbalh B3 untuk
kegiaman Fengumeoulan Limbaih B2 paling lama 7
by kar kena scvak hasil oevabiasi diketalag,
diserias Jengan alnsan penolakan.

Perseciugnar Teknis scbagaimana dimaksud pada ayat [1j
menjad asst dolam peruhahen Perse<ujuan Linghlngan.

Fagal e

Perselugan Teknis Fopeeinsan Limbah B3 untok kegiatan
Pergarnpliban Litprah 53 moanaat:

& iclentinms | .
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iderticas oomegany Perselaiven Teknis  Fenpeloalaan
Limbwin B3,

tappiesl  penorbitan Mersetgiuan Tehnis  Penpelolaan

Lunkah 3%,

lewapban  pewegang Persetojuan Teknis  Pengeladden

Limixh B3 untuk keginten Pzngampulan Limbah B3

serelah Porigman Aerusaba terbin dan

persyaratan irkniy Penpoimpuolan Limbah B3 vang

rrehipiLi:

1. nema, sumber, Katcpurl, danjataun Karakeecoisiik
Limibab B3 vang akan dikumpaliar,

2, desaml dan rancang bangun lasidliias Peapommdan
Limhal: B3,

fata cara penginassn Limhah B3,

-~

Lata kerak lekas: Pengumpulan Limbal B3,

5. keteniuan simbai Lincbah B3

r
Ll

. Sislem Trenppan Danorat beropa dolumen progearn
bedaruralan Fengeloluan Limlwah B3; dan

7. kopenalkan ramilitas luborarriom denstauw s=lad
snalisa lahoratorium yong mampd menpuyl paling
skt karakteristik Lirabeh B2 mudah meledak,
madan mengala, reaknf, Korosif, don fatau beracan.

Pl 203>

Bewajiban pemogong Coracoyaan Teknis Pengeldaan Limbah
BRI untuk kogeatan Pengumpulan Limban BY sebosgaumana
dimakesud dalara Pasal 3090 voecaf ¢ melipuati:

H.

mengumpulkan Limbah B sesudi denpsn nmuns dan
karakiansil Lambak B2

meEmtirgsiss tenpat Peayenpanan Limbah B2 schagai
lempatl Feryvinipenae Bimaal BY,

menyunen Liaobab B3 ovane dikumpollban ke dalam
terpat Menvieapanan mbeh B2;

melaloibkan proger avan Limoah BA sesuar  dengan
Haralterntiiz baanzah 54

e, chclekal kam L,
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melelarkan siminl Lintbalh B2 pada kemasan Limbab B3,
melakubian Jrentiiikas] Limbalt B3 yang dilenmpulsan;
melakukan segrogasi Limbah B3 sesaai dergean kelentuan
sehagaiman.a diteaksod dalem Pasal 296G gyt [3);
melssulic 0 poercatran pame, somber karaktecistk, daa
junmah Lireban B3 vang dilioensnlban;

meEnyusun dan  menyampaikan  aporan Pengumpilan
Limbak B+

memiliki dan melaksanakun Sistem Tanggap Dareral
bBeraps dogumer poogrann kedararatan Pergelmgan
Limmb:ak &3 rian

isemthk tenagn keina vang memilik secufikal kompeiens
i idang Penpelolaan Limbeh B3

Mrsal 206
Penpumo. Limnboh B2 wapib:

1. meolaksanakan Kewaiten sebagaimans  tercantan
dalam Persetcjuan Teknis Pengelolsan Limbah B3
antuk Fepiatan Pepgumpelan Limbak B3,

b, molekukan segpereas; Limbali B3 sebasaimana
dirmaksed dalain Pasal 299 ayat (2

€. malalinlan Penyvimponan Limoah 83 paling laqna G0
{=eanibilan puduhy han scjak Liinbah B3 diserahican
olih Betiap Orang rang menghasilkan Limbak 23,

d. menvusnn £y e menyampakan IApICHTETL
pembangunan fslicns Peopumpatan Limbah B3,
bapi Penglumpul Litnbah B3 yvang masih melakuken
peomlanglnan [Asiiilas frngumpulan Limbah B3, Jan

& mmenvuEeT dsn menyampaikan laporsen Pengumpelan
Limmbak B3 vang memat:

. namia.  sumer,  Karaklerisiilk, dan jumilah
Lunsar [33;

2. salthat . . .
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2. salinan  bukti  peayerahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat
{3

identitas Penpangkut Limbak B3,
polaksanaan Pengumpulan Limbah B2, dan

el

penyerahan  Limbah B3 kepada Pemanfaat
Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau
Penimbun Limbah B3,

Laporan pembangunan {asilitas Pengumpilan Limbah B3
sebapaimana dimaksud pada avat {1) hurufd disampaikan
kepada Menteri, gubernur, atan hupalif we1 Wote sesual
dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untak
kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling lambat 14
[cmpat belas] hari Kerja sejak seiesainys peinbangunan
tasilitas Penpgumpulan Limbah B3

Laporan Penginpulan Limbah B3 schagaimana dimaksud
pada ayat {1} hunal ¢ asampakan kepada Menteri,
gubernur, 4tau bupao/walh  kota  sesugl dengan
Perselijuan  Teknis Pepeelofaan Limbah B3 untuk
kegatan Pengumpulan Lhimbah B3, paling =cdikit | [sabu)
kuli dalam & [epam) bulan sejak Poselujuan Teknis
Pengelolaan Limtab B3 diterbitkan.

Pasal 307

Berdasatkan laporan pernbangunan Fasilitas
Penpumpulan Limbalh B3 scbagarnana dinnaksad dalam
Pasal 306 ayat [2), Lenters, gulermae,  dan/acan
bupati/wall  kota scswal dengan kowsnangannya
melakukan vernilikasi paling lambat. 10 fsepauuh pulah)
han kea sejak laporan dierima.

Dalam hal hasil verifikazi sehapaimana dimaksud pada
gyvat (1) menvniakkan fasililas Penpumpulsc Limbah B3

A sesudl denpan  Percervivan Tekni: Pergelolaan
Limbah B3 untuk kegistan Pengompulan Limbah B3,
WMenten, gubernur, atan bupat fwali ks sesuai
dengan kewenangareyva mencrbitkan BLO kegiatan
Pengumpuian Lanbah B3 atan

h. tidal - . .
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b ok sesaal dengan Porsewgjuar Tekins Pengelolaan
lLimbah B3 vnmak kegwutan Pengumnulan Limbal B3
Moniery, gubecrnur, fatau bupats/walh kota zesuai
densan Wewrnacgannva metvampaikan s1ra ager
F=ncumus Limlabh B3 rmengobale sencdang
permbappucan fasilinas vang termust dalam
Perserujuar Teknis Peapelolaarn Limbah B2 oontulk
kemiatan Petgpimptlsan Limbsh B3

Penerintan SO atan ponvampaian =urat scbhapscmana
thimaksud pads a2t (2 dilzkukan paling lam:z 7 irudnh]
han setelah venhkas dilakukan.

SLO  untuk kepiatan Peogumpulan Linbah B3
sebagannera dimaksud pads ayat 20 hural s mengjaci
dazat dr.iilein-a:

A, kepieian aperasonal Penguanpulan Limbel B3, dan

B, wespnecssnt erhadan kelzatan penanggung jewab
Lingber wan falaw Kepnatan dalam Penizinan Berusaha,

Prasm| IS

Dalam  hal Provimpanar Lenbabh B3 sebagaimena
dhmaksud dalam Pasal 306 gvatl (1) huraf ¢ mislampan 90
lzembilan pulub] han, Peoeumpul Limbabh B2 wagib
menyerghiari Lirnhab 33 yuneg dibumpolkannya kcpana
Jrrhaic faiiy.

Pihak iaian sebapnimana dimaksud pads avat (1) melipun:
a. Pemandaal Limhab B3-

L. Pongoldab Limbah B3: dan/fatau

<, Personbun Lhaokalk B2

Lontuk dapst melacokan Prngumpulan banbastr B3, pihak
nain sehagsimana drmacsad pada avat §2) wajils ek
Perizinan rerusaba di Siczng usaha Penpgelolaan Lialals
Ri.

Pasal 309 .,
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Phogsd 205
Pepgumpul Limixab: B2 vang  welah momperoleh
Persetujuasr: Tebnis Uengelolaan Limbhah 53 uantak
kegiatan Fongumpulas: Lobabe B2 wapbh neretiki
penelapat pgheniian kepgtian jika bermaksud:
A, nengheenitkan Ueaha danfatan Kegiataa)

h,  meagubrh conopunraan lokase Jdangatau  fasilitas
Fongumnpolan Limbab B3 au

Ti

memindahban \akze! dan,/atay Easiiifay
Fuoocsumnulan Lunbah B3.

Untuk memperoteh  pemestopan pengberiong legialso,
Penpumpu Litnbal G2 sebaceimeania dimsksud pads ayat
(37 walilr melaksanaken pemulibon fungs Lingrungan
Hiduyi dalam hal litemukan Poeecmaran  idmgiungan
Hiduw, dsa barus mengsokan nermchonan secars teriulis
kepada Menri.

Fermohonan sehagaimana dimaksud pada avat (2)
dilengkap depppan:
a. ldenttas petnodon,

0. luporat pelaksanaan Pongumpulan  Limbah 83
aRnaSatan]

. laperan pelakidnsan pemuliban lungs: Lingkuengan
Hidugs.

Menteri  sefeiabn 1evenma permchonan sebagoinmens
dimak=ad padae davat L) melakukan evaluasi werhadlap
permnenonan Jdn menerhitkan  penetapan penghentian
kemaron pading lamg 30 {liga puivhy har kerjo sclak
et eI A Giieremia

Paragral . . .
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Poneanghuotan Limash Babes Berbapays dan Beraoeun

i)

5]

[

Patal 310

Pengenpkdtan  Limbzh B2 wapb  dilakukan  deogan
MEIIEEuliak =1 aat Anigkut warg lerlutap tsluk L.k B33
Kalexaril.

Fenganglooro Lanbon 83 dapat dilabiGken denpan
MCRFEUT4TAl alal akekid vy ecbukd vk Divgbal 22
kategoii 2.

Pasal A1
Penganpkutan Limens 23D wajib memabilo:
o releeanendass Progansiootan Lienbah B3 dan

. Perlopar Borusabiz di Didang Peopangkuten Limbah
E.X

Fekomncrndas Prrgangvutsn Limbal, B3 sebapzimans
dimuksnd pods afet {11 huml a menjeri dasar
diterbitbonnya Herizinan el s oK bidang
Pengangkiutan Limbab B3,

Untue rmempernsn rekoaendns Pengengkotan iambeah
B3 sehagannons  dimaicsud  pada gyar [0 nurif o og,
Pengarpliod Limtxzlh B3 haras menguiikan permohonan
secars lertulis kepada RMenten dan dikenprani dengan
PeTSVATALET YRNE moclipu-

f wentidgy perooken;
v, mkta prodirion badoan usaha;

¢, buiktt Renemilian ates dops peroaminan onok
pem:hihan funpsi Linglomgan Hidoa:

d. Bl heoemthian alar anplout; dan
e dekumcn Yenganglsdlas Limbah B3

Dokumen  Pengaaghkidian Luabah B3 sebapsimana
dunskesud peda 2yal vs! bhurel o momoac

AL Renmih e suniueT alal aneknt,

b, sumber ..
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1o, =zl ruma, dan karakteristih Limbabh B3 yang
T

o, prescdur penanganan Limbalh B3 pada kordis!
eleTurat;

d. perilatan vntuk werneganan Liobak B3, dan

e.  prosedur bongkar gl Linbsab B3,

Hagel G ld
Mentert seiclah mencrima permolionen relornc ndase
sebapgaimarns aimaksad  calam Pasal 3110 avat (3]
frermiambkan permatasn tertells mengenai kelenpkapan
adrnrmisirast el wma 2 {duat kan kena  zeak
peErmohonan dikerime..

Sctelahh permaobonar: dinyvatakan lengkap,  Menten
melakukon varifibas paling lama 7 {1ujub) heri kegjs.

Dalatm hal dasil veribkasi sebmgaimana dimaksud »ada
aval 12 mennyuichsne

.  permohinan rekomendast momenuhi persyoratan,
Menteri mienerbilban rekomendast Peppangkutan
Limbah B3 paling lama 7 ftujuhy hari keria sejak hasil
verilikns diketabhu; ateu

h,  pormohon:n re b o] g tidak memenuhi
DoTSYUrEaLan, Meniet meTalak vekomendasi
Fenganploatan Leniwab o3 paling !ama 7 fiupadn han
kerja gejak hasil vortikasi diketahoi, disortar dengan
alasan penolalen,

KRekoimnendas sehag amany dimaksod pada aya* (3] huraf

E I A D ) Y

2. knde manier Penpangkotan Limbak: B3,

B pama dan karadiceriztik Limbab B yang Siangkat;
san

. mase helabu relonmendasi.

Pasal 313 . . .
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fasal 3173

Getelah mendlaps! rekomencast dar Menteri, Peogangloaat
Lanbabe #23 wajibhh menpamkan permohninan Pepanan
Bervseha L biiane Peorangkostan wmbabh B2
sebagairnang dimaksod dalam Pasal 331 seasad) hurul b
Perizinan Bruasans i bidonpg Peoganpkutan imban BA
sebamaimaing dimaksud poda aorat (1) ditcrhitkan olch
mentens yang menyvelenggarakan vrusan pererimahac di
bidang perhuilwingan.

Pepsvaratan dan tala corm permaBomnan dan peperiviran
Perizinan Derusaha o adang Penganekalan Limtak B2
gebapsimat dirmakesyd pada aval (2 cilaksanakan seactal
dengan keteqluan peraturan pzrundang-undangoan.

Pusul 314

Pengangkut wimbab B2 vang telabh memperieh Pepizinan
Beorirzaba ol baelang Pengangiutan dmbab B3
sebagaimant dimaksad dalam Fasal 313 wsjios

a. melakokan Penganpkulan Limbeh B2 szruar dengan
reknmcurdlasi Fenpaogluan Limbeah B2 dan Pedzinan
Beripsinbug di Lidang Pengangkutan Limbal BS;

o menvarapalkon manifes Pengangkulan Loanbab B2
srcard clektrenik kepada Menleri; arn

.  melaporkan pelaksanaan Penganekutan Limmbah B3

Laporan Sebagavuans dimeisud peda ayar (1) haraf ¢
mcrua;:

a. nama, sumier, keevadienste, dan jumizh Limbah B4
T S ML

b, jumlal day jenis alat angikui Limbah B3:
€. TUjoia akiar peneanegkutan Limbah B3, dan

d. i peoyeraban Limbah B3

13 Laporan - . .
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Laporan  scbagaunavia Juneksud pada ayao [2)
disampaikven kepardza Memeri den Jditernblskan kepads
mMenell varg menvelenpparalian unilsen pemerlatahan o
bidakrg perhabungan caling scdikil | fsala) kali dalam &
[emamy) bulas.

rararal 7

Pemaniaatan Limbak Baban Borbahaya dan Beracan

.
4y

']

Paga! 14

Permantaalan Limbah B3 wajit dilaksanakan oieh Setiap
Orang yang metighasilican Timbah BS,

Cralam hal Setiap Orang sebagaimana dimalisoud pads ayvar
(11 tirkale marmpy melakokan sendiri, Peinaoiaarsn Limbah
B3 thserahkan koepada Memanfoat LimBah 33,

Paaeal 7 1E

Pemanfastan Linnbab BY schagaimana dinaksud dalam
Fasa! 315 avat (1) inelionn:

a. Pemanlaznizn Limban B3 sebagan substitvial bahan
el

b, Permmnfaatan Lmbal B3 eebagai subsrings?d sumber
fretl,

¢, Petnanlgaian Licroah B2 sebagai bahan ek, dan

Prmoanfantar: Liriie F S5 LTI denpgan
perkemibangan tlnye paogetaliuan dan reknelogi.

Fecmanfaaran Limnan B3 schapaimana dimaksued pada
ayat (1 rlilakukarn dengsn mempertintbangkan:

a,  lketersadiaan tekreologet;

b wtacdar proueduk jike basil Pemanfaaten Limbah B3
bersea produk; 1lan

€. stanidr Lingkungso Hidup atau baku o et
Lingharagan Hidu.:

Pasal 317, ..
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Masal 217

Sedap Drang yvaag aienghasiikan Limbabk B3 dilarang
melaki:kan  Pemaniaaisn wnbab B3 sebagsimana
dimarstel lilar Pasat 2145 terhadap Lunbak B3 dari
sumber 1idai spesifik dan sumber spesiik vang memiliri
bivgliat Koptamninest radinakir icbih besar dard atag sarma
denzan 1 Gy fum? samu Booquere] per sentimeter perssgi)
danfaran konsenttas akinntas sebesor:

3, 1 Bgfer [(sany Beoowerz]l per gpraml untuk bap
radionuklda anpgola derel wraniom dan thociom;
ATAL

B 00 Beygs fsepuluh Beogrorel per aramg tacak ko,

Fadionuklila welmgannans dimaksoe] pada avat (i haral
8 e,

3. Uragien- 258 (U228,

b Pharamm -2 W gPh- 210

i, Rudiom- 246 e 200

il Badium 2745 ([a-2200),
Thariurm-2.0% {Th- 2 1%
Thoriam 2370 T 2350}
Tioiram-2234 [Th-244); dun

. Poloriae-2 10 (Pro-2 1,

™o

Radicnuklida Powonram-210 0 %0-210)  sebapaimana
dimalksud pads ayat (@) Surat B bhanyz berlaku untuk
prtient it konscrnlres akivdas radionaklicds  anggeotd
deret uranivun Jan ipnomvam pada Limbah B3 vang bera sal
Aari kegindtn chapicito s dan pengilatgat gas beaamsi.

Larangarr melakakar  Pemanfacian Limbeh B3
dikecaaiikor. jika vingkal radioaktivitas dasarn dilerindosn
Jio tawali lingkal  gonimiass  radioakelr dangalag
kanseniras altivitas sebogaimana dimaksud pada ayatc
{11,

Pasal 318 . ..
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1) Urntus dapat melabskan femaniaatan Limbah 03, Zetiap
Crang veing menghoslhan Limbah B3 wapib aneomibika:

A, FPersooyuan Linplkungan; dar
b, Periziame Beruszha.

{21 Unwik TrEr ks K e S ARTIFRT & Lingk ugan
sebagartians dinalisud veda aval ] buruf s, Seliap
Orang yarng meaghastikan Lanbab B3 wapb onenilila
Persehwiuan Tokeis MPopgelelaan Limbah B3 unluk
bFegintan Pemaniaatan Limbah B3,

] Senap Orang yane menghaslkan Limzah B3 sebagaimana
ehimalisud poda aoral )21 mengrjukan permohonan kepada
Menter:, dinesamg denpan porsyaratan jang meliputy

g, nami. sumber, kacaloeristik, dan Jumilah Lirehab G3
»Ang olean dimanfasntkan;

L lokast dac koordinot kegistan Pemanlaatan Limbah
B3,

. reswang pembangunan faslitas Peman{astan Limmbah
133, bzt Pemanfaatan Limbah B3 sans
mrernhtunkan Hailiias Yemanlastan Lumhah B3
Yang g must
1 dessin dan raniang bangurn  {Rsilitas

Permanfazten Limbah B3 dan
2. Jarlwal  pelaksanaan  pembangunan fasiditas
Pemanfoatan Limbah B3:
d.  deokumes mengsnal tempat Penvimpanap Limbah B3

sesual dengan ketentyan sebapsimana dimaksod
dalany Pagal 2RE ampal denpgan Pasal 291,

e, dolilmen swengena tengemasan Limbah B3 sesuai
aengarn  kelornosn  sehagainana aimdksud  dalam
Fazay 24k

I dowuanen oro-genad deaan doan spesifikast wekologi,
fein by siias Pemainaron Limissh B3;

g0 andbytrn mengenal oaa dan jurndah ahan baku
dundorag bahan venclang merapsa Limban B3 oacuk
CurTiLrLn Pernnnisrataa Lirnbah 40

b prosedor ..

2K Mo 034715 A
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h. prosedur Pemanfaatan Limbah B3, dan

1. dokumcn rencana Ui coba  peralatan, metode,
teknologl, dan/atau fasilitas Pemanifaatan Limmbah B3
yang melipuate

1. lokeosi )i cobag;
2. Jadwal pelaksanaan uaji coba;

3, kecterangan mengenai peralatan, | mctode,
tckuolog:, danfatau  lasilitas  Pemanfaatan
Limbah B3;

4. keterangan mengenel rencana pelaksanaan uji
coba: dan

!'_rl

prosedur penanganan pelaksanaan uji eoba,
Lag Pernanfaalan Limbah B3

l. sebagal substitusi bahan haku yang tidak
memiliki Standar Nasional Indenesia; dan/atau

2. schagai substitusi sumber enerpi.

J- Sistem Tanggap Dargrat berupa dokumen program

kedamuratan Pengelolaan Limbah B3; dan

k. rtenmaga kerja yvang memiliki sertifikat kompetensi di
bidang Pengelolasan Limbah B3,

Permohornan Persetuwjuan Teknis Pengelolaan Timbah B3
untuk keglatan Pemanieatan Lirnbah B2 kategon 2 dari
sumber spesifik kbusus dikecualikan darl persvaratan
pcrmohonan Fersetujuan Teknis sebapaimana dimaksud
pada ayat [3) humai &

Pasul 2|3

bMenters setelah menciima permohonan Perselujuan
Teknis  Pengelolasn Limbah B3 unrik  kegiatan
Pemanifaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 318 memberikan pernyataan lertulis mengenzd
kelengkapan  administrazsi  permohonan Perseiyjuan
Teknis paling lama 2 {dua} hari kena sejak permehonan
diterima.

setelah permohonan dinvatakan  lengkap,  Menrero
melakukan venhikast paling lama 7 {gjuh) han kega.

{3} Dalam . ..
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Cuolam hal s verihlkerm schagaimana amaksnd peda
avat (21 nrenunukican

a  peroichona: Freoaetii)ian Trimng e e L
persyaraiaty,  Mentesr  menerbitkan Percerujuan
Teknis  Pengelolaan  Limbah O3 anfull  Kegiatan
Fetnaniarat anbhah B3OS paling lama 7 {iuyand e
Foempa wck nasy wernfikast diketabag atau

h, permodnon Perseiwiuan Teknis  tiday memenoni
[ R H = H Rlerers menciak PCTMCONEN
lcractuguan Tehnie Pengelolaan Limbah B2 untuk
kegintan Pemanlratan Limmbah B3 pabing lama 7
[tujun) hari keria sejsh hasil veribkasi diketnbuog,
chsertal dongan Rlasan penolalan.

Pasia 32y

Porserujuzary Texnis Feneelolaan Limban B3 wntuk
keziatan Prinanfaatan Lmbah B2 wajib dinbah daim hal
terjadi perubalbian terhadap pecsyaratan yang meliputi:

g, rama, fdatepun, dea karakwensik Lamisab 22 vang
rirmanfaxikan;

L whkodogi dan bapasiies Pemanfazsian Limbaly B3
darnfartan

c.  bahan baku danfatau babhan penolong beropea
Liculsak HI tnlg campuran Pemanlauatsn Limban

B3,

Prrmohonan perubaban Persetujuan Teknis sebagrin.ana
dirnalksud peds avar {1} digukan secara terlinlis kepeda
Menten paling lama 10 {sewulah) hari, serelab terjadi
perubahsn

Permahoran perubahan Persetyjuan Teknic scbagaimana
dinaksud pada avar {17 dingulian secara tertdlis kepada
Menter.

Mzprer:  meiakakan  evaivast  erhadap permohones
perubahan Perscigivan Tekois sebapoimanz dimosksad
pada aval 3] paing latoa 19 jsepulub] han kerja sejzk
pormealinann pomabahan Persetujuan Teknis dliciims.
Dalsin hai lesil eeatvast selayeimnsaas oimeksod pada
avat i oms cunguiikean:

O ECSENLIEIMO . .
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a. wescsuziar dara, Meplen menerhiltkan persbahan
Perzernjuatn Teking Penpelolaar Limbah 83 untuk
keguation Pemanfaaan Limbah B2 paling lama 7
(twjuh) bari kenz scpek hesd! evaluas diketabog, Ara0

b, wetidaksesuan data, Memen menalnk prrmohonan
perubtshan Perseigpuan Tokois Ponpclolaan Liimbah
B3 umtux kegiatan Femanfzatan Limbah BT paling
farna T oftijuh] hart werja seabk bhasil cvaluasi
diketainu, diseetar dengan 2lasen penolahan.
Fonibarn:an Persetujuan Teknds sebagsimana oimalksod
npads arat () buril g menjadi dasar dalam perubnahan
Pervactuiian Langkunean.

Pogal 251

C

Perselujuan Telorms Peapelolasn Limbah 853 anaak

kegialan Prmanfiatan Limbah B3 memuar:

. deniitas perargsng Morsetupican Tekis Peopelidaan
Limhbal: B5;

o

tarpeal venerbitat Persetiguar Sekmis Pengelolson
Lenbaal: 3,

£ hewaAnlsmn pemnegang Perseuyuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 uniuk kegpatan Pemanfaatan Lintbah B3,
stinleh Perizirsn Bomasatha terbir dan

. peorsyarglan ickios PemAanfaaton Limbali 133 yang
TRElimutL,

' pama, kategor: dan karakieristik Limbab B3
yang akan dimanfaatkan;

4 aonaleh, Hamasitas, dany komposis! lambah B2
yang akan dinunfaatkan,

4 dezoan dan ramwanp bangun [azihlaz
Tcmanfaatan Litbah B3,

9.  iGta cara pengemasan Limbate B3,
5. tata ledzls Yabzan Perpaniaalst Lmbak B
fr.  Hoteniian sootnet Limbah B3

rAatz wefal saluaran antak penpelalaan Limbah
ve1r g dinasilkaa oan keatatan Pemmanfaaran
Larnia:h TE4;

&, hasil . ..
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S0 hastl wi liboratoram uirtek Limbui BE s belam
chnsnladtkan, noremerer kuabtas Imghuonegan,
e siendar o preduk; das

9, SBisters vanggap Darurat Limbabh B3R beiuapa
golkiiner ardran: kedaruratan Pengelolfaan
Limban =3

Kewapban pomegang FPersciojuan Teknis  Pengelotaan
Limbtab B3 unmib kepiatan Pemanfaatan Limban BAa
sebapanena dimaksud pada avat {1) hieod o imcelipati:

4  melarukan Mertifiam Lirntiah B3 WETAL,
saeurapskon

b, inzlolsanokan  Peomoalaztan Lmbabh B2 sesual
doengon siamedar produk, siandar Lingkoanean Hirdap,
dan, akaun i mlita Lingcangan Hidop:

<. melaksanakan uj s Pemanfaatar Limbah B3 bag
reatifaatan Timbei, I3

L. &ebagar sebsoiesi bahan baku vang idak
metoibikl Sasdar Nasional {ndeonesa: danfatan

Z. sebhapal sunstmas sumber coerge:

d. melakubkan pencaztoran npong Jan punlah Linban B3
sang  mimanlzatkan desri Limbak D3 vang
Gihiasi e rirey;

€.  memlurgmikan fempat Foenvimpoanan Linchabh B3
aehaga: enpat Penyviropanan Limbah B2

F.o mersimmpan Lambaoh 83 vong akan aimanfaatkan ke
datam temper Penyimpanon Limab B

¥. relabulan Fonguoipulan Limlsels B3 yacp abkan

whin | HY ST T o

h,  memanfuatkan Liohab 33 sesuai denpan tcknoloe
M'emendaaran Lirnbale B3 vang dimilik:;

1 MEGY LIS dat wenvampdiksn laperan
priEanpunan lasilites Peoaarfeztan Timbab B2, bagl
Pomphasi! Limlali BE vang belom memiliki Tasilitas
Pesriandias e wirpliah TS

| TReTsUsun
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meniyusun dan menvampailkan laporan uji coba
Pemanizatan Limbah B3, bagl Pemanfaatan Limbah
F.3  scbagal subsrinsi bahan baku yanp todak
mermiliki Standar  Nasional lndonesia  denfatau
substitusi sumber enerpl;

Menyuslin Lan menyampaikan laporan Pemanfaatan
Limbah B2;

meinkukan wuyl terhadap produk hasil Pemanfaatan
Limbah B3 secara berkala paling sedikit 1 {=zatu] lali
dalem & {cnam| bulan;

memiiikl Sistem Tanggap Darurat berupa dakeamen
program kedararatan Fengelolaan Limbah B3; dan

memiliki  tenage  kerja vang  memiliki sertifikat
komperensi di bidang Pengeiolaan Limbah B2,

Pasal 322

Penghasil  Limbah B3 wyang  melakukan  kepiaran
Pemanfaatan Limbah B3 wajib:

=1

melaksanakan kewasjiban schagaimana tercantum
dalam Perserujian Teknois Pengelolaan Limhah B3
untuk kegiatan Permanfaatan Limbah B3,

melakukan  Peoogumpulan Limlwb B3 yang
dihasilkannya sesuai denpan Ketentuan sebagaimana
cdirnaksud dalam Pagal 208

melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan
di tempal Penyimpenan Limbah B3 zesuai dengan
ketenfuan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 286
sampal dengan 2971,

melakukan PETIEEMASAL Limtah B3 YHMNE
dihesilkannya scsual dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 292;

tmelakukan  Pemanfaatan  Limbah B3 yang
dibasilkannya sesual dengan  ketentuan  dalam
Perseteguan Tekmis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemmanfaatan Limbah B3;

tnenaati Raky Muto Air Limbah, jika Pemanfaatan
Litnbah B2 menghasilkan sar Liumbaly,

g menaat o .
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E. nenaall Baku Mure Emisi, jike Pemanfaaion Limtsan
43 menphasilkan Fhvis;

I, pecryusun dan rocryaspalkan laporan
pecelianguna fesilitas Pemanlbatan Limbah B3, bagl
Panrhaowell Limban B3 yang belom meminke [asiinas
remaenizetan oimbak B3,

I menyusln dan menvampakan japoran wp coba
Pemaniaatarn Limba® B2, Lag Pemanfaatan Lirmiah
B3 =ebagal stiosnusi bahan haka vas;  Leisk
nlerniltky Bandar Rasiocal  Tadonesiz dandai=mug
subsiltusl surmoer coetgi;

JoomenyaEun dan menvempaokan laporac Pemanfzalan
Lizntat B2, vang memuaad;

i onmmma, qumbksh, kategon, dain karaktensnk
Latetbah B2 den

: Feliisanaac kogintain Pomaniaatan Limbah B3

k.  memike dan meinksacakan Sistern ‘Tanggap Darorat
beruva dorurren prograin kedaruratan Pengelolaan
Litmbah B3, dan

memihki  tenaga kerie vare  memilikit seriikat
kompetensi <0 fadang Pengelolaar Limbah B3,

Pemaenlaaran Linbabh B3 kategor 2 darl sumber spesiilk
khusus  dikecuabken  dan kewajiban  schagaimana
dimaksid sarda aval (1) hacad o

Laporat:, peenbanpunan [a=ilizas Fomanfaatan vimbab B3
gebaprnnaca dimaksud pada ayat [1} buraf h disampaikan
kepads Merdern, peling lambut 14 {empat belas) han scak
selesainya pembangunan fasiitas Pemanfaatan Limbah
E35 )

Lapursn un coba Meiranfzatan Limbah B3 sebagaimanag
dimaksud pada avm 1) harmf i dssampaikan kepada
bMenten, paling lantbat 14 (emosn bclas) har selzk
selo-ainy: op coha Pomniantaacan Limbab N

Lapsran Prinonfastan Limbah B33 sebapaimana dimaikiand
pads aval (1] harot ) disamealean kepadda Mener, paling
sedikit 10 dsatwy kall dalam & soam] bulan sejais
Ferseiapoas: Tob o Penmelciaon Limnban B3 diterbitkan.

Pasat 325 ...
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Pasal 220

11 Bertlasarian lapiean pambangunan fasilitns Pemanfoatan
[amaeh 82 schagamana dimaksad daiamn Pasal 3232 ayvar
(21, Menten rociaxuear venlikas: paling lambal 10
|sepuiili] harl ke 22wl lapuran ditesima,

(2] Dalam na! basi veriflikzs selagaimansg dimaeisol pada
ayat [1} nearmaniokkan fasititvas Pemanlzatan ambakb AT

A sesusl ddencan Peesetljoan Teknis  Pengelolaan
Limvbal B33 vorok kegiatan Pemanlfalan Lintsah 33,
Meniert menernitkan 500 Wegiprat Pemaniaaran
Limbah B3, hag kepiatan Pemanfautan Limbab B3
vang fdek waihy metakakan v coha Pemsndeaten
Limdeall BZ; alan

b, tidak s=sual denpgan Persetujuan Teknis Perngelolaan
Liribal B3 votuk kepiatan Permanlaalan Liohah B3,
Meten awnvamnaisan surac agar Peoghasil Limbah
33 mengebah repcong pemianchnan Esihitos vanp
terrnaat  delam Perzetiioan Tekrnos Pengeiclaan
Limbahn B33 ek epgiatan Pemanfaatan Laminah B3

{3 Penerbitan 5L awayg peavamoaian sileal sehagaimans
dimalisal pada gt (2) dilakaken paling lzmpa 7 (tgjuh)
barn seteiah venfivas dilaakon.

ih 5L wntuk keplatan Pemanfzazian wmbak B3
schegaimana dimaksud pada awvat {2p baral o mcenjadi
dasar Jimulona:

#. kemuton opersslonal Pemanfaatan Lymbah B2 dan

k.  pernegawasdan terhadap ketastan penanggung jawab
Uzahe dan/ataw Kegiaion dalam Perizinan Berusaha,

Fasal 473

(31 Berdasarlias lapoaan i wola Pemanfaamian Limbah B3
zehapumana «Jdimaksud dalam Pasat 322 aval (4], Menlen
mclakukan verifibasi paling lambei Y0 (sepulab) ban kens
sejak e poran ditetimea.

& Balam bzl besil! cenifikasi sebagaimuna dimaksud pada

ayal !l mevuniurkan vt coba Pemaviioatan Limbal 23

a. eexsual ..

S Mo 084722 A
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a. scRwsE dengar Pers=oaman Teknis Peopelolaan
Limtah BS tnwk #=gialan Pemaniaatat: Limbah B3,
Mrenteri mweneriitkan SLI kegiatan Pemantaatan
Lyl 22 awal

Lo fidair sexvad dengan Peeseidjnan Tehais Pengelolaan
LTty 3 ootk kewnalan Pemanianien Limbsh 243,
Moenler menyampatkai: sarat apar Penighasy Limbah
B3 manpubak proses Pemanfactan Limbah B3 vag
remnust ot Verssiujuan Teknos Penpeiddasn
Limbate B urtuk deptaian Pemaniaala Lonbab 353

Penerkatan HUd? ArAaL panlVampaia s A sehdpeTracns

dimaksud pada avat M) dilakukan poaling s 7 sy

hari setelan verilikas! dilihakan.

=L omnle keegadtan Pemanfaantan lambsh B2
sehapatneny drmpamsi? pada ayal (2] haruf o moonyad
dasar i llAalnya.

o Feslalar apirasanal Pemmaniaatan Lanbah 832; dan

b,  pengawosan torhadan ketzatan penanggung jeawals
Use b dang atag Kepizian datans Peresinan Bergsaha,

Pasy kL

meaan Orang wang menghasilkan  Limbah B3 vang
melakuksn  keglatan Yemanfaaien  Limbah B2 weaunh
Me Mk poectepan pengacotian kegortan ka oerroaksund,

2. menghentiken Usaha dan/atan Kegiatan, atau

o mergeibah pengeansan atau memindabkan lokass
dan fatag fasihitas Benrantuatan Limboal B2

Lintek swempersde peasapan penghentian kegi=lan,
Betizp Ouatg sebopavmsns dimabswd poos ayat (1) harus
mengaablan punmrhenan sceara tertulls kepada Meneor,
guberadr, Aran hupaiifwall Kora sesusl kcwenanzan
pensrttar Persetlyian Dinmepngean.

Permohiean scbapairoane dimaks=ad  gada avat  [2)
dilenpkoni fdonpai

a0 dlersides swerachor dos

o, lapotan pelak=anann Pewanladian Limbah 135

4] Mentern
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blenteri, gulernur, atau bupatijwali kota, setelah
menerima pecmchonan schagaimana dimaksud pada ayat
3] melakukan eviduasi terhadap permabonan paling lama
10 |zepuiuh) har kera sejak permohonan diterima.

Dalam hal hasil evaluasi schagaimana dimaksud pada
ayat 4) rmenunjuklan:

a. tidak terdapat Pencemaran Lingkupgan Hidup,
Menternn, gubernue, ataw Trapal fwali kata scsual
dengan  kewenangannya  menerhitkan  penetapan
penghentian kegiatan Pemanfaaten Limbaoh B3 paling
lama 7 (tujth) hari sejak hasil evaluasi dikelahui;
atau

b. terdapal Pencemaran Lingkungan Thidup, pemohon
wajih - melakukan  pemulihan finigst  Lingkungan
Hidug.

Penghbasil Limbah B3 wajib melaprrken sural penctapan
penghentian kegiatan sebrazimans dima'ssud peda ayat
(5] hurul a vang diterbitkan gobernue atad bupati/ wali
kota, kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja
sejak surat ditefaphan.

Monteri menerhitkun ponctapan  penphention kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 paling lainbas 7 iou,uby han ketja
setelah permmohon sclesal melakurkan permgban fungsi
Linglungan Hidup scbagaunana dimaisul pada avat [5)
harul b, yang dibukibkan dengan penetapan scacus telah
gelesninie pemulihan lanen wrkontaminas

Paxral 226
Dralam hal Settap Qrang vang mcigmnsilden wnlah B3
tidak mampt meiabkukan sendin Peonsalaaian Lumbah B3
vang dihasiliannya:
a. Pemanfaaten  Limbah 83 diserabkan kepada
Femanlaat Limbah B3 atau
b.  dapar melabukar  clkapor LimBet B3 yang
dikasilkannya
Fenverahan Limbac B2 kepsda vosandoa Laacsan B2
schagaimana dirndigsud pada ayat {11 Jnia! o diserta
dengan bultti penyerahan Limbal: B2,

[Ty Salian -,
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Salinan  bukti penyerahan Limbaeh B3 ascbagaimana
dimaksud pada avat (2) disampaikan kepada Menteri
paling lama 7 {wajuh) hari setelsh penyerahan Limbah B3,

FEkspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b dapat dilakukan jika ddak terasedia 1eknolog
Pemanfaatan Limhbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3
di dalam negeri.

Pasal 327

setiap Orang sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 326
ayal (1} hurat b untuk dapat melakukan ekspur Licnbah
B2 yarp dihasilkatnys wajih:

a.  mengaukan pertnohonan netifikasi zecora feriulis
kepada Menter;

b. menyampaikan rule perjalanan ekspor Limbah B3
vang akan dikalui;

.. mengist lormulir Nofi(ikesi Ekspor Limbah B3: dan
e, memiliki izin ekapor Limbah B3

Menteri menyampailcan notifiicasi kepada otoritas negara
twuman  ckspor  den pegara  transit | berdasarkan
pormohonan notifikay sebagaimana dimaksud pada ayat
1] huut a.

Naotifikasi yeng disampaikan oleh Menteri sebagsimana
dimaksud pads avat (2) paling sedikit memuar:

a. identitas pemohon,

k. identitas Lirmbab B3

c.  identitas importr Limbah B3 di negara fijuan;
d

nama, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 vang
akan diekspor; dan

c.  waktu pelaksanaan ekspor Limbah B3.

Dalam hal notitikasi sebagaimana dimaksud pada avat (2)
disetujui oleh otoritus negara tjuan ekspor dan negars
fransil Limbabh B3, Monteri menerhitkan rekomendasi
ekspar Limkall B3,

3] Eekomendasi . . .
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Rekomendasy ekspor Limeosh B3 sebagnimana diinaksud
padla ayal [4) menjadi dasar peverbitan i=in elkspor Limbah
B3 vang dinerikes oich monterni vang menyck:nggarakan
wiusan pemnerintabe oo b lang perdegangan.

Perssarmiar dan 1am cara permohonan dan penerbitaa i
ekspor Limbah B3 dilaksaneban sesual deapan ketenfiian
PrrallTan porandane ondanpaer,

Pasal R34

Pemanmaat Limbah B3 untok dapat meleholan

Perpanfaawa Dinbeh BS panp disevaniian cweh Setian

Urang schapaimana dinokiud dalam Mese] 326 ayal [1)

hunur a waytl rreermnlils:

#. Beraetijusn Lingkungae: den

b.  Periginan Boruseha ) Didanz wssha Penpelaldan
Limnbiah 133

Pemaniantar Lisnbah 23 olel Pemonfie: wimtmp 23

selmganmana dumaksud puda avar (1) melipaci

. Permenefadlan Limbah B3R sehagal subseitas) anan
FET TN

b.  Pemanfaeton iumlaeh BY sebagai substitisi womier

CTIGIEL;
o, Pemanlarian ambah B3 sebagai bahan bakou; dun
i, Priooanbizt Limbah (231 Ses0El denpgan

pere:mn gD Tl gengetahalog dan toknolosi.

Limbaby BS yvang dimanfasitkan sehagaimana dimoksod
padn ayat (1 hevaesl dan Lisban B3 L ane dinasilian clei
Llsalay aae helierape Ponzhasit Lindeah B,

Facual 329
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Pasn! S5A0

Fomaofaa. Limblah B3 sebegaimans dimaksud dalam
Fasai 325 dilarans inclabulan Pemantastan Limiosk B3
terhadap Lumbah B3 dern sumber tdak spesific dan
sumbrl  spesifik yane menilik dngkat  kontaminasi
radiouitit’ lebih besar fen area sama dengan 1 Hgfomd®
[satn  Beceguers! por scntimeter  persegho odanalayg
kunserilrasi akrivitas =ebesar:

#. L Bgfgr (satu Becguersl s pram) untuk tiap
radimuklicda angenta deret wranimno dan tnoriam
At

L. 10 Ry [epuiab Beoquerel per gramf untab salag.

Fadien-1hela sebagmimans dimaksod pacle eyvars (18 barel
a 1melipadi:

a.  Urarsitni-25m 12-20281

. Flumourmm-210 (Pe- 2100

o Radim-236 [Ba-026);

d,  Hadinin 225 [Ra- Y28,

¢, Thoogm-225 (Th-228);

I. Thoesl rsi-LA0 "Th-230);

E-  Thoraim-z34 [Th-234); dan
I Frfoniome-2 3 (ke 10,

Radennuklidz Peloniarn- 2100 Po-Z210] sebhagaiin~na
diriaksud pade avat () kuraf b hanve betlaks unmak
penentiuan Konscobrost aktivitas radionuklide anpgota
derel uranium dan thoriueg pada Limbah B3 vang berasal
dan kematse shsplaics don ponpilangon gas bunu.

Larangac sielekoakan Premanlaaiarn Litnfimhe  R32
dikceazlib e fllea ringea 1adicaktivitas dapat diturunkan
di Baval  nnghal kontarpinast  radicaktf gsng ataa
kaonaentiom axlivitas scbagaimana aimaksuad pacds aesl
(.

Pasal 230 . .
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Vasal G

Uintiik  edwymi  memprrolel Perscoginaen Laegluongan
vi:bapaimana dimabksud aalnra Pasal 328 ayvet |1 hunita,
Pemuanfaal Limbaly B3 wa)ile il Persetujuan Tekris
Fonpeloarn Luakah B3R unruk Kerisman Semaccfsosian
Limls=h B2

Perneniuat Limbah &3 scbapgsimana dimaksud pads syst
(1) enrgsalakan pernon.nal kepada Menler. dilengkop
denpdar persvaratar vane nchpow:

AL e, sornber, Raralkeeritiik, dan jornlzh Limean A3
vame skav dimanttackan

b, ekact dden Rooerd:nat keglatan Pemaefaatan Licnhabh
=X

L. lEnoana pembanglosn s ings Permaniaalan Limbah
B% bapy Petmsula=aiar Liinogh BA yaneg memnbutohkan
lasilt:is Permeifozras Limbah B2, vang memuat

Yoo tlesaie et reioneang baugun {asilitas

Pamavilze g Limbah B3 dan

2o v peldksanzan permbsapgonea fasiitas
Peqimidasalan Limbah B3,

. chiloemen meepgensy i Penyimpanan 2imbah 303
sesial dongan Ketenionn  sebagairmana dimelsid
dubam, Masal 225 sempan dengar Pasal 290

e dekamen imrnperat pengemasan Limbah B3 senad

dengan ketentusns sebagainans dimabksee dalam
Mazail 29z,

b ernen miengenat dessen dan speuttika-f tekooiogy,
Sciode grnren (on g apasitas Comoanfaatan Lintbeh
%N

Ed

g dokumen menpenm nama den umlab bahan beliu
dan/a au balian nenolong herupa Limbah B9 urnik
calprarany Poivanlfainre Laabels BA:

1. jeCseder Bomantaalnn Limbak B3

Lo ddektinen tncabe Un cohba peralclan,  metode,
wEALI:, coan et tanhitas Ponanfaarsn Limizah B3
e lipuci.
1

S T T LAk

2. judweal .
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2o Jatdwal pelasapusan w ol

el

Keterarean  melgeinod  pueralaian,  melodes,
ek adoa, dandatao fosalitas Pemanfaatan
Limbalk H=:

d

. Eoterangan menfenal rencdaita elabsanasn )l
£JRR - 00T

Do prosedur Senshipesdn oeldkssEnaon vl cob,
bagt P rpandaatan Dimiml 83;

L. sebmgta sunzlitas pahar ball yang sk
mmtnilikt Standar Nasional bndoresia; donfarau

4. schagal substitus: aaeber eoeTel;
i perhiuanean Bava dece medel keckonomiz e

b viktl wepemulitan aiss dana  perdominan ot
memuhiban fungsi ingkungan Hidup,

I, reacana pemlwegunan dae/atea pesvedipan
laporatcrivia wji Limbah B3 atau  alet analisa
labaratorium vang raampu menglji pading sedikit
karallrnsnis Limosh B3 mudah meleoat, mudah
ey, reaicel], kerosil, dan fatawe berocon;

m.  Histzw Tanpgap Dorural bYorups doXUmen progeamn
nedraoralan Pergedaluan Limbah 83: dan

n o temags Kerja vang memilkl sertidiicat kesnpetena di
mdang Pergelolaan Limbah B3

Permuhaiin Persclujusn Tekniz Fengelolaan Limbah B3
uniug fepinlsn fenenfaate o Limbah BS kategoni 2 dari
sdmber spesiil kbusus dikecualikan dar persvacetan
prrmoaanan Pasengiae Teknis scbagaimana dimalesiieg
pada ayat 127 humt e,

Posa’t 331

Muetiiarh =iy meceraas  permohonai Parsetupuan
Tebnis  Pengemlaan Limbsth B2 untuk kegiatan
Pomaniaat_o lambah B3 scbazaimnana dimaksud -dalam
Pasal Wl mpemberikan percyvatesn deriulis mongenai
kelengks can sdimindabrasi permohonan Forsetujuan
Tekras paling lamwe » gl Tuart Keglg sejalc penmohenan
dilerirmg.

(2] Selelah .
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Aelsiah permoheisn dinvatakan dengaap,  Menteri
mnelakuoian wfless] paing mma Vot il hari ¥era.

Dulam hel hosil vesiitkes schagaimann dimalksie] paoa
ayatr G2} monurialeran,

a  narmobooan Peoodt goen Tobknie Pergeiolaan Liqebah
Bi mesnenut persvaratan, Monoer menerbidkan
PerseTiuan Teknie Poageielaan Limbah B3 untuk
kegiatan Fernonfuntenr Limbah B3 paling lama 7
] bact ke sejaes hazil vendiliavi dikerahoai; aray)

. permobonan Persevguar Teknis Peogelolazn Limbah
Bd ticak icin2iuIn persyaralan, Mentorl mewolak
prrmahenar Perseiupaan Tekois Fengelolann Linibak
HI untax Wepiatan Penanfastan Limbah 83 oaling
lena 7 chyguh) harn kepa acjak hasit o verifikas
dikeratin, diesrtai dengan slassn ponclavan.

Pacal 332

Perszstuivan Tekmiz Peogelolaan Limbalie B3 antuk
kegiaian Pecianiaaian Limbah B wajth divbah dslam hal
teriachi peronahan terkedan persyaratan vang ineliputi:

a.  nama dar: karaklerizolk Limbah B3 yang
dimaniAutka;

b, desair wenolow, motode, FIoses. kapasites
tmatitanten Loebah B3 dan/dasa

- bBshar baku dangatau bahato penolong berupa

Limbaah B2 wvatuk campdran Pemanfastan [inbak
a3

Feriobopan peccichan Prsetajuan Teknis sebapaimanra
dimaleend pade Ayon 7' dlajukan secara tertuli< kepacda
Menteri paling losoa 10 jsepuluh) hari, seteioh teciadi
perlhaian,

Pertmabonen porubaban Peesctaiuan Telnis schapsnana
dimacsind pads ayar {14 diajilan secara rertelis kepada
WeErer

Mencart  mwiskubar cvaluasi  ernadap  permnohonsn
perurahue Peoraeinioan Tekris selmpaimana dimaksod
tada ot (3 pabaz laime v ys2puian) harl kerja scizk
permohonaa peralkat oo Pooseliuan Teknis ditcenma.

i2] Dalam . .
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{Z] Dalam hsl hakil svalussi sebegaimans dimaksod pads
ayat |1 rrenumg oo,

He EEsesudlen das Menteli osoeneriatkan perchalian
Fersctiguan Tekms Pergelilaan Limbabh 23 uutuk
Legietan Pematlaatan limbah B3 paling lama 7
[tuiaby har erja sejak nosil evaluasi diketahio; atau

0.  hetdsksesvsan data, Meoterni menmak permchonan
patbaharn Peossngioer Tekniz Pongelclaan Limbah
1 vntuk kiplalan Femanfaatan Lemibabk B3 paling
lerms 7 fLguky han kerla o zealr hasil cwvelyuas
dikelabi, dascrtan dengan alesss nendakaa,

5y Perubaban Yersenirjunn Tekmis sebagaomoana Jdimakssd

pads ayval 15 Luroi a sesnjadi duser dalam perubsihan
Forselijlilan Lingkangan,

Fazal 355
11} Perscesposn Tekuis Pengelbizn Lamban B2 aniok
Kegiatatr Pemanfaatzg Limbabh B3I memuat:
B, WEENTdes pamrgang Peisetujuar: Tekous Ponpeltolzan
Limtahy B13:

o tangeal pencrbian Peeselwyjuan Teknois Penpelodaan
timbah B3,

o Fewajibun peokgang Perertuyunn Toknis Pengelnlaaa
Limcab 83 undak, keetslan Permantastan Lindbal B3,
settlat Frrizinan Bemaaaia terbit; dan

d  puersyararan tekniy Pomandeaten Limbah DY vane
Al
1. wama, sumber, tan karakterisiik Limmhah B3

VHLLD Bl Adiraae izailian,

I

Tarniai:, kapasics, dan komposisi Limban B3
v abkan dinopfastlian;

4. dezain Jdan rancang bBanruan fazilitas
Mramteatan Limbah B2

1. in's eta penpemésan Bliinbal B,
<.ty Ielkk lokase Pemanfaatan Limdeah 133,

. kedgnlion Dwnbeed Lanbah BY-

TFobwra oL

SK No OR473 A
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Foo bals Leab snivtrel untuk oenpelolase Limbah
caly vang d.hasidbon darl kepiaiarn Pemanicatsn
Liriban 23

. hasu wj laborsinrigm untuk Limboah B eebelaim
Adimnnlmatkan, pareccter kaabitas linglooopan,
e sbarnpdar o produk;,

ML Hikiom Tangpap Paraeat LGoobah B3 berupa
dohune:n progean Ledamassian Penpcioizarn
fimbab B2 :lan

U, keperotikean fasilitas labotawnium dandatan alar
alifdlee PG AT YANE  MAMMEL menguji
naling wedikt Karaktenstik Limbah #3 omedak
maladal,  mudan menvala,  reaklf,  earosid,
denyauss hergoun,

hewaiibmn  prmegang Persetajuan Tek:os  Pengeiclsan
Lirmeal: B3 wuack kegiatan Pemaninalan Limbah B2
sehagaimana dimaksod para ayad | 1) burad o raling sedikit
il

.

rclabalzan TR TR Limbah B3 YANE

dikumnpullesn;

melnksanasan Pemanfaatan Limbah B sesioal

deapan standar produk, standar Lingk aoaan Hidupe,

dan fwan haku meotu Lingkarngany Hidue,

toelarsanakon od coba Pemanfaatan Limbah 63 bag

Femanioarar Lincah B3

1. seragar subsiituss bahan hosa vang  ddak
riemabikl Sandar Nastonal Indonesia; dan/ailau

Yo sicbapal subsamst sumber cnerg

etk nkan roncaaaalt naena dan gmaigh Limbak B3

vang  dimsefoctinn dar bmheh B3 vang

thihmstikanmya,

meminngziban cemnat Penyimapanan  Limbah B2

sehagai temo-1 Permpanan Limbah B3,

memiinpar Lbal: BY vang akan dimanfaaikan ke

dalirn = neal Penpirunanan Linbah B

eo-Juliuia: Peuecmpaiae Limboh B3 wvany akan

ditma i ot

b memaclaatlkan . .
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moctoaniuatcn Lrobab 99 sesuzi dencan rernologi
Femaeniazaat Limbab 5 vang dimiliki;

L ELAT S50 tan rucnyampalkian Laporan
pemharunar fhehites Pemanlaatan Limbah BS S
Fremenosi Limonhy B2 vang belurm memiliti fzsilitas
Pnmitaetnn Liviba B3

MO ot e menyeamEealsan  fEaperan Jdil coha
Fermearfaton Lincban B2, naei Pommanfaatan Leobah
B2 scbogal substitusi baban baka voang udak
inenziliky Standar Nasions]  indeonesia dangatou
substitoai samoer eneng,

e WU dan menysammailian laporan Pomanfaatan
Limbkah B3:

melaitokan ap Lerhodap Limbab B3 dan prodak hasi
cemndanilagien Limbah B3 sccara berkala paliag sord il
Dlsata; kali delam A {cnany buian,

meermihi dun mpclzghsanakan SBisteom Tapggap Darurat

eyt aokumen program kedarvratan Pengelelhan
Lirtihaiy 005 dan

memilikl  wnaen kers vang  memalikn o sertifika
komprotens di hidang Penpelolaan Limbaiz B3,

Paszl 334

il Pemaniam Litabuh B3 wajik:

A

4.

SH N (84733 A

meiaksanakan  kevwaiban  sebapamana  tercaniom
datam Peosetajuan Teknis Penpeloladan Limbah 83
antuk beglaran Femanfaqian Limbah H3:

meiakukan Penimpanan Limbeh B3 vang dibasitkan
Al tempr! Penvimipenan Limbah B3 sebagaimana
dinaksind daiap Pasal 286 sampai dengan Pasal 291

melalakan B wmasan  Limbah B3  yanp
diliaaiMcarct e selbaeinand dimakaud rlabain Pasal
294

melakuian  Peyoampualan Limbah B2 vang
dibasikzrnva 2ontul densan ketenluan sehagaimana
dimediia s dafam Pasnl 205-

c. relakukai . .
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.  melakukan  Pemanfaatan Limbah B3 yang
dihasilkannys  sesual dengan  ketentuan  dalam
Persetujuian Teknis Ponpgelolaan Limhah R32 un[uk
kegiatan Pemanilaatan Limbah B3,

[ menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pcopolahan
Limbah B3 menghasilkan Air Limbah;

£  mecnaak Baku Mura Emist, jika Pomanfaatan Limbah
B3 menghasilkan Emisi;

h.  memyusan dan EVLE VYR L b laporan
remhbangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, bagi
Pemanfzazat Limbah B3 vang belum memiliki fastlitas
Pemaniaatan Limbah 83

1. meonyusut dan menyampaikan laporan uji coba
Femnanfaaran Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limhbah
B3 =ebagar substitusi bahan baky wvunwe Gdak
memiliki  Standar  Nasional Indonesia  dan/ataa
S5 I{Ls1 sumber energy;

1. menvasun dan menyvampaikan iaporan Pemanfaatan

Limbkah B3, vang mernial:

1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristtk
Litnbah B3; dan

2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 vang
dihasitkannva;

k. memiliki dan melaksanakan Sisrern Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limhah B3; dan

1L wemiliki renaga kerja vang memiliki | sertifikar
kampelenst di bidang Pengelolaan Limbah B3,

Permanlaalan Limbah B3 kategori 2 cdarni sumber spesifil
khusus  rdikecualikan  dari kewwnjiban  schagaimana
dimaksud pada ayat (1) hural c.

Laporan pembangunan fasilitas Pemanfastan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada avat (1) haruf b disampatkan
kepada Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainva pembangunan fawilitas Pemanfaatan Limbah
B3.

{4 Laporan . . .
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Laporar uji coba Pemanfaglan Limbaih B2 sebagaimana
dimaksud pada avat 1) huraf + dsampaikan kepada
Menteri, paling lambat 14 [cmpat helas) har sejak
selesdinya uji coba Pemanfaatan Limbah B3,

Laporan Pemanfaatan Lirnbah B3 sebogaimana dimaksyel
padu ayat (1) hurul j Jissmpaikan kepaida Menteri, paling
sedikit: 1 [saru) kali dalam & fenam) bulan sejak
Perzetujuan Tekms Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan,

Fazal 135

Berdasarkon laporan pembangunan Basiliras Pemanfaaran
Limbah B3 sebagaimana dimaksid dulam Fasal 334 avar
(1) huruf h, Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10
(sepulub) hari kerja scjak laperan diterima.

Dalam hai hasil verifikast sebagaimana dimaksud pada
avat (1) mepunjukkan fasilitas Pomanfaatan Litnbah B3:

a. sesual dengen  Persetwuan Teknis  Ponpeclolaan
Limbah B3 uniuk kegiatan Pemanfaatan Limbah BX,
Menteri menerbitkan SL0O  kegiatun  Pemanfaatan
Limbah B2, bag kegiatan Pemanfaatan Litnban B3
vang bidak wapb melakukan upl coba Pemanfaat=n
Limbiah B3; atan

b.  tidak sesual dengan Persetujuan Teknis Penpelolaan
Limbah B3 untuk kegialan Pemanfaaian Limbah B3,
Menrori menyampailean surac apar Pernanizat Limbah
B mengubah rencana pombangunan fasilitas vang
termuai delam Persctuivan Teknis  Pengelolaan
Limbah B3 umuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,

Pencrintan SLOY atau penyampaian surat sebagaimans
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling larma 7 frujuh)
hari setelah verinkasi dilakakan.

5L untuk  kegiatan  Pemanfaatan  Limbah B2
sebagaimena dimaksud pads ayat (20 hooa! a menjadi
dasar dirmilainya:

d4. kegiaran operasiona! Permanfaatan Limbah B3 dan

b penpawasan . . .



SK Mo BR4737 A

(1}

[2}

(=]

(4]

PRESIDEN
REPUBLIK INDCHESIA

- 235 -

b. pengawasan terhadap ketaatan penanppung _jau;'ﬁb
Usaha dan/atau Kegiatao dalam Penzinan Berusaha

Pasal 33&

Berdasarkan laparan Qi cuba Pemanfaatan Limbah B3
sehagaimeana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) hurai i,
Mentert melakukan vernfikasi paling lambat 10 [sepuluhg
han kerja sejak laporan diterima.

Dalam hai hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan uji coba Pemanfaatan Limbah B3:

a  sesuar denpan Persetujuan Teknis  Pengelolaan
Limbkah B3 untuk kegiatan Pemanfzatan Limbah B3,
Menten menerbitkan 8L kegialan Pemanfaatan
Limbah B3; atau

b, tidak sesuan dengan Persctujuan Tekniz Pengelalaan
Limbah B3 untuk keglatan Pemanfaatan Limlwah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Pemanfaat Limbah
B2 monpubah proses Pemanfaatan Limbah B2 vang
lermuat  dalam Persetujuan Teknis  Penpelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,

Fenerbitars SL) alpn penyampalan surat sebagaimana
dimaksud pada avat (2 dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah verilikasi dilakukan,

S untuk  kegiatan  Pemanfaatan Limbah B2
sehagaimana dimaksud pada ayat (2] hueal a menjodi
dazar dimudanya;

d. kematan operasional Pemanlantan Limbah B3, dan

b pengawasan terhadap keataatan penanpgung jawab
Lisaha dan/atau Kepiatan daiam Perizman Berosaha.

Pasal 337 ..
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Pasal 337

Pemanfaal  Limbah B3 wajlb memiliki penctapan
penghenbian kegatan jika bermaksuda:

. menghentkan Usaho danfatau Kegiatan; atau

bk, mengubah ponpmunaan atau memindahlan lokasi
dan/atau lasilitas Pemanfaatan Litmbah B3

Untuk memperoieh penetapan penghentian  kegiatan.
Pemanfast Limbah B3 sebagarmana dimaksud pade ayat
(1} walbk melakukan pemulihan Mings Lingkungan Hidup
dalam ha! terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, dan
harus mengajukan permohonan secara tertubis kepada
Ment=ri.

Fermohonan  sehagaimansa  dimaksud pada avat  (J2)
dilengkaps dengan;
d. enntas pemohor;

b, laporan  pelaksanaan Pemenfaatan  Limbah B3
dan/atau

o, laporan pelakszanaan pemuliharn lungst Lingkungan
Hidup.

Mcnteri sctelah menerima  parmohonan  schapaimana
dimaksud pada avet {3] melakukan cvaiuasi terhadap
perimahonan dan mencrbickan penetapan penghentan
kegiatan paling lams 10 (=zepulub) han kerja sejak
permohonan diterima.

Pasal 338

aefiap Urang yvang incnghasilkan Limbabh B2 darl sumber
spesifiik sebavaimana tercantum dalam Tabel 2 dan Tabel 4
Larmpiran |1X vang merupakan bagian tidak terpisshkan dan
Peraturan Pemenntah iri, vang akan melakukan Pemanlaatan
Limbsh B3 dar sumber spesifik sebapai produk =amping,
dikecnalikan dan kewajiban memiliki Persctujuan  Teknis
Pcugelolaan Limbah B3,

Pasal 3349, ., .
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Pasal 339

Setiap Crang vang menphasilkan Limbat: B3 dari sumber
spesiiil yang akan melakukan Pemanfaatan Limbah R3
date sumber spesihie sefagm prooul sampiog dapar
mengaikan permohonan penelopan Limbah B3 dan
sumber spesiik sehagal produk samping kepada Menteri.

Luntx=b B3 dan sumber spesibik sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} vang dapat digiukan permolhionan penctapan
Limbah B3 dan sumber =pesilik sebapai produk samping
merupakan Limbah B2 dam sumber spesifik yvang berasal
dars satu siklus tertutop peosdukest vang terintegrasi.

Permchnnan penetapan Limbah B3 dar sumber spesifik
sebagai produk saroping sebapaimana dimalkesud peda
avat [1] diajubkan secara lerlulis kepada Menteno dan
dilengkupi dengan persvaralan yang mehputi:

g lentilasy pemoehon;
h, profi? Usaha dan/stau Kegiaan;
. oMma Limbah B3;

bahan baku dan/awu  babhan  penclong  vang
dipunakan flalarn [HTIEER procaks VAR
menghasillan Limbah B3;

. proses produksl vang menghasilkan Lirmbah B3 dan
sumber spesiiik yang diajukan onlok ditetapkan
gebagsl produll sarmphng; fdan

I tam preddul samping serta sertibkat standar produk
yang dipenuhil, vang ditetapkan olch menteri/kepalta
lembaga pemerintah nonlkementerian vang
me-mbidangl Usaha dan/ atay Kegiatan.

Faszal 240

Mcenteri sctelan  mearrima permahonan sebagaineny
dimaksud dalrm Pasal 339 menugaskan 1im whill Lirmbah
E3 unituk melakukan evaluas.

[2) Tirn . . .
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Tim ahti Lirmbah B3 schagaimana dimaksud pada avat (]
merapakatt twm ahbl Timbah B3 seoopaimany dimaksad
dalam Pagal 250

Evaluasi schagaimans dimmaksud pada ayar (1) meliputi
wlentbkasi dan analisis terhadap:

8. bahan balku danjatag  bubhan  pesclong vang
dipurtakan dalam [ M2 prixiuksi VAT
rienghasilkan Lirmbah B3 darl sumber spesilik;

L. proses produls yang menghasilkan Limbah 83 dan

aumber speestlile yane dizjukan untuk ditctepkan
aebapal prywluk sammng; tkan

£, narmd prodlg samping serta sertifikat standar produk
yang dipenidni, yang ditctapkan oleh menteni kepala
lembaga pemerintah nankementerian vang
membldang Usaha danfatey Kegiatan.

Evaluasi sclaagainmana Jdimaksud pada ayal |3 dilakukan
nleh tim ahh Lirmbah B3 paling lama 1€ {sepuluh] han
kerja seqek penuussan dibenkan,

Tim ahli Limmbah B3 menvampaikan rekomendas hasil
evaluasi kepada Menter! paling lama 4 (empat! hat kena
gejak hasi evaluas diketahu

Rekomendas: sebagaimaona dimaksoud pada asyat 15 paling
secikll memuat;

g ldentitay pemohon;

b. natna Limbab B3,

. dasar pertintbangan rekomendasi; dan
d.  kesimpulan hasil evaluasi,

Dalam hal hasil evaluas sebapaimana dimaksud pada
avat |4 memimygnakian:

g,  pengpunasn Limban B3 doan sumber spczitik bersifal
pasil dan konsiswen:

b, Limbsh B3 dan sumber spesilik dibasikan dari satu
stlifus terbulup produkst vang terintegrasi,

¢ Limbah . ..



SK Mo RET41 A

(K

-
—
—_

2]

(2

E4)

PRESIDEN
REPUBLIEK IMDOMNESLA

- 239 -

c.  Limbah B3 dipricluks) sesoan dengan standar produk
vang diteteplan menlen/ kepala lembaga pemenntah
nenketnentetian yang membidangi Usaha dan/atau
Keginian; dan

d.  adanys noepor registrazsi produbk samping sebagal
produk yang ditctapkan olch menten/kepala lembaga
pemeTintan nonkementerian yang membidangi saha
dan/aiau Kepuadan, )

rckomendasi tinn ahii Limbah B3 memual pernyalsan
bahwa Limbhah B3 dari sumber spesifik sebagat produk
samping.

Dalarm hal bwsil evaluast bdak memenuhi ketencuzn
sebagatmana dimaksud pada ayat (7], rekomendasi tim
ahly Limbwah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah 83
clari sumber spesifik bukan sebagal prodek sampitg.

Paszal 541

Menternn berdasarkan reloomendasi vicm ablb Limbah B3
monetapkan Lirnbah BY dari sumber spesilik sehagarn

a. produk sarmping; atay
b.  bukan produak semping.

Penetapan Limbah B2 dan sumber spesifik sebagal neoduk
samping dilakukan psling lama 14 tempat belas) hari kerja
sejak rekomendasit tim ahlt Limbah B3 disampaikan
kepada Montori.

Galam hal Limbah B3 dari sumber spesuik diterapkan
Menteri schagai produk zamping, Menteri memberikan
rekomendasi kepada menterif kepala lembapga pemerintah
nuttkemenierian vang membidangi Usaha dan/atau
Kegialan untuk menerbttkan nomaor pendalaran barang
schapgal produk.

Dalam hal Limbkah B3 dart sumber spesifik ditetapkan
Menter sehepal hukan produlk sampimg, Sctinp Orang
yang menghasilkan Lirnlah B3 dan sumber spesifik wajib
melakukan Pepvimpanan Limbah B3

Paragral - . .
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Parmpral &

Penpolahan Limiswah Baher Berbahava dan Beraoun

*asal -4

1] Pengoiahan Lianbah B3 wajib dilaksanakan aleh Setiap
Orana vang menghasilkan Limmbab B3

(2]  Dalam hel Beliap Orang sebapaimana dimaksud pada ayat
(11 udak mawopu melakukan senditi, Pengolahan Limbah
E3 diserahken kepads Pengolah Limbah B3.

Pasal 343

(1) Pengniahan Limbah B3 sebagaimana dimakennd odalam
Pasal 342 avat (1) dilakykan denean cara:

fermal,
srabilisast dan solidilikast; dan/atau

¢. cara  lain scsum dengan perkembangan lmu
pengetabiuan dan teknologt.

27 Pengolaban Limbah B3 sebagaimana dimaksuad pada ayvar
(1} dilakukan dengan memperiimbangkan:

a. ketersediaan telonlngi; dan

E.  srandar Lingkungan  Hidup  alze baku muc
Lingkunegan Hidup.

Fasn S

Setiap Orang vang rehpghasilkan Limbah B3 yang akan
mclakukan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksacl
dalam Pasal 342 wajih merniliki:

@, Persetwiuan Lingkuangan; dan

b 'eriZinat Seresaba.

Fazsnsl 345 ..,
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Pass] 345

Standar pelalksanasn Peagolahan Limbabh B2 untuk
Pengolahan Limbabh B3 vang dilakukar dengan cars
termal sebagaimana dimalksud dalam Pasal 343 avar (1)
huruf a melipun:

a, Baku Mutu Eriai,

b standar elisiensi pembakaran deogan nilai paling
sedikit mencapai 99,90% {(sembilan puliuh sembilan
koina sembilan sembilan persen); dan

¢,  standar elsiensi peunghancuran dan penghilangan
senvawa principle osganie hosordows  oonstiluents
(FOHCE) dengan nilai paling sedibol menoapay 99 99%%,
fsembilan puluh sembilen kama sembilan sembilan
perae).

Standar eflisienst pembakaran sebagaimana dimaksud
padda ayal (1] buwral b bdak berlaka untuk Penpolaban
Limbah B3 dengan menggunakan kiln pada  industri
weEMmen:

Standar efistensi penghancdcan das penghilangan
sCNyawa princlpie organie Rieardous constituents (POHCS)
sehbagaimana dimalksud pada ayac {1} hueel o rdak berlakn
untul  Prngulshan Limnah B2 dengan  karakteristik
inteksivs.

Slandar  clhsiensy penghancuran dan penghilangan
sehvawa princikde orgunic hazardeous eonstituents (POICs)
schagaimars dimaksed pada avai (1) harof o odak Beslakn
untck Pengnlahan Limbah B3

a.  berapa polyetdorinated biphegls: dion
b vang herpotensi menphasilean:
T polychlorinated dibersofuransy; dan
2. polychioripated Jibertmn-pediog ns,

Dalarm bal  Tambah B vong akan  dwlah berupa
profyctucrtnaied bipiicriygls, pengalabannys harus
memenuht standar elisiensi penghancuran dan
perahilangan senvawa polpchiodroted biphenyls denpan
nual paling sedilin menesea) I920909% (semialan puluh
sembilan Farma <mbilan senihilan senbalon sernbalan
persen,

() Dalam ...
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Dalam hal Limimh A3 yang aken diolah  berpotensi
menghazilikan eolychlomnated dibenzofurans,
pengolahannoyva  harus memenublt srandar elisiens:
penghancuran dan penghilunpan senyaws polychlorinated
diberzofurans  dengan nilai paling  sedikit  mencapai
99.9999% (sembilany puluh sembilan koms  scmbilan
sernbitan sembilan sembilan perscnl

Dalam hal Limbah BI wvang aksn diolah berpotensi
tmenghasilkan polychloninated dibenzo-p-drogins,
pergmHahannya horus momeniihi standar elisiensi
pengharcuran dan penghilanpan senvawsa polyedtlosinoted
diberzo p.chaxinsg dengan nilai paling sedikil menoapsi
Y99.9995%  (sermbitan palub sembilan koo sembilan
zembilan sembilan semhbilan persen).

Fagal 346

Standar  fwlaltsanaan Peppolahan [imbabh B3 untuk
Penpnlahan Limbabh B3 yanp dilakukan dengan cara
stabilisasl dsa sohidifikasl sebagaimana dimaksod delam
Pasal 343 avat (1] hura!f b berupa balou il stabalizas
dane  solidifikasi  berdasarkan  analisis  organik dan
anorgsnek.

Anzlisez crgamk dan enorganik schagaimana dimaksud
pada avat (1) didaksanakan seslal denpan baky moty
TCLP s=bapgaimana iercantdr dalam Lamptran X110 vang
merupnkan bapian hdak tcrpisahkan dan Peraturan
Permeriniah .

Pasal 347

Untuk  dapat  menuliki Fetsetuuan Limghkunpan
scbhagpimana dimalksud dalam Pazal 344 hural g, Scliap
Orang yang menghasilkann Limbah B3 wajibh memiliki
Persetujuan  Tekniz  Pengelolaan  Limbah B3 untuk
kegiatan Pergolahan Limbah G073

Setizp Orang vany metghasilkan Limbah B2 sebagaimana
dimaisud cads avat (1) mengajukan  permeohonan
Persetvivan Toknte  Pengelolaan Limbak B3 wntulk
kegiatan  1'=npolalian Limbah B3 kepada  Menter:,
dilengkap tienvei: rersvaratan yang meliput

4a. fnama4a . ..
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nama, sumber, karaktensuk, dan jumlah Limbah B3
rang alkan diolah

lokasi dan koordirat kegiatan Pengolahan Limbah B3,

rencana pembangunan fasilitas Peneolahan Limbah
B3, bagi Penpolaban Limbah B2 vang membutubkan
fasilitzs Penpolaban Limbah B3, yang memuat:

1. desair, rcancang bangun fasilitas Pengolahan
Limbah B3, dan/atau alat Pengolahan Limbah
B3, dan

2. jadwal  pelaksanaan peribangunan msilitas
Prngolahan Limbakh B3

dokumen mengenai tempet Penympanan Limbah B2
scslal dengan keterniuan  sebapsimana dimaksod
dalam Pasal 286 sampui denpgan Pazal 201,

dokumen mengenal penpemasan Lunbah B3 sesuai
dengan  kelenluan  sebapaimana dimaksud  dalam
Frascal 292

dakumen menpgena desaln dan spesihikasi wknaolegl,
reinde, proses, dan kapasitas Penpolahan Limbah
B3

dakumen mengenai nama dan timlzh bahan bakouw
dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk
campuran Pengolaban Limbah Ba3;

progedur Petipalahan Limbah B3,

dokumen  rencana uji coba  nevalatan,  metode,
Leknelog:, dan/atad Tasilitas Pengrdahan Limbah B3
yang melputl

. lokasi uj cohba;
2. Jadwal pelak=sanaan i cota;

A, keterangan mengenai peralatan, metode,
teknaologl, dan/araw fasililas Penpolahan Limbah
B3

4. keterangan mengenal rencana pelaksanaan nji
coba; dan

5. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba,

bapi Pergolahan Limbah B3

l dengan . ..
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1. dengan cara rermal sebagsimana dimaksad
valam Passal 343 ayad 1) huraf a; darn

d  dengan rara lwio sosual dengan perkenmbangan
i pragetanagyan den teknologi sebapaimana
dimmiaiv] datarn Pusal 343 ayat {1} hueal © gaemp
tidak memiliks Standar Nasicnal Indenesis;

1. Sistemw Tanggap Darurat berups dokumen pripram
Yedaniratan Feneclelaan Litnbah B3; dan

k. wnapgs kogs vang memitiki serlifikat komnctens: i
Lidone Pengeclolaan LimTab: B3

Pasal 544

11j Menteri sclomb menenma permobonan Perserjuan
Teknis Pengelulaan Limbah B3 untuk kkemiaian Pengolahian
Limbskh B3 sehagmimana dimaksud dwiemm Pasal 347
memberikan pernyAataan ertalis mengzens kelenpkazan
adminisiras permichonan Perselyguan Tokms Pengelolaan
Limbah B2 untuk Leglatan Perwrldshan Limbah B3, paling
lama 2 [rlva) har kerje seiak permohonan diterirma.

i Berlah  permohonan dissvalaken lengkap,  Menteri
melakukae verifikast paling lammn 7 (tujuh § harl kerja.

(7} Talam hal hasil verifikasi sebagaimana dirmaksud pacds
ayal (2] memnenjubkloag-

1. permobeisan Peeseogiuan Telinds Penyelolaan Limbah
B3 mememihy porgyaratan, Menleri menerbstkan
Fersetujuan Tekris Pengelulazn Limbah B3 unuk
kepintan Prngalahan Limbab B3 paling lama 7 [1uitan)
tigri keria seiak Dzl wzrifikasi dikerahui: atan

E. permoreman Persetuiuan Tekais Pongelelaon Limbah
I3 ndak memenuby pisyaratan, Menteri menokak
peernobonan Persorljuan Teknis Pengeiclaan Limbah
[ vntule kegiotan Pengolahan Limbab B2 paling -
Bime ¥ [t han kerjg sejah hasil overifikasi
dikelahui, disertai denpan alasan penoiaton.

Pasa: 34% .

S No (084740 A
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Pasal 249

Persetujuan  Teknis  Penpefolaan  Limbah B3 untuk
kegiaran Pengolahan Limbah B3 wajib diubzh dalam hal
tecjacli perubahan terhadap persyaratan yang meliputi.

a. nama dan karakieristik Limbah B3 vang diolah:

b dlesain,  teknologi, metode,  proses,  kapasitas,
dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/fatay

¢. bahan hbakua danfatau hahan  penclong  berups
Limbah B3 untuk campuran Pengoiahban Limbah B3.

Permohonan perubahan Persctujuan Teknis sehagaimana
dimaksud pada ayutl (1} digjukan secara tertulis kepada
Menteri paling lama 30 (tiga puluhy hart, sctelah eeriadi
prerubahan.

Menteri melakukan  evaluasi  terhadap  permobonan
perubahan Persetyjuan Tekniz sebapaimana dimaksod
pada ayat [2) paling lama 10 (sepulub) hari kerja sejak
perinchonan perubahan Persetuyjuan Teknis diteritma.

Dalam hal hasd evaluasi scbagaimana dimaksud pada
avat [} monunjukken;

¥, kesesumian data, Menteri menerbitkan perubahan
Persetujuen Teknis Pengellaan Limbalh B3 untuk
kegialan Pengolahan Limbwah B3 paling lama 7 [tajuh)
hari kerja scpak hasil eveluasi dikerahui: atau

b, lketidaksesuaian data, Menteri menolak permabonen
perubahan Perserujuan Teknis Pengelolaan nimbah
B2 untuic kegiatan Pengolahan Limbah B2 paling
lama 7 {oqyub) har kerja sejek hasil cvaluasi
dikectahui, diserlai dengan alasan penolakan.

Perubahan Fersetgjuan Teknis zebagaimana dimaksud
pada ayat (4} huruf o menjadi dasar dalam perybaben
Persctujuan Lingkungan.

Pazal 3507

Persetujuan Teknis  Peogelilasn Limbah B3 untuk
kegialan Pengolahan Limbab B3 sebagaimana dimalksud
cdalam Pasal 348 ayat 42} horal 2 paling sediltil memuoart:

a4, ideititax pemegang Persergjuan Tekms Pengelolaan
L.tz b FA3;

h. tangg:l
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. fanpenr pensrhoaas Pereciujuon Tekos Penselolaan
Litishah 85

€. Fewdjlaan pemegares Persetujuan Teknis Pongeiclian
Limbuh B3 unluk kegeatan Pengolahan Litnbah 3,
setclizn Pevicinan Roruscha terbit; dan
A, prrzvarman teknis Peogolahan Limbeh B3 Yalg
Mieiptata:
1. nama. sumber, dan Rarakrerizstile Limbah B2
vang aikcan dolah;

2. jumlein dan kopasuas Limbah B3 peop akan
flialah

o descin dan o ianang bangun fasilites Ponpolaban
Lirnbah B3

4 grosihbasi ieknis alat Pengulahan Lunkbah Bl4;
T s letab lokasi fazitiues Petigoiaban Limbah B2
B zZorentuan Simbot Limbah B3;

Y tala letak saluran umiuk pergelolsan Limbah
catr jung dibastlkan dan keglatar, Fengolshan
Limbalk 3

#. hasil ujl  labwratorim calok karakterisik
Lambah 133 vang akan dinlah;

Yooooajl lawcratunum untuk  parmneter kaalitas
HngEungsin; dal
1. Fisterm Tanpgap Darurat berups dokumen
Pprogram kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
[} Kewajiban pemepang Persctujian Teknis Pengelolaan
lambah B2 umiuk kcomatan Peneolahan  Limlmabe B3
senaraimana dirngksud cada ayvac (1) harure praling sedikar
roeliput

a4, neklaksr, wde it Hkaxsy Limbah B ¥ang
dilnimpnilan;

b omelakukan percatatan rouma daen jumlat Tanbash B3
vang <iwlah;

oo melhtoenakan uji eoba Pengolaban lambah B3, bagi
Pengoiuhar Limsbah BR

1. "engan . . .

Sk No O84748 A
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1. dengan cara termal sebpgaimana  dimalsand
dalam Pasal 343 avat (1) hourwf a; dan

2. «dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
Umu pengetaluan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf o yang
tidak memilik: Srandar Masional Indonesia;

mclaksanakan Pengpolahan Limbah B3 sesuai denpan
standar Pengolahan Limbah B3;

memfungsiksn tempat Penyimpesnan Limbah B3
sthagen tempat Penvonpanan Limbah B3,

menyimpan Limbah B3 vang akan diclah ke dalam
tempat Penyimpanan Limbah B3;

melakukan Pengumpuian Limbah B3 vanp akan
diclah;

mengolah Limbabh B3 sesuai dengan  1eknologi
Fengolahan Limbah B3 yang dimiliki; '

MLEny ST dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi
Penphasil Limbah B3 vang belum memnibki fasilitas
Pengeolaban Limbah B3,

menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3

1. dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3435 avar (1) haruf a; dan

2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
llmu pengetahuan dan leknologl sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 243 ayal {1} huruf ¢ yang
tidak memiliky Standar Nasional Indonesia;

menyusun dan menyampalkan laporan Pengolahan
Lambah B3,

memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darural
berupa dokumen program kedaruratan Penpgeiclaan
Limbah B3; dan

memiliki  demaps kerja vang  memiliki sertiiikat
kompelens: di bidang Pengelolaan Limbah B3,

Pasal 3al . ..
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Pasal 151

Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan
Penpolahan Limbah B3 wagibe

.

melawsanakan kewapiban  selbmgaimana  tercantum
dalam Persectujuan Teknis Penpelolaan Limbah B3
untuk keglatan Penpolahan Limbah B3:

meclakukan Penyimpanan Limbah B3 vang dihasilkan
th lempat Fenyimpanan Limbsh B3 sebagairmana
dimaksud dalam Paza] 286 sampail dengan Pasal 291;

mclakukan peopemasan Limbah R  wvanp
dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
292

melakukan Pengumpulan Limbah B3 vang
dihasilkannya sesuai dempan ketentuan sebapgaimana
cdimaksud dalam Pasal 298;

melakukan  Pengolahan Limbah B3 yang
dihasilkannya  sesvai  dengan  ketentuan  dalam
Persctujuan Teknis Pengclelaan Limbah B3 untuk
keglatan Pengnlaban Limbah B3;

memenubn standar petaksanaan Pengolahan Limbah
B3 schagmimana dimaksud dalam Pasal 345 dan
Pasal 3dk;

menaabl Baku Mutu Air Limhah, jika Menpclahan
Limbuak B3 menghasilkan Air Limbah;

melakukan  penyimpanan  resido danjatau  sisa
pembakaran, jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan
dengan cara termal;

IS elan menyampailkan laporan
pembangunan fasilitas MPenpolaban Limbah B2, bag
Fenphasil Limbah B3 vang belum memiliki fasilitas
Fengolahan Limbah B3,

menyusun dan menyampaakan laporapn wjl coba
Pengclahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:

1. dengan cara termal sebagaimans dimaksud
dalam I'asal 343 ayval (1) bhuruf a; dan

2. denigan ...



SK Wo 007479 A

(2}

(3]

i)

(=

PREZIDEN
REMUALIF. INDOMNESIA

. 340 -

2 dengan cara lain sesuai denpan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknolog scbagairmana
dinaksud dalam Pasal 343 ayat (1) hurul © vang
tidak mermiliki Standar Nasional Indonesia;

k. memyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan
Limbah B3, yang memuat:

1. mnama, sumher, jumlah, dan  karakreristik
Limbah B3: tlan

2. pelaksangan  Pengolahen  Limbah B3 yang
dihasilkannya;

L memiliki dan melaksarakan 3istem Tanggap Dararal

herupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3: dan

m. memiliki tenags  kerja  yang memiliki scrtifikat
kompctensi di hidang Ponpelolaan Limtah B3,

Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilalkukan denpan cara
termal, selain memenuhi  kewajiban  achapaimana
dimakaud pada ayat (1), petnegang Persetujuan Teknis
Fengelolaan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan
residy dan/atau sisa pembaharan berupa abu dan cairan
sl dengan kelentuan sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 285 sampai denpan Pasal 297,

Lralam hal Pengolahan Liunbah B3 dilakukan dengan cars
stabilisas) dan solidifikasi, selain memenuhi Kewsjiban
sebagawmana  cimaksud  pada  ayat (1), pemegang
Perserujuan Teknis  Pengelolaan  Litnbah B3 wajib
melalukan Penimbunan Limbab B2 kasil stabilisasi dan
aodihhikest di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.

Lanoran pembangunan fasilitas Pengolahan Lunbah B3
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huraf i disampaikan
kepada Menteri paling lambat 14 [empat belas] hari sejak
selesdinya pembangunan [asilivaz Fengolahan Limbah B3,

Laporan aji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana
iimaksad pada avar (1) hurul } disampaillan kepacla
Menters, palhng lambat 14 {empat belas) hand sejak
sclesainya Wit coba Pengolahan Limbah B3,

[} Laporan . . .
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Laporan Pengeolabhan Limbah B3 sehapaimana dimialksud
padz ayat (1) hural k disampaikan kepada Menten paling
sedikit 1 [saru} kali dalam & {enam] hulan scjak
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

MPasal 352

Berdasarkan laporan pembanpunan fasilitas Pengolahan
Limbah BX sebagammana dimaksud dalam Pasgal 351 ayat
(1p hurufy, Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.

Dalam ha! hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1] menungukkan lasilitas Pengulahan Limbah B3:

a. sesudal dengan Persetyjuan Teknis  Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penegclahan Limbah B3,
Mcoteri menerbitkan 5LO kematan  Pengolahan
vimbah B3, bagi kepiatan FPengolahan Limbab, B2
vang tidek wajib dilakukan uji cobw Pengolahan
Lirnbah B3; atau

b, tidak sesiai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B2 untuk kegiatan Prpgolahan Limbah B3,
Menler menvampaikan sural wgar Penghasil Limbah
B3 mengubah  rencena pembangunsn fasilitas
Prengolahan Limbah B yang termuat  dalam
Perselujuan Teknis Pengelolasn Limbah B3 untuk
kepiatan Pengolahan Limbah B3,

Penerbian SL0 atau penyampalan asurat sebagaimans
dimaksud pada ayst [2) dilakukan paling lamz 7 (tujuh)
har setelah verifikas dilakuakan,

Fasal 353

Berdasarkan laporan uji coba Pengolahan Limbah B3
zebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayar (1) haruf §,
Benteri melakukan verifikasi paling lambat 10 [sepuluhy)
har kerja sejak laporan diterima.

Balam hal hasil verilikasi sebagaimana dimaksud pada
dyat { 1] memurjtkkan wi coba Pengolahan Limbah B2:

A, sesudl .,
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a. seslal dengan Persctiyuan Teknis  Penpelolaan
Limbah BJ3 untuk kcpiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menerbitkan SLO kegiatan  Pengolahan
Limbah B3; atau

b, ntidak sesuar dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 unruk kepiatan Fengolahan Limbah B2,
Mcnter: menyampaikan surat apar Penghasil Lirnbah
B3 mengubah proses Pengolahan Limbah B3 yang
terrouat  dalam Persetuyjuan Teknizs  Pengelnlaan
Limbah B2 untuk keglatan Pengolahan Litrnhah B2,

Fenerbitan SLC atau penvampaian surat sebagaimana
dimaksud padu ayvar [2) dilakukan paling lama 7 (tajub)
hati seiclah verilikasi dilakulan.

Mazal 334

Belinp Orang yang menghasitkan Limbah B3 dan
melakukan kegiatan Pengolaban  Limbah B3 wajb
mcmiliki penetapan penghentian kegiatan jJika bermaksucdl:

.  menghentikan Usaha dan/fatan Kegiatan; atag

b.  mengubeh penggunaan atau memindahkan lokasi
dan/atau lasilitas Penponlahan Limbah B3,

Efnink memperoleh penetapan pengheontian  kepiatan,
Setipp Drang schagaimana dirmaksd pada avat (1) wajib
melakukrn pemutiban fungsi Lingkunpan Hidup dalam
hial terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, dan haras
mengwukan permohonan secara lerlulis kepada Menteri,
gubernur, atau bupatifwali kota =sesuai kewenatgan
pencrbitan Petrsetujuan Lingkungan.

Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada avar ()
dilengkap dengan:

a. tdentitas pemehon;

b.  laporan  pelaksanzan Pengolahan  Limbah  B3;
dan fatay

c.  laporan pelaksanaan pemuliban forgsi Lingkungan
Hidup.

(4 Menterr . ..
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Menten, pgubernur,  mlau bupat/wali  kota  setelah
menerima permchonan schagaimana dimaksud pade ayat
3] melakukan cvaluasi terhadap permehonan paling lama
H) Isepuluh) har kerja sejak permohinan diterima,

Dalam hal hasil evoloasi sebzpaimena dimaksud pada
ayat (4 menunjukkan:

4. tidak terdapat Pencemarar  Linghkuagan Hidup,
Menteri, gubernur, wlwzp bopatifaali kata sesuai
dengan  kew:nangannya  monerbitkan oenetapan
penghentian kegialan Pengolzhan Limbkah B3 paling
lama 7 {tuwjuh] har scjak hasil evaluasi diketabuai;
dbHu

b terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon

walilb melakukan pemuihan fungse Laigkungan
Hidup.

Penghazil Limbah B3 waitb melzoorkar sural penelapan
penghentian kepieian sebiaimana dimeesid peds ayal
(3] bl a vang diterbitkan gabernur acau bapati fwab
kota, kepade Menleri paling lambat 5 [litma) hari kerja
sejak surat dilelapkan.

Menten menerbitkan penetapan peupieooli@n kegliatan
Pengolaban Limbah B3 paling lamibat 7 dujuh) el kerja
setclah pemohon seiesai melakukan poucliion fungsi
Lingkungan Hidup sehagaanana dimansia pada avat (3
hurul b, yang dibuktikan dongan penetapan staus lelah
selesainyas pemuliban lahan rerkoncaminas.

Paszl 355
Malzm hal Setiap (drang vaug meoghasilan Libah B3
tidak mampu melakGuan aondini Sengoiabn s Sinbah B3
yang dihasilkantya.
a. Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengalah
Limbak B3: atay
b dapat  melsbukan elspor o ambo, B3 vang
dihasillannyu
Penyerahan Limoar LD sepada Moopocs. aounn B3
sebapaimana dichaksud padas wyvar (1) oo a Jdisertai
denpan bukti penvs-whan Lomhbah B

|-:] SelalfAn . . .
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Salinan  huktt penyershan Limbah B3 sebageimana
dimaksud pada ayat [2] dizampsaikan kepads Menlerni
paling lama 7 {tujuh) hari setelabh penyeraban Limbah B2

Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat [1]
huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi
Pemanfeatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3
i dalam negeri.

Pasal 356

Jetiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355
untuk dapat melakukan ckspor Limbah B3 vang
dihazilkannya wajily:

a. mengaukan permehonan neotifikast secara tertylia
kepada Menton;

i, menyampatkan rate perjalanan ekspor Limbah B3
yang akan dilalui;

. mengizi lormlic nalifikasi dari Meoteri; dan
d.  memiliki izio akspor Limbah B3

Menteri menyarmpaikan notikasi kepada otoritas negarg
tuuan  ekspor  dan neogara transit beredasarckan
permatonan notiikast sebapaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf a.

Notifikasi yang disampaikan oleh Menteri sebapaimana
dimaksud pada ayar (2] paling sedikit memuat:

a. wdentitay Limbah B2 dan pemeohon;
b identilas imporir Limbah B3 di negara lujuan;

¢.  namd, kKarakterisuk, dan jumlab Limbah B2 yang
akan dickspor; dan

d.  wakiu pelaksanaan ekspor Limbah B3.

[alam hal notilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dizetujul olch otoritas negara tujuan ckspor dan ncgara
iranszit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi
ckspor Limbah B3.

(] Rekomendast . . .
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Rekomendasi ekspor Limeah B3 sebagaimuna dimetstd
pada ayal (4] menjadi dasar pencerbitan izin #kspor Limbah
B3 yang diocrikan oleh menleri yvarp menvejenprarakun
urussn pemerintatuan di Mdang perdagangan.

Persvaraien dan tata cala petoohonsn dan peoerbitan ixin
ckspar Liinlmh B3 dilakssnulim sesus dengen ketentiiz=
PHETAtUTan entulang-undnngan.

Pasal 257

Fengodah Lirnbok B vt dapatl melaloukas Pengelahan
Limbabh M3 yang  discrahkan  aleh Semse Orang
sebagaimans rignaksed dalain Pasa) 355 aueot (11 baemf o
wayll memiliki

8.  Persciojuan Lingwuoegan; dan

b, Perizinan Berusaha A bidang usaha Penpetcisan
Limtoal B3,

cengotatien Limbal B2 ¢leh Pengoiah Limoah H3
cebagaimenie dimaiciwd peda avat (1] dilakukan dengan
CETE

d, termal:
. stabilisasi dai sohditikasi; dap/atau

c. cara lam sesual dengen perkembaogan, ifrog
pongetahian dan re<unlogt.

Fengolahan Limbah B2 sebagaimana dimaksud nada ayat
[} delabukan dengan mempertirnbangkan:

a.  ketersedisan teknolepi: dan

b.  siandar Lingkangan  Midup  ataa baku oo
Linekungan Midup,

Limbeh &% vang didal sebagaimana disnaksud pada ayat

(2] dlapal borasal daed limbkah B3 vang dihasilian oleb |

(satls} atan oeloraps Ponghozil Limbah B3

Pasal 458 .,
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Pasal 358

Untuk  dapat mermilikl | Persetujuan Lingkungan
sebwpaimanes dimaksud dalam Pasal 357 avat (1) huruf a,
Fergnlah Limbah B3 wajib memiliki Peczetujuan Teknis
Fengelolaan Limbah B3 unfule  kegintan Pengolahan
Litnbah B3.

Petigolah Limbah BS sebagaimana dimaksud pada aval (1)
rengapukan permohonan Persetujuan Teknis Penpelolaan
Limbah B3 kepada  Menreri,  dilengkapl  denean
persyaratan yang melipuati:

a.  nama, sumber, karakteristile, darn jumlah Limbah B3
yang akan diolah;

b. lokazi dan krordingt kegiaran Pengolahan Limbah B3,

rencana pembangoenan fasilicas Pengolahan Limbah
B3, bagl Pengolahan Lirnbah B3 vany membutuhkan
[asilitas Pongolahan Limbah B3, yang memuat-

1. desain, rancang bangun flasilitas Pengolahan
Limbah B3, dan/atau alat Pengolahan Limbah
B3; dan

2. jadwal  pelaksanaan pembangunan fasilitas
Penpolahan Limbah B3:

{I. dokumen mengenar tempat Penyimpanan Limbah B3
sesual dongan  ketentpan schagaimana dimaksud
dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;

c. dokumen mengenal pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan keteniuan schagaimana dimaksud -dalam
Pasal 292,

. dokumen mengenai desan dan spesifikasi teknologi,
metode, proses, dan kapasitas Penpolahan Limbah
B3,

£ dokumen mengenai nama dan jumlah bahan bako

dan/atau bahan penolong Berupa Limbah B3 untuk
campuran Pengolahan Limbah B3;

h.  prosedur Pengelahan Limbah B3;

1, dokumen rencana Wil coba peraiatan, metode,
teknologi, danfatau fasilitas Pengolahan Limbah B2
vang meliputi:

1. Inkasi - . .
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1. lakas up ooha,
2. dadwal pelaksanaan uji coba;
3. Hefetdangan menpenal peralatan,  melode,
leknologl, danfatau fasilitas Pesgolaban Limbah

IEHX
wolcrangan mengenat rencand pelaksanzan Lhjd
L2naA dan

+n

S, prosedur penangsnan pelabsanasn uj coba,
bagr Prengolahian Limbah 23
1. denpan cara fevmal sebagaimana  dirmaksod
viatarn Pasal 345 aval (1) harat a@ dan

€ dengan cara min sesual dengan perlembangsn
ilmu pengetabuan dan teknnlogl schagaimana
dimakesudd ralam Masal 343 ayal (1Y hurot o vane
fidak mewniliki Standar Nasicnal Indonesa;

J- huktt kepemiliksan atas dana penjaminan uantlk
pemul:bian fungs: Lingsoangan Hidug,

k. nporhiiungan bigya dan modei keekonomion,

I reneand  pembangunan dan/atau penvedisan
luboraterium wjt Lumbah, B3 atau alal  analisa
laboratenum vane mampy menguy paling sedikic
karakreristix Lirmbah B3 mudah meledak, mudak
menyvala, reakii), korosd, dan/alau beracun:

m. Gistemn Tanegap Dancrat berups dokumen program
kedarureian Prngoclviaan Limbah B3: dan

n. tenaga kerja rang memlbik scerifivat lorapeens: di
ndang Pengelotaan Limtbsh B3

Pauz] 250

Menters  setclah menenma permchonan Persetujuar
Trknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kepistan Peneolahan
Limbah B3 sebapaimans dimaksued da'sm Pazal 355
memberiksr porovataan terrolis menpenad kelenghkanan
adminisirasi permohonan Perselujitan Tekius Hengelrdaan
Lirbah B2 untuk kegiatan Pengolahan Limbsh B3, palicg
larra 2 ([daw) har kerja sciak permohonan diterima.

Setelalh pevmohonan disvalakan  lenpkap,  Menteri
melakukan verilibasi pating lamna 7 (tujuh) han kerja.

i3 Dalam . |
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Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
avat [2) menunjuklan:

a. permohonan Persetujuan Teknis Pengelolasn Limbah
B3 memenubhi persyaraten, Menteri menerhbitkan
Persetujuan Tekniz Pengelolaan Limbah B2 untuk
kegiatan Pengulahan Limbah B3 paling lama 7 {tujuh)
hiari Kerjs seqak hasil venfikasi diketahai: atau

. permohonan Persctujuan Teknis Pengelolasn Limbaeh
B3 tidak memenuhi persyaratan, Menleri menolik
permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling
larna 7 [lgpuh) hzn kega sejak hasil verifilkagi
diketahui, disertan dengan alasan penclakan.

Fazal 360

Persctupuan  Tecknis  Penpgelolasn Limbah B2 untuk
kegiatan Penpolahan Limbah B3 wajibe diutbah dalam hal
terjadl perubahan terhadap persyaratan vange meliputt:

a. nama dan karakteristik Limbah B3 vang diclah;

b, dlesam, cknolom, metodc,  proses,  kapasitas,
tan /atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; danjfetau

. bahan baku danfatau Dbabhao  peoalong berlipa
Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3,

Permohonan perubahan Persetujuan Teknis Penwelnlaan
Limbak B3 sebapaimana dimaksud pada avat (1) digjukan
SECAra tartulis kepada Menrern.

Menteri meleltukan  evaluas)  terhadap  permohonan
perubaban Perselujuan Teknis Pengelolaan Limbabh B3
sebapaimana dimaksud pada avat (2} paling lama 10
[aepuluh] har kerja  sejak  permobnnan perubahan
Fersetujuan Teknis diterima,

Dalam hal hawl evaluas: sebagaimana dimaksud pads
avat [ menunukkan:

a#,  kesesualan data, Menreri menerbitkan perubahan
Ferserujuan Teknis Pengelolaan Limbah B2 untul
kepiatan Penpolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak hasil evaluasi diketahol, atau

h. ketidaksesuanian . .
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kendakseszuaian data, Menteri menolak permohonan
perubahan Persetujuan Tekois Pengelolazan Limbah
B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling
lama 7 (fujuh] han kega sejak hasil evaluas
dikerahui, disertal dengan alasan penolakan.

Perubahan Persetwjuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayar [4) haruf a2 menjadl
dasar dalam porubahan Porsetyyuan Lingkungan.

Paszal 361

Persctujuan  Telkms  Pengelolasn  Limbah B3 untuk
kepialan Pengolshan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
clalam Pasal 3529 ayat (3] humaf a paling sedilat memuyat:

(=

identtas pemepang Perselujuan Teknis Pengelolaan
Litnhah B3

tanggal penerbitan Persetijusan Toknis Pengelolaan
Limbah B3

leewajiban pemegang Persetujusn Teknis Pengelolaan
Limbah B2 unttuk kegintan Penpolahan Limbah B3,
selelsh Penzinan Berusaha terbit: dan

persyaratan  teknis Pengolahan Limbab B3 yvang
e lipati:

1. nama, sumber, dan karakierisiik Limbah B3
vang akan dinlah;

2. jumlah dan kuepasilas Limbah B3 yane akan
dinlah:

3. desain dan rancang bangun fasilitas Pengolahan
Limkah B3;

spesifikas telkris alat Peongrlaban Licnbah B3,
tata letak lokasi fasilitas Penpolahan Limbakb 37
ketentuan 3imhbol Limbah B3;

NS I

laly letak saluran untuk pengelclaan Limbah
cair yang dihasilkan dari Kegiatan Pengolabian
Limbah B3,

2. hasi wup laboratoerium  untuk  karakteriscik
Limbah B3 yang akan diolah;

Qoup ...
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'owi o laboratoriutn umak paramers: Loslitas
amigkiingan;

I Besem langeap Drarurat borbgea dokumen
arogram kedaroratan Pongelolsan Linhanh B3,
dan

11, kepemilikan frilitas laborarcdum danfatag ala
analisa  laburaterium  yaop mampae  mengy
pantg sedikit karakisrislik Limbah B3 mudap
meledak,.  mudal menyalz, reakul,  korosif,
danfataa beracun.

Kewajiban pemegung Perselujuan Teknis  Pengelolaan
Lirbab B3 anrak kegialun Penpolahan  vimbabh 83
sebagaimans dimaksad pads Ayat (1) haral ¢ paling sedibok
meliputi.

o,

melakukan identifikas Lirntbsh BY  yang
dik enpealkan;

melakukan pencatatan nama dan jumlah Lonbah B3
yvang diolah;

melaksanuicurn ujl coba Penpolaban Limbab P, bugi
Peneolahan Lirbah B3,

! dengan wara teanai sebapabnons dimaksud
ilatars Pasal 245 avas (1 hural a; dan

2. dengen cara lain rosvai dengen perkembangan
Umu genpetahuan dun teknoloy: sebagaimana
dirnabksad dalam Pazal 9435 azyat i) hurof © vang
Ligek memilik: Standar Nasional Indonesia:

melakssnalar Penpalainan Limbah B2 sesval drognn
standar Pengoianan Limbah B3

memfungsikan  fempat Penyimpunan  Limsah B3
“0Digal teinpa i Renvimpanan Lienbah B3,

menyimpan Limtah B yang akan dinlab ke dalam
lernpal Peavitope: nan Lirnbah B3¢

e lnsnean Pengurapaisn Lancal, B2 yang skan
diulrh

mengalah Limban B3 sevuw Jdengan eknologi
Pergoinhan Limbsh B3 yane dioliki;

LOIOCTYLEUN . L .
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N1ENYISLIN dan menyampalkan laparan
pembangunan fasilitas Penpolahan Limbah B3, bag
Pengolah Timbah B3 yang belum memilil fasilitas
Fengolahan Limbah B3;

menyusun dan menvampaikan laporan u)i cobw
FPenpolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah E3:

l. dengan cara termal sehagaimana  dimaksud
dalam Pasal 343 ayat {1} hurul a; dan

2. dengan care lain sesusi dengan perkembangan
ilmu pengetshuan dan tcknologl sebagaimana
dimalbsud dalam Pasal 343 ayac [1} huraf © vang
Litlak memiliki Standar Nasional Indonesia;

menyisun dan menvampaikan lagporan Pengolahan
Limbah B3

memiliki dan melaksanskan Sistem Tangpap Damurat
berupa doltutren program kedaruratan Pengelolaan
Limbtah B3; dan

memiliki tenags  kega  yanp mermilikl sertifikat
kompetens: th bidang Pengelolaan Limbah B2,

Pasal 362

(1} Penpolah Limbah B3 wajil:

=

SK Mo (uT486 A

mclakeanakan kewsjiban  seboagaimana tercanturm
dalam Perserujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengolehan Limbah B3;

melakukan Penyimpanan Limbal B3 vang dihasilkan
Jdi tempat Penyunpanan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 286 sampa)j dengan 291;

melakukan PENEEIESar Limbah B3 Yang
dihasilksmnya sebapaimana dirnakscl dalam Puasal
292;

melakukan  Penpumpulan Limbab B3 yang
tihasilkannya sesuai dengan kerentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 295;

e, melakukan ...
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melakukan  Pengelahan  Limbah B2 vang
dihasilkannys sesuai dengan  ketentuan  dalam
Perserujuan Teknis Pengelolaan Limbah B2 untuk
kepiatan Pengolahan Limbah B3,

memenuhl standar pelakzanaan Pengolaban Limbah
B2 schagaimana dimaksud dulam Pasal 345 dan
Pazal 346

menaati Baku Mutu Ay Limbah, jika Penpelahan
Lirnbah B3 menghaziikan awr Limbah;

melakukan penyimpanan residu  danfatao sisa
pembakaran, 1ka Pengolahan Limbah B3 ditalmkan
detgan card termal,

TNETLY USUT dan menyarpsikan laporan
pembangunan tasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi
Pengolah Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas
Pengnlahan Limbah B3,

menylsun dan menyampaikan laporen yjie oz
Pengolahan Limbah B3, bagi Perngolahan Limbah B3:

1. dengan cara termal sebagaimana  dimaksued
dalam Pasal 343 avat (1] hurul a; Jdan

2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengerahuan dan tcknologl scbagaimana
dimalksaud dulam Puasal 343 ayat (1) hurul © yang
tidak memnlikl Standar Nasional [ndenesia;

metyusln dan menyampaikan laporan Penpgolahan
Limhah B3, vang mocmuat:

I. nama, sumber, jumlah, dan karaklenstik
Limbah B3; dan

2.  pelaksanaan  Pengolahan  Limbsh B2 vang
dihasilkarnys;

memiliki dan metaksanakan Sislem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3: dan

memuliki  tenaga kera wvang memiliki  sertifikar
kampetens: di bidang Pengelolaan Limbah B3,

() Dalam ..
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Dalam hal Pengolahan Limbah B2 dilakukan dengan cara
tcrmal,  selain memenuhi kewajiban  scbapaimana
dimaksud pada ayat (1], pemegang Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbab B3 wapk melakukan penyumpanan
residu dan/atad sisa pembakaran borupa abu dan cairan
sesildl dengsn ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 285 sampal dengan Pasal 297,

Dalam hal Penpolaban Limbab B3 dilakukan dengan cara
stabilisasi dan solidifikasi. seluin memenubi kewsajiban
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1], pemegang
Persetujuan  Teknis  Penpgelolaan  Limbah B3 wajib
melakilkan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan
anlidiikas di fasihitas permimbusan akhir Limbah B3,

Lapuran pembangunan fasilitas Pengolahao Limisah B3
sehbapaimeana dimaksud pada avat (1) hurof i diseampaikan
kepada Menten paling lambat 14 [empat belas) han sejak
sclesainya pembangianan lasilitas Pengolahan Limbab B3

Laporan un coba Pengolshan Limbah B3 =ebagaimans
dirnaksgd pada ayat (1) huraf ) disampaikan  kepads
benten paling lambat 14 (empat belasy hari sejak
selesainya ujl coba Pengolahan Limbah B3.

Laporan Pengolahan bimbah B3 sebapaimana dimabksugd
pacda wrat (1] huruf k disampaikan kepada Menteri paling
wechikil 1 isatu) kah dalam & [enam) hulan  sejak
Persetujuan Tekmis Pengelolaan Lirnbah B2 diterbitkan,

Pasnl 303

Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pengodaban
Limbah B3 scbapaimana dimaksud dalam Pasal 3682 ayal
(4], Menteri melakukan  verifikasi paling lambar 10
{sepulub) har kerja sejak laparan direrima,

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] menunjukkan fasilitas Pengolahan Limbah B3:

a.  sesuml dengan Persetujuan Teknis  Pengelolaan
Limbah B3 unrik kegiatan Penenlahan Limbah B3,
bMenteri  menerbitkan SLO kegiatan  Pengolahan
Limbah B3, bap kegiatan Pengolahan Limbah B3
vang tdak wajibk dilakukan wji coba Peneslahan
Limmbah B3: atan

b, tidak . ..



SK MNoduTdgo A

5]

%

{1]

(2]

{:3)

PREZNDEM
REPUBLIH IHMDOODOMHESMA

- 253 -

b.  tidak sesuai dengan Persenjuan Teknis Penpelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menyampaikan sural apar Penpgolah Limbah
B2 mengubah  rencana pembangunan [azilitas
Pepgolahan  Limbah B3 vang  termuat  calam
Perserjuan Teknis Pengelolaan Limbah B2 uniuk
kegintan Pengolahan Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penvampaian sural selmpgimans
dimaksud pada ayat {2} dilabukan paling lama 7 [tujuhb)
hari setelah verifikasi dilakukan,

SLOF untok kegialan Pengolahan Limbah B3 sebapaimana
climaksud pada ayat (2) hural a menjadi dasar dimulainya:

A.  kegiatan operasional Pengolahan Lintbah B3, dan

I,  pengawasan terhadap ketaatan penanpgeung jawah
Usaha dan/arau Kegiatan dalam Periginan Berusaha.

Pasal 264

Berdasarken laporan wjl coba Pengolahan Limbah B3
sebmgairmana dimaksud dalam Pasal 362 ayat (5], Menteri
relakukan venlkast paling lambat 10 (z2epuleh) hard kerja
sejak laporan diteruma.

Dralam hal hasil venfikasi sebagaimana dimalksud pada
ayat [1} menunjukkan uji coba Pengolabhan Limlah B

2.  scsuail dengan  Perzetujuan Teknis  Penpelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Mentert menerbitkan  SLO kegiatan  Penpolahan
Limbah B3, atau

b.  tidak scsual dengan Parsetujuan Teknis Pengelolapn
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Lirmbah B3,
Menteri menvarmpaikan surat agar Pengolah Limbah
E? mecnpubah proses Pengolahan Limbah B3 vang
termuat dalam  Perzetujuan  Teknis  Peogelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolaban Limbah B3,

Penerbitan SLO atau penyvampaian surat sebagaimang
dimaksud pada avet (2] dilakukan paling lama 7 {tujuk)
hari setelab venkasi dilakukan,

[4) BLO
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SLOY untok legisian Pengolehan Limbai B2 sebagaimana
dirnaksud pada ayal [2) kurut a inergadi dusar dirmylainya:

A, kegiatun operasionai Pengnlahan Linibah B3; dan

b, pengawasan torhadap kGiaatan penanpeune jawal
Usaha dan/atan Eegiatan dalam Perimnsm Berusaia.

Prasal 165

Pengolah  Limbah B3 wwiib  memiliki | penetapan
penphontian kepiatan iika bermakoaad;

#  menghentikan Ussha danfataa Regatan; a1au

b, mengibah perggunasn srau memindahkan loksss
dan falaug [asititas Pengslahan Limbak B3,

Untuk memperolech penstapan peophectian kegiacan,
Pengolah Limbah B3 setingsimana dirngksud pada ayar |3)
Wwajilh melakulan pemuithan fungss Lingkunear Fhdup
dalarn hal rerdapat Peocemaran Lingkungar Hidup, ren
harus mengajuksan permohonan secara tertaliz Repada
benteri.

Permabionan  schapailaang  dimaksud  mada ayal (2]

dilenckapl dengan:

A, uwlentios peraban;

b,  laporan  pelaksanasn  Peagoiatwe:  Limban R3:
dan fat&a

e, laporan pelaksanaan peruliban fungsi Lingkangan
Fidur.

Menter:  setelah mecerbna permohenan sebagmmnana

dimaksid padn s 3 melakukan evaluasi terhadap

permaohcnan dan rengrbitkan penetapan penghentizn

kegiatan paling lzma 12 (sepulubp hati kerda  sejak

permohonme diterima.

Farapral . . .
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Ferunbunan Limlieh Bahan S bohsyes dan Bevaesln

i2]
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Fasa: 365

Sehap Orzeg vang menghasidkss Limbah 23 wajib
meldksanaran Peniiebinian Lienbah BA,

Dralant ! Seltp Orang sebagaimana dimalsud pada Ayat
{1} rdak rnampu metaloekan sendici, Penimbuna o Bimbah
B3 dierahkon kepada Peniomoon Limbah B3,

Pasn] 367

Feaimbunan Licnhat 33 ey Penghasil Limoah B3
sebayarimatia dimaksud Jalam Pasal 366 aval (13 wupb
Tnem ik

a. Tlersetupuan Linglkunoan; dan
b, Perizinan Berusshe.

Peninbunan Lirmtah Bl schagaimana diraaksad pada avat
(1) dapat ditakukan mada fasilitas Mernimbunan Linibah B3
barupras:

a,  penitmbuasan akhr

b, sume mjeksi,

. prngmpalan kembali di area bekas tambang;

4. hemdunegan peasmpiing Limbsh tambang; danfane

o fasilitas Pernmibunan Limbah B3 lain sesusr dengan
perkembangan oo ponperahuan den teknolopi,

Fasibtas Penimbunan Limbah B3 berupa penimbusan
akhir sebacawnang dimakzud pada avat (2) hural a terdi
alas fasiitas penicnbisan akhir Limbah T

4. melas |,
b kelas 1: dan
c.  kelea T1L

(4] Terhadep . .
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Terbwdap Lirnbat 157 kKateenr. 2 an sumber spesidile
khusus yang rmemilili tinphat kenteminas radicaktit ietin
besar dari atan sama dengan § 3o /fom® (saty Becguere] [T
senlimeicr  noersopl' danfatac konseairass  akriwieas
sebhegar
a. L Bgigr fsatu Becquersd per gram) umcok ddag

radivukiins angpota doret uranium dan theriom,

albais
oo 13 By, grisepuiuh Becgurerel per prany) vnoak kaliom,
dilakukan  pentmbunaen paling rendsh pada fasilitas
pendimibiinen abthir Lanbak o3 kelas 11 sebagsimana
domagsad podn aver {28 hunot b
Eadionuklida cebagaimana dimebksusl pada ayar (4 haraf
i mclypue:
.  Hranium-2588 (U-234;:
L. Plumibnape-280 [Po-2104):
€. Hadnhan-Z226  #a-22h);
d. Radiwin-225 (Ra-228);
€. Thoriwm-228 [Th-228);
I.  Thorium-230 (Th-230);
g, Thoriom-234 [Th-234); dan
L. Polomium-2 13 i Po-2 100,
Radionuklida  “nlonium-219 (Po-210]  sebaguirmana
dimaksud pada avet (%) hucmuf h hanya berlaku untuk
pencntuazn kimseniras, akuvitas  radionuklida sngeota

derce avanivm dun tharmum pada Limbak B3 vang berasal
darl ergiowan skeploitas: dan pengilangan gas bumi.

Limbah 23 Lrrupa wailing dati kepialan pertambangan
¥ang roen ik fingkyt kontaminasi radivaktif sebagaimana
dimaksud oada gyat 4] dapat ditempatikan pada fasilitas
Peaumbiinan Limbah B2 borupa bendunesn penampung
Limban taurlene.

Prasa] 65
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FPaunl 368

Sefigp Orance vang meoghasiikan Limbah PG PEILE AWAN
melukwkan Penimbunain Limbah B2 pade fasilitas
proimbusan akdur sehagsimana dimaksud dalen, Pasal
ST ayal (3] burnt a wajib melakuken wji torai Koneentrasi
Zat  penccmas  sehelume mengajukan permohonan
Pernctujuan  Trlkms  Pengelolsan  Limbain B3 sintuk
kegiaan Peobmbunan Limbhak B3

Lp tota] leonsentras: zat pencomar sebapaimana dimaisod
pada  avat {1} dilakukan pada  aborstorian Lt
sebagaimana dunaksued dalam Pasal 270,

Setiafy Orang vans menghssiikan Limbah B3 sebagzaitnora
dimaksud pada ayar (1)

a.  wajih menpaiukan permohonan Persetujuan Tolknis
Pengelolann Limbah B3 onoik Peoimbunan Luubah
B3 paling lama 30 itigs pulub) hari sojuk uji toral
Konsanrmesl 20 percemar Limbah B3 selesai
dilaknkan; atau

b.  dapui nenverahiar kepada Permirnbun Limbak 83,

Prsal A6Y

Lokasi Pemimiunan Lonbah B2 baews  memenuokd
Fersyaraian yH0E metiput:

& bebws hanjir;
0. prrmeabtlitas tanah;

c. oeerupakar tdasrah yang secars geologis aman, subii,
tiduk rawan bencana, dat di luar kawasan hodung;
d=n

d. tidak:nerupakan daerab resapan ar ranal, terutama
vaor digpunakan untuk air minmn.

Persyaratan permeabilitas 1anah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1, hraf b tidal berlaku wetok Pepimboenan
Limba®n B3 yang menggunaskaen fsilitas becupa:

4. samuar ingeksi.
o pemempatan bembali di acca bekas tambang;

¢ vendumn onampung Dimbah tambang, dan fatau

. Taxalitas
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d  fzsilites Pocrsbunan Limbah B3 {ain scsvai dengan
perkenbangan ilmu peppetalivan dan teknnlog)

Fermestalitas tonan scbagarmuna dimaksud pada avat (13
hural b 1sredicd atas:

a.  jpermeahbilitaz tansh ovang memiliki nilae paling
bansaw P07 cmfdetik dsepaluh pangkat mitiey neah
SENMmo Y per deakd, untok [acilfites penimbusan
akier Limdrwab 23 keins | dao kelas 1; dan

b, permeabilitzs ook vaig memdik nilad PRiing
bapvak 10 % emfdetik (sepuluh pangkat moecs fima
wonometes per detikl, acouk fasilitas penicobusan
akbur Lisnbah B keias I

Pasal 37¢

Fagilitaz  Penimbunan Lmibah B2 horus  memenubi
PErEVATEAELN Yang reeliputi;

g, hesaun Basilitas-
. memihki sisteay polapis vang ddenekapi dengan:
T salucan untuk pengataran alican air pereotkasan;
2. pengumpulae s lindi dan pengoie hann s,
J. surpur pamtzy; dan
4. lapisan peagtop zkhis

c.mmemiula peraiatarn pendakung Penimbenan Limbah
B.i varce poling sechkit terdinl atas:

1. pealatan dur perlengkapan antuk mengatasi
Resdaan darorai;

2 Sl wngkun untuk Penimbunan Limbah B3: dan

Ea Y

a alal pehnoung dan keselamatian din; dan

. memelike cercana MPenumbunan Limbah B3,
ponutupan, den  pascs  penutupon fasilitas
Penimdbunan Limbsh 23

Persyaratan  memihki  sister pelapis  sebagaimana
dimaksyd puda ayat (1] hurcf b tidak berlaky untuk
fazilitas Penimbunan Limbah 973 herupa sumur ingeksi
dan/atal perernpatan di ares ekas lambang.

Pasgal 371, .
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Pasal 371

Secap Orang vany menghssilkan  Limbah B2 wajib
melakukon Pengolohan Limbat B2 sestiai dengan stendar
pelaksaniaan Penpgelnhsn Limbab BY sebavaimans
dimaksud dalam Pazal 345 dan/atau Pasal 343 ntuk
Limbaiy B2 vang altan dilakukan penimbunen o {asilitas
prerumbasan akhir Limbah B

Limbah B3 scingamana dirmeksud pada aval (1 wajib
ditimbiin de [asilitas peninbusar: akhir sesuan hasil uj
total konsenwras! zat pepcemar sebagaimoens dinaksod
dalam Pasal 355,

Frsal 372
Untuk  dans! memiliki Persetujuan Lingkungan
schagavmens dimabesud dalien Pazai 357 aver {1 burof &,
Setiap (rrany veng menghqgilkan Limheh B2 wajib
menulik: Pereetujuan Tekpis Peongelolagn Liouhah B3
vntuk kegiatan Penumbunan Limbah B3

Setiap Oreng yang menghasilkan Limbah BA sebagaimana
dimdiesud pada ayst (1) mengajukan pormshonan
Persctujuan  Teknis Pongelalosn  Limbah B3 kepaca
Menteri. dilengikap dengasn persyaratan vang melipat,

a.  nams, sumber, karakiernistik, dan jumizh Limbak B3
yang akan diiirodomn

B rencana perobangunan fasslitas Peppmbuarcan Limbaah
B3, bag: Penghasil Limbah B3 vaug belum memiliki
famlitas Penimbiaran Limbah B, yang memuat:

i. dusain dan rancaty  hangun [osilitas
Penimbainan Limbah B3 dan tasilitas pendukung
Peivimbunon Limbah B3; dan

2. padwat polekianaan pembanpguian Jasilitas
Penimbounan Limibah BY;
c.  dokumen mongenai lokasi don fasilitas Pemimbunan
Lmbab B scsual denpan ketentuan sehapaimana
diinaksud dalam Pasa] 30% dan Pasal 370,

. dokuinen menpenai desain, telttolog, metode, proses,
Jdan fasiditas Penimbunan Timbal B2

e prosedur
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. prescdur Penimbunan Limbah 03,

i hastl i laburerorium terhadap parameter
Lingkungan Hidyp;

g bhast] wg lsboratorium  permeabilitaz tanah untok
menenlukan kelas fasilitas penimbusan akhir Limbah

H3;
h. persctajuan dari lemlaga pemerintah vang
melaksanakan  rgsan i bidang keamanan

berndungan, untuk kepiatan Penmimbunan Limbah B3
pada  fasildas Penimbunan  Limbah B3 berupa
bendunpgan penampung Limbab tambang,

L. rercana pombengunan danfatew penvediaan
laboratoriuin wi Limbah B3 atan alal  analiss
laboratorium yang mampu monpup paling sedikit
karaktemstik Limbah B2 mudah meledak, mudah
menyala, reaklil, korosd, dan/atau beracun;

], nncian pelaksanaan peratupan lasilitas Penimbunan
Limbah B3;

k. Sistem Tangpgap Darurat berupa dokumen program
kedariratan Pengelolasm Limbah B3; dan

Il tenaga kerja yang memiliki sectifikat kompetensi di
lidang Penpelalaan Limbah B3,

Dokumen  mengenal Icncana  pembangunan  fasilitas
Perumbunan Limbah B3 scbagaimana dimaksud pada avat
{2] huraf b disusun dengan  memperkirakan  trocal
kom=entrasi zat pencemar Limbah B3, bap kewialan
Feninmbunan Limbab B3 pada fasililas penimbusan akhir
Lirnbah B3.

Pasal 373

Menrerr  selelah  menenma  permohonan Persetuyjuan
Teknis  Pepgeldlasn Limbah B3 unlak kepiatan
Perirmbinan Limbah B3 sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 372 membenkan pernvataan tertulls mengenai
kelengkapan administrasi permohonan Persetujuan
Teknis oaling lama 2 {dual hari kerja sejak permohonan
diterima.

setelah permohonan dinyatakan  lengkap, Menter
melakukan venhkasl palmg lama 7 {tajuh) hari kerja.

{3] Dralam
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Dalsm hai pasil verifibasi sebagaitians disksod oada
gvar (21 mev ok kan:

. peroednan Persetejuan Teknis myTenhi
prrayaratan,  Mentenn  menerbilkan  Persetungan
Tekows Pernglwolaon  Ldwbeh BY untuk  kepiatan
Penimbunan ihimbab B3 paling lama 7 ttopuahy hard
kerja scjak hazil verifivasy! dikerahul, ataa

t. permohonan Poersowaitean Teknis tddak  memecuhi
Persyaraln, Mrnteri mendlale e rmobaonan
Perseiiguan Tekns Penpelolasn Limeask H2 vk
kegioton Donumbunae Limbab B3 paling lawma 7
(lujun) har kefa =ejizl hasil veriltkasi diberatg.
risereal dengan wlasan penelakan

Pasal 374

Ferzerujuan Teknis  Fengeilelaan  Limbeh B3 untuk
kegiavan Penimbunan Limpah B3 wajib diubah dalam 1ial
wwrjadi perubahan werbadap porayaratan yang melinor:

a. mnama dan karalitericlib: Limbah B3 yang ditimbun,
dan/ atau

B dezain,  lekoologi, metede,  proses,  kapasitas,
dan Ay fmzilitas Peiumiunan Limbah B3,

Pesivoho—an perebzhan Peeserajuan Teknis schagatmana
dimAarsed pada ayst {1] diajnkan sccara tertalis kepada
Menien paling dame 10 {sepuluh) han, sewlab teriadi
perubahan.

Montori medakibkan  cvaluasi  terhadap permnhonan
pernbaban Persenwusn Toknis sebagaimana dimazksad
pada avat {3] paling lama 10 (sepulub) hari kera sejak
perinthuiian perubahan Persetiguan Teknis dhterima.

Dalatm hal haxill cvaluasi sebagaimans dimaksad pada
avar {1] menunjubkan.

f kescsuwan data, Mecterl nenerbitkan  perubahan
Perseluguan Tokmis Penpgelolgan Limbah B3 untok
keglaran Pentrablnsn Limbah B3 paling lame 7
1,0l fend kerja uejak hazit evaluas] diketateoi; atau

b. ketidaksssuamn . . .
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b lrowiaksesoaizoo data, HMeoeterd menclak permohosan
oerukalaln Trrsciujuan Toxnis Pengelolzan Limbah
B oantuk Xegiatan Penimbunan Lisibah 83 paling
luma 7 {uguhd harl kerje sefalt hasil cvaluasi
diketahud, disertal deogan alasan pennlakan.

Perubahan Porsctujuan Tekais schagmmany dimskswd
pada avat [(4) horail g snenjadi dasar dalam perubahan
Persciujuan Legidodngaa,

Pasal 475

Forsctuiuan  Teknis  Peneclolsan  Limbeah 83 unick

kegiatan Penimbunan Limbak B3I sebagaimana dimaksad

dalaim Pasal 373 avar (3] hueat a, momuar;

&,  wenoias pemegatg Persctujuan Teknis Pengeinlaan
Limtain B3,

b, wzogeal pererbitzi Persetojuan Teknis Pongaialoas)
Limilian B3

c. Wewgjibun oemegang Persehyjuan Tekmis Pongelsiaac
vimbah B3 vnoak egiatan Penimbunan Limbah B3,
sarledal Penizinan Berusaha terhil; dan

d. persyaratan tekms Pecimbunun cunbak B3 yang
mclipun:
1. nama, simber, dan karakteristik Limbah B3

vang akan dimmban;

2. 1uamiak Limbalh BS yeag akoen ditimbun dan
kapasras tasilicas Penimblunan Limbah B3;

4. desain rancang bangun fasilitas Penimbunan
Limbalh B3;

4, rincian wata lerak dan rincian lokasi fasilitas
Mermmbunan Largbie g B3

A hasil v dani laboealonium voakreditasi Lirnish
S5 yang akan dirimtsn;

b gl laboratorium terekreditasi untok paramerer
kualitas linpkunsan;

f Sistenr Tanpggayn Darfurcst Limban B3 berupa

dokumen  proprem kedaruratan Pengelolaan
Linsoa® 33; arng

& rncian . ..
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8 mmoian pelaksanaar penutupan fasilitas
Pernmbunan lambakl 1330

Kewajiban pemegang Persetwgaan Toknis  Pengelolaan
Limbiah BS untuk kegiatan Penimbunan  Limbeh B2
sehagaimana dunaksyd pada avat (18 haeul s paling sedikit

mclhioutl:

A, meblicakan ideatilbaci Limbal B3 yune ditimbun;

b selaksanakas  FPenunbunan Limbah  Bo o sesusi
dengan standar Penpmbienan Limbah B3,

o mclakukan peocgiatan nama dan pamlah Limsboh KA
vang ditimbun;

4. menyvimpan Limban B3 yvang akan ditimbun ke dalam
rerpst Pepyimpanan Limtah 23,

€. MERYUsUl dan menyampakon lapuran
prmbansunan fasililas Penimbunan Limbah 7135, bagi
Penehasil Limbah B3 vang belum memubiki fusilitas
Pemirmbunan Limhah B3;

f. meonvusun dan penyvampaikan laporan Penimbunan
Limbady, Y

g ek dan melaksarakan Sistem Tanpgap Darurat
herupa dokwmnen program kedacuratan Pengelolaany
Limbih B3; dan

h  meribkl teoaga kerge rvang  momilie seetifiket

kompetensi 1 Bidang Pengelelaan Limhak B3,

Pagar 376

Fenghazil  Limbah  Be  yang melakukan  kegiatan
FPenimbunan Lambah B3 wajib:

.

I,

mélaksanakan koewahban sebapgaimena tereantam
tdalam Perzetuyjuan Tekows Penpelalaan Limbah B3
uniuf kesiatan Penitmhunan Limbah B3

mielacuian Penyimpanan Limbah B3 yang dibasillaa
di tempat Peryvimpuanan Limbak B3;

melakukan  Poiusbunan . Limbak B3 wang
dibasilkannya  =ezual deppan ketentuan  dalam
Persetuiuan Tekais Pergelolaan Limbah B3 untak
kegliaian Fenimbunan Limbah B3;

e, memenuhi ...
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d. mepsnohl standsr Linctungan Hidup dan/atasu
Baku oo Lingkungan Hidup mengena; pelalkeanaan
I'enimbiian Lirnbab Ba;

R Inenagt Baku Murg Al Limbah, jds wernisiburan
cietebasithon air Ltk

. melakukan pemagaran dan memberi wanda trmpat
Penimbunen Limbah B3

Y. moakubon pemantaoan kualitss air tanab dan
Menangauleng dameai nepatif vang ingoekin Limbual
aiiht keluarnya Limbah B3 ke Lingkungen Hidup:

he meawvoap Lopian peling atas (asilitas Penimbunan
Limbakh B3:

L ITMCTYLASLL A rlenyamipaikan laparan
pembangtingn fasiiias Penimblinan Limbah B3, agi
Fenpnas: LLimbah B2 vange belum meinilib fasilitas
Fernnnburan Limban 33;

j- menyuson dan menysmpaikan laporan Pesirbunan
Limbah B3, vang memual-
Y. uame, sumber,  jurmdahl,  dan karakieristik
Limbah B2 dun
2. penaksansan Porimbianan Limbaer B3 vang

ihihasitkannra;

k. memiliki dan mrlaksanskar Sistern Tanggap Damrat
bBerupa dokuman progeap kedaruratan Pengelolann
Limbah B3; <lar

I memuliki tenap:  kerja vans mesmliki|osertifikat
koempetens o Lidane Pengeinlaan Limbar BS

Kewaujibar,  wmenucup bapian  paling  ataz  tasilitas
Fenimbunsn Limbah BY sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} hurul b dhilakuksa o jika fasdites Penimbanan Limbab B3
telaly cevian penuh atsu kegiatan Perimmbunan Limbah B3
zoies s dirakukar.

Laporarn pentkangunan fosilias Ponimbunan Liobab B3
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) nurad | disampaikan
kepada bMonteri, secars herlahap pada kegiatan:

d. [ITICLHEDAT,
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a.  penstapan dokss MPookmbunae Limbals 33, dengan
dilenghzgd Gaien enlantig pemenuban persvaratan
lokazi Lirba's B pang metiputi:

1. behes Lo
2. pormealilitas ranal,

. merppnkan dasvih vang stcarh peologs atoan,
stabil, odak rawzin beocana. dan di luar kewasan
gz, dan

1. midsk merupakan dacrabl resapar wir nuh,
terutama vany digunakan uniuk air nimam;

dan

b, pelaksanaan pembansunan fashitaz Penimbinan
[imlzah B2

Laporan pelaksanaan prabangiinan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 sebagnimana Jdirmaksud pada ayal [J) hurut b
bagi fusililas penimbusan akhir Limbaby B3, memuat
inbaress menpenai:

a.  mistem pelapis sesual dengay keias fasdlias
rerumbusan akhic Limbat: B3; dan

b.  hasil tes keboraran, untuk fasilitas penimbusan akhir
Limbah B3 kelas 1 dan kelas 11,

Pelaporan secars Lerizhap dissmpaikan kepoda Mentveri,
paling lamibatr 11 (empat belas) hare setelah selesainya
kegiatan sebagaimans Jimaksod pada avat 12} hurul a dan
hurui k.

Laporan Penimbunan Limbah B2 sehagaimana dunalkstgl
pada avat {1] huruf | disampetkan kepada Menteri paling
sedhikil 1 (satu] kaii dafam & tenam) bulan sejak
Persetupaan Tekmz Penpelolaan Limbab B3 diterbitkan.

Fasal 377

Serdasarkan lapoman pembapgunan fasititos Perumbienan
Limbah BY sehagamann dimaksad daban Pexal 376 ayat
i1] hurut i, Mewtsri melal:utan verifikasi paling lambat 10
sepalylih bar kera sepzle laporsn diterima.

Dalarn hal hasil cerifibosi scbepaimana dimaksad pada
aval (1) menunjukxan Tasilitay Fenimbuanan Limbah Ba:

A, SeSLar, . .
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2. sTRual  dengan  Pessetojuan Teknis  Pongelotaan
Limbeh 23 untuk kepiatan Pendmbunan Limbah B3,
Menier. menerhitkan 810 wntuk kegiatan
Penimbunan Limtah B2 stay

b tidak zestm) demgan Persetujuan Tewils Fengelolaan
Limalzein B2 untulk kegialan Penimbunsn Limbat: B3
Menrert inenyampaikan surat azar Penghasii Lisbah
B3 wengabah rencans lazilitas Penimbunan Cimbah
(i3 yang tertiual  dalam Fersetujuar: Tobknis
Fungrolaan Limbah B3 uniuk kegiatan Pepimbunar
Limubah B1.

Penerbitao SLO atal panyvampaian soear sebapaimuans
dimaksud pada wyar 12) dolakokan paling lama 7 LAY
hart setelah verilikasi dilakukan.

SLOY unruk kepiatan Peqimiounan Limbah B2 srhagaitmang
dimaleniad pada avat (2] huarura tnenjacli dusar dlmu]mn}h-

&.  kegmaran opéerosicnal Perumbuanen Limbsh B3 dan

L. penpawssan terhadlap kertaatan pena GRaUIlg |awat
Usahu dan/atan Kegtatan dalam Perizginan Berusaha.

Fasal 475
Selisp Orang vang menghasilkan Linbah B3 vang telah
mempercleh Poersctyivan Teknis Pengelolasn Limbah B3
urtuk kematan Penimbunan Limbab B2 wacib memihki
pcnelapan penghonan kemaran jika bormaksud:

a.  menghenlikan Usahs don/atao Kegiatan;

. mecngulmb penperunasn stay] memindahkan loleas
dan;ataw fasilitas Fenimunan Limbah B3: atay

¢ melakukan peputupar lasililas Ponimbunan Limbeh
B3 karena fosilitas Pesimbunan Limbah B3 ielah
ERLG.

Untuk memperclch  penetapan penghentian  kegiatan,

setiap Urang sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus

mengaivian permohonsn secsra tertulis kepada Menterd,

gubergiur, atale bupatiiwalli keta sesual kewenangan

penerbitan Persenguan Lingloungan.

30 Permohonan .. .
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Pcrmohonan  sehageimana  dimaksad  pada  avar (2]
dilengkapi denyan:

a. identilas pemohon; dan
k. laporan pelaksanaan Ponimbunan Limmbah B3.

Menleri, pubernur, atau  buparifjesli keta  sctelah
menerima permohonan sebapaimana dimaksud pada avat
3] melakukan evatuasi terhadan permaohonan paling lama
10 {zepuluhb) hari kerja sejuk permeohonan diterima.

Dalarn hal basil evaluas: sebagaimanas dirmaksod pada
avat (4] menunjukkan:

a. htdak terdapat  Pencomaran Lingkuaesn Hidup,
Menteri, guberour, ara: hepal’ fosli kKara sesuai
dengan  kewsnanganmes  moenerhitkan nenetapan
penghentian kealatan Poeimbunan Lumbake B3 paline
lama 7 (tujuh) harn scjak hasd evaluaszi diketabhui;
atay

L. terdapat Poncermaran Lingkungan Hidup, pemohon
wajib melakukan pemunhian jungs Lingkungan

Hidup.
Penghasil Limbah Q2 wajib melaporkon sicat pretapan
perighentian kegistan sebuostmons dima'ssud peda avat

{5 huruf a yvang diterbitkan gubornoe asaog huparifwali
kata, kepada Menwri paling lambat 5 [lirma) had keda
Sejak sural ditetapkan.

Menteri menerbetkan peneiapan pongleation kepiatan
Penimbunan Limbah T paling lan:be s Vo al, b kerja
setelah pemohon selesa, meahoaha, proiubain Ungsi
Lingkungan Hidup schogobnana oroaksiag pada avat [3)
huruf b, vang dibuktikan dengan peostapsn swous telah
selesainya pemulthan lahan terkomniaminae:

Pzl 200

Sctap Orang vany e ool asn oy oes B3 vong 1elah
mempernleh T ol E AL et L IHAERR-T)
sebagnimana dimoliswd Dot Posad 778 eat (39 haruf a
dan ayat {7} waik melaksanalan pemaatauen ongkungan
Hidup pada beka« Jokasi darfatal Sv i 0 P oimhunan
Limbah B3 yang telsh morusroleh se- e1ag. 0 penphertian
kegiatan.

7 B PR T b A T
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Pemanmlsusn Ling¥unpan Hidup sebagaimana disnaksad
pada ayat [1] dilsliuian paling singkar:

2. 2 [tipa puluky tabon sciak peneraan Pcnghentian
Wegistan ditectitkan, onrale fasibtas Pesitnbuanan
tambeh B2 kRerupa pomuanibussn akhie dan sumor
hal (AL

£ 0 sepudnh; thon sejals penstapan peoghontian
keglatar ditcrbitkan, wuntuk fasilites Perdmbunan
Linbieh BS brrups bendungan pensmpung Limbah
lamimEng; dan

<. & [hmns) rakun sejak kematen Penimmbunan Limbab 33
dilicntiican, uniuic fasilitas Penimmbunan Limbab B3
berupa prnempdtan kembali di area belegs lLambang,

Pemaran Lingkuogen Hinup sehagaimana dimaksoacl
pada ayat 2] paline sedikit melinuc keypiaan:
2. peTnanfauan terbadap potzns: kebocoran, pelindian,

dan;atan kegapalan faslitas Penimbunan Lirbah
BE,

b pemantanan kualitas Lingkuagsan Hidup ¢i sekitar
lakams Tumhitas Penimbunan Limoah B3; dan

c. peiaperan hasib pemandscan schagaimang dimaksud
pads hanaf a Jdan hural b secera berkali

Pasal 350

Daiam hal Setiap Srang vatg menghasilkan Limbah B2
bidak mamypny melakukar sendiri Penimbunan Lirmbab B3
yang chhoslkannya, Penimbunan Limbah B3 diserahkezn
kepada Ponimbun Lambah B3,

Penyerahon Lembuh 83 kepada Penimmbun Limbah B3
schagnimana dimaksud pada ayan (1] diseruai dengan bk
penyverahan Limbah B3,

Salinan  bukty pernyerabsn Limbah B3 sebagalinana
dimakscd padas 2yt () disampaikan kopada Mentert
paling lama 7 frujuk) heri setelah penverahan Limbah B

Pasal 231, .,



SK Mo DB4TE] A

(1]

f4)

i3]

(1}

(2

PRESICHEM
RFFLIBLIKE [NMDOMES] A

ST

Fazal 341

Untak riapat meiakuken Persmbunan Linbah B3 vang
diserahken olek Setinp Orang sebwpsimana dimaksied
dalaim asal 380, Penimbur Lirmbah B3 wajik nemiliki:

a.  Persetdjuan Lingkungan; dan

b, Perizivan Berusalie i Sidang usaha Pengeiolaann
Farmbah T2

Penimbunan Limbak B3 aieh Ponimbun Limpah B3
dilakukan pada fesilias poninibusan akhir iimbai B3
keles T ata kelas U sesual dongan veteniuan seuagaimans
dimabksud dalam Pasal 367 avat {3) huraf = dan hueef 4,

Limbah B3 yang ditmliin schagaimana dirmsksid pada
avat ¢l dapat berasal dan Linibah B3 vane dihasilkan oleh
1 {satud atav beberapa Penchasil Limbah B3

Fasnl AR5

Untuk  dapat  memiltki Perselujuan Lingkungano
scbagaimana thimaksud dolam Pasal 381 avac (10 hueof a,
Penimbun Limbak B3 wajib memiliki Persetyivan Teknis
Pengelslaan Limbab: B3 untuk kegisian Perimbunzn
Litnhaoh B2,

Fenumbuin Limbah B2 eebapaimana dimaksod pada avat
i1l mengajukan  pormehocan Persctujuan Telonis
Pengeiwlasn Limbah B3 kepada Menterl.  dilengkapi
dEnEan persyararan yvang mebirgti;

A.  korakteristik Adan jumlab Limbah B3 vang akan
ditimbun;

b, rencana pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah
B3, yong moemuat:

! dexam don rancati  hangsn [3uilitas
Fenivmbrnan Limbain B3 dan faxilicas pendukung
Perurntwinan Limbeb B3 dan

2. aadwal  pelaksunesn pembanzunan fasilites
Fernimbunan Linnhah R,
oo Aeiiuamen mengetisi lokas dan lasilitas Penimbunan

Limbab i} seaual cengan kerentuan sehagaimana
dimakaiel calam Pusal 304 dan Pasal 370

. okarmet . ..
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2. dekinen mongenai desain, teknolugi. mewde, proses,
Gt fesilitas Perdeibunan Limbah 23;

e, proscdur Pemswrminonan Luanbab B3;
L perhilungan biava dan moerel keekonoman;

g hasil  uji  labaratoriom ternadap purameter
Linpkungan Hdup sesuw dengan  jenis  fastlitas
Penimmbuno Lirnkabh Ba:

h. bukl kepemclinan atas dana penjmninan oatuk
peradihaen fungsi Linghungar Hidug;

b rencatis pembangiunas danfaiels penivedidan
latwratorium Wi LLabah B2 yane matapu 1T L]
cabne  scdicu Rarakierstik  Limpab B3 madah
muiedak, mudah menvals, reaktd!, worosif, dan/ataw
bernoun:

i Zestemy Tanppap Derucet peropa dokumen pragram
Ledaruratac Pengelslazn Limbah B; dan

k. ienags kerjz yang memniliki secufikatl Kompetensi A
brdang Pengclotunn Limbal B3,

Dokumen mengerai rencuna pembaagunan Tasilitas
Penimtunan Limbalh B3 sehagsimana dimaksud pads avat
(2] vl b odisasun dengen  memperkinakan  1otal
HOTEonlresi w4 pencomar Limbah R

Pasal 383

Menteri  setelah ownenms  pwrmohonan Perserejuan
Teknis  Pengelolaan  wimbzbh B3 untuk  kegaran
Pemimnbunan Limbkah RBI schagaumana dimaksud dalam
Pasal 3HZ memborikan pornyataan terfulis mengenai
kelenpgitapan  adminisrrasi  permohonan Mersetajuan
Tekms Pongelolaan Limbah B3 pelicg lama 2 jduay baci
kerja scpak permohonan deterima.

Setewwh  permchonan dinvacakar:  lengkap,  Menteni
molnkakan verifike s paling lama 7 (tujuh) had kerja

Dalam hal hasil veritikast sebagsimana dimaksud pads
avar F21 menuraklie:

g. perinohonan
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A.  permchonun Persetujuan Teknis  memenubi
presyaratan Menlert mznerbitkan Persefgjoan
Tekms Pengelulaan Limbab 23 catak  kKegialan
Pepimbunan Limbkah 52 paling lama 7 fujub) han
kena sejak bisil verilfiboass dikerall: arag

b, permchonan Perserjusn Teknis tidak memenahbi
perstsratan, tdertert mendlak poermstiongn
Persedvjuan Telenis Pengelolaan Timbah B3 wmisk
kegiatan Penimbunsn Limbal: B3 paling lame 7
flujuhi bhan kerja zojab basil verifikasi diketabuog,
thsertal dengan aldsan penolakan,

Pasal 3454

Persetujuan  Tekms  Peneelcloan  imbsh B3 onoik
kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib diabah dalam hal
terjadi perubahan terhadap perayacatan yang inehmai;

a.  lavakteristik Timbah B3 yang diimbun: danratan

b desan,  teknologl, meusxle,  proses,  Kapawitas,
aarf ataye lasilicas Penimbanoan Limban B3,

Fermehanan perubahan Persetujuan Tebinis sebagaimana
dimaksun pade avat 1 digukon secara tertilis kcpada
Menteri paling lama iQ (sepulub) han, setclah terjadi
perubahan.

Mentert melakukan  cvaluast terhadap  permohonan
porubaharn Persctgjoan Tekoiz sebagaimana dicoslesued
puda ayat [2) paling lama 16 fsepuluhl hari kera sejak
permohensn porubahan Persetujuan Teknis diterima

Dalam hal hasil evaluasi scbagaimana drmaksud pada
ayal {3 menuniukkan:

3. kesesuawan deta, Meontori menerbitkan perubahan
Fersctwuan Teknis Pengelolaan Limbzah B3 untuk
kegstan Penimbunan Limbak 23 paling larra 7
ftupub} hard kerja scjak hosil evaluasi diketahue ataw

b, kevdaksesvaian data, Menteri menulak permahonan
percbabinn Prrsctujian Tekeis Pengelobaan Limbah
B wntuk kegintan Pepimounan Limialh B3 paling
lame: 7 [tujuh) hari keria  sejek hasil evaluas
diecrahia, elice Sui denpan alasan penclakarn.

(3] Percbhahan .. .
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Perubmhan Persetujesn Tokvuz sebagmiman., dimaisud
pada aral (4] horul o neriacdi dasar dalam serubabhan
Persolujann CEngR

Yaman RS

Perselguan  Teknis  Fenpriolaan  Lombah B3 wntuk

kegialun Ponimbunan lambak: B3 sebaesimena dunaksad

dalaim Pasa!l 387 wyal (3) hiasol & roeoivst:

a. wdontias pemegang P2rseiujuan Teknis Penpelolaan
Limbah B3

b, tanggal pencrbitan Persstojuan Teking Pengelslaan
Lirmuah B3;

c. kewajiban pemegang Persetapsat Teknis Pengelolaan
Linibain B3 untuk kegiotan Penimbunan Limbas B33,
setelall Perizginan Berusaha Lerbit, dan

d,  persyaratar winis Penimnbunan Limbas B3 VHAME

Foyeslapsa tes

karakterisnik Linbah B3 vang akan ditimbun;

=

tes

Jumiah Limbah B3 vang aken Aditimbun dan
Kapasitis lasilitas Penimbunan Limbah B5:

Jo ddesein rancang Bangun silitas Pendmbiinen
Limkah B3:

1. nnoan tata sk dan rincian lokast Tasilitas
Penimturae Limban BS;

3. kagil vji dan laboratonum terakreditas: untok
Licnbon B3 vang akan divmban:

ol laboratorium terakreditasy cowlr parameter
kualitas hinpkungan;

Foo Bstem Toanggap Darure: Limbah B3 Lerupa
tdokumen  program kedaruraion Fenpelolasn
Lirmbah B3 dan

B omocian pelaksanast penulupan fasiliten
Penimbuinan Limbah B3,
Kewajiban  pemegann Persergjuan Teknis  Penpelolaan
Limbah B3 untuk 'ssgiatan Pepimbunan Limbah B3
veldgaineans dimaksud pade ogul (1) huruf o meliperi:

a. melakoaenn ..,
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meislouban idsndlikes Limbah B3 vange ditimbun;
melaksanaken  Pemmbunan  Limbab 22 sesuat
dengan swndar Penimbunan Limbak B3;

melakukan pemmtaian nama dan jumial Limbakb B3
vaLg dtimkngrg;

menyitogmn Limbah HS vang skan deimbon ke J=lam
ternpst Penyimpanat: Limbah B3,

e r s dain OETLY AN PaiRA T laparan
pembaangninan fasilitas #enimbunan Limbsh B2

meayusun dan menvampaikan laporan Peoimbunan
Limhah B.3;

semelikl dan melaksanalan Sistem Tanggap Duarurat
Berupa dokuwmen progrem kedaruratan Penpelaluan
Litibah B3, dan

memiltkl  tenaga kerus vang memidiki wertihkat
kumpetens: di bidang Peggelolaan Lembalby B2

Faval 86

Penumbun Limbah B3 wajib:

A

melaksonakan Lewuiban sebagaimana lepcantum
dalam Persetaintn Tchknis Pengeloliarn Limbak B3
untak kegistan Penimibanan Limhan B3,

melakuken Penyimpanzn Limbah B3 vang dihuasilkan
di teripai Penyinpanan Linbah B3,

melakukan  Ponimbunai Limbah B2 vang
diharilkannya =esum denger. kRetentuan  dalatn
Feroctuyjuan Teknie Pengelowan Limbah B3 unruk
kegialan Pommbunan Lisnbah B3;

mrmenuln standar  Linpkuangsn Hidup  danfaran
baku muwix Lingeangaa Hidup mengenai pelaksanaan
Pennmibunan Limbak T3.3;

menaall Baku Muru Air Limbah, jika penimbunan
mecnghasziilean air Limbai;

melakubkan peniagaran dan memben tunda tempat
Frriombunan iimbab 353,

. mclakukan .
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£ melkuksn pemanzaian koalitzs abr tanan dan
menanggulang dampal negaiif vang rmungeic fimoul
akinat keluzrova Uimbah B2 ke Lingkungan Hidug;

b menutip Buglan psling atas Gwsilitas poolmbusan
archic Lambah 33,

I IMCnvUsUIL Gan mENYArIpaken laporan
pembanzinsn famlitss Penimbunan Limbah B3; dan

rerrusun dan menyampaikan aperan Fenimbunan
Linbzah B3, vang memieai:

) S
[

. nowma, sawmber. jumlab,  den karakoeristik
Limbkni 02 rlan

2. pelaksanssr  Pendmbunan  Litkah B3 wvanp
dihasilkunna.
Kewajiban  menotup bacian paling atas faslitas
premirnbrusan akhir selagaimane dimaksid pada avad (2]
humad b Gllaliakan s fasilinas penicabwgan 2khir Dinhah
B clah terisi poniuh asan keplatan Peniobunan Limbah
B2 seiesai dilakukan.

Laporar. pernbangunan fastlitas Pemimbunan Limbah B2
sebapsimATa dimaxsund pada avat (1) hoeral i disampaikan
krpasla Menterni, s2cnra berahap pado kesiztan.

. proetapan iokas Penimbunan Limbah B3, dengan
dilenghkap! kajian tontang pemenubsn porsvaratan
[ekeavsi ifmbah B3 yang meliputi:

| bty bangir:
4. permeahihitas tanah;

d. IMEMURaKan GasTah yang scCard genlogis aman,
slanit, hidak rawan bencans, dan di laar kawasan
hadviry; dan

4. tdak merupatan dacrcah resapan air taooh,
terLrama ¥ung aipanakan unluk air minan,

dan

B, pelaksananan pembangunan  fasilitke Penimbunan
Limibah T4

(4} Laporan . . .
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Laporan pelaksanaow perabangunan fasilitas Prranbunan
Limbah B3 schagaman: dimaksud pada ayat 13 huowl b
bagi (asilitaz penimbiican akhir Limbah B3, merianst
informast mengen:s:

a.  geaem pelapis sesozsr denwan kelos fasilitos
penimitisAan akbinr Limoah B3; dan

b hasil tes kehocoron, untu fagilitas ponimbusan akhbic
Limbat B3 kelas 1 dan kelas 11

Peiaporan scourn bectahap discmpaikan kepads Menter,
peling lambat ia eeapof betas) han setelah selesainva
kegiotan sehagaunaas dimaksud pada ayvat (3) hurai a dan
hurur b.

Laporan Pennnlminan Limbab B2 sebagnimans demaksad
pada ayal |1} hunal j disamiraikan kepada Menteri naline
sedikil U (sata] kali dJalvn & tenam!  midan  sejak
Perssioguna Tokane Penpelclnan Limbab B3 diterbothan.

Pasal 387

Bcrdasarkan iaporan pembangunen fazgilitas Peninlunan
Limbah B? sehagaimana dunaksued Jdalem Pasal 786 ayal
(4, Merteri melakuekan  veriftkaxi paling  lambat 10
{sepaluh] hari zejak lapoean diterima

Dalam hal hasii verifikast sebagaimany dimaksud pada
ayar 1] meodmjokken fasilitss Pemimnizanan Limbah 235

a  =esual dengan Peraetguan Teknis  Pengoicloan
Limlahy B3 untuk kepiatar: Penimbunan Limbah B3,
Menterl  menerbithan 3L untoke kegialsn
Fenpmbwnan Linnbal B3; olau

b. Ldek scsual dengan Perselaiuan Teknis Pengelolaan
Limbah B2 untuk kryiatan Penimbunan Limbak B3,
Menteri menyarmpaikan surat agar Penjcnblun Limbash
B3 menguban roncana fasilitaz Penimbunan Jamhah
83 yang toomual dstam Fersctujuan  Teknis
Pengeiclaan Limbah B2 untuls kegiaran Penmmbunan
LimBbate B3

Penerinlan SLO atau penyampaian surac sebagaimaria
dimaksud pada avat (2] dilukukan paling lama 7 [ugjuh)
han sctelab verifikasi dilakukan.

4] 5LO
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SLE uneal kegivizp Penimbungn Limbali B3 sebagaimana
dnnaksud pada aysd (2) hunsf s menjodi dasare dimulainva:

a. Lepiatan operasoral Fenombutsn Fimbah B3 das

b, penmavasan serbadap kotsatan PLOATIEEUNE jHwWaAL
Lisahnta dar"atey Keglatan tdalan: Perzinan Berusans,

Pabal 358

Pemmbun Limbaly BS yang 1elah memperoleh Persetiguan
Tekms  Pengeloiasc [imball 83 untuk kegintan
Pepmounen Limioah B2 wajity memiliki peresspan
pengnentian kegialan jitia berinaksud;

. menghentikan Usaha ger: atay Fegatan:

L, mengubah ponggunaan acau memindabican  iokcos
diangutau faxiitas Peoumbinan Lirgbah B3 auau

o welskukan penutupan besilitas Ponimbuonan Limbah
N3 kerena fasilias Penimbunan Limbah B2 reluh
penuh.

Untuk memperich  penctapan penghentian kepistan,
FPenumbun Limbah B2 sehagaimuns dimaksud pads ayss
[1} wanin metakukan pewcnlibag fungsl Lingkunpan Hidup
dalarm hal terjaci fevcemaran Lingkungare Hidun, dan
harus mengajukan permohonsn secars reriolis lespada
Menier.

Permohonan RETE s pan penghentian kegialan

schagrunana dimaksud pada avar (2) dienpkapt deagan:

a. ulentitas pemohon:

B. luporan  pelaksenoan Penimbunar Limbal, 32
dark/ &L

<. lapaoran pelaksanaan pemulihan funpsi Lingkungan
Hidup.

Menlerl sctelall menerima permononan  sebugmimans

dimaksuc pada ayat (3] mchalockan eveluasi 1erhadap

permohonan 2 mencrbitkan pencrapan penshentian

kegiaran paling lama 1o jsenubub) har kena sejak

perinihonsn diterima.

Fasal 38% , . .
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Fasal 389

Penimbun Limbah E3 yang telah memperoleh penetapan
penghentian kegiatan scvagaimana dimaksud dalam Pasal
388 ayat (4] wanb mrlaksanakan pemantauan Lingkungan
Hidup pada bekas lokas) dan/atau fasilitas Pemimbunan
Limbah B3 yang relah mempersleh penelapan penghenlian
kegiatan.

Pemantaan Lingkungan Hidup scbapaimana dimaksud
pada ayat [1) dilakukan paling simgkat 30 {tga pulal)
tahun sejak peuetapan penghentian kegatan diterbitkan.

Pemantauan Lingkunsgan Hidup sebagaimana dimaksad
pada avat (2] paling sedikit meliputi kegiatan:

a. pemantauan terhadap potensi kebocoran, pelindian,

dan/atau kegagalan fastlitas Penimbunan Limbah
B3

k. pemanansn kushtas Lingkungan Hidup di oselkotar
lokavst fasilitas Penimbunan Limbah B3 dan

¢,  pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud
pada hurul a dan huruf b secara berkala.

Paragraf 10

Damping (Pembuangen) Limbah Bahan Berhabaya den Beracun

SK No (7401 A

Frazsal 340

Setiap Orang dilarang melakukan Dumping {Pembuangan)
Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup tanpa Persetujuan dari
Pemerintah Pusat.

(1)

(2

FPasal 391

Sctiap Orang aniuk dapet  melakubkan Dumping
(Pembuanpgan] Limbah 133 ke meclia Lingkungan Hielup
wajib memiliki Persefujuan dar Permenmitah,

Perselvjuan scbagaumana dimaksud pada ayat {1} borupa
Persctupuan Teknis untuk kegiatan Dumping
{Pembuangan), dan menjadi dasar dalam penerbitan
Persetujuan Lingkungan.

{3) Setiap . . .
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Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan
Lirmhah B3,

Persetyjuan Teknis sebhagaimana dimaksud pade aval (2)
dibenkan untuk kegiatan Dumping (Pembuangant Limbah
B3 ke media Lingkungan Hidup berupa:

a. tanah; dan
b. laun.

Persyaratan dun tata cara permohonan dan penechitan
Persetuijuan Tcknis untuk keglatan Dumping
(Permlbiuangz=n) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidap
berupa tanah scbharaimana dimakesod pada avat [4) hurnaf
o dilaksanakan sesuai dengan kelemiuan Pemimbunan
Limbah B4 sebapaimana dimaksud dalam Pasal 366
sampal dengan Pasal 379,

‘Pasal 392

Limilzah B vang dapat dilaltukan Dumping (Permlulangan)
Lirnlah B! ke media Lingkungan Hidup berupa laue
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 391 avat [4) hural b
e ru

a.  tailling dar kegiatan pengolahan hasil perlambangan,

. gerbuk ber darn bhazil pemboran Usaha dan/alau
keglatan eksplorasi danfarau eksploitasi di laae
mengmunakan Jumpur bor berbahan dasar sintetis
{syrthetic-bosed mud); dan

. serbak bor dan lumpur bor dari hesil pemboran
Usaha danfatau Kcgiatan eksplorasi  clan/ atau
ekyploitaxlt  di laur menggunakan  lumpue  bor
herhahan dasar air (waeter based muuel.

Terhaduap Limbah B3 schagainana ditnak sl pada ayat (1)
wa]ib dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun
sebelum dilakukan Dumpng {Pembueangan) Limbah B3 ke
L,

Pasal 393 . ..
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Pasal 333

Uniuk memperoleh  Persetujuan Teknis untuk  keplatan
Dumping [Pembuangan) ke lavt zebagaimana dimaksud dalam
Fasal 391 ayat {4] hurad b, Setiap Orang yang menghasilkan
Limbah B3 harus mengajukan permohonan secara fertuolis
kepada Menteri,

Pasal 3%d

Permohonan  sebapsimana  dimaksud  dalam  Pasal 23493
dilengkapi denpan persyaratan yang melipull:

a. identitaz pemohon: dan

. dekumen kajian teknis Dumping (Pembuangan) Limbah
B3 yvang paling sedikit oelipd kererangan mengenai:

.  mama, surnher, Karakeeristill, jenis, jumlah, dan debit
Limbah B2 yang akan dilakukan Dumping
(Pembuanpan) Limbah BS;

2. studi pemaodelan Dumping {Pembuangan) Limbah B3:

al  unituk  kepiaran di sektor  pertambangan,
mermperhatkan keberadoan retmakelin
permanen dan kedalamannys; dan

b untuk kegiatan < schktor minvak dan gas,
memperhatikan anpin musim,

3. lokasi tempat dilaknkannya Dumping {Fembuangzan)
Limbtah B3 dilengkapi dengan peta lokasi Dumping
{Fcmbuangan) Limbah B3;

4, diagram alir proses prnpolahan Limbah yang akan
dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;

5.  tona awal laut, biota laut, dan zedimen:

studr  pemedelan untuk  Limbah B3 vang akan
dilakukan Dumping i(Pembuangan) Limbah B3,

Y. hasil uji dari laboratoriom terakreditasi.

a)  untk kegiatan dari sekoor minvak dan gas,
meliputh parameter;

1] tokesikologt fethal Concentratior-20 [LCan)
9¢& ¢sembilan puluh enam| jam;

Z) total | . .
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2)  wtal konsenirasi logam berat;
A total petrolegam hidrokarbon (TPH);, dan
4) ol aomabk hidrokarkon [FAH),

I uniuk kegiatan dan sektor  pertambangan,
mehputl parameter:

1}  toksikology Lethal Concentrotion-S0 (L)
4 [sembilan puluh enam) jam;

2p  mtal Ronsentiras logam berat; dan
2} teralogenisitas,
kompoesist bahan kimia dalam umpar Bor;

peta batimectrl, daerah sensuwil, alur pelayaran, dan
dacrah terlarang terbatas; dan

Sistemn Tanggap Daturat berupas dokumen program
kedaruratan Penpelolaan Limbah B3,

Pagsal 2935

Lokasi tempat dilakukan Dumping [Pembuangan) Limbah
R3 sebapzamana dimaksud dalam Pasal 394 huml anplka
3 harus memenuhl persyaratan vang meliputi

o.

terletak di dazar laut pada laut vang memiliki lapisan
termoklin permanen; dan

oidak berada di lokasi tertentu atau di dacrah sensidl
eS| denyan kcrentuan peraruran
perundang-undangan.

MMulam hal wdak tordapat laut vang memiliki lapisan
termoklin permanen sebaganmana dirmalksgd pada ayvan (1)
biurud a, lokas rermmpat dilakukan Dumping [Pembuaeogan)
Lirnhzah B3 berupa tailling dan kegiatan pengolahan hasil
pettambanpan hamus memenuhl persyaratan lokasi yang
trelipall;

a,

tr.

werletak di dasar laut dengan kedalaman l2hih edari
atou mama dengan 100 m (seratus meter);

secard lopografll dan batimetri menunjukkan adanva
nEaral  danfarau saluran di dasar lagl yang
mengaiahkan talling ke kedalamarn lebih dan aian
sama dengan 200 m {dua ramas meter), dan

. tiddaly,
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e fdak ada fenomeng up-aseiting.

Dalam hao tidak erdapat last vaneg meomilike lapisan
termaklin permancn sebagainene dimaksud pada ava (1)
hurnii a, lokasi tempai dilakeican Dumping (Pembusngan)
Limboli B2 bergpa seri,uk Bo- dan lumer bor dard hasil
pemboran Usanas dandsian Kegiatan cksplotssi danfatan
elspioilast di laty sefogainians dimalsed gdatam Pasal 390
aval [} parof b dan huruf ¢ horus memenuchi porsyaraian:

. torlcisk di el deogan kedalamsan lebibh dar atao
sarna dergan 20 o fama pulah meter); dan

b, dan:pakova bersda do dalarn tadius letoh kel car
atan sama dengan 5090 m (lma raius meren Jani
linzasi nemboran i Jaun,

Limhah A3 herupa serbuw bor dan lampa,r bor dan has!
remboran Usaiia dan/atan kegiatas eksplorasi doi fataon
ckspuoitast di lnul sehagaimena dimaksud dalam Masal 292
ayal 1) huraf B dan karuet o yang dapat dilakiikan
Dumpang (PFembuangan) Limbak B3 he loliaz sebapaimenn
dimaksad pade oyt [T ayal (2], dar ayat [3) merupakan
Lirnlsab B3 wang tdz% mermiliki kandungan hidrokarben.

Paynul 306

Dokumen progeam keraruraran  Pengelolasn  Lirmoah B3
sebagaimana dimaksud dalom Pasal 394 bharul b oangka 10
paling zedikin momaat;

H.
k.
L,

i.

HNEEAMSA R,
rlenufikas nengalit:far, doan pulaporan,
proscaul penangsalangan; den

Jemus daspe snrsilikasi peralacan,

Pasal 297

Menteri setelah meaerimn permohonan  sebagaumana
dimalkasue! dalarm Pasal 392, memberikan permecatsan
terlinis o ngenal kelengkapsn adminisiresi permohonan
Paluty: by 2 iaua) bari ¥era sojak permohenan diterima.

27 Setelah .
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Sctelah  percwbonan Jdinyvatakan  beapkapp, Menteri
mclakukan verifilc si paling lama 7 {tujinh] han keijs

Dalem hal hasil veriikosi scbagoimana dimaksud pada
avat 2] meyuijukkan:

A.  promchionan = e LT Pt TEYSrataly, Menter
munerbitkan  Persetwponn Trknis untuk  hegistan
Cruncping (Permbuangan) Limbak B3 paling Lbuoa 7
ftan by hari erja sejak maoil verdibast diketa i atau

b, permobonan ddak memenuhd persyaralan, Meuater
menak  permohonsn Perselgjuan Teknis unmk
kegiatan Dumpng (Petnbuangan) Limbab B2 paling
lama 7 itujubh) bar kieja sgjak hasil verifi%asi
aikzrahuy, diseriai dengan alasan penotalkan

Pasal 34K

Pemepany Perseloguan Tockms untul kegiatzn Doumping
IPemlasyan] Linbah B3 waib moseajukar perubahan
perseaaan jika tenadi peralabag terhadan persyaraian
yarg melian:

5. ldenutia penwdon;
k. akta pendicien Dodan hukum;

. nams, sumher, karakteristik, jenis, jomlah, dan cehbil
Lirnt:an B3 vang dnakukan Dumping (Pernbusngan)
Limbah B3: danfatan

i, nelsde dan taia cara Dumipeng (Pembuanpan) Limbah
B3,

Permohoinan  perchahan Pferserujuan Teknis  uncuk
kegiatar Dumping [Pernbuangan) Limbah B3 diajlilean
secars teriulis kovads Menton paling laros 7 (ivgjohl hard
setelah terjadi perubahan.

Permohonan  pervbuahan Persctyuan Trkniz  antuk
kegiatan Duraping Pembysngan) Limbah B sehagaimana
dimaksud pada aval {2) dilengkapi dengar dokuiien vang
menuitjukkan perabahsn tethadap persyaralan
sebagaimena dimaksud pada avat [1],

i Menwen ..
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Menteri melakukan  evaluzsi rerhedap permohonan
pertibahan Persetujuan Teknis unfule Kegintan Dumping
{Pecmbuangan| Limbah B3 paling lama 10 (sepuluh] hari
kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan Telktos
diterima.

Dalarm bal hasil cvaluas) sebagaimana Jdimaksud pada

aynal (4] menunjukkan:

a.  Kesesumian data, Menteri menerbilkan perubahan
Persctujuan  Teknis  unluk  kegiatan Dumping

(Pembuangan) Limhbah B3 paling lama 7 [tujuh) han
kerja sejak hazil evaluasi diketahui; atau

b.  keldaksesuaian dawa, Menteri menolale perrnuhanan
perubaban Perseogjuan Teknis  untuk  kegiztan
Dumping (Pembuangan) Limbah BY paling lama 7
(tupihp hari kerja sejak basil svaluasi diketahoi,
dizertal dengan elasan penolakan,

Pasal 344

Persctujuan  Teknis  uniuk kegiatan Dumping
[Pembuangan) Limbah B2 sebapaimana dimaksud dalam
Fasal 397 ayal (3] huruf 2 dan Pasal 398 ayat {S) huruf a
praling sedikit memuat:

a.  wenbitas pcmegang persefujuan;

b.  tanggal penerbitar persetujuan,

<.  persyaratan Lingkungan Hidup; dan

d.  kewajiban pemegang  Persctujuan  Teknis untok
kepiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3

Persyvaratan Lingkungan Hidup sebagaimana <dimaksud
pada ayat {10 kuruf ¢ paling sedikin meliputi:

.  melakukan netralisasi atan penurunan kadar racun
Limbahh B3  yang akan dlakukan Dutping
[Pembusmngant Limbah B3; dan

h.  rmelakukan Dumping (Pembuoangan) Limbah B3,

Kewajiban pemegang Persetyjian Teknis untuk kegiacan
Dumping  (Pembiangant Limbah B3 scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurwi d paling sedilit meliputi:

s, melakukan  dentifikasi Limbabh B2 vang  akan
dilabukan Dumping (Pembuabgany Lienbwh B3,

h. melakukan . .
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melakukan pencatatan nama dan pinlah Lintah B3
vaing =kan diskukan Cumping (Pembuangan] Limbah
=3

relokukan prmoantauan Kualitas air jsul pads tiik
AN GELENE

nicupuEun dan menyvampaikan laporan pelaksanaan
Durmring {(Peinbwangsn Limbah B3,

el dan melaksanalan Sisrem Tanggapn Trarirad
Birps doxkumen progra kedariratzn Pengelowman
[imEah B3 dan

mermnitkl tenaga  kera vang  memibki seoifikar
kompetensi di bidarig Ponpelolaan Limbah B3,

Pasal 400

Setelah Perzelujuan Tohnis untuk kKegiatan Duempeng
(Peininuacgan) bimbab B3 terbit, pemeganp Persclojusn
Tl waib

q.

melakeanakan  kewajiban  sehagalimana rercantum
dalam Perserujuan Teknis untuk kegiatan Dumpsing
[Pembuangany Leubah 13,

mislaiugan nerralisas: awea penurunat kadar cacun
vatek Phumping (Pemhbuangan Limbah B3 bempa
taling;

melakukan penurinan sandungan nidrokarbon total
terhadap Linlmah BY yniuk Dumping [Pernbuang:in)
Lirabah K3 borase serbak bor den lumpur bor;

memanuin kompoes:s: Limbah B3 vang  akan
dilaxukan Duympine {Pembuangsn) Limeah B3,
mekaltilkse PLTRONLECRN terhadap Jdarmtake

Ly rggan Jari pelaksanasn Dampittg
(Pembwangan) Litnbak RS

meryusun dan menysoealkcan laporan pelaksanaan
Dumputg (Pembusseant Limibah B3,

nemilikn dan melaksarakan Sistem Tanggap Dararat
Eetuna dokumen propram kedarasatan Pengelolaan
witnbah B dan

h. memilikt . .
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h. mmcmiliki tenaga kerja yang memiliki  sertifikat
kompetensi di bidang Penpelalaan Limbah B3,

Laporan pelakasanaan Dummng (Permbuangan) Limbah E3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul [ paling sedilat
mermual;

a. nama, sumber, karakteristik, jumlah, debit dan
volume Limbah B2 dan

b. pelaksanaan Dumping {Pembuangen) Limbah B3
vang dihasilkannya.

Laporan Dumping (Pembuangan) Limbah BS sebagaimana
dimaksud pada ayat {2] disampaikan kepada Mentend
paling sedikit 1 [zatu) kali dalam & {enam} Eulan sejale
Perzetujuan Telnis bk ledriatan Dumping
[Pembzngan] diterbirkan.

Pazal 201

Setiap Crrang yang menghasilkkan Limbah B2 yang telah
mempercleh  Persetujuan Tebnis untuk kegiatan Dumping
{(Pembuangan) Limbab B3 wajib memiliki | penclapan
penghentian kegiatan pka bermakald:

a.
b.

{1}

{2}

rmenghentikan Usaha dan/atan Kegiatan, danfatau

mengubah penggunaan danfatan memindahlean  lokasi
Dumping {Pembuangan] Lirnbah B3,

Fasal 402

Untuk memperclen penetapan penghentian  kegiatan,
Sctiap Orang sebagaimana dirmaksued dalam Pasal 401

harus mengajukan permobenan secura tertulis kepada
Menteri.

Permchonat penelapan penghentian kegiatan
sehagaimana dimakswd pada ayat (1) dilengkapi dengan:

a.  ulentitas pemohon; dan

b. laporan pelaksanaan Dumping {Pernbaogan) Limtal
B3.

{3] Menter: . . .
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(3 Mentoo setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada zmyat (2] melakukan evaluas lerhaclag
permohonan dan menermtkan penetapan  penghentian
kegiatan paling lama 10 {scpuluh) har kerja sclak
permononan diterima.

Paragral 11
Penpecualivn Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Fazsal 403

(1] Limbah B3 dari sumber spesilik depat dikecualikan dari
Fengelilaan Limbz=h B3 lLerdassarkan Peraluran
Femerintah ini.

{2} Untuk dapat dikecualikan dan Pengelolaan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senap Orang yvang
menghasilkan Limbah B3 dan sumber spesifik wajib
melaksanakan 0y karakterislik Limbah B3

(3} U karaktenstik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dilakukan sccara berunatan.

[4) Uji karakteriztik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
avat |3) melipati vji

a. karakternstik muadah meledak, mudah menyals,
reakif, infelksiua, danfatan koroald sesual dengan
porameter  ujl schagaimana  tercantum dalam
Lampirtan X vyang mecrupzkan bagian  tidak
terpisahkan dan Peraturan Pemerintah o

b, karakterizstik beracun melalud Ui Toksikologi LDsg
untuk mengntukan Limbah B2 dar sumber spesiik
vany Jdipn mermilikn milan Up Tobkskolog LD lebih
kel dart atauw sama dengan S0 mg/ kg {ima puluh
miligram per kilogram) berat badan hewan g,

c. karaktenstik beracun melala Up Toksikologt LDsp
untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik
vang diuy memiliki nilai Uji Toksikologi LD l=kih
besar dari 50 mp/kp (lima pulub omiligram per
kilngrarm) hecat badan hewan wji dan lebih kecil dan
atay sama dengan 2000 me ke (lma nbu miligram
per kilogram) berat adan bewan wii;

Sk Mo 83113 A d. karakteristik . . .
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d. karakteristik beracun melalui Uji Toksikeologi LDse
uniuk menentukan Limbeh B3 dari sumber spesifik
vang diwl memiliki nilui Uji Toksikologi LDso lebihk
Besar dari 3000 mg/ke (lima ribu milipram per
kilogran] berat badan hewan uji;

.  karakteriziik  berscun melalhn TCLP untuk
menentukan Limbah B3 dan sumber spesibk yvang
diuji memiliki konsentrasi zar pencemar lebth kecil
farl #tau sama dengan Konsentrasi zat pencemar
pada kolom TCLP-B sebapaimana tercantum dalam
Lampiran XI yang merupakan bagisn tidak
terpizsahkan dari Peraturan Peroerintah ind; dan

. karakteristik beracun melala wji toksikologi sub-
kronis seausi denpan parameter uji sebapaimana
tercantum  dalam Lampiran X yang merupakan
bagian tidak rerpisahkan dari Peraturan Pemerintal
ini.

Pasal 404

Dralam  melakukan 1uji karaktenstik  Limbakh B3
schagaunana dimaksud dalam Pasal 403, Setiap Orang
vang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifile wajib
menggunakan  laboratoriam yang  terakreditasi untok
Masing-rmasing wji-

Dalam hal belum terdapat laboratoriam yang terakreditasi
sebagaimana dimaksud pada avar {1), wji karakteristii
Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan laboratorium
vang menerapkan presedur yang telash memenuhi Standar
Wasional Indonesia mengenai tata cara berlabaratorium
yung baik.

Fazal 405

Hasil wji karakierisiik Limbah B3 sebapaimans dimaksud
dalam Pasat 403 disumpaikan oleh Seliap Orang yvang
menghasilkan Limbak B2 dari sumber spesilik kepada
Menter.

(2§ Penyampaian . . .
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Peryampaian  hasii 0je karakoeriseik Limbah 23
sebagaimana ritmaksgd pada ayat (1) dileogkapi dengan
permohonan  mengecudlian Limbabh B3 dari somober
spesifik serary rertulis dan dokumen yvang paling sedikit
Teliputi-

.  ulenlines pemobean:

B wderiiles Limbah B3 Jdari sgmber spesiik vang

iibesifkan;
. buhan  baka dan/ataun bahon penolong  vang
dipunalkan dalam prscs procl ks VHTIR,

wisnghasikan Limbak B2 dan sumber spesilik; dan

. proses produks] vang menghasilkan Litabah 8% dari
surmlar spesihk,

Menien setelzh menerfmia perchunan pengceuslion

sebapaimsna dimaksud pada avat 2] rnenieazskan tim ahli

Lirnbah B2 untuk melakukar evaluasi terhsdap hash api

karakierisuk Limbah B3,

Tim ahli Limbah B3 sebagairnanas dimaksud pada avat (3)
meripakan tim anl Linbah BS schagmmana dimaksuad
dalamn Paszl 2R0.

Pazal 06

Evaluas olch Lim ahlt Limbah B2 sebagaimans dimaksad
dalarn Pasal 405 avat (3] meliputi idenlifikas dan snalisis
terhadap:

4.  hasi! g karaklerstik Lunkah B3;

E. prosss proouks pada Usaha danfatau Kegatan yang
menphasilkan Limbah B3 dan sumber spesifik: dan

c.  halmn  Dbaku  dan/atau bahan  peoolong  yang
diguanakan datam preoses prodoakst.

Evaluasi sebagarnona dimaksad pada avat (1] dilaknkan
paling larna 10 fsepiduby han keria secizk  Menierd
memberEan peqLEasun,

Tiem abli Limbak B3 memyvampaikan rekommendasi hasil
cvaluas) kepada Menleti palinp lama 4 fcmpar) hari kerja
sejar hosil evaluas diketahas,

{¥ Rekomnendasi ..
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Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat [3) paling
sedikit memuat:

a. identitas Limbah B3 dari sumber spesifil;
b dasar pertimbangan rekomendasi; dan

. kesimpulan  hasil evaluasi  terhadap  hasil
karakteristik Limbah B3,

[Halam hal hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya
karakteristik  Lwmbah B3 dari  sumber  spesifk,
rckomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyatasan
bahwa Limhah B3X dari sumber apesifie meripakan
Limbah B3 dar sumber spesifik yang dikecuwalikan dari
Pengelolean Limbah B3,

Dalatn hal  hasil evaluasi menunjukkan  adanya
karaktenostik  Limbeh B2 dari sumber spesifik,
rekomendas: tim ahli Limbah B3 meinuat pernyataan
Limbah B3 dan sumber spesifik tetap merupakan Limbah
B3 dan sumber spesifik.

Fasal 407

Menter: berdasarkan rekomendasi tim =zhli Limbah B3
sehagaimana dimaksud dalam Pasa] 406 menctapkan:

#.  pengecualian dari Penpelolaan Limbah B3 terhadap
Limbah B3 dan sumber spesifik; atan

b, Limbah B3 dan sumkber spesifik tidak dikecualikan
tflun Pengclolaan Limbah B3,

Penelapan  sebagaimana  dirnabesud  pada  avat {1}

dilaksanakan paling lama 2 [dua) hari kerja  sejak

rekomendasi disarnpaikan olch tim ahli Limbah B3 kepada

Menteri.

Parapral 12

Perpindahan Lintas Baras Limbah Bahan Berbahava dan Beracun

S Mg 097497 A

(1]

Pasal 408

Dalam hal Limbah B3 akan dickepor ke negara penerima,
FPenghasil Limbab B3 atau cksportiv Limhbah G2 harus
mengajukan permobonan notfikasi kepada Pemerintah
REepubilik Indonesia melalal Manter.

(2] Permohonan . . .
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Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksad pads ayal
[1} dilengkaps dengan keterangan paling sedikil mengenal;

a.
E.

.

M

identitas eksportir Limbah B3;
negara tapan ekspor Limbah B3,

dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan
jumlah Lirntbah B3 yang akan dickspor;

alat angkut Limbah B3 vang akan digunakan,
negnra transit;

langgal rencana  pengangkutan, pelsbuhan aray
terminal tyuan transit, waktu tinggel i setiap
transit, dan pelabuhan atau terminal masuk dan
keluar;

dokumen mengenai asurans;
dokumen menpenal pengemasan Limbah B3,

tdokumen mengenal tata cara penanganan Limbah B3
yang akan dianghat; dan

dokumen wyang bensi pernyataan dari Penghasil
Limbah B3 dan cksportir Limbah B3 mengens
keabsahan dokumen vang disarmpaikan.

Pelaksanaan ekspor Lambah B3 dapat dilaksanazkan
apahila;

Aa.

notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) vang
dikirimkan nlelh Pemenntah Republik [ndoncsia
kepada negurs penenima disctujul negara penerima,
dan

notilikas sebagaimana dimaksud pada ayat [1) yang
dikinmkan oleh Femerintah  Republik  [edonesia
kepada negara transit dizsetujui negars iransit-

Calam hal notifikasi schagairnana dimaksnd pada ayal [3)
disetyjul olch otontas nepara tujuan ekspor dan negara
transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendas
eXspor Limbah B3,

(5] Rekomendasi . . .
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i3]  Rekomendasi ekspor Lirnbah B3 sehagaimnana demaksad
pada ayat (1} menjadi dasar penerbitan win ekapor cimbah
B2 vierg Jilerikan oleb meniter vang menvelengparalan
urusan pemenntahan di bdoee predapangan,

6] Persyaratan dan taia cara permohonan dan penserpitan (g
ekzanr Linbah B3 dilaksanakan sesoail denpan Kefenioan
peraturan perundang tnrkangen,

Pa:.al 0

{1] UDalarn hai Limbah B3 akan dimasgkkan ke dalam wilayah
Megpara Kesanlan Bepubiik Toddonesia unilck tuiaan transid,
Peopanphi Limbah 82 melzhoa wcpara chkeporor Limbah
B2 kams menggukan cornichonat ootilikas: kopada
Pemermitan Hepublik Indonesia melalos Menteri

2] Mentern membenkan jmwalbas berups persetujuan atan
cenulakiniy  atas  prrmchonsn  notiikas)  SChagaimana

dimak=ad pada gvet (11 dalam wakma paling lambat Al
lcnem puluh) har scochan transit dilakukar,.

{31 Dalam hal Me-teri anerdak peemisbeoan noafikas,
sehapairnans  dimsksod  pads ayat Q) harus ddseslan
dengan alasrn penmnelean.

Praragrad 1.3

Penanggulangan Penvematan Lingdangan Hidup dandalau Ksrusakan
Lingkungan Hirlup dan Pemidihan Fengs irpkangsn Hidun

Pacal 117

Setiag {irsng vy menrehocdfkan Limbeh B2 Pengunmul

Limbah B33, Progzaekot onuvaty B3, Pemanlasl Limbah Bo,

rerngelahl larmeaic B2 «lepidenn Peumbon Limbzh BY o vang

mzlakuksn Pencgvaoazn Linghongar Hicsp o dond el

Prousakan Bing®E.aopran  hdap o wagib melaksanalkan:

A, Menanggruisnpan P ICRIMAariin Lanpsansar Hudup
dar/atao Pemzgalean Lingkuremn Midun Jen

o prptatibar fnnss [anghangan Hanp

Pamgl o

2K No OR4R0T A
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Pasal 411

Setap Orang vang melakukan Dumping (Fembuangan} Limbah
B3 vang metakuken Pencemaran Lingkungan Hidup danfatay
Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakzanalan:

B.

[

i3]

Penangeilangan Pencermaran Litigkrgan Hidup
dan/atau Keresakan Lingkungan Hidup, dan

pemulihan fungsi Lingkungan Hidup,

Fasal 412

Penanpeulanpan Pencemaran Lingkungan Hulup
dan/atan Kerusakan Lingkungan [Hidup  sebagdimana
dimaksud dalam Fasal 410 ool a dan Pasal 411 haral a
dilakukan dengan:

a. pemberian informast mengenal peringatan adanya
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/arau Kerusakan
Lingkungan Hidup kepads masyarakat;

B pengiselasian Pencemaran Lingkutgan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup:

. penghentian sumber Pencemaran Linghungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan/atau

d. cara lain  sesusi dengan perkembangan  ilmu
pengetabngan dan teknolopi.

Pemberian  informasi  mongenal  peringatan adanya
Pettcemaran  Lingkungan Hidup dan/atan Kerusakan
Lingkungan Hidup schagamana dimaksud pade ayat (1)
birul a dilakukan melalui media cetak dan/alau medis
elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam scjak
Fencemaran  Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dikeiahui.

Fengisalasian Pencemarsan Lingkungan Hidup dan/atal
Kerusalkan Lingkungan Hidup schagmimana dimaland
pada ayat {1} huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit
melipuati:

a.  evakoasi swober daya untuk menjaubhi sumber
Penéemaran Lingkungan Hidug dan/ atad Kerusakan
Lingkungan Hidup,

B penpgunaan ajul penecndalian Pencemarat
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hiduyy,

.o identikas . ..
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. ldertiiikas) dan penetapan daecah Dechehayvas Jan

4 peryuasunan dan pervampaan lepoeran eradinya
poenal Pencemaran  Lingkungan Hidop dan/ataa
aemlsakan Lingkunpsn Hidup kepads Menten,
olbermine,  atay bupatifwall kota sesual dengan
kewnenangann.

Penghentian  sumber  Mencemaran Lingkuangas  Hlidup
dansatau Kerusakar Linpglongan Hidup sclagaineana
dimaksad pada avar |1 hord o dilakukan denpan cara
paling secilor melypati:

&,  penphentian peoses orodukest;

b, ponehenian kegistan  pada fasilitas vang  tericait
aengan sumhber Pencocmaran Lingkunpan Hidup
van alan Kerusakan Lingkungan Hidup;

¢ tindskan terreniu untuk meniadakan Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Keresakan Lingkiingan
Hidup pads suunberrya; dan

«d.  penvusunan oan pouvanipalan laperan pelaksanaan
penghendian Pencemaran Lingluopgan Hidop
dari/aan Kervsakan  Linglungan Hidup kepada
Mentorh, gubernar, alaw Supati/wal kotd sesuad
MeEnEan Kewenanganrnys,

Fa=al 413

Menter, liernur, 2lau oupet) wall kota scsual dengasn

kewenanpannys  nicnetepkan pihak keopa unluk

melakukan  Pepanggulangan  PencemaAresrs Lingigingan

Hidup dany stau Renasakan Lingkungan cudes atas beban

blaya:

a. SHrtiap CGrang vang mengbasillkan  Linbak B3
fenpumpul Limbak 33 Pengenakalt Limbah B3,
MPemaniaat  Limbah 2. Penpgo'ah Limbabk: B3
dan/rtas  Penimbun lLimbah B3 sebagaimana
rimeisd dalam Pasal 10, day

k. aetidap
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b, Sebhap Orane vaiy trelakinan Dumping
(Pernbuznpan] Luudsh B3 sebngaimana dimalesod
daiorm Posal 411

jika  Penanggulangan  Percemaran Liapkungan Ridup
datyfaten kKerusalan wenggunpan Hidup sebagsimans
dimaksud dalain Fazal 12 tdak mula difasukan gelam
Jenghks wakly pehing lama 24 (dua puluh 2mpat) jam se;ak
dikstshuinys Prnoemarsn linghungas Hidup das/ ataa
Rerusakan Lipglmangan Flidup.

Biava sebaraimana dimabkesed pada aval {10 Aepar bernsal
dari:

a. dana  pepangetiangdn Penoemaran Lingzkungan
Hichap Janfatau kerusakar Lingkungan Hidup; stan

b, dawna  penjamnman untuk pemubhan fungsi
Lingkungan Hidup.

Pasot 114

Biava schagmimana dimmaksud dalam Pazsal 413 ayat (2
diperhitunigkan sebagal kerugan  lingkungan pka
Penangmuangan Pencernaran Lingkungan tuduap
dan/atan Kerusaken Lingkungan Hidup tdak ditakukan
et

A, Seliap Orang vans menphasilkan Limbah B3,
Mengumect Limban B3, Pengaapkut Limbah £,
Hernaninat  Limbab B3, [enpgolab limbah B3,
dan/atau  Proembun Limbah B3 sebapaimanao
dimakswd dalam Pasal 4140 dan

b, EBettap  {rrang  vang  melakukan Dumping
(Pemlxiangan) Limbah 53 szbapaimana dimaksud
dalam Pasal 411.

Besaran kerugian lingkunpan sebsgaimana dimaksud
Pada ayvat {1} ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
Mentert, gubernure, atow >upetifwali kota dengan phak
sebagaimara dimaksad pada avat (1).

Paszat 415 ..
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lPasal 415

Pelaksanaan permulihan fungsi Lingkunean Hidup
zehagaimana dimaksud dalam Pasul 410 huraf b dan
Fasal 411 huraf b dilakukan denpan tahapan:

a.  penghentian sumber pencemaran dan pembersihan
wal pEnoomar,

rcmeodias;
rehabilitas:;

restorasi; danjatay

L =T

cara lain sesusn dengan perkembangan o
Penpelahian dan teknolog).

Femubhan fungs1  Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat {1] dilakukan techadap lahan
terkonlamnasi.

Fasal 416

Penghentian  sumber pencemaran dan  pemmbersihan zat
pencemar sebapaimana dimaksud dalam Pasal 415 ayat (L)
hurul & dilakukan denpsn cara paling sedikit melipuoti:

i,

identifikkasi lokasi, sumber, jenis, zal pencemar, serta
brsaran pencemaran,

penghentian proses prochiks;

penghentian kepzalan pada fasilitas yang terkait dengan
sumber Pencemaran danfatau Kerusakan Lingkungan
Hidup;

tindakan tertenty untuk  meniadakan Pencemaran
Lingkungan Hidup darjaran Kerusakan  Lingkungan
Hidup pada sumbernyva; dan

penyusunan dan  penyampalan  laporan pelaksataan
penghentian Pencemaran  Lingkungan Hidup danfatau

Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur,
atau bopatyfwah kids sesua) dengan kewenangsannyvs.

Pazai 417 ..
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Rempedia=i sehaaainens aloalsod <alam Pesal 407 aval |1
hurel b Ailaiakan dengan carn paling sedibot melipsi:
a.  pemilibas telnriou renediasi;
b, penvitsunsl roncand Jdan nelaksanasn comediasi; dan

co penvusuron dan pervampaian lapotan pelaksanaan
romedeisi terhagsp  Peoesomaran Linghangan Filup
kepada Mentorl, gubernur, oasu bupaerifanl kata nesoal
denEan KEewsnengannya

Mrasal <1l

Tchubilitos! sclagaimmana dimakeed galain Mazal 415 aeae (1}
furuf ¢ dilakuken dengran cace palogs sedilot mellpiine
A, identifikeri okesi, penycholy dan bLesaran  kKerusakan
Lingkengan Hiduys,
o petmibibhan metode tehabalitase,
FEOVUNIIGGIL YeRcang dan poliihoaasen rehabilitasi, dan

d.  pemyusanat dan penysilpaion dsporan pelaksanaan
rehabdlitasi  terhadep  Korgsaken  Lingkuagparn Ehdup
kepada Menteri, pulerour. atau bupat/wall kota sesnal
dengan Fewenanganay'=.

Posar 4149

Resturazl sebazamana dimaksed qulam Pasal 415 avat {1}
hurul d dilekokan denpan cara pauce scdiky melipwr:

3. idenfifikayt lokass, perveban, dan besaran Kerusakan
Lingkusazan fhdug,

L precrchinsn amebode CESIGIERE
Lo PERYLSUNEn Jeprana Jan eelal sanaan resioray; sd=n

d. mepyusunan doun penvampaan  laporsan pelaksonsen
restnras Kersacan Llangkunean Hidup kepada Benrerd,
puhernur, atag hupatiswall kata o sesumn Adenipan
HOWE AN E

Pasal 420 ., .
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Pasal 420

Tahapan  pemnulinan fangsi Lingkungan  Hulup
sebapaimans dimalkeud dalamm Pasal 412 diteangkan
dalam dekunsn rencana pemuliban langst Lingkuangan
Hiclup.,

Dokumen rencans pemulihan fungsi Lingkungsn Hidup
schagaimana dimaksud pade avat (1) baros mendapatkan
perselujuan dari Menteri selwlara pelaksanaan pomaliban
funeg=z Lingkungan Hidup.

Dokumen rencana pemulihan fungsi Lingkangan Elidup
sebapaimena dimaksud poda ayal (1] memuar:

a.  tanapar perpulihan fungsi Lingkonean Hidup, dan

b,  hasil idendfikasi zat  peoneemar schagaimara
dinaksud dalam Pasal 316 hurut a,

Pacal 421

Identifikasi zat pcnoemar schagaimana ditneksud dalam
Pasai 42¢ ayat {3| humal b untuk tanah teroemear dilakukan
melalui wji karaktenstik beracun melsln TCLP dan
analisis total konscntrass zat pencemar sehelum dilakukan
pemulinan fungs! Lingkungan Hidup,

Miial baku unoak identifikast zat penremar sebaganmana
dunaksua pada ayan (1) dilakukan sesual dengan nilai
baku sebagaunana tercantum dalans Lampiran X vang
merupaken bagan  tidak terpisabhkan dan Peraturan
Permerintak imi, dengan kerentuat:

A, jika konscntrasi zat pencemar lebih besar dari TCLP-
A dan/ataw  tolal konsenlrasi A [TK-A), ianah
ciraksud wajib dikelola sesisal dengan Pengelolaan
Limbah 33 katcgon

b. jika kounsenirasi zal pencemar sama denpan atau
Ichiks kecil fdart TCLP-A dan/atan toral konsentrasi A
I”TE-A| dan lebih besar dari TCLP-B dan farau totel
konsenrrasl B {TK-B], tanzah dimaksad wajih dikelnla
e dengan Pengelolaan Limbah B2 katrgon 2,

cojlka . L
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C. KA HORSSNIrEst val Jersemar satha delRpan aris
lebilr Jeeott dini CCLP-B dan/alau total konscntias B
(TG4 dan lebil besar dard TCLE-C dan/atau wotal
ko rost O (TH-C), capah dimalesued wages dikeelols
cesua: denaan pengelolaan wimban D3 atau

d.  Hka Rensesirasi zal cendelnal S3ME GETpan aftal
lebiss kecil dard TCLP-C dams/faan tokal konsentras O
k-], 1mnah dimaksid dapar dicunakan  schags]
tenah polapls desar.

Frigal 3272
{11 Pocmulihan  funesi Lingkwngean Hhidoup sebagaimuna
dimarksud  dalem  Pasal 215 dilaknanakan hingga
memperoich penenipan status wlah s¢lesainya penmlihan
lahan lerkondaminas: dari Mentorl,

L2} Untuk memnpersish pensfapan status telall sclesainya
pemulihan lahan  letkontattunass dari Mentery barus
diajulkap permohinen Socaca wrtalis,

i3 Permobomnan secara wertuhs zebagaimans danaksod pada
ayal {2 dilengkam denpan:

a ideniitas pemobdang o

2. laporan pelaksanzan pemuliban fungss Lingkiangan
Hidlip.

{4] Laperar  pelaksanaar pemulihan fppst Lingkungan
Hidup schbagawmana dimaksud pada ayat [3F huoal b
rralin? sedikil mesniat
.o deninas pemohon; dan

b, rincian pelaksanasn pemualthan fongsi Lingkangan
Hidugp.

Pasal 427

th) Menfer serelab menerima permohonan penetdpan slallis

telah  sewsainva pernuhiban laban terkontzminas
sebapurans  dimnaksid! daisn Pasal 422 membenkan
PErnvAlgan Terfuits meagena kelenglapan adrministrasi
permohonun paling lema X ddoay han kea sejak
permclionan diterema,

[} Berelah .
SHK No (14 1A
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setelah permeohonan dinyatakan  lengkap, Mentersi
melakukan werifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja.

Dalam hal hasil venhkasi sebapaimana dimaksud pada

ayal (2] menunjukkan:

a. permwohonan memenuhi  petsyaratan,  Menteri
menerbitkan penetapan  atarus  telah selesainya
pemualihan  lahan eckontaminagsi paling lama 7
(tujuh) har ketja sejak hasi) venbkast diketabuan,; atan

Ir.  permohongn lidak memenuhi persyaratan, Menteri
menolak  permohonan penetapan status  telah
sclesainya pemulibhan lahan terKontarinast paling
larma 7 itujuh} hari kerja sejak hasil verifikasi
diketahui ¢isertal dengan alasan peneolakan.

Penetapan  stalls telah  selesainya  pomulihan  lahan
lerkontaminas) sebagsamana dimaksud pada avat (3)
hurul a paling sedikic memuat:

4. tangpal penerbitan penetapan,
b.  ringkasan hasil verilikasi;
£ pernyataan boahwa:

. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang
dhlaksanakan telah layak dan dapar dibentikan;
darn

2. Lingkungan llidup telah kembali pada Tangsi
setnula sebelum terjadinya Pencemaran

Lingkungan Hidup dan/atan Kerusakan
Lingkunpan Hidup.

I*asal 424

Menteri, pubernur, atay bupati/wall kota scsumi dengan

kewenangannva menslapkan  pihak  kedpa  untuk

melakukan pemulibhan fuogsi Lingkungan Hidup atas

beban hiaya:

a. Sefiap Orang yang menphasilkan  Limbah B3,
Fengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,
Femanfaat Limbah B3, Pengolah  Limbah B3,

danfatau Penimbun  Limhah B3 schapaimana
dimaksud dalam Pasal 410; dan

b. Setiap . . .
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b. Seriap Orang  vang rmelalkukan Duamnpinie
{Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalarm Pasal 411,

Jik# pemulihan lungsy Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 415 tidak mulal dilakukan dalatn
jangka wakiu paling lama 30 [tige pulub] har sejak
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atan Kerusalian Lingkunegan Hidup dilakukan,

(2] Biaya sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berazal
darn.:

a. dana Penanggulangan  Pencemaran  Lingkungan

Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, atau

b. dama  penjaminen  untuk  pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup.

Pa=al 425

Biaya =ebapaimana dimaksud dalam Pasal 424 ayat (2)
diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika pemuliban
fangsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan olch:

Aa. 3ehap Crang yang menghasilkan Limbah B3, Penpumpul
Limbah B2, Penganplut Limbah B3, Pemanfaal Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, dan

. Betiep Orang vang melakukan Dumping (Fembuangany
Limbah B3 sehayaimana dimaksud dalam Pasal 411.

Fasal 426

Besaran kerugian lingkungan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 425 ditctapkan berdasarkan kesepakatan antaca Menien,
gubernur, atan bupatifwali kora dengan pihak sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 425 huaruf a dan hocol B

Pasal 427

Pemulihan lungs Lingkungan Hidup sebapaimana dimaksad
dalarmm Pasal 4153 dilakukan oleh Pemerintah, pemerintal
dacrah  provinsi, dan pemerintah dacrah kalaapaten, kola
scsudl dengan kewenangennya jika:

. lokast PERCEmaran tidalk cikctahw sumber
PETICEMETANy s dan, atau

b. tidak . . .
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tidak diketahiu pithak vang melakukat pencemaran.

Paragral 14

Sisten Tanpgap Darurat daiam Pengelolaan Limbah Bahan Herbahava dan

Beraoun

Pasnl 428

Setiap Orang yang menghastlkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Timbah B3, Pemanfaat Limbah B3,
Fenpelah Limbabh B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib
mcmiliki Bistern Tanggap Darurat.

Pasal 4.0

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 werdiri

alas,

A

pencegahan kedarmiratan Pengelolaan Limbah B3 metala;
penyusunan program kedamuratan Pengelolaan Limbak
B3

kesiapsiagaan melalol pelarihan den geladi kedanaratan
Pengslelaan Limoah B3; dan

penanggalanpan kedaruratan Penpgelolaan Limbah B3,

Pasal 430

Kedaroraran Pengelolaan Limbah B3 sebapaimana dimaksud
dalamn Pasal 429 melipuat:

a.
L.

SK Mo 096301 A

keadaan dararat pada kegiatan Pengelolaan Limbah B,

keadaan darurat Pengelnlsan Limbah  B3:X skale
kabupaten flaa;

keadaan darurut Pengelolaan Limbah BY skala provinsi;
dan

keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skals nasional.

Fa=al 431 . ..
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Pisng 431

Setimo firang: vHng mergchesithen Loooalh 83, Peogumgl
Litaban B3, frnganekut Limbad @5, Pemaniuatl Limbapk B3,
Peapaluh lamban B2, doufarau Fornnlbun Limbah B2 wajin
MEnHYLSUN program kedamivalan Pengelolaar Lanbas B3 sesuai
denpan kegiatan wang dilbokarnyas,

(1)

2

3

-
-
—

{7}
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Pasad 4737

Kepala ReEHVES doerab kabupalen ko YETLS
hertangrutiziav ub s bidang penangeulansan bencing
menyusun program kedararatan Pengelolaan Limiahk B3
skAp kanunatcn) Kot

Kepaua msrans daerah proving vang berraageungjaals di

bide ap penanppalangan hencans  WANYVUISIN RIGECHT

kedrmuenan Pengelolaa Limboh B2 slaly provips.

Fepaia  lembaea pemeratah o ooskemeriiensar yRRE

beranggzungiavsh O bidang pepangewlaopan bencana

menvissun Lvadaram kesdlateealar Pepeelolaan Lambzh B3

skala navionn.,

Dalam penyosnnan program Redapiratan Peogelolasn

Litnbah B3 =lala kavupaten fkota. Repolo instansi daerah

wabipaten/kota yane  bertanegungiawat dl hidang

prigndsulangnn bencana berkooidings: dengan:

4.  Ferapn rang schapapiues denalksad cdalam Pasal
q.i1.

Tr.  Mendrang

. ElLberpur;

d.  wnstanst Lingkusgan 1lioop kabooaten fleoa; dan

£ anstanss iotkai lavaoya 4 kabwpaten ) kaota.

Dulata penyusunab proprarm kedaruratan Pengelolaan

Limban B3 sikala provinsi, Wepala tnstans! daerah provinsi

yany  hertanggungiawei  di hidang  ponsnogu'anpat

benrana berkoordings dengsn;

3. Seiop Chwanhg gelbepaionana dimaksod dadam Pasal

12L,
B Meotoro:
¢ inrans Lngrungan Hedup previnst; Jan

o nstanss terkan ninsyg di provinsd

{1 Lalaon . .
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Dalam penyusunan program  kedaruratan Pengclolaan
Limbah B3 skala nasional, Kepala lembuga pomerintah
nonkementerian - yang  bertangeungjawab di bidang
penangziuangan bencana herkoordinasi dengan:

a. Secdap (Orang sehoayaimana dimaksud dalam Pasal
331,

b.  Menter; dan

¢.  kemenlenian danfatau lembags pemerintah
nonkementerian ferkail.

Pasal 433

Pragram  kedaruratan Pengelolasn  Limbabh B3 skala
kabupaten/keta  meorupakan  bagian  dan propram
penangzlilangan bencana kabuparen [ kota

Frogram  Kedaruratan Penpgelolazn Limbah B3 skals
pruvinsl merapakan hagran dan program penanggulangan
bencana provinsi.

Frogram kedaruratan  Pengelolaan  Limbabh B2 skala
nasional merupakan bagian dan program penwnpgeulangan
bencana nasicenal.

Pa=al 424

Prowram kedat uratan Pengeltlasn Limbah B3
sebagaimana dimaksod dalam Pasal 435 dan Pasal 433
paling sedikit melipatn

a. infrastrukuar; dan
b.  fonazi penangpulangsan

Inlrasiruklur  schagaimana dimaksad pada myar (i
Bural & paling sedikit mehpuati

4. Organisas,
k. koordrnasi;

e, Tamibites dart percasan wermasuk peralaran peringatan
chirn ddan alaom:

d. orosedur penangpllanean; dan

e, priAThEan dan geladl keadaan danarat.

{3 Fungsi . . .
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(3]  Fungsi penanggulangan sehagaimana dimaksud pada ayval
{l] huruf b paling sedikil meliput:
#. identfikasi, pelaporan, dan pengaktifan;
k. tindakan mitigasi;

c.  lhndakan perlindungan sepery;
tl.  lindakan perlindunpan untuk petligas
penanggulangan kendaan darurat, ekern,

masyarakat, dan Lingkungan Hidup; dan

£ pemberian inlormasi dan instruksi kepada
rnasyarakat.

Pasal 435

tslern  Tanggap Darurat  Pengelolaan  Limbah B3 wajib
tlilaksandkan oleh Setiap Orang yang menghasillkan Limbah
E3, Pengumpul Limbaeh B3, Penpangkut Limbah B2, Pemanlaat
Limbkah B3, Pcngolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah
B3 herdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
scaual  dengan keglatan  Pengelalaan Limbah B3 yang
ditakukanmnysa.

Pasal 436

Bellap Orong yang menghasilkan Limbah B3, Peogumpul
Limbah R3, Pecngangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3,
Pengolah  Limbah B3, danjatauw Penimbun  Limbabh B3
sebagaimana dimalksud dalam FPasal 435 wajib
menyelenggarakan pelatihan dan peladi Kedaruratan untuk
«epiatan yvang dilakukannya paling sedikit 1 [saru} kali dalam 1
[saru] labun untuk memastikan Sistcrn Tanggap Darurat
Pengelolaan Limbah B2 dapat dilaksanakan.

Pasal 437

Sistem Tanpgap Darmerac Pengelolusn  Limbah B2 skaly
kabupatenfkota dikoordinastkan olch Kepala instanst daerah
kabupaten/kota yang  bertangpungjawalty di o bidang
penangmulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan:

a. Betiap . . .
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A Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B2, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B2, Pemanfaat Lirnbah
&3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435;

b. instansi Lingkungan Hidup kabupaten fkota; dan

c.  instans terkait lainnya di kabupaten/ kora,

berdasurkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
skala kabupaten /oty

Pasal 438

[1} Kepala  inatzansi daerah kabupaten/kota  yang
bertanpgungawab di bidang penangsulangan Bencana
sebagaintana dirnaksied dalam Paga] 437
mengoordinasikan  pelatihan dan  geladi  kedaruratan
setarh torpadu sesual dengan  program kedaruratan
Pengelolaan Limbah B3 tingkat kabupaten fkota,

() Pelathan dan geladi kedaruratan sebagaimena dimaksucd
pada ayat {1] waijib ditkurd oleh:

a. Betiap Orang  yang menghasilkan Limbah B3,

Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B2,

Pemanlaat  Limbah B3, Pengolah  Limbabh B3,

danjatau  Penimbun  Limbah B3 sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 433;

b. instansi Lingkungan Hidup kaboparen kola: dan
. Iinstznsi terkait lwinnya di kabupaten fkata,

(3 Pelathan dan geladi kedaruratan diselepggarakan paling
sedikit 1 (sawa) kali dalam 2 (dua) rahun.

Pa=al 4409

Sistem Tanggap Dururat Pengelolaan Limbah B3 skaly provinst
dikvordinasikan oleh Kepala instanst daerah provingd yang
bertanggungjawab di bidang penangpulangan bencana dan
tlelaksanakan Lersamna denpan:

a.  gefiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah H3, Perpungkur Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengnlah Limbah B3, dan/aiau Penimbun Limbah B2
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 435:

b. instansi . . .
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L. instanst Lingkungan Hidup provingi; dan
. instanst terkait lainnya di provinsi,

berdazarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
skala provins.

Pasal 440

(1] Kepala instansi daerah provinsi vang bertangrungjawab di
bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 439 mengeordinasikan pelatihan dan gelad;
keadaan darural secara terpadu sesual dengan program
kedaruratan Pengelotasn Limbah B3 skala proviosi.

(2] Pelatihan dan geladi keadasn darurat  sebugaimana
dimaksud pada ayat {1} wajib diikuti oleh.

a. Setap Orang vang menghasilkan Limbah B3,

Pengumpul Limbah B3, Perpanghkut Limbah B3,

Pemanfaat Limbah B3, Peppolah  Limbah B3,

dan/atau  Penimbun  Limbah B3 sebagaimana
dimakesud dalam Pasal 435:

b, 1instansi Lingkungan Hidup provinsi; dan
¢.  instansi terkait lainnya i provinsi.
(4] Pelathan dan geladi kedaruratan diselenpgarakan paling
sedikir ! isatu) kali dalam 3 (tigs) tahun.
FPaszal 441

Sistetn Tangpap Darural Penpelolaan Limhak B3 skala nasional
dikoardinasikan aleh Eepala lermbaga pemerintah
henkementenian . yung berenggunpjswab  di hicdlanp
penanpgulangan bencans dan dilaksanekan bersama dengan:

a.  SHeuap Urang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemaniast Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan fatau Penimbun Limbah B2
sebagaimans dimaksud dalam Pasal 435;

br. Menteri: dan

.o kementerian | ..
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kementerian Jdanfarau lembagn pemetintah
nonkementecian,

berdazarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B2
skala nasional.

(1]

(2]

{3

(1]

Paspl 442

Kepala  lembags  pemerintab ponkcmenterian  vang
bertangpungjamwab di bidang penanggulangan bencana
schagaimans dimaksud dalam Pasal 441
mengoerdimasikan  pelutihan  dan  geladi  hedaruratan
secara lerpadu sesual dongan program Kedaruratan
Peneclolaan Limbah B3 skala nasional.

Pelanikan dan geladi keadaan darmurat scbapgaimana
dimukesud pada avat (1] wajib ditkuti oleh;

a Serap Orang vang menghasilkan  Limbakh B3,
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,
Permantaat Limbah B3, Pengelah TLimbsh 83,
dlanfalsy  Penimbuir  Limbah B3 sebagaimana
thmaksud dalam Pasal 435;

. Menten: dan

c.  kementerian tlan/ atau lembaga  pemerintah
nOTtKCmenterian.

Pelatihan dan geladi kedaruratan diselengearakan paling
sedibab 1 {satu) kali daiam 4 jempat) tahun.

Pazal 443

Penanggalangan kedamiratan dalam Pengelolaan Limbah
B3 paling sedikit meliputi kegiatan:

a. identifikasi kendasn dwrurat daiam  Pengelolaan
Limbah B3, dan

b. Penanggulangan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup
clan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
scbagatmana dimaksud dalam Pasal 412 sampai
dengan Puasal 414.

(2} Dralam . ..
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Dalam melaksanakan penanggulangan  kedamiratan
Pengelolaan Limbah B3, Setiap Orang vang menghasilkan
Limbah B2, Pengumpul Limbeh B3, Pengangkut Limbah
B3, Pemanlaat Limbah B3, Fenealah Limbah B3, dan/atau
Perumbun Limbah B3 sehagaimana dimaksud dalam Pasal
432 wab menguiamakan keselamatan jiwa manusia.

Fergnggulangan sebagaimana dimaksud pada avat {1}
dilaksanakan sesual  dengan  program kedaruraten
Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 434,

Dalam hal penangpulangan kedaruratan  Pengelolaan
Limbah R3 (erdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, wajib
dilakultran pemuliban fungsi Lingkungan Hidup terhadap
laban terkontaminasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalem Pasal 415 zsampai dengan Pasal 427,

Pasal 444

Seliap Orang yang menghasilkan Lirnbah B3, Pengurmpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah R3, Pemanlaat Limbah
B3, Pengolah Timbah B3. danfalau Pemimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 berdasarkan
program kedaruratarn sesuai dengan kegiatan Pengelolaan
Limhah B3 wang dilskukannya wajib melaksanakan
kegialan  ponanggulangsn kedaruratan jika terjadi
keadasn darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 vang
dilakukannya.

Pelakaanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib
dilaporkan secara rertulis dan berkala setiap hari kepada
Mentery, gubernur, atau bupati fwali kota sesuai dengan
kewcnangannya,

Pasal 445

Kcpala  instansi  daerah kabupaten /kola  wang
bertangaungjawah di bidang penanggulangan bencana
menginisias: dan memimpin pelaksanaan penanggulangan
kedararatan  jika terjadi  keadaan  darurat skala
kabupaton fkota.

(2] Setiap . ..
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Setinp Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpal
Limbah B3, Pengangkul Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pcngolah Limbeh B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
schagaimana dimsksud dalam Pasal 435 wajib ikut serta
meclaksanakan penunggulangan kedarliratan schagaimana
dimaksud pada avat [1).

Pasal 116&

Kepala instansi dasrah provins: vang bertangplingavab di
bidang  penangpulangan  bencana  menginisiasi  dan
memimpin pelaksanaan penangpulangan kedaruratan jika
terjadi keadaan darurat skala provins,

Sctiap Orang vang menghasilkan Limbah B3, Pengumpl
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfast Limbah
B3, Pengolab Limbah B3, danjatau Penitnbun Limbah B3
zebagaimana dimaksud delam Pasal 435 wagib ikul serta
melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana
dimaksud pada ayal {1},

Pasn] 447

kepala  lembaga  pemerintah nonkementorian yang
bertanggungjawasb di bidang penangpalangan bencana
merginisiasi dan memimpin pelaksanuan’penanpguelangan
kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala nasinnal.

Jetiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Peogumpul
Limtiah B3, Penganpgkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limnlwat BA, dan/atau Benimbun Limbah B3
sebagaimana dimalsud dalam Pasal 435 wajib ikut serta
mtlaksanakan penenggulangan kedaruraian sebagaimana
dimaksud pada avar (1],

Paragraf . ..



5K No DB4E22 A

11

J

PRE s IL}E td
REPLUBLIK IMOGMNF %) A

S

Farapraf 15

Meriebinay1dan

Fazal 445

Porrobhanan Cerseldiuan Tekins Pengelolaan Limbah B3
dibigs ai aleh Seitapz Uranyg vong menghasilkan Limbah B3,
Fengumpul  Lict-:h B2, Pengangkut  Limbalh B3,
Frmanlaat  Lumiwnh AY Pengolzh Limbkak 83 dan
Fenimman Lunbah S0

Pormichonan Merscetiyuan Terns untull Kegials n Deaonpatg
Perobaancant Limpalh B2 oflaecnd olel Setiap Orang yvaoeg
melakukan Dumping (Perahuabgan] Liniae B

Biave g

a. pewbinaan dan peagawasan vang dilakukan sieh
wleriern, gatbeerner, arsa Bapatl fwall kola;

o pelanban dis gelndi kedaroratan: dan

o pemulihan fures: Lingkungan Hidup sehagaimana
dimatrsaid deima i*fasal 127,

dialobacikian dan Anpgavan Pendaparan des Belanjs

MNegarz stz Angoaran Pendasatan den Belama Ouenish

sesun  dongan keleniiarn perdwursn wcrundang-
WelA it

HPoaq| 415

Ketentuars lewity iasnd mengraan

L

lafa cara g caoraktenstk senagaimana dimaksed dalam
Pazai 278 dan [asal 401,

tars Xerla it oatill ceelwmpAaimong disnslesad dalame Passl
251

rimeian werayvaratan  tewmpat Penyiepenan Lmhbah B2
sebazacrana naksol daiam Poial 238 sampal denpan
Prggg 207 ;

latz conn penpensen Limbah 535, Pelabelarn Limbah B3,
tlan perunlxerism Sunool [imban B3 sehagaisnana dimaksod
dalam Pasad Ak

€. arxcathilima: | ..
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speddilbas  den mmwian penpEumasan el anghul
A oapanraeh dimaksnd delaer Pasal 310,

T4 dan poigginasn mantfes Pengangeutan Linobah
B2 sebagsimana dimaksod dalar Pacal 314,

nncian Pemanlzonn Limlbads BE scbagaimaca rfirmalessd
dalam Fasal 3103

rincian FPengaolzbhan Lenlab 03 sebapsimara dimaksad
dalam Pragsz] 1473

Babu Moiu Boisl seranrana dimaksael dalam Paszl 340
Avat L g afa;

Lasghas Peanpbunan Limbah B3 zcbhagaimmana dicnoicogsd
dalam: Pasod 367,

e tokal kenventrasi zal nencemar untuk Pendmibunan
Limbah B2 sebapaimuanae dimaksud dalam Pasal 368,

einiar: persyvaralan fokosl unwak fasilitas Penonbunan
Litnhan BO selbogaimana dimaksud dalam Posal SAD:

oo persyaralen  lasiiites  Penimbunas Limheb N5
sCbeay@a it ris, flmAe Sud dalam Pasal 370;

Aty cara tdan rinewin pelaksanaan petaotupan baoinn
palitig  wbas 1asinas cencobndsan akhic sebagoimana
dimorsag dalem Pasal 508 aves Tl huruf b dan Pasal 385
ayat | L roerad by

tata cara dan persvacstar pemancawin Lingkangan Hidup
selaguinEnd nmasod calam Pasal 379 dan Pasal 3R49;

TIMekAN peryyara@an Peeseinguean Telms yntirk kegiian
[rumping (Pembuang=n] Limbab B3 schugaimana
dimaksud dalarn Pesal 574 sampal Jdengan Pasal 5946,

tata cacra pormalucpan dain penerbitan penetapan
penghentian Kegalan Dampag (Pembuangan) Limbah B3
sCbagaimasin Lisaksiud dal=m Pasal $020,

nncian renangglibengas Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/ataia kherussbkan Lingkuengzan Hidup scbaguimana
dirmskusud dalam Pasal 412;

Hncn pelaksane o peranlban angsi Linglkangan Hcdup
sebasunians alralizogd delam Pasal 4275 3an

oo dommat o
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furmat progratn Wedsroratan  Poneeloisan Limbabh B3
sebapeimanas ditgakoud 20dun . Pasey 434

diatur cdalan: Pecarara: Menleri.

i1

{2}

BHEAN hortivn

Pengeivlata Limban NonBa

Paragrad:
L rmnnn

Panal 450
Penpcinlaan Limbab nouB3 dilakulan rerqadas
a.  luanbab nonB3 terdafrar; dan
b Limbhsh fonB33s Kby,

Limbtah nontd terdaliar sebagnimana denaksild neda gy el
(L Puraf a termuat dalam dalkar Lirabah nenB3 yang
rercantune delam Lamowran XIV vang mermupakan bagian
Haak lerpsahkan dan Peraturan Feme:intah ini.

Lirnliab pomBE3 khusus sebagaimans dimaksud pada avat
{1} hurey b merupaloan Lismbah B2 yang dikecuslikan desi
Limbah B2 berdazarkan oenelapan penpgecumian dari
Pengelolaan Limban B3 dun sumber spesiik sebagaimezns
dirnaksud daiam Passl 407 ayat (14 haeeal a.

Pasal 443l

Peqnzziclaan Simboll nonB2 lerhadsp Lmbak nonB3 khusgs
sebagaimana vimaksiad falam Pasal 430 ayai f3) dilaksanekan
sesildl tenean Mengelrdaan Limbab nonB3 raug tenuang dalan
pencLipan nepmrocualicn Linnbah B3

Pasal 452
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Fagal a5

Penprivlaan Limbeh nomB3 twerhadap Limbal  noc B3
lerduftar sebapaimans vimakoud dalam Pasal 4000 avat (1)
hured &, dilaksenaban sesusi dengan poraveralan leknis
Penpciolzan Limbat oongl.

Peryelooynarngn pongeldaan Litnbah nonbB? sebapaimana
dimawrd pada avat (1) dilakckan oich Sctinp Oreng yong
rmemghasiikan Limbabh nonTl, dan rinclannya termuaan
tlalam Fersotguan Linghungan

Fincian zengrlolann Litekabh nemB3 rang terreaat dzlam
Ferschwuan Lingkungan sebapeimana dunaksun  pada
Aral {2} melipi

a. dentitay Limbah noenB3;
b bentuk Ligobaly aonB3:
¢, =umler Limbah ponB3;

Ao jumial Limbal conBY vane dikasihan senas bl
dan

£ Jemis pengelalaan Limbak oonBa3

Dalam  rnal pelaksanean Usaha dengatan Kegialan
menginasitkan Limbah nonB5% baro vang thdak reomese
dalam Perselujuan LingRungsh, peaghasi! Limbab nonB3
melalukan prrobahan Persebyjsan Lingkangan.

Fenpeiolaan Limbab noeni2d seboagaimana Jimakaurd peida
dyar {1] meliputi:

a.  cepzronpan Limbah nonB2:

b, pesvipaonac Limbab non33;
petnaefasian Limban nonk3,;

d.  pendmmbunan Limbah aneB3,

€. perpindatien Entey bakas Liobah nem B3,

t. Penangrulenaan Jencematan Lingkungan Hidup
duni/atae Ferunakan  Limgkungan Hidlup dan
Tremnaihan fnpgst Lingkurgan Hidup; dan

i pelaporan.

[asal 423 . .
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Pasal 453

Dalam pengelolann Limbah nonB3 scbapaimana dimaksud
dalam Pasal 452 ayat (3], Setiap Orang dilarang melakukan:

=

b.

cl.

(L]

()

(3

(4]

SK Mo R3O0 A

CDumping (Pembuangan) Limbah noenB3 tanpa Persety)uan
dari Pemerintah Pusar:

pembakaran secara lerblika (oper bummg);
pencampuran Limbah nonB3 dengan Limbah B3, dan

melakukan pemimbunan Limbah nonB3 di fasilitas tempat
pemrasesan akhir.

FPatagral 2
Pengurangan Limbah NonB2

Pazal 454

Sctiap Urang vang menghasilkan Limbah nonB3 dapat
melakukan pengurangan Limbah nonE3.

PengLirangan Limbah nonB3 dilakukan:
a.  sebelum Limbah nonB3 dihasilkan: dan
b.  smesudah Limbah nonB3 dihasilkan.

Pengurangan Limbah nonB3 sebelum Limbah nonB3
dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat [2) huraf a
dilakukan dengan cara:

a. mochhkas proses; dan/atan
bv  penggunaan teknolegi ramah lingkuongan.

Pengurangan Limbah nonB3  sesudah Limbah nonB3
dihasilkan sebagaimana dimaksud pada avat 2] hurof b
dilakukan dengan cara:

a. penggilingan {grrcling;
. pencacahan {shireddmag;

pernadatan {compacting);
. termal; danfatan

e sesual denpan perkembangen ilmy pengetahuan dan
teknologi.

() Dalam . . .
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Dalam hal pengurangan Limbah nonB3 scebagaimana
dimaksull pada ayat [¢) tnenghasilkan:

a.  Enmus; danjfatay
. Air Limbah,

wallb memenuhi Baku Mutu Emisi dan Baley Mutu Adr
Lim bak.

Faragraf 3
Perpyimpanan Limbah NonB23

Pasal 455

Sctiap Orang vang menghasilkan Limbah nonB3 wayib
melakukan penyimpanan terhadap Limbah nonB3 yang
dihasilkannva sebelum  dilakukan pengelolean lebih
latijul.

Feryimipanan Limbah nonB3 sebagaimany dimaksud pada
ayal (1] dilakukan pada fasilitas berapas

bangunan;
zilo;

tempat tumpukan Limbah (uaste pite);

oo o

tasle enpoundment; danfatau

M

bentuk lainnya sesual dengan perkembangan ilmu
pengztahuan dan teknologi.

Paszal 426

Terhadap Limbah nonB3 yang disimpan, dapat dilakukan
pengemasan gesual dengan jenis Limbah nonB3.

Pengemasan Limbah nenB3 selbagaimana dimaksud pada
ayal [1] dilakukan denpan menggunakan kemasan vang:

a. berada dalam kondisi bajk, tidak becar, rtidak
berkaral, dan tidak risak: dan

b. dilengkapi dengan Jabel Limbah nonB3,

Lubel Limbah nonB2 scbagaimana dimaksud pada avat (2)
baruf b paling sedikit memuar:

4, tdentias . ..
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A, dfendtios Limbeah noiB,
e hentuk Limbal nonTil:
<. Jamlan Limbah agon2h; 4=

Lotgegal L baah nonBs rueimpar.

Pags] 257

Faslitas  penvimpziies  ddmbah nonB2 sebaguimana

dimuksud damm Pagal 455 ayat 12! hamas memenuh;

KOO ILALL:

a. lkeite1a lokasi

0. krlvna fdosming dan

< mieraperhatikan Kajx-silas renvirmpatian.

Kriterin jakast sebagaimana ditmaksul pada ayat (10 harud

& Tl T

#. bcbaz han):;

. mempertimbangken jarak yang  aman  w@echadap
perairan sooot gars batas prSAng terUngel o laus,
kolar, rawa. poto air, stooees, dan somur pendeduls
i

oo peplstak dv ares Wegiater pengnasi) ldmbah nonBa
vang weccanium dulang Prosetm;uan Dingkungan.

Pawa) 454

Dalamm bal lekas fasilitas penvimpanan Limbab ronB3
Ddak memenun, kEnteria sehagairmana dimaksud Salam
Pasal 457 avat |21, darat thilakukan rekavasa tchknolog.

Fasilitas penvimpanan Liambab nonB3 diengkapi detpan
esedur raea keloda yang buaik sehingpa inenghindari
CeeerAn dn turnpahen Limbah nonB2 ke media
hnghonp:at,

ParAapiral ..
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Moemoniontan Limbakh nen0a

Pazal A%y

Hfztlz-.p l'.?lrang vang lueignasikan Lanbab oonB3 atew
pihak i dapat melakuksa pemanfaacan Limbah aonAs,

FPemianflaatin Limlxah ponis sebagairnng dimaksad oada
avat [1p waiid wreantum dalam Perselyjuan Lingkutaan

Pemanlaatun Limbah neonRd sciagsimana dimeksad pada
avas H] o

a.  bBomerimaian bWtrobah non3ld schapal substitosi
limhan balou,

b, pemanfaaran  Limbah  auoDd sebagai substicnsi
sLmber oo

. pemun@atan iSmwbal nn Bl sebapai bansn baleg;

. pemnznfaalan Lintbalk B3 sehagal prodok
5.:.|]T||_.Tl'i:'.lj!; dan

e, pemanfaatan wimiah oonB3 0 sesenl dengan
perkembanegan iima persrerahiusn dan teknologl

FPasmn 468

Femantaatan Limbah nonf3 sebagaimana dimalksid
dalem  Pazal 25 avad (20 dilakuokan dengan
e et ek
2, Wetersediasn ceknogogt;
h.  stunaar pesiul, gike haosil pemanfaatan Limbeah

nonBS berupa procduk: dan
. ouku o Linpgkungan Hidup.
Rainn ha! pemanfaaten Limbah 5ooBS dilzkuken olch
pihak i <ebagaimana Jimaksad dolam Pasal 452 avat
11] va0@ lidak wajib memiiiki Ferizinean Berasahs, 1incian
can livan poemanfastan Limbaoh monBd hams termuet
dalais Perzcteivan Livgkumgan cenrihasil Limbab nanBA3.

(3 Dalaa L



SK No 0R4830 A

(]

{2}

(13

{2}

HRE-IDOEM
REPUBLIE IMDOMES| M

- 24
[ulam b3l peroandsadan Bemah oonB3 tidak sesum
dengem nncwn don tjuan pemasfazian scbagalmana
demiuksad padw ieal (2] penahasi Limbah nonB3 wajih
Berlangeans [awal rerhodap pomanfoatan Limbah nonB3.

Vsl A5
Pemanfaatan Liobal, noenB3 sepagei subziitus bohan
baky schagonmana dimakscd oclam Pasal 459 ayat 43)
nam:E A daped dlilakuican podic keginian:
a wmhiiatan heton, batals, paving blacl, beton rinsan,
dun zalan eoostriiesi leinoys yang sejenis;
b anddaoar =emen;
¢, pentadatan Lanah; dan
4. Dbentuie lninnya sesuai dengan perkernhangan fimon
Deafeiningen dan wenolosi
Produizk gs! poroanfoataa Limbah nonBl scbasamana
dimaksud pada aval (1) Recos menenun EeTRYATATAD
standar proculc

Pasa 304
Pemardaslan Limbah aoaB3 sebapdl substitusl sumbes
eoerei sehapaunana dimaksun dalam Pasal 459 ayar {3)
hurur b dapat beropes segistan pemanlaatun sebaga:
slbstlas: bahon hakar
Limbah ronBl sLagsimana dirnaksud pada aval (1) haris
memenuhi persvaratan lal konsentrasi zat peaceimar

pemaniaatan Limbsh norB2 otk sehskbosi bahan
bakar.

Dolam hzi pemaniaatan Lombah unsR3 s~bagaiimana
dimaksucd bads ayat [2) monghazilka:

a. HituangJdan
b, A Limlwean,

wajih memenuhi Aaky Wurw Emisi dan Bake Moo Aic
Lambak,.

Pasal 4673 . ..
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Prosal 0

i1} Pemanfaatan Lenbab e selmpgal behan  baka
sebaparmace dimelsod calan: Pasal 459 ayvac i3 harel ¢
apat beraps weprinkan

a.  pembuatuan prodok cang menggunaken proses
ey, krigiatisgas, oksoelas, Jden uesiildsi;

b, pemburrtan oroduk kertas, Ine grode papern, San
Foras - Agpbeoed,

C. pertouaran bese ofl der betan Daliar qnnyalk
d. pelelwiran logam:

€. pembuatan produk bosborarn dasar logam, Kertas,
Mastik. dan kaca,

. pembuAatan perbenal tanabe dan

g, sesual nengan pecdombenpan o penpotahunn dan
teknnlugi.

(2} Prochik hasty pemanfaatan Limbeh nonB3 sebapaimana
dunaksad padys ayal {31) wapb memenuba persyaratan
¥IATIA A Lerrluls

(3 Slandur prodiuk sebapnimana dimaokaod pada ayvar 12
dapat Derupa:

4. Bearedar Nasiona] mdonesia;
b standas vang diteuplan oleh Pemenntsh; ataw

. #tacdAar dJdan negara loun At Internasional.

Fasd] 464

Pemanfaatan  Limbah nomB3 sepapai peedul sampeg
schagaimana dimakasud dalam Pasal 4539 ayat §3) hanef 4 haras
MEMENUR! KoL

g, hhasilkan dan proses industrl yeng Lerinlegras dengan
prowcs utama, sehagal produk sekonder;

b pengpunaannya beralor pasti;
e kualitas progivgs vane dihasilkan bersiflat konsisten; dan

u.  memenah syacat dandoatan srandar piroduk

Parggral . ..
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Femtulninan rambsad ranfisl

Posa! 26635

welig Orang yaey menghasilkan Dimban aon®3 dapat
frefakslean penimbgnsn Limbeh norB2.

Fenimbunan Limtigh nonBo oebagaimana dimaksud pada
ayal (1) danat dilskokan pads Fasjlitas penivabunzan
L.mbah noaRs berapa:

il. weimbunan ak'sr Limbal nonB3:
b pooempatio i ares Dokoy tambang;
. bendungan peasinpuang Limbah tambane; dan/atau

tasilitay  penimiitieran Limbak noaB2 lwn scaua
dengan perkerluangan ilmu gengetabuan dan
tbern o

Fasal 145

Pensmbunan Dimbah oon 33 o) fasiiitas penimbussan skhir
Limboas nonB3 sebegaitnena dimaksud dalam Pasal 405
rvat {2) huare! o haras memonuhi peesyvaretan;

a. lokasi;

L. desain Monsnoakes;

. Batand dan prasarana pendokung fasilitas;

d.  tata car: penimbunan,

2. medleTthsaan  sarate dan prusarans pendubung
lasilitas;

. pommehharsan satens dan prasarana pendokung
taagtlites:

£ nomantauan Hoglkongan: dan
W lald cara dar rincian perngtupan.

[imbal i 83 sebagaimana ditmaksud pada avat (1] harus
memetighi Ketentiean i peint e

i3] Dradam
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{2 Dalarn ha! nas ' poind filter sebageimata domagsnd
pada axat (20 menoningkan erdapar cairen bebas ialam
Limbah nonBZ, waiib dilabukan pre trectment borupa
solidifikasi danamo swabslisosi

Paragral &

Prerpindahan Lintas Batas Limbhah nonkis

Pousn! 167

(1i Dalam §hal Setap wrang yang menghasiican Limbeh
nonRL fidsk mampt ometakukan sending pengchdazs
Limbah  aonB3,  penghasit Limbabh nonSs dapat.
meclakukan ekspow [imhak nonB3.

2] Deleon he! pepsre tujuas s=ksper  Limbak  nonBd
schagaimuns dimaksuo paste ayat 113 mengateporikan
Limbeh  nenfild vang dielispor  sehagai Limbah B3,
penpbeal s imbab nonB harus mengajukan permohonan
notifikasi kepana Pemeriniah Roepobiik ndonsesiz melalm
Menrern

{3 Tala cara permuchonen noofifkasi sehaprimsng dimekaod
pada ayval {2} gitalesunakan sesuai denpan Kotentuan
perpindaian lintas  baras  Limbheh B3 sebapaimans
dimaksauag dalam Pesa 408,

Paragraf 7

Tetangeulanpan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/otau Kerusakan
Lingkungisn Hidup dan Pemuliban Fungsi Lagkungan Hidup

SK Mo OB4833 A

Pazatl 4tk

SeAp Orang yung  menghazilkan Limbah nondd, vang
sweinkukan  Penwernaran Linghkumpar  Hidup  dangatau
Perbsakon Lingkunpan Hidue sajib melaksarahan-

a.  Penanpmuangan Pepne.maran Lingkunean Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkuangan Hidup; dac

b pemuaiilan fungs Lingkuangsa Hidup.

Paregral . . .
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Farayraf &

Prlapuran

FPuzal a6y

Laporan pelaksanzon kegiaian penpoiciaar Limbah porn B3
dilahitkan paling sedikit 1 fsand kal daiata ? {sata) rahun
kepoda Menteri, pubernur, weay, lwapati fuadl kots sceuoi
dengan kewenangannys

Pelaporan kegiatar  pengelolaan Limbah nonB3
sebapgaimana runaksud  pada aysl {1; paiing  sedikit
erUar:

a.  nama Lunbah noeR3,
Lo juminh Lk nenBl,
€. waiit penyimpanan Limbah oonB3; dan

d. leris Kegialan pengelolaan Limban nonS3, termasux
Limnah nonBd rang dimanlaatkan oleh prhak .

agns AT

Keventuar: icbeh lanjus misigenal;

.

tata cara penpursppon Lintbah ounBl schbarsimana
dirnalksua daiam Pasal 4534

perseralyan xilitas penyanpanan Lislah nonB3 dan tata
Cars tany d-panan Linban ne- 133 sehayaimans dimaksad
rlalary Puzal 435 sompai denpan Pasar 458;

ldia Ccufe pomaniaatsn Lintan nonbd sebapaimana
dimnkeud dalam Fasal 159 samipa denegan Pasal 464

persvarakzli fasiligy prniicbunan Limsab aonBS rian rats
LAarE peiifitbanan Lieibeh nonlld sebagaiicscsa Jdicnakyad
dlabarn Pasal 465 -lau Lasel 400;

Ponangsulangan Percomaran Lingkunpgan Hidup
dansatau Kerusakan wngkungan Hidup dan pernolillan
fungsi Lingkunpsn Hidup schapaimans dimaksud dalam
rasal 498 dan

ldla carn elaporan Kepialan penpelolsan Limbah nonB3
schagatmaona dimabkeud dalain Pasal 950,

diatur dnlam Perataran Mooieri

dAD
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DANA PENIAMINAN UWTUR PREMULTEHLAN FIINGST LINGELMGAN HIDOP
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Lrsna ponjaiainas aneale persuliban fusps, Linckunsan
Hidup dgiitezican uniuk crgiatan:

.  penangeilengman Pencemaran Lingkbongean 1ol
dan/adar Kavosakor Lingkangan Hidup dan fana

e pemuidbian Junpsi lavngkungan Haeiup ckibat
Pencrmaran Linghengan Hidup danfatay Kerusakan
Linplangan Midog,

vEIg tmbos akipat snane Vissd s dangatan Kepgiatlan.

Penguuraan dane perpamninat untek pemulinan fungsi
Lingkursan Hidug sebagaimana divsksiord nada ayvat 1)
dilakulran  pada  tahapan  keglaran  pra konstroksi,
konstrukws:  lomesioming,  operasi dan persliharaan,
dAan/aidu pas s uperasi wimual Fhapan vang feecantue
Galam Parsetuinan LinpRungsn.

Ponangzalansan Yoncemnaran Litngkngnn Fdup
dan/atau Kerazalan Lingtunwan Hidup =ebagaimuana
dimakeud pada aval (10 kurl o meliput kepiatan:

a. perternan nlonmasi peringaian Poncemaran
Linglungan Hicup dandafag Keowsakan Licgkungan
Mrcar kepadas masyarsbal;

o penpbenticn swmber Pencoemaran Lingkungan Hadup
dan/aran Kerusakan Lingkungas Hidun;

c.  pengizdlasiain Penecemaran  wingkungen  Hidap
dan/atau herussizan Lingkungan Hiduo; dan/atau

d.  uGpays a0 sessa dengan perkembeagan dmoe
penpetahuan dan teknclog.

Pemulinan fungs) Laogkanean Thdup akibal Peocemaran

Lingkungan Hidup dan/stau Eerusskan  Lingkungan

Hidup sebapaimana Jiueskaud pacdz ayad (1) nanat

meltonlty ki-glatan:

A, pengheatan rumber peneemaran dan pembersibon
WIS J2NCerar,

[T e T

o, rehobiliras: . - .
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. renabiitaes
.,  rostornass dan fatag

. Upavs s sewnn deppan perhoolenpeng imu
pEREETAry an eT tekaolng .

Keplatan pergpalaraan Pencemeran Lingeuneen Hidup
danfatag Keresaken Lingkungan Hicup dan pemchhan
tungsi Lingkunegan Hidup sebmpaimana dimaksud oada
arval [ dies vl () dilakafoar: di.

8. dalam avez] disdha dangateu Kegiatan, Jan atad

B, Ivar eresl Usshe opirfadtan Kegatan yang terkena
datrinak dutt Usaha dan/siau Kegintan,

Pasul 472

Perceyanp Dersctguarn Linpsugan wajith menyediakan
dana perjaminan untuk pernttlinan fugsi Lingkungan
Hidup schagaimana dimadesud dalam Fasal 471

Dalam  hal  pemugsng Persetigjuan Licpkangan
sebamaimana dimaksid pads ayas (1) merupaian inslans
Femerintzh ataw  immenntah Daerahl,  kewsgiban
prorediaan dana penramitan anftuk pemalban funpsi
Ling¥inaan Hidup dilaksanakan sesuai deppan kerentuan
peraburan perundang-undangan diF hidang  kcuansan
TICEATS.

Pelakn usaha  pemegang  Perzewgjuan Lingkumicun
monyediakan dana penjarmnan Uolak pemaiihan fungsi
Lingkuneen Hidup sebagsimanys dimakssd pada ayar (1)
untuk disimpar o bank pemerntzh yang, ditumuk sleh
Pemorintan.

nluk jones Usaha ddanfat=ie Regisran iertentu, dana
LN aminan catak pen:uliban fungsi Linghkunpgan Hidug
cAapat dilorcla socers mandin

Jonns lanha dar ey Hegiaten iortenta sebzpaimana

diniaksud pada zyat 4! coaemillit kriteniz.

a.  zelmasuk Luabo Aocstan Kegiaton  fsiko rendah
dan incneneah ierhadap Lingkunpan Hidop, danf
atay

Te. miclaks -
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i, tidak wenariastkan somber dava alasm vaog taken
PERETICANEATINYA Alkan menpunah beatang alam dan
DMK IRsing pased operssi Usaha dan S awnmn
Begatan.

Pemerintah menctaphan ienis Usaha danfalasa Hepiatan

lertentu sehagairmanng dimalaod pady avat (4

Pawal a473

Dara pospaminan untuk peteidlihan fiogsi Linglangan
Hidup sebaphimana dunalisun dalam Pasal 472 ayat {3}
discdiziran oteh Pelaky Usahs dalam el

a.  depn=its bevfangls
b. abntngan hersama,
. bank garansi; dangAass
d

lainmny sesust denrgan kelepiuan peraturan
prmuarlang- undoingnn.

Penyedliaan dand penfaminar gnluk pemuoiithan fungsi
Linglungan Hidup dapat (hiskokan dalam bentul polis
asutansl  atau  instrumen  kevangan  Jainotn vaeg
diterhitkan oleh lemnhags jase keusnsan tmilik pesnerinlahb
yang ditunjizk aleh Permerintals.

Pazal 474

Dana perpamican untuk penabhan furgsi Lingkeogan
Hidun sebagaimana dimakaad dalem Pasal 472 avat |4}
chturukkan dengan adanya:

a.  burii kepemitiken dana penjaminan uniuk
pemiitiban funps Lingkengan Hidup, danfatau

. peroyataan poruntukan dana penjaminan unlok
nemuiliban [ungsi Lingkungan Hidup  bagi
prcargauiingan Penoemaran  Liogkungan Hidup
dan fateu Kerosakan Lugkvngan Hidup dan/atauy
pornulihan {ungsi Linpkungan Hidogs.

Pernvatasn perrmtakorn sehagzimena dimaksud pads syat

[1} hural b paling sedibar memyat;

A derivas Pelaku Visaha,

2. 1emlen danz penisminar:;

£. PREAYALHAT |
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. peroyataan perdntuksn dana penjaminan untuk
pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) hural b bapi  Kegiatan
penanpgulangan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup
dan/atau Kerusskan Lingkungan Hidop dangataa
permubhan funesi Lingkungan Hidup.

Pazgl 475

{1]  Kewujiban penempatan atau penyediman dana penjaminian
uniuk pemuliban lungsi Lingkungan Hidup sebagainrana
dimaksud dalam Pasal 471 dan Pusal 472

a. dicantumkan dalam Persetujuan Lingkunean; dan
B cimuat di datam Penizinan Berusahia.

(4} Jungka waknl penempatan  arau penvediaan  dans
penfaminan umuk pemmulihan fungsi Lingkungan Hidup
sebagaimana dimalisud pada aval [1) dilaksatiakan ses i
dengan  kelentusn  peraturan  perondang-undsugan
menganal Perizinon Berusaka.

Faszal 476

(1} Besaran  dana  penaminan untuk pemulihan fuogs
Lingkungan Hirlup diteniukan dengan memperhiningkan:

& tipodogi dampak dangatag risiko Lingkungan Hidup
Yeng ukan eradi;

B.  rmedia Lighungan Hidup atao sumber daye alam
var skan mengriami Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lirskungan Hidup,

¢ vingkat/dervujar  Pencematan  Lingkungsn Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup vang akuon
lerpadi;

d  lumanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/arau
Kerusakan Lingkungan Hidup vang akan terjadi:

e jents kegiwtan  penaoggulangan Pencernaran
Lingkungan Hidup danfzra Kerisakan Lingkumgan
Hidup dan/staw pemudibsn fangs Linekungan Hidup
vang akan dilakolzan,

[. kincria .
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I kirerja/layanan jasa Lingkungan Hidup vang akan
dipulihkan;

B jangka wakiru yang dibutuhican Lntuk
proanpgulangan  Pencetnaran  langkungan Hidnoo
dan/atsn Kerasakan Lingkanean Hioup dan/acan
pemaliban lungsi Lingkungan Hidup;

h.  perencanaan dan sopervisi penanpgrelangan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atay Kerusakan
Lingkungan Hidup danfatau  pemulihan  Tungsi
Lingkungan Hidup; dan/aran

1. kriteriz lainnya scsval depgan karakterisdk lokasi
dan jenis Usaha danfati Kegatan.

Penghilungan besaran dans penjaminan untuk pemulihan
fingsl Lingkungan Hidup schagaimana dimaksod pada
ayat [1j ditakukan pada saat perencanaan Ussha dang stau
Kepiatan.

Kstentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara
perhitungan, dan penetapan besaran dana penjaminan
untuk pemedihsn fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana
dimsisiad pada ayat (1} diatur olch menteri yang
mermbidanegl masing-masing Usaha dan/atas Kegiatan
sesudl dengan kewenangan pemberian Periztnan Berusaha
setelah berkoordinas dengan Menterd.

Posml 477

Dana penjaminan untuk pemuliban fungsi Lingkungszn
Ihdup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 hanya
dapal  digunakan nleh  Peiaku  Usahz  berduasarkan
kepulusan darl Pemerintah atau 'emerintab Dacrah
sesuyal dengan Kewenagsnnya.

Penpgiounaan dana penjaminan untuk peraalihan fnesi
Lingkungan Hidup dapat dilakukan olek pthak kotigs vang
ditunjuk vleh Pemerintah atau Pemerinlah Dacrah sesual
dengan Fewenangannya.

Penunjukan pihak ketiga sshagaimanas dimaksud pacle
ayat ) dilaksanakan sesued dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{4 Pelaku . .
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[4)  Pelaku Usaha wejib memenuhi keKurangan prmbiaysan
apablia dana pegamina: ongk pemulinan Tarpsi
Lingkungan Hidup sebagarnans dimaksud pada ayat (1)
tidak mencukupt.

(3] Dalam hal dana penaminsn untuk pemuliban Mngsi
Lingkunpan Hidup sebagaimana dimaksud pada avat {1)
sudab  cdigunakan  untuk keglatan  penangeulangan
Pencemsaran  Lingkungan Hidup daofaiau Kerasakan
Lingkungan  Hidup  danfatau  pemubban fongs
Lingkungan Huwlup, Prlaku Usaha wajth menvediaken
kembali keculiapan dana penjaminan untak perciiban
fungsi Lingkungzan Hidup.

Posul 475

venyediaan  dona penjaminan untuk  pesmubihan fungsi
Lingkungar: Hidup sebagaimuna dimaksud dalam Pasal 477
tidalr  membeobaskan  kewsjiban  Pelaky  Usaha  untuk
melakukan  pengendalian Pencemaran  Lingkungan  Hidup
danjatan  Kerusaksn  Lingkungan  Hidup  akibat  Usaha
dan/atau Keglatan

Pasan 479

Pencrapan keaajihan ponpedisan duns penjaminan untuk
pemuliban fuepsi Linglkunpan Hidup sebspaimana dima ksl
dalam Fasal 471 sampai dengan Pasal 478 dilaksanakain sesuai
dengan kerennasn persturan perunciang-undangarn.

BAR IX
SISTEM INFUORMAS] LINGEKUNGAN HITILP

Fasal 480

(1 Merteri, pubernur, aiety bupari/wabl kota sesua dengan
keweriangannya menyvediaksn informas: melalor Sistem
Informa s Lingkurgan Hidap.

2] Sesterm daformasi Lingkengen Idup  sebaesimana
dimaksud patis aval (1) dikembangkan rerintegrasi zeoora
clektronik vany trrdirt atay s.atom informase

o dukunien . .
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. dolumen Linyghungen Fhaup;

b pelapocan Persetujuan Lingkunsan:

<. sftams Lingkunpgan Flicumn;

d.  Pengclolaan Limbah B3,

€. prla rawan Dopkongen,

f. I™OEAwLEAN Jun pencrzpan Sanksl Administeatidf

dan

g formasi Linglungan Hidup ainmnya.

Paszal 18,

111 Sistern informasi dokaraon Lingkyungan Hidup
sehagaimana cimaksud dalam Pasal 480 ayat £ horof a
bertujuan:

A, mempertaldab proses pelavanan dokunicn
Linglungan Hidup hael Setiap Orang;

b, mempermuodah pemyusicran dokumen Lingkungan
didug;

. empercepal  piases penillaian dan peenetiksaan
dokuraen Lingkunpsan Hidup,

d.  mempermudeh  dalary eelacakan  data  bagi
masvaragal, penaigpung jawab Jsaha dan/atan
Fepitan, dan pemerintah;

c. rueimbanfy pengambilan Keputusan dalam
penentuan  kelavakan ! ketidakiayokan Lingkungan
Hidup terhadap suatn rencana usaha dang/otay
kemalan; dan

. memiasiitas] keterbuksan informasi publie dalam
proscs pamlaian dan pemeriksaan dokumen
Lingkungan Hidup.

(2} Sistem nformasi Jdokumen Lingkungse Hdop
sepnraimang dimaksid pads avat (1) paling sedikit terdini
far;

a.  lavenan pubhk;
b Bosis dato dolumes: Lingkonpan Hdup,

¢ wobGl8 avkumen Lingkungan Hidup,

. staowlar, ..

SK No 08484 A
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d.  srandar Pereetujn Teios:
€. uUTnEUMLMAR rencana Lsaha dang atau Kegislan:

Lo pemliinn des pemerivusan dokumen  Lingkbungan
Hidug; dar

B peEncwuasuTan proses o kelavakan, peniaian, atan
PETTLEaA T Mokumen Lingkungsn Hidup.

distern informsasi dokamen Lingkungan Hidup
sehagainena ditnehksud pada avan {21 dlgunakan oleh
Menteri, qubwernur, sawv Supatiswali kols dalzm
mriakukan proses Uji Kelavaian, poalaan, pemecicsaan
dohkumen  Lingkungan  1Midup,  dan penpembilan
KCDLITUSarn

Sistern infurmasi Joekumen Lingkungan  Hidup
sehapaimans dimaksud pada ayat {3 lernbegrast genpan:

#. wisteon informast di tngleal ciarepion; dan

b. sistern informasi Perizitan Berusaha.

Pa=zal 482

sistern mbymas dokamen Lingkunpan Hidup gigunaskan
dalar;

A. penguianniEn rencsna Usaba danfataw Kegiatan,
b, pergisien Formaliv Kerangka Acuan;
e pemeriksaan Farmulic Kerangka Acoan,

d. penyusuban dokumen Andal dan cdololmen REL-
EPL:

= T Kelayakan:

I. pengisian Formulir UKL UPL stamiar spesifik dan
Formole UKL-UPL standar:

E pemeriksaan Forimciie DKL UPL sfandar spegifik dan
Form air JKL-UBL standar,

. pencrhitan Perestujudan Lingkungan;

L. pengisian 3P0

] galar lembaga pelanha: kompetens: Amedal:

k. daltar lembags  sernibkasi komperensi penvosun

Amadal:

L datar . . .



SK Mo (97030 A

12

13}

ii]

{2}

i3]

PRESIDEM
REPUELIE (HODOMNESIA

- 341 -

i daftar lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen
Amdal:

m. pelaksanaan Audil Lingkangan Hidup, dan
n.  pelaxsanaan DELH dan DPLH.

Dalaree pengrsan Formulir Kerangka Acuan sebagaimena
dinsksud pada ayat (1) huruf b, penangpong jawab
Usaha dan/atau Keglatan mengisi berdasarkan Farmulir
Kerangka Acuan spesifik.

Dalam pengisian Furmulir UKL-UFL standar spesifilc dan
Formulhir UKL-UPL standar sebagaimana dhimakoad pada
avat [1] huaruf I, pecnanpggung jawakh  Lsaha dan/atau
Kepiatan mongisi berdasarkan Formuiir UKL-UPL srandar
spesilk dan Formuolir UKL-UPL standar,

Pasal 473

Alstemn  informaszy  pelaporan Persetujuan  Lingkungan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat [2) inaruf b
digunakan untul merckam dan menggambarkan data
dan informas: pelaksanaan pengelolaan dat pemanialian
Lingkungan Hidup darm pepanggung  jawab  Usaha
dan/atau Kepiatan, :

Sistem inlormasi sebapimans dimaksud pads ayat (1)
ditcrapkon kepada setiap Usaha dan/fatau Kegiatan vang
wajib memiliki Amdal atau TJEL-UPL

Fenanpgung jawal Usaba dan/ atau Keplatan wayib Amdal
atau UKL UPL menyampaikan laporan yang meliputi.

A, pengendalian Feocemaran Air,
I, pengendalian Pencernaoran Udara:
¢. pengeiolaan Limbah B3
pengendalian kerusabkan ngkungan; dan

substansl  lainnya  sesunai dengan kelentusn
perzturan perundang-undangar.

Fazal axd .
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Fazal 4453

Sistem Informas staits Lingkungan Hidup schagaimana
dimaksud dalam Passi 480 ayat (2) hurod © Jdigunakan
untink merekam «an menggamhbarkan data dan inforrmasi
Linglunpgan Hidup secara komprehensif sebagal acvan
pcngamilen keputiusan.

FPemeriniah dan Pemerintah Daerah  menyusun  dan
melaporkan status Limgkungan Hidup yeng memust
informesi tordirl atas:

B, faktor pemicu perubaban bnpglaangan:

. rtekanan vang memychabkan getibahan lingkungan,
<. status dan kondisi ingkungan;

d. dampak dan perubahan lingkungan: dan

e.  respon terhadap peribahan lingkoungan,

Faktor pemicu  perubshan  lingkunpan  sebagaimana
dimuksud pada ayal (2) huruf a melipun:

. Jumlah penduduls;

. tingkat pertumbuhan peododuk;

c.  tingkal pertumbulian ekonomi; dan
d. hencana.

Tekanzn yang menyehabkan perubahan  lingkunean
sebagaimandg dinaksud pada ayat (2} hurof b meliput:

H. RPUOERLBbaan shymber dava;
o jumlah limbah yang dihasilkan;

c.  Emisiisngseng dan tidak langsung ke udara, air, dan
tanah;

£, tingkat kebisingan;
2. radiasi; dan
. tinglat gangguan.

Status dan kondwsi vngkivngan scbagannana dimeksud
fecda avat (2] hurd! o diukur dengan indeke koslites
Lingkungan Adudap yang teidiv atas indeks:

a. ruxlitas air

b, kualitas udara:

¢ kualitas ...
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. kualitas aur laut;
d.  kuoalitas turupan lahan,
e, lkualitazs ekosisren pambut; dan
[. lamnyva saesumi dengan lmu  pengetahuan  dan

perkermbangan Teknoalog.

(6 Dampab  dari perubahan linglungan sebagaimuana
dimalkesud pada ayat (2] hurof d terdiri atas:

perubahan lingkungan,

h.  dampak yang ditimbulkan oleh sumbecr pencemar
terhadap kualitas Lingkungan Hidup,

v.  daya dukungdan tdaya wmpung;
kelwencanaun,; dan
prrubahan sosial  ekonemi akibar perubahan
limglounpan,

7] Respon tcrhadap perubahen lingkungan sebagaimana
dimaksud pada avat {2) burul ¢ meliputi perubahan
kebijakan untuk mengatas tekanan, status, dan dampak
dar pembahan lingkungan.

Faszal 485

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan
perangkat daerah yang menvelenggarakan pelayanan publik
terlcait dengan pemantavan kualitas lingkunpan melakukan
pertulkaran  informast  melalul sistem informasi scatos
Lingkungan Hidup.

Pucal 436

E—;is-tem informas Pengelolaan  Limbabh Bl sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 480G avat (2} harul d paling sedikit
meliputi infarmasi pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk
keplatan:

1. kinera Penpelolaan Limbah B3

b.  penanggulangan lkedaruratan Limbeh 22 dan Limbah
nanBa, dan

. pemulihan Manps Lingkungan Hidup alnibat
terkontaminasi Limbah B3, .

Pasal 487 . _ .
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Pasgal 487
Sisten  Informesi peta rawan lingkungan scbagaumana

dimaksud dalam Pasal 430 avai (2] hurul ¢ bertujuan unruk
menggambarkan kondisi rawan lingkungan di indonesia yang
thakibatkan aleh:

a.
i
o,
d.

(1}

(2]

()

(4]

bargit;

lonEsor;

kebakaran hutan;

dampak perubahan iklim; dan/fatau
dampak Lingkungan lainnya.

Paszal 4R82

Mentenn menetapkat sistem informasi pengawasan dan
peocragpan Sankst Administratil sebagaimans dimaksad
dalam Pasal 480 ayat (2) huril [ bertujuan  antuk
menginiegrasikon  pelaksanaan pengawasan dan
penerapan Sanksl Administraiil i pusat, provinsi, dan
katmipaten/kota dengan berbasis teknologi informasi.

Guberpur atau bupati/wal kota menyampaikan laporan
tiastl pelaksanaan penguwasan dan penerapan Sankesi
Administratf kepada Menteri untuk diinteprasikan ke
dalem sistemy infurmasi pengawasan dan  pencrapan
Sanksi Adminislraiil,

Sigtem  informasi pongawasan dan pensrapan Sanksi
Admintstratl  schagaimana dimaksud pada ayat (1)
metruiat informas paling sedilif berups;

a.  slatus ketaatan pemepang Perizinan Berusahe atau
Persetujuan Pemeriniah terkait Ferselujudn
Lingkungan; dan

b.  status tindak lanjut hasil penpawaszan.

Tala cara penyampaian infurmasi sebagaimans dimaksud
pada avat (3) dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Fasal d&Q | .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai:

A,
s
c.
rl.

siatem infurmasi stats Lingkungan Hidup,
erdeks kualitas Linghungan Hidup,
sestom ot formast pots tawan lingkungan; dan

sistem informasi Feneetolaan Limbah B3,

diatur dzlarm Peraturan Monteri.

{1]

(2

BAB X
FEMEBINAAN DAN PENGAWASAN

Rupian Kesatu

Pembinaan

Pozal 4490
Mcntori melakiikan poruoiiaan kepada:
a.  Filwrnoar;
E. Tim Ui Kelavalees Lingkungan Hidup:
<. pegabatl pengendail Deimpak Lingkungan;
il nenyuith Linphungsan Hidup,
=, Pejabar Penpuwss Lingkunpan i,
I weribraga sertilikasi koo petens Armndal;

2. lemgpea pelatthan konsetenst Amdal:

h.  lemhapga  pemverks jusa  penvustnan  doekwmen

danfatau
k.  masyarnkar.

Pembingas sebapaimans dineksod  pada avat
drlakakan terkai;

. Perlzinan Beruzaha dan Fersertjuan Pemerintah;

Armrial;
I penyusun Armdsi pererangan;
1. penangpung jawad Uspbs  dan/etau Kegiatan;

(L

b Parlindungan . ..
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Perlirdungan dan Pengelolaan Mute Air
Perlimdungan dar Fenselolaan Mure Ddans;
Menpendaban Pencerngran «lan Ketuaakan Laul;
Pengotoclaan Limbal B3 dan/fatan

mustan feknis Jmionmva sesual densgun ketentuan
peraflienn perundang-undangan,

Pembinaan  scbagaimana  dimaksud  pada ayat 11)
dilakikan melalua.

. ¥

=3

f—

—_—

oW T oQ

pemberian norma standar, prosedur, dan krivering
cvaluasi kineria Pemerintah Daerah;

tvaluasr kinerja penangeung jawsh Lisaha dan/atan
Koepiatan;

Jiremainazl poraturan perundang- undangan;
blimbingan teknis;

pendidikan chan relatihan:

Dantuan sarHne dan prasarana;

[Friprarn percontehan,

leeiim bambingan danfataa konsuleas: wekiig;
oérnsglubian

(AR I T

pengembanman;

pembenan penghargnan; aanfataw

Bontuk winnva sesuai dengar perkembangan ilieu
pengetahilan fiati teknalogi.

Penghargaan ~schagamana dimaksud pada avat (3) huraf
tm diberikan kepada;

A.

pPenanggung jawal: Useha dan/atae Kepigizn melalui
Programm  Penilaian Peringka: Eanerjs Perasahasn
dalam pengelolaan Lingkungan Hidon;

pemierintaiv kehopatengkota nelalin program
Adiouira;

wiclividu dan kelomopos f lem e masyarakat roelaio;
TELEhLrELarn ®al by,

. sekolaly . .
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q.  sckolzh yang pedull dau Serpudaya litgkungan
melaiui program Adisnsta; dan fatau

€. Dentplr penphargaan lain dalam peningkacan
Periindungan dan Penpelilaan Lingkuangan Hidup.

Pemberian pengharguan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4} dilaksanakan scsuay detgan keternluan  poratlran
perunoang- crndangan.

bigsa] ay]

Gubcrnur sehagal wakil Pemerintab Pusat meiaborksn
pembinaan kepada:

4. hupabi/wali kot

b ponanggung jawab Usalta daniatau Kepiatan vanp
Prreetijuan Lingkuongan ditetapkan ofch gubernur;
dan

. masyarakat.
Bupatt/wali kota melakukan pembingan kepada:

2. penangiung ewah Usaba dan/acan Kepialan yang
Feraetitjuan Lingkungan sdivctapkan oleh s/ wali
kuta: aen

b, masyarakar

Pembinuan sebagaimana dimaksod  pads ayat [Ty
dilakukan meiatu

#.  evaiuasl Kinera Pemerintah Daerah babupaten [ ks,
b, diseininas: peraluran perundang-undangan;

. tumbingan tekms;

. pendidikanp dan pelaribia:

B DanUun sacung dan prasaranag;

. program percontohan:

g foerum bimbingan dan/atag konsultas: teknis;

b, provutuhen;

1. penelitian:

1. pengembangang.

k. pemberian . ..
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k. pemberian penghargaan: dan/an

I bentuic lainnya sesuai dengan perkembangan ilmuy
prengetabuan dan telionlog),

Dalam  hal gubernur belum melakukan  pembinaan,
Mentevi  nelakokac  perabinaan  kepada  Pemerintan
Daeraly kabupaten/kota serelabh berkoordinasi dengan
gubernur,

Pemiinasn sebapaimanas  dimakuod pacs  ayat (2]
difakular: melaha:

4. dizemipnsi peratirn perundang sndangan;

b, pimbingan weknis:

o

peodidikan dan pelatihan:

d.  Banivan sarana dun prasarans;

£ PIOpratm percontobhzin,

1. fomum bimbiagae danyatau konsoitas? leknis:
g2 penyihghan:

i, renelitian;

1. mengembanpar;

j- poemberian penghatgaan; dat aau

L. bembik latnnya sesusi dengan perkembangan ilrou
pongelahuan dan teknoebogl,

Bagian Keduga

['en i WHSAT

Puasnl 407

Menten,  gatwrnur. amn bupatifwali keta wajib
melnkukan peopiwasan tethadap ketaatan pensngpung
Jawnn Usaha danfatac Kepialan atas Ketenfysn Yang
ditetapkan dalam Perizzoan Berusaha arau Persetujusn
Femerintaiy  trrkait Perserujuan Limgkungan  dan
peraturan perisvarg-undangan Jf bidang Perlindungan
den Pongelilaan LiceYungon Hidup.

2 Penpawasan .
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Fengav asan  sebapaimuna  dimeksud pada  #var 1)
ditakukan berdasarkan norma. standar, proseduar, dan
kriteria yang ditetaplan oleh Menteri

Fasal 492

Menteri berwenang nielelukan  peogawasan terhgalap
ketaatan penansging jwwnb Osaha dan/ateu hemigtan
vang rnclipuri

#.  Penzinan Berussha rerkazt Porsetasian Lingkun gLt
¥ thiterbitkan oleh Pomerintah: atau

b Perseiuivan  Petnerintab terlait Persetwjuan
LingKingan yang diterbiikan aleh Pernerintah.

Guberour bervenang melakairan penpowazan terhardsg
betaatan penanpgEune igwab Cogka dan/atan Kepiatan
YAMR molouty

4. Derizinan Berusaha terkail Fersetujuan Lirgkungan
vang dilerbitkan oleh Pemerintah Daeran provinsi:
argns

L. Perseiguan Poperingan teckoie Persetujuan
Lingkungan yang diterbitkan olels Permmerintsh Dasrah
JHOVInED.

Bupati/wali e berwenaop melakukan pengasweasan
terhudap ketaatan pronanggang jawab Usaha dens/atau
Keplatan vang elipoti

a.  FPerniznan Berusaba terkail Persetujuen Lingkungun
FHIE dicerbitlean nlch Parmerintalh raerah
Rabupaten | kita; atan

k. Persnrujuan Pemerintah Ferhait Fersetijuan
Lingluingan vang diterbitkan aleh Prinenirtah Daerah
ksbupaten ! kots,

Pengavwasan sebagsimana dimaksad pada ayat (1], £yl
(2}, nen avat [3) dikecaaliban terbadap anabisis MEnNgens)
daritpax lahu lintas.

Pengawasat terlizdap snulisis mengenat dampaic ol
lintas sehagaimana dirnakswad pada avat {4} dilekukan olek
menleri yong menvelemyraralion wousan pemerintahan d;
Bidang perhiubungan, gubernue, ataa bupat/wali kot
sesual dengan kewsnangaminya.

i6] Dalam . .,
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Daleim hal  Perizinan  dercsahs aray Herserujilan
Pemenintah terkait Porserujuan Lingkuingan
mensyaratkan  SLOY dan belum dipenuhbd,  Menler,
pubsriur, sy bupsifwsl kota  sesua dengzan
kewenangennya melakukan  pengawasain tertiadAp
kewajilan lainuys Aalzn Perserujuan Lingkuagan.

Fazal 494

Menteri,  pubernur,  aise bupatifwall  kots  dapat
mendelega sikan kewennngan PerEn v asa kepady
poiabatfinsiansi teknis vy bertaaging jawab di Lielung
Perlindangan dan Pengelolaan Lingkingan Hidup.

Dalam melaksuakan ponpmvasan, Menter, gubersur,
atau oipatifwali kols menetaplan Popabar Pengawas
Linpkungsn Hid b yang merupnkan pejabat fungsinn!,

Penerapan  Pejabat Penprwns Lingkungan  Hidap
sebagamnna dinaksud pads avat [2) dilaksanakan scsead
GCDEAE WeteTituar Deratardn perundang undangan yang
mengatur pabatan fungzinnal pengawas Lingkungan Hidup,

Bagien Ketips

Wewenang Fejabat Pergawns Lingkungan Higup

Prxa] 495
Prejabad Pengawas Linghungan Thdup borwenarng:
4. mnlakuken pemantauan:
v menunta keterangan;

c. mmemboat salinan dan dekumen dangalav membus
catatyn vang diperlokan;

d. memasuki tempat terlenis;

C. enIntet;

{.  memboat rekaman audio vizual:
g rmengamtb:l samps!

h. meoenlisa perziacin:

1. memertksa | | .
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1 memeriksa  instales’ danszisu akac (CHT S pOrLasi;
than / Aatan
i- meaghentikan pelangparan tertonte.

Dalwm melaksanakan werenang schapatmany dimaksui
Pada syat 1), Pejsbet Pengawas Lingkungan Hidup dapat
melakukan koordinasi denpan penvichk popawal megperi
sipil.

Fenangpurg jawalr Usuha dan/atsy Kegiatar dilarang
menzhalang,  pelaksanaan  fupas Pejabatl Pepemwas
Lingkungan 1dup,

Bagan Kecrmpai

Prelaksanean Pengowasan

Pasal 496
Pengowatan dilakukon oleh Pejabat Pengawsas Lingkungan
Hidvp.
Pengawasan daper dilakukaa dengan cara:
H. pedgawssan langsung: danfalan
b, peagawassn tidak langsung,
Pengavravan langsung sebapaimana dimaksud pada ayal
(2] huratl a duakukan denpan mendateng lokassd Uisahn
duan/atau Kegialan sccara:
A repobler; awen
E. wsadental
Penpawasan tidak langsung sehapairana dimaksud pada
ayat [2 huruf b dilakukan melaly; penslaahan dets
laporan  penangeuog jewah Usaha denfatau Kegiatan
dan/aiau Jata dari Swstem Informasi Lingklinean Hidup.
Dalam hal husil perpawasan tidai langsung sshagaimana
cimaxsud pada ayval (4 menunjukkan pelenecarap vang
berulong atau menpindikaszikan Fisnblnre  ancarean
Lerds terhadap linghungan Hidup, Poiabat Pengawas

Linghkungar  Hidup  segers  mclakukan  pengawssan
Lt rugasinige

Pagal 497 . _ .
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Pa=al 457

Pengawasan reguler sebapaimana dimaksud daimn Pasal
496 avat (3} huraf a dilaksenakan sesuai denpan
PoiCnian{an setiapp whun berdaszarkan Perizinan
Berusahe atan Persemajann Ferneriniah terlait
Perssinjuan Lingkungsn dan/ ataw inlormasi lainnva.

Pergawasan reguler sebagnimena dimaiiswl pada ayan (1)
dilakukan dengan rabapan;

o PETCTITANAA PHor@a w3 Bar;
B.  peloksenaas pengnwasan: dan
e, evalunsi pengawnson,

Perencanaan pegpewasan sebagaimana dimaksud pada
avart (2} hurul a dilakukan denpan tahapan:

. inventurisast dan identiikasi Perzinan Bervsaha,
dlar Poractujuan  Peoseriotab reckatt  Peeselyjuan
Lingkungan, serta informaai lainnya; dan

b.  pencrapan pricritas Usahe danfaisu Kegialan vang
diawasi denpan penpawasan langsang.

Pelakzanuan poneawasan sebapsimana dimaksad pada

avat (2] hural b omehpau Kepinatan

4.  PErsiapan pengawasan:

B pemenksaan keisslan; dan

. nndakbianjut hasi) pengawasan,

Evaluasi pengavasan sebagaimmana dimaksodd pada ayat
2] awruf ¢ dilaksanakes  untuk  mengukur tingic1t
keberhazilan antara perercanaan dengan peizksanaan
PLHRAWEEHD strta moetubonkon ampan balik terbadap
perbaikan nengawsasan Perizinan Peruszha dan
Jerselujusn Pemerintsh tetkait Persetujuan Lingkungsc.

Pasal 494 . _ .
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Pasal 4985

Pengawasan insidermial sebagmimana dimaksod  dulam
Pasal 4896 svat {4 purofl B dilakukan spebila memenuhi
kriteria:

g, adanyd indikasi pelanggeran benslang sehbagaimana
diraksud daiam Pasal 998 seat {5; dan indikasi
pelarpearan yang terleceksi;

b, adanya perpgaduan dari masyaraket terkact dugaan
Peneemaran Lingkungun Hidup dan /s Kerosaban
Lingliungann Hidun: danfataug

¢ adanya  laporan  devi pengeiols kawasan alas
pelanggaran pelaksansan RKL RPLL mdnci oiebh Pelula
Usaha lalam kawasan,

Fengaihinn dari maesyarakat sehagaimans dimaksud et
dayal {1} huraf b, prnangsnannyva diloksanakan  sesoai
dengan lketentusn oeraturan rerundang undangan,

Dalam nal adarpa laporan dari pengelnla kawasan
sehagaimans dimasksud pads ayat (1) busal © Peabat
Fengawas Linpkungan Hidup melakukan PUNESIWHSED
keiasan pelaksanaan keleatuan dalarm REL-BEPL rirci
Felawu Usaha dalam kawasan.

Pasal 4549

Dalarn hed sahz danfatas Kegiatan telah menimbuikan
ancaman seregs kerhadap Lingkongan Hidup,  Pejabar
Peosawas Linghunoan Hidup melakukan  penghention
prlanggaran wwrientu selagmmana diraksid dalam Pasal
495 ayal (1] huns'j.

Fengbwntizn pelangaran tertenty sebagaima na dimnaksud
pada ayar (1) bertuidan untuk mencepah;

wo dampak yastg ickib tesar dan lelbin luas jiks udak
segers thhenidan Peneemaran Lingkungan Hidup
Jdanfatac s rasakiae Bnghungan Hidup; dao/ atau

b kerwrisn vang lehih besar bag Femgrungan Hiclug jika
Lidktk segera dihientikan Pencowcsran Lingkungau
Hidun dar fataa Kepusakan Linghiangan Hidup.

Fenghentian pelanpipsan tertentu 1ang ditakulan aleh

Pelabar Pengawas Linghkungan Hidgup dapat berupa;

Ao FenEapan ..
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4 pENLILRan saiuran pembaangan Air Limbahg

B pembongkarcn saluren pembuangan Air Limbah:
o penghentan aperast sumber Ermisi

. penutupan iokasi pembuanpan Limbaeh: danfatoy

£, upava ineya yacy bertujuan untuk menghentiban
pelangpavan lerenty.

Fenghentian pslanggaran tertentu schagnimans dimakosuid
pada gyat (2} dapal dilakuken melaini periasunegan piang
penghentisn pelanggaran fertenmu dan, atall garis ejabat
Penpuwes Lingkuncan Hidon,

Pejaba: Mengawas Lingkungan Hlidep setelah melakukan
pengheritian pelunggaran tertentu menyusun berita e
PEOBRCOTIID [HUATEEaraIl Lertentl vaon paling sedikil
IMEIT A

#.  ldencdras  peosnpmung jaweb Usaha dandatay
Kegiatan,

b, jemis pelangparan,

w. lokasi dan titike koordinat pelanggarar;

4.  waktu senghenlian poianggaran; [an

¢ bertul tirdiakan penghentian pelanpearan rerientu.

Terhadap tindekar penghentian pelangearsn  tertentu
scbagaimana dimaksud pada avar 13), penanggung jawab
Usaha danfatan Kegistan bertangeung jawab menjage
lokasi dari potensi kerusakan, herubah atag hilangnye
Larang kel

Fasal S04

Hawil pungawasan yang dilakukan oleh Pejabar Penpawas
Lingkuncan  Mawdup  dituangkan  dalam  berita acara
pengawasan dan lapuran hasil pengawa san.

Berita acura penpawasan sebasgagnana dimaksud pada
ayat (1] memuaat fakta dan renuen hasil pengawasan.

Laporain hasl pengawasin sebagaimana dimaksuel parla
Aydl (1] menvatakap status ketzatan Usaha denfatan
Kepintan.

() Pralam . ..
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Dalarm  nel  kemimpulan  [aporan hasil  peneawasan
sebagaiinena duuaksud pada avat (3] dinyatakan tidak
thal, Priphat Pengawas Lingkongan Hidup memberikan
rekomendaslt  tindek  fanjut penegakan hukum yang
e l1pnaci:

a. adrainisirohf
b oerdata, dan/ata
. pudano,

kepada Menteri, puberur, atau bupati/wali kola =csuad
dEnean O ChanSAGRYYH,

Dalam hal hasi penpowssan tidal lanesany dori dero
pelaporan mefalul Sistern Infoemas: Lingkungan Hidon
secard  alnmatis, tmus-mensis dan 2alarm jaringan
ditemnukan pelanggaran, Pejuodt Pengswas Lingloovoar
Hidmg meemaenlan rekorpendasi tindak lanjur penoesian
hukiam kcpade Menterl, pobernar, atew mapaii/wali kot
sesual dingan Kewenangannva,

Fosal 301
Penegakari hukum perdars sehagaimana dimaksud dalam

Pasal SO0 avat 4] hural b dapar dilakukan dengan
pemmbaktisg persnpennpEwaban tautlak.

Pembulkiian cengan pringip pertanpoungawaban mutlak
gebapsimana divaksud pada svat 3 hamas Jimiotakan
oleh pengpegat dan temoual dalam surat gugatane.

Fortangeongiaw.sban mutlek sebagainans dimaksad pada
ayat (2] dapai diberlokukan kepada penangeung jawab
Usaha dan/alau Krpatan yang tndakannya, usahanya,
dansatau kepiatannys:
4. meongcunakan BS;
. menghasilkan  Limbah T3 danfotau mengeicla
Litnhah B3: dan/fatan
<. mendmbulkan ancaman serins ievhadap oinghongas
II' I
Phinp.

Terpugat  dapat  mengajuksn pembelsan dengasn
pormhubitian.

a. tidalk . . .
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A, Cidak mepggunakan B3, menghasilkan Limbah B3,
alru memimbullicn ancantan yang serius:; danfatang

b, Peocemorae Eamakungan fheliip dany atan Kerkesaksan
Lingkungan Hidup hukan disebuabkan oleh akijviras
Usaha dan/aran Kegiatapnys totapl disebabkan olch
pikak lain atur keadaan kahar {foree mofeur .

Tergugat duput dibebaskear dasi tangsung jawab mutlal,
sebagaimens  dimaksud  peda ayat (10 jika dapat
mernbtiktikar  bohwa  Pencemaron Limgkunegnn Thdup
dan/ iz Ketusakas Lingloungan Hidup dischahicas aleh
galak saty nlosar:

#.  adanva beacend alam atau pepetrngen;

b, acanya keadaan memakysg o1 luar kemarmpuan
At b, atau

™

akibal perbuatan wha lain yang menvebabkan
rerjadinva Pencemnarin Linghungan Hidup dan/ arau
koerusakan Linglksingan Hidup.

Dalarn hiar Pence:narun Lingkongon Hidwsp danfatao
Kerusakan Lingkunan Hidup akibac perbuatan pihak lain
sehagaimana dimabsud pads svat (%) heral €, pihak lain
berrngmmg pawads dlas kemaman vapg ditimbulkan.

Bagian welima

Penpawazan Lapis Kooz

Faxal 202

Menter dapat melakukan penpawasan tethadap ketnatan
penangmung  jawain Usahe danjarau Kepiatan  vang
Perizinan Berusaha atau Persetyjuan Pemecintai teckait
Perserujuan  Lingkungasn  diterbitkan  olch  Pemerintaly
Dacrah jika:

a.  Menren mengangpap terjadi pelanggaran vang secilys
di bidlang Perlinduangan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup berdasarkan nocma, standar, prosedur, dan
kriteria Fang ditetapkan aleh Menrecd; ouy;

L. gubernur danfatan bupatijwali kets tidak
melakuksan pengawasan.

2] Pelanggaran . . .
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Pelanggoaran vang seroas sehagaimana yang dimak=ud
pada avat (1) hurol o mctipusi-

a. lmdakan melanggar hukum yvang mengakibatkan
Pencemaran Lingkiagan Hidup dap fatau Kernsaican
Lingkvngar Hidop relarif besac: danfatau

. menimbulkan keiesahan masyarakat.

Pencernaran  Lirgkungan Hidup dan/atwy Keousakan
Lingkungare Hidup  celaedf besar sebagaimana dimeksad
pada ayat {2j hurud s dlakukan dengan
mempertirerangikan:

a.  hetouk dan inlensias selaopsaran, dan
b brzaran danalau iwas scuaran daen pak,

Prlanggaran yane oenitobulkan keresabhan muasyarakat
stbagaimana dirtaksue puda ayat 42) hiaewi b herdasacksn
peogaduan masyaraknst don/atau informast vang meuas
dl masyarakat.

Pasal 203
Prjabal Fenpawas Lingkungan Hidup dalam melakukan
penpawasan berdusarkan wode =1k,
Kode etk cebagaimana dimaksnd pada ayat (1) didasarkan
Alas prinsip:
A lntegrins,;
b. profesionalizme; dan
. esponsii

Prinsip kade elik sebagoeimana dimaksud pads ayat {2
wilily ditaati oleb senap Pejabal Pengawan Lingkungan
Hidup

Urtuk  menepakkan  prinsip  kode etk sebagaimana
dimaksud noda  ayal [2) dibentuk dewan wode o)k
pengaves Lingktogan Hidup

Pejabat Fengawas Lingkungan Hidup yang melanppar kode
elik  dikenakan  sanbst  sesual dengan peraturan
Perdivlang-undsangan vang nengatur lentang Aparatur
Sipil Negara,

Fazal 204 _ ..
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retentian lebiis innjus qengenai.

d.

i

pengawasan RKL-REL rinei:

Pemasangan  plang pengheniisn pelangearan tectepiy
danatau garls Pejabotl Peogaonss Lingkungan Hidop,

pehghitengan kerupian akibut Pencemaran Lingkungan
Hidlez dunfatay Keresakan Lingkangan Hicup,

prdaman pengawssan Lingkangat Hidep;
kode cik Pejahar Pengawas Lingkungan Hidup: dan

prdoman mengawasan Lingkungan Hidup,

diatur dalam Peraturan Menteri

BAB X1

TATA CARA PENERAPAN SANKSI AUMINISTRATIF PERIZINAN BENUSAHA

SH Mo OB4861 A

ATAL PERSETUJUAN PEMERINTALL

Hagian Kezaty

Wewenang Peacrapan Sankes Adminiscratil

(14

£

Prsal 505

Mentor:,  gubernur. alae Dupatifwali  koss widil
menerapkar Sanksl Adminisiratil terhadap penpangsung
Jawab Usabhe dan/atan Kegiatan jika dalam pengawasan
diwcmukan pelangearan terhadap Ketenrian:

A.  Perizman Henmaha; atang
F,  Terseicjuan Pomeriniab.

lerkait  Persctujwdn  Lingkungan  dan peraturan
perundang-undangan dv bidang  Perlincungan  dan
FPengelolaan Lingkungan Hidup.

Penerapan Sanksi Adminstracl sebagaimana dimaksiad
pada ayat (11 dilskokan sesvai denpan norma, standar.
prosedur, dan kriteria vang ditetapkoan aleh Menterd.

Basal o0& | .
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Menteri berwerany inersrapkan Sanbks  Administranf
kepads  trepanggueg dawab Usahe dan/ater Kcgiatan
terhadap jwlungparan;

s
h-d
pa—

2. Perizinan BesUsaha terkatl Pers=tujuan Linghungan
vang diterhitlan alely Pers rintain; atag

Lo Porssligiuan Femenntal terkail  Persectujuan
Lingk.ngran vang diterbitkan cleh MPemeringtah,

[4t  Gubcrnur berwensrie menersoken Sanksi Admmisteatd
kepada penanggung jawsb Ussha dans asay Keoaiatan
terharlap pelanggaran:

a.  Perizinan Berusaba ierkail Fersetuiman Lingkunpan
wang diterhitkan oleh Pemerintal Duaerab provins,;
atany

L. Perselujuan Femerniab terlail HErseiLLs
Emgkungan vang ditcrhitkon olch Pemcrintal Tremak
= RREA ST

(3 Bupatifwalt kote  berwenang  wenerapkan  Sanksi
Administradl kepada penangeung jawab Usahia dan/fatau
Keglatan wechadap pelanogacas-

4. Perimitan Serusaba sirkut Persetujuan Lingkungan
vanp  diterbitliim olel Pemerinlahb Daerah
Kabupaten fkara, wien

B Persetujesn Pepnerintah terhoail Pergetuven
Lingkungan vzrg diterbitkan oleh Pernerintah iaersh
Labusaten f kol

Paza 007

Menler:, mabertilr ataw bupmin/wali kot dalam PCRerapain
Hanksi Adisinistratit dopat inendelcgasikan  kewenangsmnnys
kepada  pejabut vang membalangi penepaikan aukum ata
perangizat dagtabh yang membideny Lingkungan Higup

Bogiuae |

Sk Mo (4802 A



PRFE SMEM
AEPLIBLIE IMOOMNF LA

T -

Samarn Kedaa

Poormapan Sanboesi Adrnioeecacil

Paisgraf L

Tiinwm

I'asa 504
i1) Sanksi Admmistratit berups
a.  Aepuran tertales
lr.  palksooan semerinrah:
<. denda administrant;
. pembekaan Perizinan Herusaha: dangatay
. pencaiulan Perizinan Bengsahs

[2)  SHanlai Admini=watd sebapuimana dimakstd pada aval i)
ditcrtatkan dolarm wntik kepuiusan.

13} Keputussn sebogaimana dimaksud pada wyat (3] paling
sedikil memuan.

&.  nama jabetan dun alamat pea@ala administrasi yang
R nang.

B. nama den lnmat penanggiing jawab saha dan Alau
Kegiatan,

c. A dan alaman rerucahanm;
d.  ienis peloneEsacan:
. Keleniuan vane dilacppar;

f. wrdaian keesyiban ata perintan vang Berues dilakuaka:,
herrgune awab wsahs danfamu Kegiatan: dan

2 JEngke witkty penaaian evagiban enangpang javals
Unalin dan fater) Keglatan.

riral 3w
1 Saetiou Admingsirott dilerapkan bordaseckan alas
. berits acdra petmrawasan; dan

L inpnman hasil nengparoagan.

S Mo DB4B63 A
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Fejabat vung erwenang menerspkin Sanksi Administratt

sehapaimana  dinaksud  pads ayat {1 berdosarkan

prertinnle npan;

A, efeklwvitas dan efisiensi torhadan pelestaiian Mingsi
Lipkungzan Hidup,

b wimpkaian atasl jenis pelauggaran vany rfdakukan oleh
prnangeung jawsk Usaha danfatau Kegatoe

C. hingkat Ketanian ponancgung jawab Usahg dunfstan
Kegiatan  terhadap  pemenuhan  perintab awwy
kewahban  vang  diermikan dalem Sanksi
PR TR TE TS T

d. eiwuvist ketaatan penanggeng jacab Usaha dangetay
Kepinan, canfatay

2. Lawekat pengarub atan imulikesi pelangpasan yane
dilakukan oleh pepanggung jawab Usaha danfatan
Registan pada Lingkungan Hidyp.

Poravral 2
Tepuwran Tertulis

Fausal 510

Sankst Administratil bercpa tcmiuan tertelis  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1} horof # diterapkan apabils
penunggling  jawab Uszhe dan/atau Kegatan  melanggar
Fetentuan  dalam  Perizinan  Berusaha, alau  Persetujuan
Pemerintah  atan Pemnerintab Daerah  terkait Perseiujuan
Lingkungan, dan peraiuran perundang-undangac i Sidang
Perlindungar dan Pengelolsan Linekungan Hidup vane boersilat
administeatif,

Pacapraf 3
Paksaar: Pemenntah

Fusal 51 ]

(1} Sanks:  Administ=atil  borupa  peksaan  pemerintab
subagainana dimaicsud dalam Pasasl SU8 avar (1) ket b
diterapizar rerhadap peranpgung jawab Usahs dan/atau
KEegatar  vang udak melaksanakan penimtsh  dala
tegiiran  tortales fladsnn jangka  waklu yang  telah
ditelaplan,

{Z2] Pengenaan ...
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Penyuramn paksaar pemerintah sebagaimana dimaksud
pada syal 1y dapal dijzrohkar tanpa didahulii reguran
tertulis apabila P lAnERS AT EIg dilakukon
meambikan:

8. JieAaman gsand saneal scrius Dagl manusia dan
Lingkurngan s,

Do dampal yanhg lebib hesar dan lebib Juns jiks wdak
AMIETTA fil.nlzan P OCETIA A dagh fatag
kemusakannva; danfataa

& Ketupinn yeoy lebih besar Lay Lingkangan Hidup ke
tdads  sepera dinennkan  ponccmaran dang arau
serusakannya.

Paksaan pemerintzh sehagainiana dircnkswd pada avat 1]

fhart dyai (2} dapat dilskukan dalam bertuk:

a.  ponghentian sementara kegiaran procdosi

B ponundahun surane produkst;

€. peEndlupan oaluian pembaangan air limbah o atac
Eimisi;
permbengkaran:

2. pennbwin terbadap harang atat alat yane berpotensi

tnenimbualkan pelanpzuran:

perghentian sementdra 2ebagan ata.: selureh Usaha

dan/atau Kegialan;

¥. sewajibar menyusun DELH atae DPLH; dan/ aiau

n.  undakan lain vang bergjuan untuk menghennkan
pelaryparan  dan findakan memulhkan  fungs:
Lingkunga el

oy

Pasai H12
Menteri, gubernur, atan Lupatifwal koma sesuai denpan
kewenonpammiya memaksa  ponanggung  jawab Usaha
dan/alay Keplatzn  untuk melakukan pemuliiEat
Lingkurgan Ridup akibat Pencemaren Lingkungan Hidup
dan/aLaw Keedsakan Lingkungas iIidun,

Menterl, pubernur, atau bograti Swali kotn sesuai detygan
kewenangannya Jdapal menunjuk pihak ketiga  unruk
melakukan pernuhiban fangs Lingkungan Hidup akibat
Penoemaran Lingkungan Hidup danfatau Kerbsakan
Lingleurgan Hicdur.

{3} Permualihan . ..
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Pemulihan  funpsi Lingkunpan Hidup sebagaimana
dimak=ud pada ayat (2) dilakuken ztas beban biava
penangeung jawals Usaha danfatan Keglatan,

Ecban biava sebhspaimana dimaksudd pada avat {3) dapac
bersumber dari dana penjaminan untuk pemuliban ngsi
Lingkungan Hidup sebapaimana dimaksud dalam Pasal
471.

Frsal 515

Seliap penanggung jawab Usaha danjatau Kegiatan YALE
tidak  melaksanskan  paksaan  pemerintah dapat
diterapkan denda alas  keterlambatan  pelaksanaan
paksaan pemernintab.

Denda alas sctiap keterlambatan pelaksanaan paksaan
Perneriniah terhadap penanpgeung javwab Usaha dan/atau
Kegiatan ditentukan berdasarkan petghilungan
persentase pelanggaran dikaii nilai denda paling hanyak,

Leenda atas keterlambaten scbagaimana dirmaksud pada
ayat [1} merupakan penerimaan negara bukan pajak yang
waib disetorkan Ke kaw negara sesuai dengan ketentuan
peratiran  perundang-undangan  (enlang  Penerimaan
MNegara RBukan Pajak.

Paragral 4

Denda Adminisrratif

Pasal 514

Fenangpung jawab Usaha dan/atan Kegistan dikenai
denda administranl scbagaimana dimaksud dalam Pasal
+08 ayat (1) burul o dengan kriteria:

a. ldak memilki Perselwjuan Lingkungan namun telah
mernilikl Perizinan Berusaha;

b, tidak memiliki Persefojuan Lingkungan dan Penizinan
Beruzaha;

. mtlakukan perbuatan vang meleihi Baloo Mung Air
Limbah dan/atay Baku Mutu Emisi, sesus dengan
Perizinan Berusaha;

o tidak ...
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d.  tidak melaksanakan kewsjiban dalam  Perizinan
Berusgha terkait Persetujuan Lingkungan;

2. menvusun  Amdai ranpa  scriifikat koempetensi
penvusen Arnedal;

. karena kelalaiannyz, melakukan perbuatan yang
mengakibatian  dilampawinya Baka Moo Udara
Ambien, Baku Mutu Air, Rakuy Mot Air Laut, haky
muil ganpeuan, danfatag Krteria Baku Kerusakon
Limgkungan Hidup, wang tidak sesual dengan
Ferizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan
vang dimilikinya; dan falau

g. mclakukan perbaatan Varng mengakibatlan
Fencemaran Lingkunpan Hidup dan/arau Kerusakan
Lingkungan Hidup, di mena perbuatan torsebut
dilakukan karcna kelalaian dan tidak menpakibatkan
bahaya kesehatan manlisia danfatau luka dan/atau
luka berat, danfaraw matinysa orang.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada avat (1)
merupakan penerimaan hepars bukan pajale vang wajib
disctorkan ke kas negara scsual dengan  keleotuan
peraturan  perundang-unddangan mengetai  peneTimagan
negara bukan praja.

Denda administrattf sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
diterapkan bersamaan denpan paksaan pemenntah.

Pasal 215

Fesuran  denda  administratif  denpan  kriteria tidak
memilikl Persetyuan Lingkungan namun telah memiltiki
Ferizinan Benisaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
214 ayar {1} huruf & dihitung sebesar 2,5% (dua koma lima
persen) dikal nilal investasi Usaha dan/atau Kepiatan.

Denoa adminisiratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan paling banyak Rp3 000.000.000,00 [tiga miliar
rupiahy.

Fasal 516 .., .
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Fasa: 516

Fiesaran qenda  admioistratil dengar keiletia tidak
memntlikl Persetujuan Lingkungen dan Perizinan Borusaha
sehapaimana dimalisud dalasn Pasa 514 avat (1) huruf b
dibirung sebesar 9% (lima persent -ari nilai investasi
Usala dar )/ atag Keglatan,

Denda administrall sebagaimana dimakssd pada aval 1)
diterankan paing banyal TRpd 000 000G 000 .00 ftiga milias
Hipanhj.

Pogral 517

Bosarae demia adminisiratl dengan kriteria melakukan
perbusn yang melebihi Bakow Mitw Air Limbah dan; atau
Baku Munt Emisi svbaguimansa dimaksed datatn Pasal 514
ayvai (1) hurul o dibitnng  erdasarkan unit beban
pencermnar yeng melebihi Baku Muliv sir Limnbah dan fatay
Baku M Enusi sumber Ddak berporak.

Unir  bebarr pencemar  yung melebine bakd moato
sebagaimana dimaksud padas avat i) dihitung
berdasarkan sclisth konseotras: akual Air Limbah atau
Emisi dengan konsenerasi baku maaw dikali dengan
debi/lgyyu alir gun lamanye wakiy pelenggaran.

Debdo administrat! pelangearan sehagaimaiz dimakesind
pada ayal 12 drhitung secaira akumulssi setap parameter
yanp dilampaul baku mutenys diterapkan paling banyal
Rp3 OG0 RO D000 jiga miliar rupiaht.

Pasal 218

Besarar  denda administeatil donpan keiteris Hdaic
relaksanakar  kewajiban  dalam  Perizinan  Berusaha
terkail Persetujuan Lingkunpan sebagaimana dimeleod
dalam Pasal 31 aval (1 bural d ditentulan Lerdasarkan
titvglist pelanggicarn:

il FINATL;

L. sedanp,; ataw

2. berat.

12 Tinpkat -, .
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121 Tiopkat pelanggoran sebagaimana dimaksodd pada avac i)
deangan esaran donda administratt:

Ao mingst, pabng sedikit Epl O000HMG LG (5810 julta
Faplnh) dan palng baonvek Rps OO0, 000,00 (lims uta
Tyl

b melana, ooliogsedikic Bpao 000 00600 fse paluh juta
tapirdy dan paling bopyak Rp15.000.000 D (lims
b das juta rumahl; amu

¢ Bemn, paling scdikin Rp&0 000000 00 Iely A pouiui s
rapiatd din paling banyak Rp25.00070 000K o
PR Lirps Jens nepahl)

1% Bessran asndy admenisratif sebagaimana Hinolosoad pads
ayst 12 dihitung secara alkeumilaiil gaun sctiap
pelanegaran.

[4:  Bescroivdenda administrad sebagaiimana dimoeksad pada
Ayt 3 diteraph+n paling bavsak
Rp3 DGO U000 G000, Ol ftigs tniiiar 1w,

|5 Tingkat pelanggaron sebagaamana dicnaksud pecla oyar (1)
tercantiim dalame Lampiran X vang merupakan hagian
Tidak terpsaakan dan Peraturan Pemerintah ind.

Vasul a1t

Hesaran denda adaupstracid dengan knleriz menyusan Ancdal
tunpa sertdiltar kompetens penyusun Amaal zobagaimana
dimarsud dalar Pase! 314 avas (1) bunef e sebesar 10%
{sepulah perzen) dar biaya penyusanan Asiclal,

Pasz] 520

Besaran denda admunistratf dengas kreitetieo karena kelalaian
dan/atau melaknken perbuatan  sebageimaca  dinaksud
dalam Pasal 314 zvel 1) haral [ dan hoerof o dilkenal paling
Panyae el 00 00 U0 (R 1t miiar rupian).

Paragrar . .
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Pembeyuan Penizinan Berusaha

Fagal 5ai

Perabeknar Perizinan Berusabha schagaimana dimaksud dzlam
Pasal 08 avac (1} harnf o diterapkan terhadag penangaeng
Jjuwab Usaha dangatay Keghatan vang:

A
b

i

tidaik melaksanakan paksaan pemerintsh:
biclak memboayar dendas adminisiestil dangaraa

tidak  membayar  denda wetiap keterlambatan atas
Faksanoan paksaan pemerntali.

Parzpral &

Procatutan Frrivinon Seruraha

e sl S0

Ponicabucan Perizinan Berusahs sebepaimane dimaksud dalain
pasal 508 ayar (13 huraf ¢ diteraplan terhadap penanggung
javab Usaha dan/aran Kegiatan yanp:

-

‘3

vdake  tneluksanskar  kewajiban  dalam paksaan
pererintiaf;

tdak memhbayar dends administratif;

bdak smcmbayar dends atas keerlambatan poelsksanaan
pabsaan permcinlak:;

lidak melakuanakan  kewajiban  dalam  pembckuan
Perizinen  Berusaha  atau Persetujuan Pemerintah;
dan, Bial

melakilkan: Fencemaran Linzkungan Fidup dan/fatas
Kerusabken  Lingkungan Hioup  yaoe  tidak  dapat
ditanpgeiang aran sulit dimatihikan,

Parageal . ..
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Paragraf 7

Penerapan Sanksi Admhnstranl Lapes Kedia

-
—
—

Fawal 523

Menicri dapat mienewapkan Sankst Admocisoai techerlap
PenaGBEEune pawAl Hsaba dan/atan Kegintaa dalam hal
Menteri menganpgap Pemerintah Doetaly secars sengaja
tidah micnerapkan  Sanksi Administraif ccrhadap
pelanggatan yang serius di bidaog Perliindungan dan
Fetgelelian Linghenaan Hidop,

Menton dalamy menerapkan ZSanksi Administratif
Schagainiuna dmnsksud pacda avat (1) didasarkan ztas
hasil pengawaszan scbegaimana dimaksud dalam Pasai
202

Paragral 8

Fengrwasan Pelaksanasn Sanksi Admintsiralil

1]

(2)

(4]

Pasal 524

Mereri mclakukan pengawasan  techadap  penaatlan
pelaksanaan Sanksi Ademipisttatd yvang diterbitkan oleh
bentor.

Gubernus melakoban pengawasan terladap peraaten
pelakszpaat: Ssilosl Admanistraul yapg dilerbilican olch
guliernur.

Bunah vail Kot melakukan pengascoasan terhadap
mepeaAn  polaksanaan Sanksi Adminiscratif | vang
diterbilkan aleh hapstifwali kota.

Lalsm  hzi hazil pengawasan pelakssanasn Sanksi
Achminisrrati! menurjulkan wenangpewie awsh Usaha
dan/atail jcgiswan tidnk melaksanaksn sebuapizn atau
selurck kowajiban dalam Sopasl Administrauf, Menteri,
pubcruur,  amu buapalifesll kota sesuai denpan
kewenangannyva dupst meneraphan Sanksi Adminisieatif
vang letih berac,

i3] Menter . .
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{3} Mentert dapal melakukan pengawasan  pelaksanaan
Sanksi Adovunistraul yang ditecbitkan aleb gubermuar atau
bupatt,/wali kata, apahila;

. gubernur datau bupatifwali kota idak melakukan
pengawasan; danfatag

b,  memimbulkan keresahan masyarakad.

Paragraf 9
Pencabutan Keputusan Sanksi Admtnistratif

HPasal 525
Menteri, wubernur, atau bupacijwali kols scsual dengan
kewenangannys sebapaimana dimaksagd dalam Pasal 506
melakubkean  poncabutan keputusan  Sanksi Admimiscoacid
anabila herdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung
Jawab Usaha danfatay Kegistan telah menaati  selaruh
kewayiban dalatn Sanksi Administratif.

Pasal 326
Ketentuan lebaly lynjut mengonai:
4. perhitungan unit beban pencemar;
k. perhitungan denda admoinistratil; das
€. ratacara pengcnaan Sankst Adminisiratif

chiziur dalam: Feramaran Menter,

HAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN

Faszal 597
Fada swal Peraturan Femerintebh ini mulan berlaku:

a. zin lingkunpgan, i2in Perlindungan dan  Pepgelolaan
Lingkungan  Hidup, Surat  Keputusan  Kelayzkan
Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UJPL, atay dokumen
Lingkungan Hidup yang telah mendupal persctujuan
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan
retap beriaku dan menjadi prasyarat serta termuar dalam
Pcrizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintat;

b. penilaian ..
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penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL
dan  pengajuan  izin Perlindunpan  dar  Pengelolaan
Lingkungar Hidup yang sedang dalam proses, dilanputkan
sampai dengan terbiinya Persctujuan Lingkungan;

lisensi yang telah dimiliki kemisi penilan Amdal cetap
Berlakiu dan dapat diperpanjang sampai terbentuknys Tim
Ut Keleyvakan Lingkungan Hidup;

komisi  penilai Amdal  tetap melaksanakan  tusas
melakukan  Uji Kelayazkan Amdal  sampai dengan
terbentuknyva Tim Uji Kelayvakan Lingkungan Hidup:

sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi vang
dimiliki oleh penvusun Amdal tetap berlaku  sampai
dengan berakhirmya masa berlaloo seriifikasi dan dapal
diperpanjang sampai terbentuknyy lembaga sertilikasi
kompetensi; dan

dalam hal Pemerintah atau Pemerintah Daerah helum
menetapkan Bakua Mutu Air pada badan sir permukaan,
mengiunakan Baku Mutu Air kelas 2 sebapaimana
tercanium dalam Lampiran V1 vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dan Feraturan Pernerintah ini.

BAE X1II
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 525

Fada szat Peraturan Pemerintah ini mulai berlako, semus
peraturan perundang-undangan yeng merupakan peraturan
pelakyanaan dai:

d.

Peraluran Pemerintah Nomor 19 Tabun 199G tentang
Pengendalian Pencemaran danfatau Perusakan Laut
(Lembaran Negara Repulilik Tndonesia Tahen 19949 Nomor
42, Tambrban Lembaran Negara Fepublik Indonesia
Nomor 38168,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Fengendalian Pencemarsn Udara |Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 1999 Nomor #6, Tambuahan
Lembaran Newura Republik Indonesia Natmor 2853);

c. Paratucan . .
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Peraturan Pemerintzh Nomor 82 Tahun 200t tentang
Penpelolaan ¥Hualitas A den Penpendalbian Pencemaran
Alr (Lembaran MNegara Repniblik odor=sia Tabun 20001
Momor itd, Tambmban Lembaran Megare Hepuoblhike
Indonesia Momok G160

Peraruran Pemerintab Momer 27 Tahun 2012 tenilans ler
Lingimmgan [Lembaran Megata Repubhk Indonesia Tahun
2012 Nomnr 48, Prubahan bembaran Megores Repubbl
[bveloae sl Homnr [H2835),

Feraturan Pamarintat Nomer 1] Tabon 2009 tentang
Pengeloisan Limbah Sabhan Betbahava dan Beracur
[Lembaran Megura Bepulbnk indonssia Tahuo 0004 Nomos
A33, Temuahan Lembaran Nepats Bepublik odomnesis
Momar 3H17),

mrastll weizn brrlslin sepaman, ndak gertcnrangan alzu belum
diganti drnpsn peraturan yang bang berdassakan Peraluran
Pemerintan ni.

Pasal 5:4

Fodn sgsl Teraldardn Pemerintah in: malar berlako:

.

ar Mo 084474 A

Peratiiran Pemetintalh Nomor 19 Tanun 1999 tentang
Pepgendaiiat Pepcsmaran  danfatay Peruszakan  Leaw
(Lembrgan megrara Rapeihbb Inconesia Tahun 199972 Noqor
22, Toambahan Lembsesn Negaza Repulhl Padoneasia
Nomor 38 1an;

Feraturan Pomerintah Momar 41 Tahun 1999 renmang
Progenaaban  Fencoinaren Udara  Lembaran Negoara
Republils {adonesin Tehun 1999 Newwor 86, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia homor 38373);

Parulurar Pemertatal Nomor 82 Tohun 2001 tertang
*rnpelolaan Muda Air dap Penpendalian Priocemacan AT
ieembararn degara Tahun 2007 Nomor 133, Tzmbahan
Lernloran Negaro Hepublilz Indonesia Nomar A 100)

Peratviran Pemeruitan NMomor 27 Tabun 20102 tenmang Tein
Lingkungen jLembatan Negars Republik Indonesia Tahun
2012 NMomor 48, Tambiphan Lembaran Mepara Republile
Indonesia MNornor S230)

o Peraturan . ..
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Peratmuars: Pemerintah Noanor 101 Takun 2614 {Lembaran
Megara  Reosblik Todonesin Tahtin 2004 Nomer 333,
Tambahan Lembaran Nepars Bepablilh Indonesia Nomor
a617,

dicabl dan dinvatukan tidak bovloko,

Pasal 530!

Eecientuan Yasal 21 sompai degan Preal 33 lerkaid denpan
dana jacunan pemilihac Limgkungzn thelup dalam Peraiaran
Pemerinal Normor 46 Talwan 201 7 entang losirumen BEkonami
Lisgkunpanr Hidup (Lembaran Negara Repobllk Indonesia
Tahuw 2017 MPomor 225, Tambtahan Lembaran Negara Repablik
Pnciomusieg Nomor 6134 dicabut dan diriyatakan udak oorlaka,

Faxal 351

Pada siar Perastdrnon Pomerintah 1 mulal rerlakua;

.

Lemiwapa U Kelavakoo Lingkungan Hidep terbeniak
dalaim  wakt 2ol lama o jenammy buian soal
diberlakuban Poraturan Pemerintah il

Tim U Kelgyvakan Lingkungan Hidup terbewsuy dalam
waktol pahing lama 9 (soembilan) bulan seak diberiakukcan
Peraturan Pemertiniak g,

lermbags sertilikasi knmpetznsi penyusian Amdal rerlsntuk
dalam  wakiu  peliog lams & fenom) baisn sejok
ditrerlagisan Peraturan Pemerintah ini:

tlam angka wakiu paling lama S {enani bulan saropai
terbenrukny a Lemmivaga U Kelavakan Lingkungan Hidup,
perpaniangan heensi kommsi pemilai Aandal dilakuokan
wesual dengan kotentuan peraturarn perundanp
unciangan;

penyusunan  doan pensaapan Bakun Muto Alr sera
perhillingan dan poencteapan alekas: bokan pencemar anr
harus diselzsaikarn dalam Jangka waktu paling lama 2
iz tabup setar Peraruran Pererintsh ind Joundanghkar:
porncoabes Daku Muty Lasi w! Emist schagai dasar
pengenaan  pajepk  kendarann bermotor  onrfuk unsur
pencemar hngkungen diberlaiukan 2 (daa) tahur. serelah
Peraturan Pemeriniab wni divndanpkat:

g£. kewaitban . . .
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2. kRewspban memiliki renaga kerja vang mermiliki sertifikat
koempetcnst i bidang  Pengelnlaan Limbah B3
diberlakukan paling Jambat 1 lzaty) rahun sejak Peraturan
Pemerintoly i diundangkann;

h.,  sclurubh Keputusan  Sanksi Administratif yang  telah
diterlntkan ictsp berlaky sampai dengan dipenvhinya
kewanban pengenaan Sanks; Administratif; dan

i.  penurunan kandungan hidrokarbon pada Limbsh B3
bBerupa  serbuk bor yang zken dilakukan Dumping
[Pembuangan} ke laur dari hesil pemboran kegatan
ckspiorasi dan/atau cksploitazi i lau yang menggunakan
lumpur bor berbahan dasar sintets {synthefic based mud)
dar; pahing tinggl 3% (lima persen) menjadi 0% (nol persen)
dilakukan paling tambal sampai dengan 31 Desember
2024

Pasal 532

{1] Pada saat Peraturan Pemerintah ini roulai berlaku, semua
peraturan  pelaksanaan  dana penjaminan unfk
permuiihan fungsi Lingkungan Hidup vang telah ada tetap
berlaku scpanjang tidak bertentangan dengen Peraturan
Femeciintah 1ni.

i) Denygan mempertimbangkan prioritas nasional, kesiapan
kelembagann, mekanisme  dan sistermn pendukung,
pencrapan kewajiban dana peojaminan uniuk pemuoliban
fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan pating lambat 5
ilima) tabun sejak berlalunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 533

Fada saat Peraturan Pemerintsh i muolai berlaky, semua
peraturan prrundang-undangsn yang mengatur  entung
penpawasan dan Sanksi Administratif disesuaikan dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemenntah ini.

Pazal 534

Feraturan Pemerintah  ini tnulad berlaku pada cangeal
dundangkan,

MRAr .
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Agar  setiap oratg  mengetahuinya, memerintahloan
pengdndangan Peratulran Pemermitah i dengan
penempatannya dalam Lembarsan  Negara Republik
Indonesia.

Mitetapkan ch Jakaria
pada tanpeal 2 Febroar 2021

FRESIDEN REPUBLIK INOONESLA,
ttd.

JOHRO WEDODHO
Diundangkan di Jakarta
pada tenggal 2 Febrar 20621

MENTERI HUKUM DAN HAK A3A3] MANUSIA
EEFUBLIK INDOMNESIA,

ttd.

YASONRA H, LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUELIK INDONESLA TAHUN 2021 NOMOR. 22

Salinan sesuai denpan aslinya

KEMENTERIAN SEKREETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

H Perundanpg-undangan dan
Hpthnistrasi Hukum,

A "\
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FEMJELASAN
ATAS
PEFATURAN PEMERINTAH EEPUBLIK INDOMNESEA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TEMNTANG
PENTYELENGGARMAMN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDOEP

[ UMUM

Kualitas Lingkungan Hidup dan sumber days alam yang berfungs: untuk
menopang kehidupan warga negara hacrus dapat dipastikan selalu berada dalam
kondimr yvang baik. Dalam rangka memastikan fungst tersebut  berjalan
srbagaitmana mestinya, maka perly dlilakukan upava Perlintdungan dan
Pengeinlaan Lingkunpgan Hidup yang sungpub-sunpgguh dan konwisten cleh
SerdE permangku Kepentngan.

Pasal 28H ayat (1] Undang-Undang Nasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang bechak hidup sejahters lahir dan
butin, bericmpat tinggal, dan mendapatkan Ungkunpan hidup yang baik dan
schat serta berbak memperoleh pelayenen keschatan® Sclanjutnyva Pasal 33
ayat (1) Unclang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun i945 juga
meneghaskan bahwa “Perekonomian nasional diselenpgaralan berdasar atas
dernolrazl  ckonomu dengan  prinsip kcborsamaan, efisiensi  berkeadilan,
borkelanputan, berwawasan linghungan, kemandiriat, serta dengan menjaga
kesvimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional®™. Schagal tindak lanyut
atas amanat dari Undang-iIndanp Dasar Negara Republik Indonesia Tabhun 1945
ierscbut telah diundangkan Undanpg-Undeng Numor 32 Tahun 2009 tentang
Feriindungan «dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, vang ditujukan unluk
membenkan acuan pengaturan dalam menjamin hak setian orang dalam
mendapalkan Lingkungan Hidup yanpg halk don sehat sebapsimana zmanat
dalam Unaang-Undang asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Selair memastikan dan menjamin terscdionya konaisi lingkung:n yane
bak dan sehat, Pemerintan juga betkewajiban untuk  dapal  mnenjamin
kesejahterann dan penghidupac yang layak dan sisi ekonomi bagi setiap warga
negaratiya. Daism rangka  mewsuiudkzn hal tersebart, telah dinndangkan
Undang-Undang Nemor 1§ Tabun 2020 entang Cipta Kerja vang dimaksudkan
untuk mengorony kemudahas nveslssi, peninglatan lapanges Kerja bagi
zelurub warga Megara Repubhls Indonesia dan penyederhanaan regulasi
perzanan. Undang-Undang Mowor 11 Taboan 2020 tenting Cipta Kerga yang
mengubal: brberapa kerentuan dalam Undosyr-Unedang Nomer 32 Tehun 2000
ientang Perinduocasn don Pengelsizan Dingbungan Hidup divindabbanjoc
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dengan Peraturan Pemerintah pelaksanaan vaitu Peraturan Pomerintah tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan
Femenntah ind dimaksudkan untuk menjamin kesclarasan antara kepentingan
ekonomi untuk kescjahreraan warga nepara dan kelesrarian Lingkungan Hidup
yvang merupakan hak warpa negars,

Peraturan Pemerintah  tentang  Penyelenyparaan  Perlindungan  dun
Pengelolaan Bingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi
perencanaan, pemanfataan, pengendelian, pemeliharaan, pengawasan dan
penrcgakan hukum Lingkungan Hidup, yang sejalan dengar tuang lngkup
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimanga tercantum
daiam Pasgal 4 Undang-Undang Momor 32 Tahun 2009 tentang Perlincdungan dan
Penpelolaan Lingkunpan Hidup.

Ferencanaan dalam Peraniran Pemerintah ini mencakup perencanaan
perhindungan dan pengelolaan Muta Air, Mot Udara, dan Muta Laar yang
dilakukan dengar melalui tahapan inventarisasi, penyosunan dar penetapan
baku muty, penyusunan dan penetapan wilayah perencanaan, penyusunan dan
pecnietapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Muta &ie, Moty Udara dan
Mutu Laut.

Pemanfaatan dan pemelibarsan dalam  Peraturan  Pemerinolah  ini
dimaksudkan untuk dapat menjegs kelestarian dan kelangsungan kualitas
mutu lingkungan yang diselenggarakan berdasarkan Rencana Perlindungan dan
Perigelolaan Mutu Aie {RFPMA), Rencana Peclindungan dan Pengelolaan . My
Udara (RPFMU), dan Rencana Perlindungar duan Pengelolaan Muta  Laut
{RPFML}.

Fengendalian dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup penpendalian di
[evel Usaha dan/atau Kegtatan, dimulal pada tahap pecencanaan melalui
mekanisrne Persctujuan Lingkungan dengan dokumen Lingkungan Hidup
berupa Amdal, UKL-UPL, awmu 3PPL. Fengendalian i tahap operasi dan
pascaoperast menggunekan instrumen baka muta lingkungan dan Kriterig
Buku Kerusakan Lingkungan. Upaya pengendalian dilakukan  denpan
menyclaraskan anlara rumusan pengaiaran kemudahan Perizingn Berusaha
dengan pengaturan pengendalian dampak dari Usaha dan/atau Kegistan
terhadap Lingkungan Hidup.

Focraturan Pemerintah mi mengatur Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah
nonbBd yang melipun pengelelaan dv penghasil Limbah dan jesa pengelolaan
Limbah BE3. Pengelodaan Limbah B3 dan Limbah nonB3 mencakup pengaturan
lenlang penetapan Limbah B dan Limbah nonB3, pengurangan, penyimpanan,
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan
untuk memustikan keamanan kesehatan manusia dan kelestarian Lingkungan
Hidup

Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk
mcnjamin ketentuan yang telab ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu
Usaha danjatau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanzan dan akan

mendapatkan - . .

SK Ma 097305 A



FPRESIDEN
REPUHLIK LMNDOMNESIA

-3 -

mendapatkan koensckuensi apabila tenody penyimpangan dalam pelaksanaan
Usaha dan/arau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persctujuan Lingkungan
dalam Perizinan Berusaha atay Persefujuan Pemerintah,. Penerapen lerhzdap

penceakan hukum dilakukan dengan prinsip uftimum remedium dan melalul
tahapan pencrapan Sanksl Adounistracl]

Dalam rangka efektivilas dan efisiensi zetra pengintegrasian secary
menyelumah  terhadap Perlindunpan dan Peogelolagn Lingkungan Helup,
Paraturan Pemerintabe i jugs memberikan arabdn dan amanat dibangun
vebuah Sistem [nformas Lingkungan Hidup vang saling melengkapt dan dapar
saling tecnintocgrasi.

lI. PASAL DEMI! PASAL

Fasal 1

Cukup jelas,

Pasgal 2
Cukup jelas.

Fasal 3

Avat [1)

Cukup jelas.
Avat [Z)

Cukup jelas.
Aval [3)

Cukup jelas.
Avat (4)

Cukup jelas.
Avat ()

Culkup jelas.
Avat (5]

Yaog dimaksud dengan “Persctuyuan Lingkungan eksisting” acdalaly
Persetujuan  Lingkungan untuk Usaha danfatau  Kegiatano
sebelumnya vang melingkup Usaha danjatau Kegiatan eksisting,

Ayal [7)
Cukup jelas.
Pazal 4 ...

SK Mo IR 8
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Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayl (1)

Cukup jelas.
Avat [&

Cukup jelas,
Avar (3]

Cukup jclas.
Aval (4]

Cukuyp jelas.
Avyat |3

Yang dimaksud “pertimbangan  ilmizh™ adalabh kajian  secara
komprehensil yang dapar wmengpambarkan suatu rencana Usaha
dan/arau Kegiatan memiliki dampak vang berpengaruh werhadap
kawasan lindung atag Lidak

Ayat [f)

Cukup jelas.
Axat [T)

Cubcup jelas.

Fasal &

Cukup jelas.

Fazal ¥
Cukup jelas.

Pasal 8
Murula
Cukup jelas.
Hural b
Cukup jelas.
Hurufl ¢

Cukup jelas.
Huruafd . ..
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Hueud el

Cukup jelas,

Huruf e

Cukup jelas.

Hurul |

Yanp dimaksud “jasad renik”™ termasuk produk rekayasa genetik.

Hurut g

Cukup jclas.

Hurut h

Cukup elas.

Huruf i

Pasal 9

Cukup jelas,

Cubkup jelas.

Pasal 10

Avat (1]

SH N DRSATI2 A

Hurul &

Cukup jelas.

Humal b

Yang dimaksud dengan “rencana kelola hatan® adalab cencana
pada kesaruan penpelolasn hutan vang disusun hecdasarkan
hasil  fata  hulan  dan  rencana kebytanan, dengan
memperhankan  aspirasi, peran  serta dan nilal budaya
masyarakat scrta kondisi lingkungan, memuat semoa aspek
pengelolaan hutan dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Hurul ¢

Cukup Jolas.

Hural d

Cukup jelas.

Hurl =

Cukup jelas.

Hurui £

Cukup jelas.
Huruf g . ..
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Huruf g

Pengecualian ini hanya berlaku untulk tenan yang berada di
kawasan industri, lawasanm  ekonomi khusus, kawasan
pelabuhan dan perdagangan bebas yang telah dilengkapi dengan
Amdal kawasan serta rencana Usaha dangatan Kegigtan milik
terrant telah o ingwup di dalam Amdal kewasan.

Hurul h

Cukup jelas.

Hurmar

Kegiaran pemuliban fungsi Lingkungen Hidup mencakup antara
lrin:

a-  kegatan pemulibhan fungst Lingkungan Hidup vang tidak
memerlukan izin Ussha dun/atau Kegiatan dan dilakokan
denpgan meranfaatkan bahan yang alami;

b, kegiaran pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dengan
menggunakan bahan alammi;

. keguaran pemulihan lahan  terkontaminesi Limbah B3
dan/alau

.  kegiatan pemuliban Mupgsi Lingkunpan Hidup yang tidak
diketahui sumber dan pciaku pencemaran  cdan/alau
keruszakar.

Hurnal' |

Yang dimaksud “rencana Usaha danfatan Kegiatan selain®
adalah Usahuw dan/atau Kegiatan vang secara skala/hesaran
tidak  wajlb  Amdal, mekanismenya dilakukan  dengan
mengajukan  permobonan pengecualian  kewaijiban memiliki
Amdal kepada instansi vang berwenang dan bertanggung jawab
tcrhacap pengetelaan kawasan lindung.

Avat [Z)

Cukup jelas.
Avat {3)

Culiup jolas.
Avat 4]

Cuknp jelas,

Pasal! ]l

Cukup jelas.

2K No 0979 A
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Pasal 12
Cukup jclas.

Pasal 13
Cukup jclas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Fazal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jclas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 1K
Cukup jelas,

Pasal 1@
Cukup jelas.

Pasal 20
Avar (1]

Yang dimaksud dengan “penapisan sccara mandio”  adalah
penapisan yang dilakukan sendin oleh penangpung jawab Usaha
dan fatau Kegiatan vang dapsal digjukan dan diteraplean instansi
Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenanpannya,

Aval ()
Cukup jclas.
Avald) ...

SH Mo (S04 A
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Ayvar {3)

Cukup jelas.

Avat [4)

Cukup jclas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasga) 22
Cukup jelas.

Fas=al 23
Culiup clas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jclas.

Pazal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasatl 28
Cukup jelas.

Pazal 29
Ayt {1}

KMo (TR A

Yang dimaksud “dampak secara langsung baik positl dan fatan
negutifl” adalab dampak terhadap trasyarakat, vang terkena dampak
langzung, vang mcmiliki efel positil seperti adanya kesempatan
kerfa atau kescmpatan berusaha atau memiliki efek negatil seperti
konitik sosial atau gangruan keschatan.

Avat (2) . ..
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Ayat (2]

Yanpg dimaksud dengan “pemerhati Lingkungan Hidop, peneliti,
atau lembaga awadaya masyvarakat pendamping” adalaby orang
perorangat Alal lembapy  vang memiliki perhatian  terhadap
lingkungan hidup di wilayah studi rencana Usgha dandatau
Kegistan, memiiiki perhatian terhadap masvarakat vang berada di
wilavah shnhl rencana Usaha dan/atan Kegiatan, atan ikul serta
membina masyarakat atan metnbine masyarakat di wilayah studl
rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
Fasal 30

Cukup jelas.

Pagal 11
Avat {1}
Culup jelas,
Aval (2}
Cukup jelas.
Arat (3]
Cukup jelas.
Ayat (4]
Hurut a
Cukp jelas,
Huruf 1y

Nilai-nilzi lokal meruuk pada perilakyy positil masyarakat yang
verkena dampak langsung dalam berbubungan dengan alam dan
lingkungan sekitarnya, vang dapat hersumber darl nilal agama,
adal istiadat, petuah nenek moyeng atau budays scicmpat, yang
lerbangun sccara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat
untuk beradaptasi dengan lingkungan di sckitarnyva.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Avat {3}

Cukup jelas.
Aval {fi)

Cukup jelas,
Avat (7)

Cukup jrlas.

Pasal 32 .,
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Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “masvarakal rentan™ merupakan lapisan
masvaraka! yang paling berpotensi terkena dampak dari Usaha
dan/atau Kegiatan schinggs membutuhkan pechatian febih apar
tidak berakibar buruk pada kehidupannya,

Hurul b

Yang dimaksud dengen “masyarakat adat”™ merupakan kelotpok
masyarakal yang secars lurun-menurun bermukim di wilayah
geografiz tertenty) karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,
adanya hubungan vang kuat dengan sumber daya alam serla
Atdanya sislem nilal yang menentukan pranata ekonomi, politik,
sasial, dan hukum,

Hurul ¢

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.

Pazal 34
Cukup jclas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cuktp jelas.

Fazal 31 . _ .
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Pagul 349
Avat {1}
Cukup jelas.
Ayat {2}
Huruf a
Cukup jelus,
Huruf &
Cukup jclas.
Huruf c
Culoap jelas,
Huruf
Cukup jclas.
Huraf ¢
Cukup jelas.
Huruf [

Yang dimaksud denpan “prakiraan Dampak Penting” mencakup

prakiraan besaran dan sifat penting dampak.

Huruf g
Cukup jelas,

Huruf h
Cukup jelas.

Hurut i
Cukup jelas.

Avat |3]
Cukup jelas.

Faszal 40
Cukup jelas.

Fasal 41
Cukup jelas.

Sk No 0832 A
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Faszal 42

Cukup jclas.

Pasnl 43
Cukupr jelas.

Pasal 44
Avat [1]
Cukup jelas.
Ayal (2]
Huruf A

Pemilaian  administras: merujuk pada  pemcriksaan  terhadap
kelenpkapan administrasi berdasarkan persvaratan administeasi
yang telah ditetapkat.

Hurmf b

Fenilaian subsiansi merujuk pada penilaian secars keseluruhan
dan komprehensit yang  berupa  penilaian  terhadap  aspek
konsislensi, keharusan, relevanst, dan kedalaman.

Awat [3)
Hurul a
Cukup jclas.
Hurufl b

Persetljlan awal momuat perencansan lckniy Usaha dan/ataug
Keglatan  sepertl persetujuan  tekno  ekonomi untuk Usaha
dan/alay Kegiatan pertambangan, rencana induk pelabuhan
unluk Usaha dan/atau Kegiatan  kepelabuhan atau rencana
induk bandara untuk Usahs dan/atau Kepiatan
kebandarudaraan, atau perseiujuan swal yang scjenis.

Murul

Cukup jclas.
Huruf d

Cukup jelas.
Hurul e

Cubkup jelas.
Hueaf 1. ..

SK Mo QR4 17 A



Huruf £
Cukup jzlas.
Avat [4}
Cukup jclas.
Avat [
Culoap jelas.

Pasal 45
Cukup clas.

Pasal df:
Cukup jelas,

Paszal 47
Culiup jclas.

Pasal 48
Cukup jelas,

Hasal 49
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

FPazal o1
Culkup jclas.

Fasal 22

Cukup jclas.

Pasal 52

Cukup jelas.

5K Mo N6S020 A

PRESIDEN
REPLUBLIK INDOMESLA,

- 13 -

Pazal 54,



FREZIDEN
REFUBLIK INDONES]A

- 14 -

Pa=zal 54
Cukup jzlas.

Pazal 55

Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal o7
LCukup jelas.

Fasal S&
Cukup jelas.

Fasal 29

Cukup jelas.

Pasal &0
Cukup jelas.

Fasal €21
Cukup jelas.

Fazai &2

Cukup jelz s,

FPasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal &5 . _ .
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Cukup jelas.

Fazal i

Cukup jelas.

Fasal &7

Cukup jclas.

Pasal 68
Cukup jelas

Fasal a%

Cukup jelas.

Fazal 7

Cukup jelas.

Faszal 71

Cukup jelas.

Fasal 72

Cukup jelas.

Fasal 73

Cukyp elas.

Fazal ¥4
Cokup jelas

Pasal 75

Cukup jclas.

S Mo D0MI2Z A4
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Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pa=zal 78

Cukup jelas.

Fazal 79

Cukup jelasg.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pazal &1

Culiap jalas.

Pasal 82

Culoup jelas.

Paxsal 83

Cukup jelas.

Fusal Hd

Cukup jelas.

FPaszal 85

Cukup jelas.

Pasal Bi

Cubkug jelas.

SK Mo (S A
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Cukup |clas.

Fasal 38

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasdl &2

Cukup jelas.

Pasq] 432

Cukup jclas.

Fazal 34

Cukup jolas.

Fasal 25

Cubkup jclas.

[Masal 35

Cukup jelas,

Pasal 9F

Cukup jelas.

SR Mo RS04 A
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Pasal 98
Cubup jolas.

Fasal 99
Cukug jelas,

Paza) 100
Cukup jclas.

Fasal 181
Cukup palas,

Pasal |02
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 1{4
Culoup jelas,

Pamal 1013
Cikup jelas.
FPa=zal 106
Cukup jelas.
Paszal 107
Avat (1)
Onkup jelas
Ayat [2}
Huruf a

Angka ]
Yang . ..
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Tang limaksud dengan “sungai, anak sungai, dan
aejenisnys” adalah alur atan wadah Air alami danfalag
buatan berups jaringan pengaliran air beserta Air i
dalamnya mulal dan hulu sampai muara, dengan
dibiiax kanan dan kin oleh garis zempadan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “danau dan scjenisnya” adalah
tempat limpasan At permukaan danfatau pada aliran
Arr tansh yang berkurmpul pada suang Htik yaong nishi
lebih rendah danpada wilayeh sekitarmya, balk sccara
alaml maupun buatan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “rawa dan lahan basah lainnya®
adalah wadah Air bescrlia Air dan daya air yang
terkandung ¢  dalammya, fergenang secara  terus-
menerus alaw mesiman, terbentuk secara alami di lahan
vang relalif dalar atau cekung dengan endapan mineral
atal gambut, dan ditumbuhi vegetasi, vang merapakan
suatu ckosistom.

Huruf T

Yang dimaksud dengan “akuiler” adalah lapisan batuan
jenuh air tanah vang dapat menyimpan dan meneruskan air
tanah dalam jumlah cukup dan ekonoris.

Avaul (3]

Cukup jelas.

Puasal 108

SK Mo o735 A

Avat {1}

Yang dinaksud dengan “diselengrarakan dengan pendekatan
DAS® wdalah penyelenggaraan yang bersifat sisternatis di dalam
DAS yeng melmgkup batas wiiayah administratif dandatan
Hepiatan sektor,

Yang dimaksud dengan “ckosistemnya® adalab suaty sistem
ekologi vang rechentuk oleh hubungan tiembal balik tak
terpisahkan antara mahluk hdup dengan ingkungannya.

Avar |2

Culkup jelas.

Pasal 109 . ..
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Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal |13
Aval 1)
Cukup jelas.
Avar 1A
Cukup jelas.
Ayat [3)
Fela DAS dan peta CAT yang digunakan adalah peta vang sudah
ditetapkan danfatau dipublikasikan oleh inslansi pemcrintah
sosual dengan kewenangannys berdasarkan keleniuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 111

Cnkoup jeldas

Pasal 1172
Avar (1]
Huruf =z

Yang dimaksud dengan “aspek  bidrologl™ anrara  lain
infurmasi terkait evapotranspirasi, presipitasi, dan aic larian
(ren off.

Yang dimaksud dengan “sspek hidropeclog™ antara lain
cekungan air tenah, alitan air tanah, rawan air ranak.

Hural b
Yang dimaksud dengan "aspek geologi™ antara lam Kompesisi.

struktur, sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukan

bebaluan vang mempengaruhi mum kualitas dan kuantiras
1T

Tharul ¢

Yang dimaksud denpan “aspek marfologi” adalah tampang
memanjang alur sungei dan tampang melintany sungai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aspek ekologi™ adalah jenis, populasi,
kondisi flova dan launa air, scrta vegetasi dan fauna di sckitar
Badan Air.

[Marale . .,
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Huruf &

Yang dimaksud dengan “aspek Mulu Air" adalah informesi
yang menggambarkan keadaan air termasuk sedimen bescrta
paratmeter tertenly vang terkandung dalam air,

Hural £
Tang dimaksud dengan “aspek sumber pencemar® adalah
aktvitas  atau  kondisi lingkungan vang  berpotensi
mempengarihi Mula A, sepert Usaha dunfatao Kegiatan.
Hulrufl ¢

Yang dimaksud dengan “aspeck pemanfzatan air” adalah
informasi  mengensi bentuk  pemanfastan air yang

mempengaruhi Muta Aw,  seperli kebiasaan/budaya
masvarakat, dan mformasi reckail lninnva.

Aval [2)
Hurul a
Vang dimaksud dengan “data sckunder” adalah dala vang
dipercleh secara tiduk langsung, melainken melalui tangan
kedua, ketiga, atau seterusnya, yang masib relevan dan dapat
digunakan dalam melakukan karalcterisasi Badan Air.
Hurif b
Yang dimaksud dengan “data primer” adalah data vang
diperolch langsung di objek penclidian atau dari tanpan
pertarna subjek penelitian, responden, atau informan, vang
dipcrtukan dalam melakukan karakierizasi Badan air.
Avar (3)
Cukup jelas.
Avyat (4)
Culiup jelas.
Pasal 113
Axat [1}
Hurul &
Cukup jolas.
Hurul &

Scgmentasi alau zonoasi Badan Alr ditenqukan berdasarkan
kesamaan «kosistem

SE Mo (HS{28E 4 Avatr [Ap ...



PRESIDEM
REPUBLIK INODOMNESIA

S -

Ayal |2)

Yanp dimaksud dengan “pemantavan Moy Air tanah referonsi”
adalah pocmantauwan air tanah i lokasi lain yang mcmiliki
karaktcristik hidrogeokimia yang sama dengan karakteristik air
tanah di lokasi yang sedanp dikeaji atau ditentukan balou murcienva.

Lakasi air ranah relerensi terscbut diangpap masih prstine alami
atal belam dipenparuhl keglatan antropogenik.

Aval [3)
Cukup jclas

Pasal 114
Cukup jelas.

[Pasal 115
Cubkup julas.

Pasal 116
Avat (1)
Culoap jelas.
Avyar |2
Huruf &

Yang dimaksud dengan “ackror industn™ merapakan seluruh
bentuk  kegiatan  ekengmi wenp mengolah bahan  baku
dan/atay memaniaartkan sumber daya industrn sehiogpa
menghasikan barang vang mompunval nilal tambab ataw
manfaar lehih rinpgi, lermasuk jasa tndustri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sekior domestik™ adatah kegiatan
vang menghasilkan air imbah domestik, seperti pecmukiman,
perkantoran, arey komersial dan kematan lainnya yang
SEjEMIE.

Hirrnaf i

Cukup jelas
Huruf «

Cukup jelas.

Hurufe . _ .
SH Mo GR&020 A
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Hurul e
Cukup jelas,
Huruf 1
Cukup jelas.
Hurul g
Cukup jelus.
Hurufl h
Cukup jclas
Avat (3}
Cukup elas.
Avat [}
Cukup jelas.
Aval [3)
Cubkup jelas,

Pasal 117
Cukup |elas.

Pasal 1148
Avat [1}
Hurul &
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jclas.
Hurul o

Yang dimaksud dengan "DAS stratepis nasional” adalah DAS
vang pengelolaannya  berdasarkan kelenluan  peraturan
perundang-undangan menjadi kewenangan Pemeriniah.

Hurual d
Cukup jelas.
Hurul e
Cukup jelas,
Aol [2) .
SE Mo OR300 A
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Awvat {2]
Cukup jelas.

Pasal 119
Cubkup jelas,

Pagal 120
Culcup jelas.

["azal 121
Cukup jelas.

Pasal 132
Avat [1}
Cukup jelas.
Avat [2)
Lukup jelas.
Aval [3)

Yang dimaksud dengan *status Muto Air” adalah tingkat kondlist
Mutu Air vang menunjukan komdisi cemar alan kondisi baik pada
suatu Badan Air dalam waktu terrentu dengan membandingksn
Baku Mutu Air yang akan dicapai.

Pasal 123
Ayat (1)
Cukup jelas.
Axat [2)
Cukup jelas.
Aval (5]
Huryf a

Yang dimaksud dengan “bMuta Ay sasaran™ adalah Mo Air
yang direncanakan untuk dapat diwujadkan dalam jangka

waktu
EK Mo NGS0) A
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waktu tertentu mclalor penyelernpparaan program  kerja
dalam rangka pengendalian petcemaran air cdan pemulihan
Kutn Alr,

Humaf Iy
Cukup jelas.
Aval [4)
Cukup jclas.
Ayat [3}
Hural &
Cukup jelas.
Hurul b
Cukup jelas.
Hural ¢
Cukup jelas.
Huul d

kondisi sosial, ckonomi, dan budaya mencakup bentuk
kegiaten o1 bidang tersebut yang berhubungan dengan
pemanlastan dan pembuangan fur Limbah,  seperts
pengelolaan sampah rumahb tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga yang berkontribusi dalam mencemari
aur.

Pasal 124
Mt (1]
Cultup jelas.
Aval (2]
Cukup jclas,
Avat (3]
Hurul 4
Cukup jelas.
Huruf b
Cubkoupy julas.

Huruf ¢

Yame dimaksod dengan “kebyakan lainnva” morupakan
kebijnkan yung dikeluarkan Pemernintah untuk menjamin

terpenuhinya. ..
K Mo D622 A
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terpenitunys  kebutubhan  pokok oy sehan hari uwntuk
masyarakat atau  kebutuhan  lainnya  sesvai priociias
nasional

Pasal 125
Ayar (i)

Yang dimaksud denean “pemanfaatan air” adalah bentuk kegiatan
yang menggunakan air scbagal bahan haky dangatal sebmpai
media untuk menenma A Limbah.

Avyat (2]

Culup jelas.

Fazal 12
Cukup jeias

Pasal 127
Cukup jelas.
Fazal 128
Ayak (1]
Huruf a
Tang dimaksud dengan “sumber pencemar nictitik” adalahb
kandasi lidak dikelabuinys sumber utama pencemarnya atag
stamber tdak tentu,
Huruf 1
Cukup elas.
Ayval [2)
Cukup jelas.
Aval ()
Hurul a

Cukup jelas.
Hural b

Tang dimmaksurl dengan “pengurangan |reduce], pengEunaan
kembahl {reuse). pendauran ulang | recrele), perelechan kembal
matfzal {recovery], danfatau pongisian kernhali {rechuzrge Air

Limbxah ., .
Sk Mo H5033 A
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Limbab™ adalah kegatan yang ditgjukan untuk mengarangi
Air Limbah vang dilepas ke media Air, melalui pemanfaatan
Air Limhah, efisiens1 penpgunaan Alr, penyimpanan  Air
Limbah, danfatau bentuk  lainnva  seswal dengan
perkembangan ilmu pengetabyan dan teknolog,

Hurul ¢

Cukup jelas.

Hurul d
Cukup jelas.
Hurul ¢
Cukup jelas.
Huaryf [
Cukup jclas.
Hurui g
Cukup jelas.
Pasal 124
Avat {1}
Cukup jelas.
Avyat {2}
Hurul s
Sumber Alr Lirnbah dari rgmah tangea berupa Air Limbah
vang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, seperti air
mandi, rurci, dan kakiys.
Huraf b
Sumber A1y Limbah dan air impasan atan nirtitik adatah Air
Linbah yang dibawa oleh awr larian (7en off] pada saat atau
setelah teedinya hujan.
Avar [3)
Yang dimaksud dergon *bantuan sarana dan praserana” adalah
bantuan derigan krileria tertentu dan berdasarkan skula prioritas.
Ayat {4}

Cukup |elas.

Avat (5] ...

SK MNo(97314 A
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Avat {3}

Yang dimaksud dengan "badan usaha yang memiliki Perizinan
Berusaha®™ adalah badan usaha yang memiliki perizinan yvang
diperlukan untuk melakukan kematan pengelolaan Air Limbah,

Avat (5]
Cukup jelas,

Pasal 130
Cukup jelas.

Faszal 131
Axat [1)
Cukup jelasy.
Ayal (2)
Hurul
Culkup jclas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huyoal o

Yarg dimaksud dengan “pemanfaatan Air Limbah untuk
aplikasi ke wmnah” adalah pemanfaalan 2 imbah dan suat
jenis Usaha danfatau Keginlan, yang pads kondisi terteniu
masith mengandung unsur yvang dapat dimanfaatkan, baik
dijadikan zebapai substitusl pupuk COTE ] JIUALL
penylraman lanah pada lahan budidava atau nonbudidayva
atan pemantaztan lain pada tanah.

Huruf d
Culayp jeias.
Aseat [3)
Cukup jelas.
[*asal 132 .

SK Mo 85015 A
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Pasal 132
Cukup clas.
Pasal 133

Cukup jelas.

Fazal 1234
Avat [1)
Huruf &
Pertimbangan “Tungsi ekalogis™ ditgjukan unitnk
mendapatkan informasi mengenal jasa ckosistem, penyedia,
dan pengatur air yang meliputi penyediaan air bersih,
pengaturan tata aliran air, dan pemurnian air, scrta biota
vang membutuhkan Mutu Al tertenty.
Hural b
Yang ditmaksud dengan "Alokasi Beban Pencemar Air® vaitn
penuminan atau kuota beban yang diteiapkan untuk masing.
masing sumber pencemar sesual {proporsionall dengan
besaran kentribusi bheban pencemar masing-masing sumhber
pencemar tersebur lerbadap total beban pencernar aktual
pada satu zegmen ataa zonasi Badan A permukaan atau
DA,
Alokasi Beban Pencemar Air dapat berarli penurunan beban
pencemar untuk masmg-masing sumber pencemar apabila
dava rampung beban pencemar sudah rterlewati, sedanpkan
apubila dava tampung beban pencemar masih tersedia alzu
belum terlowati, maky kuota beban pencemar yang masih
diperbolehlkan untuk dibuang bagi masing-masing sumber
PETiCCINAr.
Hurufc
Cukup jelas.
Ayat (2)
ukup jelas.
Avat [3)
Cukup jelas.
Ayar. [4}
Cukup jelas.

Avat (31, ..

SK Mo 097317 A
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Avat (3]
Cukup jelas.

Paxal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup felas.

Pasal 137
Cukup jelas.

FPasul 138
Avar (1)
Cukup jelas.
Avat [2)
Hurut a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas,

Huruf r

Yeng dimaksud dengan “titik penaatan® merupakan titik yang
ditctapkan sebagai acuan ketaslan penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan dalam pengambilan contoh uji pada
penbuangan dan fatau pemaniaatan Air Limbah.

Huruf o

Yang dimaksad dengan “nibk pembuangan™ merapakan ik
vang ditetapkun sebagar lokasi keluaran Air Limbah pada air
Permukaan.

Huru{ &

Yang thmaksud denpan “titik pemanrauan™ merapakan titik
yang ditctapkan sebagail atuan penanggung jawab Usaha
dan/atau Kepiatan dalam penpambilan contoh uji pada air
permukaan, air tanah, dan/atau tanah,

Marwl . ..

SH Mo DOV AH A



PHRESIDEM
FEPUBLIK TMDOMESHA

-3l -
Huruf T
Cukup jzlas,
Huruf e
Cukun jelas,
Hurul h
Angha 1

Yang dimaksud dengan "pelepaszan dadakan™ adalah
membuang Air Limbab dv luar debit yang ditentukan
pada sast terrentn sekaliglly.

Anpka 2

Yang dimaksud  dengan “menpencerkan”™  adalab
mecnambahkan air setelah pengolahan  Air Limbah
sebelum atay pada tittk penaatan uptuk keperluan
pemenuhan Baku Mata Arr Limhbah.

Ketentuan ini udalr berlaly dalam hal pengenceran Air
Limbah mcrupakan bagian  integral dari  teknaologi
peogelolaan.

Anghka 3

Culkup jelas
Angka 4

Cukug elas.
Angka 3

Cukup jelas

Avyat [3)
Cukup jelas,

Aval (4]
Cukup jelds,

Fasal 129
Cukulg jelas,

Pazal 140
Cukup jelas.
Pasgal 141 . ..

S No[RTAD A
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Cukup jclas.

Fasal 144
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukuypr jelas.

Pasal 144
Culiug jelas,

Pasal 145
Cukun jelas.

Pasal 149G
Culkup jelas,

Fasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas,

Faszal 149

Cubkiup elas.

Fazal 150

Cukup jclas.

SKONa [BE0I0 A
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Pasal 151
Culup jclas.
Pasal 152

Cukuop jelas.

Pasal 153
Ayal (1)
Cukup jclas.
Aval |2

Hurufa
Cubkup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan *remediasi” adalah apaya pemulihan
pencermaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mur
Lingkungan Hidup.

Hurul &
Yang  «imakoud  denpan “rehabslitasi® oadalah upaya
pemuliban untuk mengembalikan milai, fangsi, dan manfaat
Lingkungan Hidup tenmasuk upava pencegaban kerusakan
lahan, membenkan perlindungan, «dan memperbaiki
chkosisterm.

Huruf
Yang dimaksid dengan “restorasi” adalabh upava pemuliban
unluk menpadikan Lingkungan Hidup atau bagian-bagiannya
berfungsi kemball sebagaimana zemula.

Huruf &
Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas,

Fasal 155
Culup jelas,
FPazal 15/ . . .

Ak Mo O0A04N A
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Fazal 154
Avat [1j
Yang dimaksud dengan “pemelitharaan Mutu Aic® adalah upava
vang dilakukan untuk menjaga Mutu Air termesulke kuanticas dan
keberlangsungan air
Aval [2)
Cukup jelas.
Aveat (3]
Huruf a
Yang dimaksdd  dengan  “konservasi Badan A dan
chosistemnya”™ adalah upave melindungi Badan Air heserla
elosistemnya karena keduvanva saling mempengarubi dan
metientukan kualitas dan keberlangsungan air.
Hurul
Yang dimaksud dengan "pencadangan Badan  Air dan
ekosisternnyva” adalah vpava mengelnla Bacdan Air dan
ekosisternnya dalam jangka walttu  tertentu awar lungsi
kedianya sehagal penyedia alr tidak terganppu.
Tturul ¢
Cukip jelas,
Ayat (4]
Culkup jelas.
Aval [3)
Cukup jelas.
Ayat [y
Yang dimnaksud dengan "merutipasi pelepasan Emisi gas rumah
kaca® adalah upava untuk menskan atau menghindan pelepasan
£rnisl pas rumah kaca yang dihasgilkan oleh Air Limbah.
Senyawa gas rumah kaca dari Air Limbah bersumber darni senyawa
organik yang terkandung dalam Air Limbah, berupa karbon
dwnlkisida (002 dan metana [CHa).
Avat (7]
Cukup jelas.
Pasal 157

Cubkup jelas

Ak No G720 4
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Fazal 158
Cukup jeias.

Frasal 159
Cukiup pelas.

Faszal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Avdl [1)

Yang dimaksud dengan “badan vsaha™ dapat berupa penanggliog
Jawab Usaha dan/atau Kepiatan yang menghasilkan Aic Limbah,
ataupun pihak lainnya yang melakulkan kegiawin penpurangan
pencemar air.

Awal [2)
Cukup jzlas.

Pazal 163
Cukupr jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pazal 164
Huruf a

Yang dimaksuad dengan "mventarisast udara” adalabh kegtatan
pengumpalan, peocalatan dan analisis data dan informasi yvaong
melipotll sumber Emist dan gangguan. serta muata Udara Ambien.

Hurutf b
Cukup |clas.
Huruf ¢

Cukup clas.

LK Mo &R0 A Huruf d ..
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Cukup jelas.

Pagal 162
Ayal [1)
Huruf a
Yang Jdimaksod dengan “sumber Emisi" merupakan sumber
pencemar dan usaha dan/atan kegialan yang mengeluarkan
Emist.
Yang duveksud dengan "sumber pangguan” merupakan
sumber prncemar yang menggunakan meciz odars sz
padat untuk penyvebarannya.
Hurul b
Cukup jclas.
Avat (2]
Hural a
Yang dimaksud dengan “sumber tidak bergeeak”™ adalah
sumbir Emist yang menctap, tidak berpiodah atau telap pada
SuRta lempat mencakup sumber ik (peint sourcel seperti
cerchong pabrik dan sumber area [area sourcs] scportl
kawasan industri, tempat permrosesan sampah. kehutanan,
petkebunan, dan perumahan.
Huruf b
Yang dimakswud dengan “sumber  bergerak”  meropakan
sumber Emis yang tidak tetap pada suatu empal yang
berasyl doti alat transportast berbwsis jalan sepert kendaraan
bermotor, dan berbasis nonjalan seperti kerela apl, alat berat,
dan kendaraan berat lainnya.
Avat [3
Cukup jelas.
Pazal 166
Ayat [1}

Huruf a”

SK Mo (HpS042 A
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Jenis Frust dan pencemar wudara dapat beripa gas dlau
partikulat, seperti karbon monoksida (SO, nitrogen oksida
(B}, sulfur dioksida (804}, dan hidrokarbon (HC)

Jenis ganpgguan dapat berupa kebisingan, kebauvan, dan
getaran.

Huruf Iy

Avat {2}

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data primer” merupakan data vang
diperoleh secara langsung Jdi objek penelitian ataw dari tangan
pertama suhjek penelinian, responden, atau inforrman, vang
diperlukan dalam melaksanakan inventarizas: udars.

Hurul b

Avat (3]

Yang dimsksud dengan “"data sekunder” merapakan data
yang diperolch sccara tidalk langsuog melalul tangan pertama
melainkan melalui tangan kedua, keligs, atau screrusnya,
yang masih  relevan dan  dapat  digunakan  dalam
mclaksanakan inven larisas udara. -

Culkup jelas.

Fasal 167

Cukup jelas.

Fazal 168
Hurufl a
Penpubkurat merypskan kcgiatan untuk mensniukan bosaran
Emisi, gangruan, dan Mutu Udara ambien dengan menpgunakan
alat ulkur.
Hurul b
Perhitungan merupskan kegiatan menghitung besaran Emisi,
ganpglian, dan Mutu Udara ambien dengan menggunakan metode
terteni.
Pasal 16%
Cukyup jelas.

SK Mo Ngskd A
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Fasal 170
Cukup jelas.
Fasal 171
Cukup jelas,
Pasal 172
Cukup jelas.
Paszal 173
Avat (1)
Menterifkepala lembiags  pemormtah nonkementenan  terkait
antarg  lain mentern yang  menyelenggarakart urusan
permerinlaban o1 bidang:
4. perhubungan;
b. cnerpgl dan sumber dava mineral;
£.  penndustrian;
d. tata ruang;
e.  ketenapakerjaarn;
I. kesehiatan,
g- risel dan teknologi;
h., perencanaan dan pembangunan nasiona); dan
1 metecralog, klimatolog, dan geolisika,
Ayat (2]
Invenrarsast  Ldara dilakukan  oleh  bupatifwali kota  dan
mengnordinasikan  masing-masing  perangkat  daerah di
wilayahoya,
Darta hasd inventansas udara dari bopsali/wall kota dalam 1
{salu) provinst discrahkan kepada gubernur unwuk dianalisis
sehingpa didapat penyebab utama sumber pencemar udara dan
paramerer pencemar dominan darl osetiap kabupaten | kota,
Selanjatnya data invenlarisasi udara ersebng diserabkan ke
lingkat nasional untuk  dibuar pera  panduan  (roadmap)
penesndalian pencermaran udara,.
Ayat (3§
Cukup jelas.
Pasal 174
Aval [1]
Cukup jelas.

SK Mo OA3HS A
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Avar (2]
Huruf a
Yang dimaksud dengan *"jenis paramerter” adalah cal aiau
stnvawa kimia vang menyebabkan lerjadinva pencemaran
udara, =eperti karbon monoksida (CO), hidrokarbon [HC),
atay sulfur dicksida [S0)
Hurut b
Yang dimaksud dengan “nilai parametsr” adalah besaran
konsentras: 2at ataill senyAws kimis vang menyebabkan
terjadinya pencemaran uodarg.
Avar i3
Culkup jelas.
Avat (4)

Cukup jelas.

Pasal 173

Ayat (1)

Cukup jelas.
Avat ()

Cukup jelas.
Aval (G

Cukup jelas.
Aval (4]

Yang dimaksod dengan “kawasan prsiing adalah darcrah vang
menghasilkan cadangan uldars bersith sepertt hutan primer.,

Pasal 176
Cukup jetasz

Fasal 177
Cukup jelas.

Pazal 178 . ..
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FPaszal LTS
Cukup jelas.

Pasal 1749
Ayat {1]
Cukup jelas,
Ayar [2}
Hurul a
Cukup jclas
Hurul b

Yang dimaksud dengan “nilal konsentrasi Udara Ambien
tercinggi di kelas WPPMU™ adalah besaran Baku Muru Udars
Ambien nasional dikalikan dengan angks ndesks ataw
perscntase di masing-masing kelas WPPMU yang ditetapkan.

Pasal 140
Lukup jclas.

Fasal 1R1

Cukup jelas.

Puzal 182
Cukup jclas.

FPasal 1483
Huruf a

Yang dimaksud drogan "status Moy LUdasra ambien” adalzh
keadaan mutu udara di svatu tempal pada sast dilakuokan
Ny ntarisast,

Huruf

Cukup jelas,

Pasal 184
Cukup jeias.

Fasal 185
Cukup jelas.

FPaszal 186 . .
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Fasal 186
Cukup jelas.

FPazal 187
Ayat [1)
Hurul a
Cukup jelas,
1aruf b

Yanp dimaksud dengan “jass lingkungan™ adalah kegiatan
untuk mcmaniaatkan polensi jasa lingkungan dengan tidak
merusak lingkungan dan kehidupan manusia.

Humf ¢
Cukup jelas,
Ayat |2)
Cukup jelas.

Pasal 1588
Awat (1)

Yaty dimaksud denpan "pengendalian Pencemaran Udara” adalah
upaya penccgahat dan/atauw penangeulanpgan Poneemaran Udarg
serta pemuliban Muhag Udars,

Avat [2)
Culoug jelas,

Pasal 185
Hural a
Cukufr jelas,
Huruf b
Cukuap jelas,
Huruf c
Cukup Jelas.

Hurul d . .

SH Mo (73224
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Huri d

Tang dimaksud denpan *internalizasi tways pengclolaan Mutu
Ldara® adalah memasukkan hisya Pencemaran Lingkunpan
Hidup danjfatau Kerusakan Lingkungan Hidup delam
perhitungan biava produksi atau blaya suawy Usaha danjatay
Keglatan.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “kucts Emisi® adalah kuota Emisi dari
sumber tidak berperak yang dilzinkan antul dibuang ke media
Lingkungarn Hidup,

Yatg dimaksud dengan “perdagangan kuots Emisi”™ adslah jual
hell kuoty Emisi yvang diizinkan untuk dibuang ke media

Ligkungan Hidup antar penanggung jawab Usaha danjatau
keplatan.

Huruad T

Pasal 190

Cukup jelas.

Cukup jclas.

Faszal |91

Cukup jelas.

Pagal 192

Cukup jelas,

Pasal 193

Cukup jelas.

I*asal 194

Cukup jclas.

Fasal 1932

Cukup jeias,

Paszal 194

Cukup jelas.

SK NoGe7i21 4
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Cukup jelas.

Paszal 1948

Cukup jelas.

Fasal 199

Cukup jelas,

Pasal 200

Cubkup jelas.

Paszal 2{n
Cukup jelas

PRESIDEM
REPUBLIX INOORNES] A
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Pasal 202
Cukup jelas.
Pasal 203
Aval (]
Yang dimaksud denpan “penangeung jawab Usaha dangatau
kepiatan™ adalah orang perscorangan danfatau kelompok orang
dan/atau badan hukum yvung melakukan suatu Usabha danfelau
Kegiatan fermasuk kegialan produksi dangfatau  impor dan
ekspor.
Ayat |2)

SK Mo LRSS 4

Huruaf a

Pemantauan dengan cara manual dilakukan denpan cara
peneambilan sampel lalu sampel dianalisis lebih lanput di
laboratorium.

Huruf b

Femantatan dengan cdard olumatis  dan  terus-mensros
menggunalan  peralatac olomatis vang  lanpgsung
menghasitkan dara penguburan dan sckaligus mengirimkan
datanya ke suatu slasiun pengumpul daca.

Aoyal i3] ..
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Avat [3)
Cukup jelas,
Ayat [4)
Cukup jelas.
fival {3]
Cukup jelaxs.
Axal M)
Cubkup jelas,
Pasa) 204
Ayat [1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “produk dan Ussha dan/atao
kegintan scktor industri otomonf™ adalah semua hasil produk
suail usaha seperti kendarman bermotor untuk angkutan
areny, angkutan barang dan gandengan atau tempel, dan alut
beral,
Hurul b
Yang dimaksud dengan *alat wanapartasi darat™ adalah alat
yang dipergunakan untuk memindahkan barang dan orang
dari saty lokasi ke lokasi lainnva.
Huruf «
Yang dimaksud dengan “alal herat” adalah alar penunjang
kegiatan  industri,  pertambangan,  pertanian alau
perkebunan, konstruksi yang mengpunakan enjin yang
digerakkan dengan motor bakar penyalzan kompresi yang
berfungsi sebagai alat angkat angkut, penggali, penarik,
pemadat danfatau perata yang licdak beroperas: dijalan raya
dan mermpunyal daya minimurm 12 {delapan belas) KW.
Avat |2]
Hurul a

=K NoQdTizs A

Fengaturan Emisi darl sumber hergerak tipe bar dikenakan
terhadap enjin induk {parent engine|.

Enm induk (parent engine) wdalah enjin yang dipilih dad
rumpun ergm family erginet yang memiliki fongsi memberi
clek tingkat Emisi yang lebih tinegi.

Huruf b . ..
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Huruf b

Avyat [3}

Cukuyp jelas.

Huruf a

Yang dimaksudd dengan “berbasis jalan® adalah kendaraan
bermotor yang digeraklan oleh peralatan mekanik berupa
toesin selwn kendarzan yang herjglan di atas rel sesoai
dengsn ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hurul b

Yang dunaksud dengan “berbasis nonjalan™ adaleh peralatan
yang digerakan oleh enjin motor bakar vang digunakan calam
menunjang kegatan industn dany/atau alaft anploat, angkuat,
penarik, pemadat, dan/atau perata vang didesain tidak
beroperasi di jalan rays, antsra lain enjin stasioner, Kereta
apl, peralatan militer, alal berat, dan kendaraan hberat
lainnya.

Pasal 205
Awat [1)
Cukup jelas.
Ayat (2}
Huruf a
Yang ditoaksud dengan “enjin® adalah enjin vang berdin
sendiri fstand alane enginel.
Yang dimaksud dengan “enjin mode] harnl® adalsh enjin yang
siap diproduksi, akan dipasarkan, akan diproduksi ulang
dengan porubahan desain enjin, yang diimpor dan belur
beroperasi, atau yang sudah heroperasi di luar wilayah Negara
Kesatuan Republii Indunssia dan akan dimasukkan ke dulam
wilayah Negara Kesalvan Eepublik Indonesia sebagai barang
modal bukan hany.
Huruf b
Cukup jelas.
Avar (3
Cukup jelas.
Pazal 206
Cukwy jelas,

SK O MNo 72T A
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Pasal 207
et [1)

Yang dimaksud dengan “bakit muiu gangegusn” adalah ukuaran
batazs maksimum  pencemar  yang  ditengpang keberadaannyva
meliputi geraran, kebisingan, dan kebauan vang beoleh dikeluackan
dari sumher Emisi,

FPararpeler baku mutu kebauan ditentukar antara lain dengan
metode sureey atau pancl.

Ayt 2]
Cukup pelas.
Ayat (3]
Cubiugy jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 204
Avat {1

Setap Usaha danfatau heglatan vang menuliki potenst menceman
wedara harus memasukkan eaya Pencemaran Lingkungan Hidup
elanSatan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam pechitungan bisva
produksi atau biaya suatu Uszaha dan fatey Kegialan.

Avat [Z)
Culkup jelas.
Avat [3)

Cukun jelas.
Pasal 211

Cukup jelas.

Fazal 211
Cukup jclas,

Paxal 212
Cukup jelas.
Pasal 213 . ..
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Fasal 213
Culoup clas.

Fasal 214
Cukup jclas.

Pasal 215
Ayat {1}

Yany dimaksud denpan “bencansa yang menpakibatkan Pencemaran
Udura” antara lain kebakaran hutan dan lshan, bencana lain yang
menychabkan menurannya Mulu Udara, serta berpotensi recjadinya
nsiko gangguan kesehatan dan korban iivwa.

Arrad (2]
Cukup jelas.

Pasal 216
Cuboap jelas,

Pasal 217
Cukup jelas.

Pasal 218
Cukup jelas.

Pasal 2149
Cukup jelas.

Pasal 220
Cultup jelas.

Fasal 221
Avat [1}
Cukup jelas,
Avat {2} . ..

SK No QU738 A
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Ayat {2}

Yang dimaksud dengan "kawasan strutegis nasional® adalabh wilavah
Yenp penataan rouangnya  dipricritazkan  karena  mempunyai
pengaruh sangat penting secars nasional terhadap kedaalatan
negara, pertabanen dan keamanan negara, ekonori, sosial, budaya,
dan/atou lingkungan, termasuk wilayah vang telah ditetapkan
schagai situs warisan dunia.

Yang dimaksud dengan “kewasan  stratcgis nasional tertentu”
adalah  kawasan wang terkait dengan  kedaunlatan  negars,
pengetdalian Lingkunpan Hidup dan/atau situs warizan durija,
vang pengembangannya dipriotitaskan bagl kepentingan nasinnal.

Avat [J)
Cukup jelas.

Pasal 2272
Cukup jelas.

Pasal 222
Avar 1)
Cukup jrlas.
Aval (2]
Cukup jelas.
Ayat [3)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurnf b
Baku Mutw Air Lavt mencakup air, sedimen, dan biota laut.,
Huraf &
Cukup jclas,
Hural d
Cukup jelas.
Hurul ¢
Cukup jelas.

Pasal 224 _ .
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Pasal 224
Cukup jelas.

Pazal 325
Cukup jclas.

Pasu] 226
Cukup jelas.

Pagal 227
Cukup jelas.

Fasal 228
Cukup jelas.

Paszal 220
Aval (1)
Hurul a
Cukup jetas.
Haral b
Cukup jolas.
Huruf ¢

Biota lant antara lain mencakop biota di ckosistem mangrove,
padang lamun, dan (erumbu karang.

Avat |

Cukup jelas.
Avat (3

Cukup jclas.
Ayat [4)

Cukup jelas.

Pasal 230
Cukup jelas.

Pasal 231 ., .
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Pazal 231
Cukup jelas.

Pasal 222
Cukup jelas.

Pasal 2713
Cukupr jelas.

[asal 234
Culoug jelas,

Pasal 235
Avat {]]
Cukup jelas.
Ayat {2]
Cukup jelas,
Ayat (3]

Yang dimaksod  denpan “indeks" adalah

skala  wvanhg

menggambarkan kooddist Mualu Laut di lokasi tertentu pada wakiy

tertento.

Fasal 236
Cukup puelas.

Pasal 237
Cukup jelas.

Pasal 238
Cukup jalas.

Pasal 23%
Cukup jelas,

SK Mo RS057 4
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Pasal 240
Culup jelas.

Payal 241
Cukup jelas.

Fagal 242
Cukup jelas.

Pasal 243
Cukup jelas.

Pasal 244
Cukup jelas.

Pasal 245
Cukup jelas.

Puxal 240
Cukup jelas.

Fasal 247
Cukup jelas.

Fazal 24818
Lukup pelas,

Pazal 241)
Cukup jclas.

Pagual 250

Cukup jelas.
Pasal 231 ..,
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Fazal 251
Cukup jelas,

Pashal 252
Cukup jelas.

Pasal 253
Cukup jelas.

Pazal 254
Cukup jelas.

Faszal 255
Cukup jolas,

Pasal 256
Cukup =las,

Pas=al 257
Cukup jclas.

Pasal 258
Cukup jclas.

Pazal 259
Cukup jelas.

Pazal 260
Cukup jeias,

lFasal 26l
Cukup jelas,
FPasal 2e2 . ..
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Pasal 26U
Cukup jelas.

Pasal 263
Cukup jelas.

Pasal 264
Cukup jelas,

Pasal 265
Cukup jelas.

Pazal 266
Cukup jclas.

Pasal 267
Cukup jelas.

Fazal 268
Cukup jelas.

Faszal 269
Cukup Jelas.

Pasal 270
Cukup jelas.

Pasal 271
Cukup jelas.

Pazal 272

Cukup jelas.
Pasal 273 . ..

S Mo [H:S060 8



PRESIDEM
REFUBLIK |NOOMNESA

- 54 -

Pasnl 273
Cukup jelas.

Pa=al 274
Culkup jelas.

Pasal 275
Cukup jelas.

Fasal 276
Avat (1]
Cukup jelas.
Avat (2]
Huruf a

Limbah B2 kategori | merupakan Limbah B2 yang berdampak
akul dan langsung terhadap manusiy dan dapat dipastikan akan
berdampak nepgatif techadap Lingkungan Hidup.

Hurnf b

Limbah B3 kategon 2 merapakan Limbah B3 vang mengandunpg
B3, memiliki cick tunda {detayed effect), dan bordampak tidak
langsung tcrhadap manusia Jdan Lingkungan Hidup sects
memiliki toksisitas subkronis atan kronis

Axat (3]

Hurul &
Limbah B3 dari sumber lidak spesifik meruypakan Limbah B3
vang pada umumnya bukan berasal dan proses ulamanya,
lelapi Dwrasal dart kegiatan anrara lain pemeliharaan alat,
pencurian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, polarutan
kerak, dan pengsmasan.

Huruf b
Cukup jelas.

[ laruf

Limbah B3 dan sumber spesifik merupakan Limbah B3 sisa
proses suaty endustrd atau kegiatan vang secata spesifk dapat
ditentukan.

Avar (4], ..
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Avat [4)
Huruf a
Culiup jelas,
Hurul b

Yang dimaksud dengan *Limbah B3 dan sumber spesifik
khusus” adalab Limbah B3 yang memiliki cick runda | detuyed
effect), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan
Lingkungan Hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut,
dan dihasilkan dalam jumiah yang besar per saluan waktu.

Pasal 277
Cukup jelas.

Pasal 2758
Cukup jelas.

Pasal 271
Cukup jelas,

Pasal 280
Cukup jelas.

FPasal 281
Cukup jelas.

Fasal 2RZ
Avat (1)

Kemecntenan/lembaga  pemerintah nonkementenan antara ain

kementerian  yang menyetenggarakan  urusan pemeriniahan di
bidang:

&. perindustrian;
b, energidan sumber dayva mineral;, dan

€. penpawasan kercnaganuklican.

Awal [2) ...

SE No (ninl A



PRESIDEMN
REPFUBLIK INDONESIA

- 54 -

Aval (2]
Cukup jclas.

Fasal 2583
Cukup jelas,

Paxsal 284
Cukup jclas.

Pasal 285
Axat (1]
Cukup julas,
Ayat (2

Tang dimaksud dengan  “pencampuran Limbah B3*  adalah
pencatmpucan lambah B3 dengan media lingkungan, bahan, Limbah,
dan/atay Limbah B3 lainnya, rermasok DETIECTICETan  dengan
menambyhban cairan atau zat lainnya pada Limbah B3, sehingsa
komsentras zat racun dan/arau lingkat bahayanya beculale,

Axit [}

Culkup jelas.
fvat [4]

Cukup jeias.
Avat |3]

Cukup j«las.

Paszal 256
Cukup jelas.

Pusul 287
Cukup jclas.

Pasal 288
Cukup jelas.
Fasal 289 ., .
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Pasal 284
Cuboupr jelas,

Pasal 290
Cukup jelas.

Fasal 241

Hurul &
Cukup |clas.

Hurul b

Alat  penanggulangan  keadaan  darurgl antars lain  pasin,  aif
atsorbend, safety shower, off hoom, dan olf skimmer

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 293
Culup jelay,

Fa=zal 2G4

Cukup iclas,

Pazal 295
Huiaf &

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B2™ adalah
teneniukan sumber dihosilkannya Limbkah B3.

Ty b

Cukup jelas.
Huraf

Cukup Jolas.
Huruf ol

Cukup jclas.
Hurut e . _ .
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Cubkup jelas.

Pasal 294G
Cukup jelas.

Pasal 297
Cukug jelas,

Pasgl 204
Avat [1]
Cukup jelas.
Avat {2]

Fukli penverahan Limbah B3 amlara lain berupa  keterangan
penycrahan Limbah B3, berila acara, ataw risalah.

Ayat |3
Cukup jelas.

Pasal 299
Avat [ L)
Hurul a

Scgregasi Lintbah B3 sesusi denpan jenis dan karakreristilnya
antara lainm segrepast ol bekas dengan minyak koetor (slope ol
dan segregas) antara slag baja dengan slug wembaga,

Hinruf
Cukup jelas,
Arval 2]
Cukup jelas.
Awvat {3
Cukup jelas.

Pasal 300
Avalil)
Culkiup pelas.

Ayat (2. ..

SHEOMo {65005 A



Aval 2]

Cukup pelas.

Avat |13

[Pasal 301

Hurul a

Cukup jelas.
Hurul &

Cukup jclas.

Hunif e
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Yang dimaksud dengan “pencampuran Limbah B3" adalah
pencarmpuican Limbah B3 dengan media linpkungan, bahan,
Lirnbah dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengencecan
dengan menambahkan caican atau zat lainnva pada Limbakb B3

Ayal {1]

Culup jelas.

Ayat (2]

Sk Mo (hS006 A

Huruf &

Cubkup jelas,

Huruf b

Cukup jclas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf d

Culmup jelas.

Huruf &

Cukmp jelas.

Huruf 1

Culkup jelas,

Hurul g

Cukup jclas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huaruf . ..
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Hurmafi

Perbirungan ayva dan model keekonomian dimaksudkan
untuk memastikan hahwa operasional kegiatan Pengumpulan
Limbah B2 daput berjalan secara berkelanjutan.

Hurut j
Cukup jelas,
Hurul K
Cukup jclas.
Avar [3)
Cukup jelas.
Avat (4]
Cubaug jelas,

Pagal 302
Avat (1)
Cukup jeias.
Axat [2)

Yang dimaksud dengan “verilikasi”™ adalah verifikasi dokumen
beripa checkiist kelengkapan dan kebenaran terhadap persvaratan
Persetujuan Tekims.

Ayat (3]
Cukup jelas.

Pasal 303
Cukup jelas.

Fasal 304
Cultup elas,

Pasal 305
Hurul a
Cukup |elas.
Hurui b

Cukup jelas.
Hurufe . .
SO Mo MA30AT A
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Huruf ¢

Cukup jclas,
Hurui d

Culeup jelas.,
Hurul ¢

Cukup jelas.
Hural 1

Yang dimeksud dengan “melakulan identifikasi Limbah B3 yang
dikurnpulkan™ adalah  menentukan sumber dan karakteristik
Limbah B3, Intormasi mengenal  karakteristike  Limbah B3
diperlukan untuk mengumpulkan Limbah B3 dengan tepal.

Hurul g

Cukup jelas.
Hurul b

Cukup elas.
Hural |

Laporan Pengumpralan Limbah B3 disusun untuk memastikan
keseymbangen antara Limbah B3 yang diterima dan Limbah B3
yvang akan diserahkan kepada Pengolah Limbah B3, Pemanlaal
Limbah, dan/atau Penimbun Limbah B3

Huruf j

Cukup jelas.
Hurof k

Cukup jelas.

Pazal 306
Cukup jelas.

Fasal 307
Aval [1)

¥erhkasi dilakukan dengan Munjungan lapangan ke lokasi
pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 untuk mengecek
kezsesuaiannya dengan Persctujuan Teknis.

Avat [Z)
Cukup jelas.

Avat [3) ...
SK No 09733004
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Bvat [3)
Cukup jelas.
Avat |4
Cubup |clas.

Fasal 308
Cukup jelas.

Fasal 304
Cukup jelas.

Pasal 310
Cukup jelas.

Fasal 311
Cukup jelas.

Pasa] 312
Cukup |elas.

Hazal 313
Cukup jelas.

Pasal X144
Ayar (1]
Cukup jolas.
Avat (2)
Hurif a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelay.
Huraf

Cukup jelas.

S Mo TSSO A Huruid ...



PRESIDEM
REPUBLIX INDONES:]S

R -

TTurul d

Bukt penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan
penyerahan Limbah B3, herita acara, atau rvisalah,

Avat [3]
Cukup jelas.

Pasal 315
Cukup jelas.

Pasal 316
Ayat (1]
Huruf a
Cukup jelas,
Hurul b

Pemanfaatan Limbah B3 scbagai subsdtusi sumber enecp;
antara lain Pemanfaatan Limbah B3 sludge minvak seperti of
sludge, oil slop, dan oli bekas, yang dimatfaalkan sebapai
bahan bakar allernalf pada industri zemen.

Hurmi &

Permanlaatan Limbah B3 sebapai bahan  baku  vaiw
Pernanlaatan Limbah B3 oli bekas yang dimaniaatkan gebaga
Exahan baku ntama pada indusin daur ulang oli bekas.

Hurul d
{Cukup jelas.
Ayar | 2]
Cukupr jelas.

Fasal 317
Ayat [1)

Pelarangan chmaksudkan wantuk melindungi manusian  dan
riiakhluk hedup lamnya dari paparan Limbah B2 yang berasal dari
techrologieally enftanced naturally woouming redioactive material
(TENOREM) yvang mengandung radicakiivilas tertenta.

Mvat [2)
Cukup jelas.

Avac 3] . ..
SR Mo ORANTTHA
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Avat [3]

Cukup pelas.
Ayar{d)

Cubkup jclas.

Fa=al 31K
Culup jelas.

Pasal 319
Cukup jelas.

Pasal 320
Cubkurp jelas,

Pasal 321
Ayt (1]
Hurul &
Cukup Jelas.
Hurul b
Cukup jelas.
Hurut ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Angka 1
Cukup jelas.
Anghka 2
Cubup jelas,
Argka 3
Cukup |clas.
Aangka 4
Cukup elas.
Angka 5

Cukug jelas.
Angloa G, ..

S Mo 165071 A
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Angka &

Cukup jeias.
Angka ¥

Cukup jelas.
Angka &

Limhah B3 yanp akan dimanifaatkan oleh industri semen,
maka memerlulan un total konscentrasi logam TCLP, )i
crnist, dan wi kuslitas produk zemen.

Angka 9
Cukup jelas.
Avar 12
Cukup jelas.

Pasal 222
Cukup jelas.

Pasal 223
Cukup jelas.

Pasal J24
Cukup jelas.

Pasal 325
Cukup jelas.

Pazal 326
Avat [1]
Cukup jelas.
Avat |2

Buktu penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan
penyerahan Limbal B3, berita acara, atau nsalah.

Avat 13]
Cukup jelas,
Avab 4y, .
SK MNo3713] A
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Ayat 4]
Cukup jelas.

Pagal 327
Cukup jelas.

Pazal 328
Cukup jelas.

Fazal 329
Aval [1)

Pelarangan  dimaksudkan  untuk  melindungi  manusia  dan
makhluk hidup lainnya dari paparan Limbah B2 yang berasal dari
rechrologically enhanced noturally occuring radioactive moteris
(TENCOEM) vang mengandung radicaktivitas tertentu.

Ayat (2]

Culkp jelas,
Avat |3

Cukup jelas.
Avat |4]

Cukup jclas.

Paszal 330
Avyat [1)
Cukup jelas.
Avyat {2}
Hurul a
Culoup jelas.
Hurul b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka |

Cukup jelas.
Angka 2 . .

Sk MNo 7R A



Angka 2

Jadwal pelaksanaan pembrangunan fasilitas Pemanfaaran
Limbah B3 memuar informasi teniang ursian kepiaran
pembangsinan
pembaneunan Hsililas.

Hurul d

Cukup jclas.
Huruf e

Cukup jelas.
Hural

Cukup jelas
Hurul g

Cukup jelas.
Hurul b

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup rclas.
Huraf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf ]

Cukup jelas,
Hurul m

Cukup jelas.
Huruf n

Cukup jelas.

Ayat {2]

Cukup jclas.

Pazal 331

Cukup jelas.

SKOMo (&R0 A
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Puaun] 332
Cukup jelas,

Pasal 333
Ayad (1]
Hurtil g
Cukup jelas.
Hural b
Cukup Jclas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf d
Angka 1
Cukup julas,
Anglka 2
Culkup |clas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukurp jelas.
Anpka 5
Culkup jelas.
Angka B
Cukup jclas.
Angka 7
Cukup jeias.
Angka 8

Limbsh B3 yvang akan dimanlaatkan oleh industn zemen,
maka memerlukan Wi toral konsentrasi logam TCLP, wji
etris, dan upl kualitas produk semen.

Angha O

Culiup jclas.
Angka 10 . .,

Sh Mo (7333 4
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Anpgla 10
Culkup jelas.

Axat (2]

SK Mo DUTE:g 4

Huruf a

Yang dlimaksud dengan "melakukan identifikasi Lienbah B2 yang
dikumpulkan® adalan menentukan sumber dan karakteristik
Limbah B3 Informasi mengena karakeeristik Limbah B3
diperlukan untuk memanfastkan Limbah B3 dengan tepat.

Huruf b
Cukup jelas.
Hurut c
Caulup jelas,
Huruf i
Cukup elas,
Macuf e
tukup jeias.
Hurull
Cukup jelas.
Hurul
Cukup jetas.
Hurul b
Clkup jelas,
Hurul
Lukup jclas.
Huruf j
Culzop jelas.
Huraf k

Laporan Pemanlaatan Limbah B3 disusun untuk memastikan
keseimbangan antara Limbah B2 vang diterima dengan Limbah
B3 yang dimanfastkan, dan Limbah B3 hasil kegiatan
Permanfaatan Limbah B2 yang dikelola dapfatau disershkan
kepada Peagolah Limbah D3, can/ataw Penimbun Limbah B3,

Huruf i

Cukup jelas.
Hurufim . . .
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Hutual m

Cukup jelas.

Huryi o

Cukup jelas.

Fasal 334
Cukup jelas.

Pasal 233
Cukup jclas.

Pasal 336
Cukup jelas,

Pasal 337
Cukup jelas.

MPazal 338

Privluk samping merupakan produk sekunder yvang dihasilkan dari
suaiu  proscs  industnl vang  lerintegrasi  denmgan  proses  yang
menghasilkan produk utama (main product]. Prodok samping lazimoya
memiliki sifat antara lain penggunaannya  bersifat pasti, dapat
dipunalan secara langsang tanpa proses lebih lanjut, dan memenuhi
syarat dan/atau standar produk.

Pasal 33%

Culiug jelas,

Pazal 340
Cukup jelas.

Pasal 341
Cukup jelas.

Pasal 342 . .

SK Mo ORSNTT A
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Cukup |elas.

Pazal 343

Cukup jelas.

Pasal J44

Cukup jelas.

Pasal 345

Avat (1]

Huml w

Cukup jelqs,

Huruf b

Cukup jelas.

Hurufc

Penentuan  chsien:i penghancuran dan penghilanean
(destruction remova! efficiency) dilakukan dengan menghitung
konsentrast dan/atau berar Limbah B3 di awa] dan di akhir
proses  pengolahan  sceara termal. Angka persentase
nmienunjukkan jumlah molekul dari senyaws Limbah B3 vanp
dihilangkan dan dibancurkan dibandingksn dengan jumlak
maolckul dari senyawa Limbalh B3 vane dimasukkan ke dalam
sistern Pengolahan Limbah B3 secara termal.

Senyawa  prncple orgarcs hazardous constifuents [POHOs)
merupakan B3 yang suliv terurai atau terdekompnsisi. Senyaws
prngple organte heggrdous  consttuents (POHCs)  lazimnya
terkandung dalam Limbah B3 schinges digunakan sebagai cars
unluk mengetahui kermampuan efisiensi penghancuran dan
penghilungan  [destruction removal  effictency]  dari alat
Pengelahan Limbab 132 sccara termal yang menghasilkan emisi
wdara scperty insineralor,

Senvawa POHCs anmtara lamn teteakloroctilena, toluena, 1.2-
dikloropropana, dan karbon tetrakdorida.

Ayal {2

SK Mo OR507Y A

Cukup jelas.

Avat [3) ..



Avat {1}

Cukup jelas,

Ayarl (4]

Culup jelas.

Awdl |3

Cukup jelas.

Avatl (&)

Cukup jelas.

Avat {7)

Cuk up jelas.

Pasal 14£

Cukup jelas

Paxzl 347

Cukup jelas.

Pazal 348

Cilkup jclas.

Pasal 344

Cukup jclas.

Pasal 350

Cukup jelas,

Pasal 351

Cukup |clas.

Fasal 352

Clkup jelas.

=K No 097335 A
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Pasal 3533
Cukup jelas.

Fasal 354
Cukup jelas.

FPasal 355
Avat (1)
Cukup jelas.
Mvel [2)

Bukti penyerahan Limbuh E3 snraraz lain berupa kelerangan
penverahan Linbwah B3, benta acara, atau risalah.

Avat [}

Cubup jelas,
Avat (4]

Cukup jelas.

Pazal 356
Cukup jelas.

Fasal 357
Cukup jelas.

Pasal 358
Avat [1]
Cubkup clas.
Avat [2]
Huraf a
Cukup jelas.
Huruf b

Culup jelas,

Huruf ¢ . .,

SR Mo (65060 A
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Hurul o
Anghka 1
Cukup jelas.
Angla 2

Jadwal pclaksanaan pembungunan fasilitas Penpoluhan
Limbah B3 memual informasi tentang uraian kegiatan
pembangunan  fasilitas  dan L masa  (fimeline)
pembatiginan fasilitas,

Huruf o

Cukup jelas,
Huruf ¢

Cukup jelas.
Hurul £

Cukup jelaa.
Hurual i

Cukup jelas,
Huruf

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas,
Huruf

ukup jelas.
Hural k

Cukup jelas.
Hurwuf |

Cubkup jelas,
Huruf m

Cukup jelas.
Huruf n

Cukogp jelas.

Pasal 35%
Culoigp jelas,

Frazal 360 . .
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Pasal 360
Cukup jelas.
Pasal 361
Ayar (1]

Cukup jelas.

AvAr (2]

Sk Mo 20 A

Hurul a

Yang dimaksud dengan “melaskukan identifikasi Limbah B3
yang dikumpulkan™  adalah  menentukan  sumber  dan
karakteristik Limbah B3. Informasi mengenai karakteristik
Limbah B3 diperlukan untuk mengolah Limbah B3 depgan

tepalL.
Hurul b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

cukup jelas.
Hurul e

Cukup jclas.
Hurul 1

Cukup jelas.
Huruf g

Culup jelas.
Hurul Ix

Cukup jelas.
Hurmaf

Cukup jelas.
Humuf |

Cukup jclas.
Hurufl k

Cukup jelas.
Huraf |

Cukup jelas.
Hurufm, .,



FRESIDEM
REFUBLIK INDONES|A,

- TH -

Huruf m

Cukup jelas.

Fasal 362
Cubkup jelas.

Pasal 363
Culcupr jelas,

Pasal 364
Cukup jelas.

Fazal 3&35
Cukup jelas.

Pasat 166
Cukup jclas.

Pasal 367
Avat [1]
Cukup jelas,
Ayal (2]
Huruit a
Cukup |elas.
Humul b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “penempotan kembali di ares bekas
tamhbang” adalah menempatkan Limbah B3 yang cdihasilkan
dari hahan baku vang bersumber dari kematan pertambangan
sejenls dan momenuhi kelemuan telnis ke dalam area beokas
lubiang tambang.

Hurald . . .

SH Mo ESNE3 4
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Hurif d
Cukup jelas.
Huruf e
Culkgup jelas,
Aval (3
Cubkup jelas.
Avar [4)
Cukup jelas.
Avat [5)
Cubkup jelas,
Aval {5
Cubkup jelas,
Avat {7]
Cukup jelas.

Pazal 368
Cukup jelas.

Pasal 369
Cukup jelas

Fazal 3710
Axat [T}

Hurul a
Cukup jelaz.

Hurul b
Yang dimaksud dengan “sistem polapis” adalab adanyva lapizan
pelindung  yang dibanpun  untuk  mencegah  terpaparnyo
Limbah 32 atauw air lindi dari Limbah B2 ke Lingkungan Hidup,
Lapisan pelinduny dapat berupa synthaetic liner atau o cted
clay atau lapiasn lain yang setara vang memiliki permealilitas

vang sama. Lapisan polindung dapal diberikan dengan double
finer dan/atau single finer atau hanya dengan comparted elay.

Harufc . ..

Sk Mo MTHA054 A
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Hurul ¢
Cukup pelas.
Hurut d

Rencana Penimbunan Limbabh B3, penutupan, dan pasca
penulupan Ponimbunan Limbah B3 berisi antara lain rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka
panjang di lasilitas Ponimbunan Lembah B3,

Avat [2)
Cukiup jelas,

Pasal 371
Cukup jelas.

FPasal 372
Avat [1)
Cukup jelas.
Aval [2}
Humf a
Cukup jelas.
Hural b
Angka |k
Cukup jelas.
Anghka 2

Jadwal pelaksanaan pembangunan fasililay Penimbunan
Limbah L3 memuat informasi fenlang urainn kepiatan
pembangunan  fasiilas dan  lini masa  (timelirg)
pembmanplinan fasilitaz.

Huruf ¢

Cukup jelas.
Hurul d

Cukup jelas,
Fluruf e

Clikup jclas.
Hoarul ...

SK Mo DBAES A
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Hurual' I
Cukup jelas,
Hurui g
Culup jelas.
Hutul h
Cukup jelas,
Hurual i
Cukup jclas.
Hural j
Culup jelas.
Hurul k
Cukup jelas.
Hurnal ]
Cukop jelas.
Avat (3]
Culkup jelas,

Pasal 373
Cukup jelas.

Pasal 174
Cubkup jelas,

Pasal 375
Ayat [1)
Cukup jelas.
Awat [2}
Hurul a

Yang dimaksud dengan "melakukan idenfifikasi Limbah B3 yang
ditimbun’ adalah menentukan sumber dan karakteristik Limbah

E3. Informasi mengenai karakieristik Limbah B3 diperlukan
untuk menimbun Limbah R3 dengan tepat,

Hurf b . ..

SK Mo (083023 A
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Huruf b

Culbup jelas.
Humal «

Cukup jclas.
Hurufl d

Cukup jelas.
Hurif &

Cukup jelas.
Huruf {

Cukup jelas.
Huruf g

Cukugpr jelas.
Huruf h

Culkup jelas,

Pasal 276
Cukup jclas.

Pazal 377
Cukup jelas.

Pasgal 378
Cukup jelas,

Fasal 374
Cukup jelas.

Fasal 380
Ayat 1]
Culkian jelas.
Avat (2]

Guku penyerahan Limbah B3 antara lain berupa ketcrangan
penyeraban imbah B3, berita acara, alau risalah,
Avat 3] . ..
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Ayat (3]
Cukup jclas.

Fazal 321
Cukup jelas.

Pazal 382
Azeat (1)
Cubkup jelas,
Avat {2
Huruf a
Cukup elas.
Huruf b
Angla |
Cukup jclas.
Angli 2

Jadwal pelaksanoan pombangunan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 meomuat informasi lentang urasan kegiaran

pembangunan fasilitas clan
pembanpunan fasilitas.

Hurul o

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Hurut e

Cukup jelas,
Huruf 1

Culbup jelas,
Hurul g

Cukup jelas,
Huruf K

Cukup jelas.

SH Mo URSNHE A
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Hurualt

Cukup jelas.
Huruf |

Cukup jclas.
Hurulk

Cukup jelas.

Avat {3}

Culup jelas.

Fasal 383
Cukup jelas.

Frasal 284
Cukup jelas.

Pasal 385
Avat [ 1)
Cukup jelas.
Ayat [2)
Huraf g

Tang dimaksud dengan “melakukan identifikazi Limbah B3 yang
ditimbun® adalah menentukan sumber dan karaktenstik Limbah
B3. Informasi mengenai karaklerstik Limbah B3 diperlukan
untuk menirmbun Limbah B3 dengan tepat.

Humif &

Cukup jelas.
Huaruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukug jelas,
Hurut e

Cukup jelas.

Hurmirl. ..
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Hural ¢

Laporan Penimbunan Limbah B3 disusun untuk memuastikan
bahwa jumlah Limbah B2 vang dilertma sama dengen Limbah
B3 vang diolah dan/atey ditimban.

Huruf g

Cukup jelas.
Hurul h

Cukup jelas.

Pasal 386
Cukup jelas.

Pusal 387
Cukup jelas,

Fasal 328
Culkup clas.

Pasal 389
Cukup jelas.

Pazal 350}
Cukup jelas.

Pasal 391
Cukup jclas.

Pasal 392
Avat {1]
Hural a
Cukup jelas.
Huruf b
Cubup jelas.

Hurufc . ..

S Mo DRS00 A



FREZICEN
REPUALIE IHDOHERIA

-84 -

Hurufl ¢

Serbuk bor dan lumpur bor dari hasil pemboran Usaha
danfatau Kegiatan eksplorasi den/atau cksploitasi di laut
menggunakan fumpur bor herbahan dasar air (waterbosed
mud)] digolongkan sebapai Limbah nonB3.

Ayal [2)
Cukup jelas,

FPasal 343
Cukup jchas.

Fasal 394
Cukup jelas.

Pazal 395
Ayat 1)
Cuktip jelas.
Ayat [2)
Hurufl a

Kedalaman Iebih dari atau sama dengan 100 [scratus) meter
untuk Dumping (Pembuangan) tailing ke taut yvailu kedalaman
Litik pembuangan Limbah B3 {outfall berada pada kedalaman
lebih dari atau sama dengan 100 {secatus) moter.

Hurul b
Cukup jelas.
Huraf =

Up-wellting menapakan fenomens oseanograll yang ditardaj
dengan terjadinyva penaikan massa oir dari kedalaman laud
hingga ke permukaan yang disebabkan aniara lain angin dan
perbedaan temperatur.

Ayar 3]

Cukup jelas,
Avat (4]

Cukup jelas.

Pasal 398 , |, .
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Fagal 396
Cukup jelas.

Fasal 397
Cukup jetas.

Paxal 393
Cukup elas.

Fazal 399
Cukup jelas.

Fazal 400
Cukup jclas.

Fazal 4
Hurual a

Tang dimaksud dengan "menghentikan Usaha danjatan Kegiatan®
adalab penghentian kegiatan Dumping (Permbuangan) Limbah B3
yang sedung berlangsung.

Huruf b
Cukup jelas,

Fasal 402
Cukup jelas.

Prsal 403
Avat (1)

Fcngocualian dari Pengelolaan Limbah B3 dilakukan secara kasys
per kasus oleh Seliap Orang yvang menghasilkan Limbah B3 dar
sumber spesilik.
Avat [2]
Cukup jelas.
Avat {3 . . .
S Me DASDD A
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Ayal (3]

Cukup jelas.
Avat (1)

Cukup jelas.

Pasal 404
Cukup jelas,

Paxal 4035
Cukup jelags.

Faszal 405
Cukup jclas.

Pasal 407
Cukup jelas.

Pasal 408
Avat {]]
Culiugp jelas,
Ayal (2]
Huruf a
Cukup jelas.
Hurafl L
Cukup jelas.
Hurul ¢

Inforimasi mengenai karakterisiik Limbah B3 diperlukan untuk
perpindahan lintas batas Limbah B3 dimaksud dengan tepat.

Huraf 4

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas,

Hurafl. ..
SK Mo (KBA0DE 4
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Huruf 1
Cukup jelas.
Hurul g
Cukup jclas.
Hurul h
Cukup jelas.
Huruf i
Culopy jelas,
Hury )
Cukup jclas.
Byt [3
Cukup jelas.
Axat [4)
Culboagy jelas.
Avat (3)
Culkup jelas.
Ayat (6]
Cukup jelas.

Pasal 409
Avat [1]
Cukup elas,
Aval [2)
Cukup jelas.
Avat [J]

flasan penolikan antara lain berupa penolakan transil dan dacrah
pabedn,

FPazal 410

Culkup jelas.

FPasal 411
Cukup jclas.

SK Mo DA A Pasal 412 . .,



Pasal 412
Cukup jelas.

Pasal 413
Cukup jclas,

Fazal 414
Cukup jelas.

Pazal 413

Cukup jelas.

Pasal 416
Cubup jelas.

Pazal 417
Cubkougy jelas,

Fasal 418
Cukup jelas.

Pasal 419
Cukup jelas.

Fasal 420}
Cukup jelas.

Pasal 421
Ayat [1]
Cubup jclas.
Avat (2§

Humf o

Cukuip jelas.

ake Mo 0BRSS A
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Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Hharwar 4

Yany dimaksud dengan "tanah pelapis dasar™ adalabh tanah vang
dapat digunakan sebapgai pelapis dac suzia kegiotan konstruksi

dan/atan keglatan sepenis.

Pasal 4232
Cukup jelas.

Paval 423
Culkup jelas.

Pasal 424
Cukup jelas.

Fazal 423
Cukup jelas.

Pasal 426
Cukup jclas.

Pasal 427
iCukup jclas.

Pasal 428
Cukup jclas.

SK Mo MGA005 4
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Pazal 429

Cukup jelas.

Pasal 4.30

Cukup jelaa,

Pasal 431

Cubkup jclas.

Pasal 432

Cukup jelas.

Fasal 433

Cuktip jelas.

Pazal 434

Cukup jelas,

Pasal 433

Cukup jclas.

Fazal 436

Cukup jclas.

Pazal 437

Cukup jelas.

Pasal 438

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.
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Paszal 440

Cukup jelas.

Pasal 441

Cukup jelas.

Fasal 442

Crkup jelas,

FPaxal 44.5

Cukun jelas.

Pasal 444

Cukup jelas.

Basal 445

Cukup |elas.

Pazal 440

Cukup jelas.

Pasal 447

Cukup jelas.

Fasal 448

Culkup jelas.

Pasal 449

Clkup jelas.

SK Mo HRR0K A

PRESIDEM
REFUBLIK INDOMESIA

Ll

Pasal 450 . . .



PRESIDIEN
RAEPUBLIK tHNDOMESIA

-9 -

Pasal 450
Avat (1]
Huruf a

Limbah nonB3 1erdafiar merupalkan Limbah yang sudash tidalk
mcmnilikl karaktenstik B2 dan (elabh memenuhn kelenivan
peogegunaan minimal teknologl wrbaik dan ramah lingkungan.

Hurul b

Limbah nonB3 khusus mcerupakan Limbah vang schelumnya
adalah Limbah B3 dari sumber spesifik amum dan sumber
spesifik khusus yang telah melalui prosedur pengecualian.

Ayat [2)

Cukup jelas.
Bsar [3)

Cukup jclas.

Pasal 451
Cukup jclas.

Fazal 452
Ayat {1]

Pengelolaan Limbah nonB3 tidak rmempunyal Persetujuan Tekns
sehingga semua standar teknis tercantum dalam Persetujoan
Linpkungarn.

Avat [2)

Culanp elas.
Aat [2)

Cukiup jelas.
Ayat [4)

Cukup jelas.
Avat (o)

CLkup jelas.

Pasal 453 . _ .
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Pasal 453
Hurul a
Cukup jclas.
Hurul b
Cukup jelas.

Hurafl ¢

Yang dimaksud dengan "pencampuran Limbah nonBE3" adalah
pencampuran Limbah nonB3 dengan B3, Litmbah lainnyy, danfatau

Limbah B3, termasuk pengenceran denpan menambahkan cairan
atau zat lainya vang mengandung B3 dan/atau Limbah B3,

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lempat pemroscsan akhir® adalah tempat
pemuosesan akhir sampah.

Maszal 154
Avat (1]
Cukup jelas.
Ayat (2]
Huruf a

Yang dimaksud dengan “penguracgan Limbah nonB2 schelum
Timbash nonB3 dihasilkan® adalah pengurangan jumbah atao

volume Limbah noenB3  vang  dihasilkan  dari  modifikasi,
rerubahan proses produkesi, danfatau perubahan tekneologi.

Huml b

Yang dithaksud dengan “pengurangan Limbah nenB3 sesudah
Limbah nonB3 dibasilkan”™ adalah pengurangan jumlah ataug
vodume Limbah oonB3 secara fisik dan/ataa termal.

Axat [3)

Cukup jelas.
Ayt [9

Cukup jelas.
Awyat (5}

Cukup jelas.

Pasal 455

Cukup jelas.

Pasal 456, ..
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Pasal 456
Cukup jrlas.

Pasal 457
Cukup jelas.

Pasal 453
Cukup jelas.

Pasal 4559

Avat [1)

Cukup jelas.
Avat {2

Cukup jelas.
Avat 3]

Eluruf &

Cukup pelas,
Huruf b

Pemanfaatan Limbah nonB3 sebapgai solstitusi sumber energi
antara lain pemanfaatan Limbah sfudge [PAL dimanfaatkan
gcbapal campuran bahan bakar alternalil pada botler,

Huruf ¢

Femanfiatan  Limbah  nonB3 sebuapai bahan baku  yaitu
pemanfaatan Limbah nonB3 khusus sepertd Ty ash batubara
dari kegiatan PLTUY dengan (cknologi betfer minimal CFIB
{Circulating Fludized Bed] dimanfaatkan sebapai bahan baku
kontrukst propganti semen pozzolan.

Huraf d
Cukup jelas.
Huruf =

Cukup [elas,
Pasal 460, .
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Frsal 460
Culoup jeias.

Fasal 441
Cukup jelas.

Fagsal 4672
Cukup pelas.

Faszal 463
Cukup iclas.

Fasal 464
Cukup jelas.

Pasal 465
Cukup jelas.

Pasul 466
Culiup jelas.

Pasal 467

Avalil]
Cukup pelas.

Avat [2]

Molifikast Limbah nonB3 berlungs scbhaga pemberitahuan kepada
NERara ponelima untuk mendapatkan persetujuan negara tersebit
sgesual dengan ketentuan peraturan perutdang-undangan sebelm
ckspor dapat dilaksanakan.

Avat [3]
Cukup jelas.
Fazal 468 . . .
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Cukup jolas.

Pasal 469

Cukup jelas,

Pasal 470

Cukup |clas.

Pasal 471

Avat [1}

Hurul a

Dana penjaminan uniuk pemuliban fungsi Lingkunpan Hidup
digunalcan  antara  lain untuk  keginton  penangpulangan
Fencemaran  Lmgkungan  Hidup  danfatan Eerusekan
Lingkungan Hidup termasubk ponanggulangan keadasn dariral
Lingkungan Hidup yang terpadi akibat Usaha dan faran Kegiatan
pada lahap prakonstrukss, konstruksi, koonisioning, operast dan
peuehiharsan. danfatau pascacperasi.

Fenanggulangan keadaan darurac Lingkungan Hidup adalah
serangkalan keglatan yvang dilakukaern wnluk mongatasi suatu
keadaan bahaya yvang menpgancam keselamatan manosia, yang
menimbulkan  Pencemaran  Lingkunpan  Hidup  dan/atau
Kernsakan Lingkungen Hidup dan memerlukan  tindakan
penangpgulangan  sesepera mungkin untuk  meminimalisas
terjadinya titgkat Perncemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerasakan Lingkungen Hidup vang lebih parah.

Suatu  keadaan  dinyalakan mernjadi keadaan  daruareal
Lingkungan Hidup dengan mempertimbangkan:

a. aumber/bahan penycbab terjadinva kedaruratan seperti
anrara lain B3 dan/ataun Limbah B3;

b. memerlukan penanganan  sepera dan memodai apar
darnpaknys odak mcluas;

rnempencam keselamatan jiwa manusia; dan

d. terdapal potenst Pencemaran Lingkungan Hidop dan Jatau
Berusakan  Lingkungan  1hdop jike tidak  scgera
ditangeulangl.

Hurul b

SK MNo 045117 A
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Avat [2)

Cukups jelas,
Ayat [)

Cukup jelas.
Ayat (4}

Huruf g

Cultup jelas.
Hurml b

Tang dirpaksad dengan *remediasi® adalah wpara pemulihan
Pepcemearan Lingkungan Hidup aniuk memperbacki mutu
Lingkungan Hidup.

Hurual -

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi”™ adalah upaya pemuliban
untuk mengembalilkan nilai, fungei, dan manfaat Lingkungan
Hidup tcrmasuk upeva pencepahan  kerusakan lahan,
memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Hural d

Yang dimaksud denpan *restorasi® adalah upeva pemulihan
unituk menjadikan Linglungan Hidup atay bagian-bagiannya
berfungs: kemball sebagaimana sermula,

Huraf =
Cukup jelas.
Ayvat {3)
Cukup jclas.

Pazal 472
Avat (1)

Dana penjeminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
adalabh  dana  yanpg discdizkan oleh  pemegang  Persctujuan
Lingkungan untuk pemulihan kualitas Lingkunpan Hidup wang
tercemar danfatau rusak karens Kegiatannya., Dana penjaminan
untuk pemuliban fungsi Lingkunpan Hidup dapat berbentul antara
lain dana jaminan reklamssi, dana jaminan pascatambang, Asuransi
pengelolaan Limbah B3, atau nomenklatur lain secsual dengan
ketenlbuan perundang-undangan sekior teknis terkait.

Dana . . .
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Dana penjaminan untuk pernuliban fungsi Lingkungan Hidup wajib
disediakan oleh pemcgang Persetujuan Lingkungan  sebagai
pelaksanaan langgung jawab dan kewajibao dari setiap pemegang
Persetljuan  Lingkungan  unmgk melakukan  pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup danjatauw Kerusakan Lingkungan
Hidup dan pelaksanaan asas pencemar membayar [poflieters pay
principle) dan pelaksanaan intcrnalisas kiaya Lingkungan Hidup.

Avat ()

Cukup jelas.
Avat [3)

Cukup jelas.
Aval [4)

Cubkup jelas.
Avat (3]

Hururl a

Usaha danfaiau Kegiatan yang memiliki tisiko rendah dan
menengah lerhadap Lingkangan Hidup adalah Ussha danjfatau
Kepialan yang jika terjads kecelakaan dan/ atau kecadaan dacural
tdak memimbulkan dampak vang besar dan luas terhadap
keschatan manusia dan Lingkungan Hidup.

Huruf b
Cukup felas.
Avat [G)
Cukup jelas.

Puazal 473
Avat {1]
Huruf a

!Jepuslm berjangka antara lan seperti deposito berjangka
jarmnan reklamasl yang ditemparkan pada bank Pomerintah
alas nama Menten, gubernuor, atmu bupatifwali kota gy
perusahaan yang bersangkutan.

Eluruf b
Cukup jolas.
Huruf «;

Cubkup jelas,
Hurunl ¢}
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Hurul d
Cukup jelas.
Avar |2
Cukup jelas.

Facal 474
Cutup jelas.

Pasal 473
Culup jclas.

Pasal 476
Cukup jelas.

Pasal 477
Cubup jelas.

Pasal 4783
Cubkup jelas.

FPasal 4740
Cukup jclas,

Pasal 480
Culup jclas.

Faszal 481
Cukup jclas.

Faszal 481
Cukup jclas.

gk Mo D65 10A A

Pazal 487 ., .



Pasal 483

Cukup jclas.

Pazal 484

Cukup jelas.

Pasal 4R5

Cubup jelas,

Pasal 48R

Cukup jclas.

Pasal 487

Cukup jelas.

Fazzal 485

Cukup jelas,

Pasal 485

Cuabog jelas,

Pasal 490

Cukup jelas.

Pasal 491

Cukup jelas.

Pasal 492

Cukup jelas.

Faxal 403

Cukup jclas.
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Fasal 494
Cukup jclas.

Pazal 415
Avat (1)
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Yang dimaksud dengan
rengecekan langsung ke lokasi vang menjadi objelk Pengawasan
sesual dengan yvang lertera dalam Perizinan Berusaha ataun
Perserujuan Pemerintah.

Hurul b

Cukup jelas.

Hharul ¢

Cukup julas.

Hurulfd

Cukup jelas.

Hurut e

Cukup jelas.

Hurf §

Culup jelas.

Huruf g

Cukup jelas,

Hurul h

Cukup jclaz.

Hurul 1

Clikup relas.

Elaral

"melakukan  pemantausan” adalah

Yang dimaksud dengan "menphentikan pelanggaran tereniy”
adalah tindakan untuk menghentikan pelanggacen erentu di
lnkasi ditcmukannva pelanpgaran, antara lain penghentian
sabutan bypass Air Limbah, penghentian  pembuangan Air

Limbah

tanpa

rrielalg

peogolahan,  dan penghentian

penimbunan Limbah B3 lanpa izin.

Ayar 4] . ..
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Avat [2)
Culkup |elas.
Aval [3)

Menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan
Hiclup merpakan perbuatan melawan hukom yang  dapat
dikenakan sankszi hukum sesual dengan kefentuan peraturan
perundang- undangsan,

Pasal 406
Cukup jelas.

Fasal 497
Ayat (1]

Yang dimaksud dengan "informasi lainnya” dapat berupa data
terkair laporan pelaksanaan ketentuan Perizinan Berusaha atau
Pergetjuan Pemerintah antara lain melalho Siseemn Informasi
Lingkungan Hidup, laparan hasil pembinaan, dan laporan
swapantau Lsaha danfabad Kepiaran,

Ayat (2]
Cukup jelas.
Avar {3
Cukup jclas,
Avat [4]
Hurmui a
Yang diunaksud dengan "perziapan pengawasan” adalah kegiatan
varg dilakukan aleh Pejabar Penpawas Lingkungan Hidap

sehelum melaksanakan pengawasan langsung ke lokasi Usaha
dan, alay Kegiatan,

Persiapan vang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup antara lain pengumpulan dara dan informasi, penyiapan
alat pelindung diri, administrasi, dan peralatan penpawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “"pemeriksaan  ketaatan” adalah
pemeriksaan di nkast Usaha danaran Kepiartan terhadap
pelaksanaan  kewajiban  yvang  tercantum dalam Perizinan
Bersaha atan Persengjpuan Pemerinrab reckait Perserujuan
Lingkungan dan ketentuan peraturan pecundeng-undangen o
bidang Perlindungan dan Pengelolaan Linpkunpan Hidup.

Huruf e . ..
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Hurul ¢

Yang dimaksud deagan “tindak laayat hasil pengawesan” adalah
melakukan analisis leknis dan yundis cerhadap temuan di Inkas
Usabiy dan/atun Kegiatan dan rekomendas penegakan hukum
vang diluangkan dalam bentuk lapocan basil penpawasan,

Aval [3)
Culup jelas,

Fasal 408
Avat [1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi pelangparan yvanp lerdeteksi™
adalah indikesi pelanpgaran yang bersumber antara laio darc
vitra  satelir, hasil pengamartan lanpgsung, dan laporan swa-
panial den penanggung jawab Usaha danfatau Regiatan.

Huruf b
Cukup jelas,
Hurul
Cukup jelas.
Ayat (2]
Culkup jelas,
Ayl |3

Hasil pcngawasan ketaatan pelaksanaan ketentuan dalam RKL-RPL
rinci Pelaku Usaha dalam kawasan digunakan scbagai dasar unruk
menerapkan penepakan hukum terthadap Pelaku Usaha dalam
kawasan yang lidak 1aat lerhadap ketentuan RKL-RPL rinci.

Faszal 144
Cukup jelas.

Mazal 500
Cukup jelaxs.

Fasal S0 1
Avart [T}
Yane . .-
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Yang dimaksod dengan "pertangmungjawaban muilak” atau seriet
fratthty adalah unsur kesalahan tidak perla dibukrikan olch pihak
penggugat sebapai dasar pernbmayaran ganti rugi.

Ayat {Z]
Cukup jelas.
Ayal 3]
Hurul &
Cukup jelas.
Huruaf by
Cukup jzlas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan "ancaman seriys” adalah ancaman vang
berdampalk luas terhadap Lingkungan Hidup dan menimbualkan

keresahan masyarakat, seperti keschatan  manuzia,  aie
permukaan, air bawah wnah, tanah, uwdara, tumbuhan, dan
brewarn.

Avat (4)

Culiip jelas.
Avat [T

Cukup jelas.
Aval [

Cukup jelas.

Paszal 502
Avat [1)
Culup jclas.
Avat [2)
Humf o

Tindakan melanggar hubkum vang mengakibatkan Peocemaran
Lingkungan Hidup danjartau Kerusakan Lingkungan Hidup
rclauf bosar seperti perobuangan Air Limbah yang melebihi Baku
Mutu Alr Litmbah dan menyebabkan dilampauinya Baku Muru
A, tndalkan  membakar  hutan danfatan lahan yang
mengakibatkan rusaknva hutan dan/a@u lahan.

Huruf b . . .
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Hurif b

Keresahan masyvarakat antara lain tergangpunya kesehatan dan
mata pencaharian.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4]

Cukup jelas.

Pasal 203
Ayat [1)
Cukup jelas.
Awat [2)
Hurdl a

Yang dimaksud dengan “prinsip integnitas” adalah pringip vang
menjunjung tingg kejupuran dan kcbenaran.

Hurul b

Yung dimaksud denpan "prinsip protesionalisme™ ardalah prinsip
menyalani profosi scsual keahlianoya.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “prinsip respensil” adalah prinsip cepat
tanggap.
Ayat )
Cukup jelas.
Ayat [4)
Cukup jelas.
Ayel [3)
Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 505
Cukup jelas.
Pasal 5065 . ..
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Pasal 500
Cukup jelas.

Fazal 507
Cukup jelas.

Pa=zal 508
Avat (1)

Cukup jelas.

Aval [2)

Cukup jelas.

Avat [3)

SK Mo llhall? a

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Hural ¢

Cukup jelas.
Hurul d

Yang dimaksud dengan "jems  pelanpggaran”  adalah jonis
perbuatan yang bertentangan denpan kelenluan peraturan
perundang-undangsn di bidang Peclindunpan dan Pengeololaan
Lingkunpan Hidup danfatau  Perzinan  Berusaha  terkait
Fersetwjuan  Lingkungan  danjataw  Persetujuan Pemenntah
terkait Persetujuan Lingkungan dan diternukan pelanpgaran
yang tertuang dalam berita pcara pengawasan dan/atau betita
acara klarifikas:. Jenis pelanggaran antara lain ddak memiliki
Fersetiyuan Lingkunpan, Air Limbah melzbihl Baku Muta Aic
Limbah, dan tidak melakukan pengelelaan Limbah B3,

Hurul e

Yang dimaksud deopan “keientuan yang dilanggar” adalah
kewajiban dan lacangan dalamm Perizinan Beruszaha danjatan
FPersetujuan Pemerintab ferkail Perserujusn Linglonpan vang
dilanggar, danjatay kelenluan peraturon perundang-undangsn
di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Linpgkungan Hilup vange
dilanggar.

Huraf ...
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Huruf T

Culoag jalas.
Huruf g

Cukup jelas,

Pasal 209
Lukup jelas.

Pasal 310

Feclanggaran vang heesifat administratif antara lain ddak membual dan
tenyampaikan laporan, Ldak memasang simbol dan/fatau label pada
kemasan Limbah B3, dan tidak momazang tanda titik penaatan,

Pasal 511
Culkup jelas.

Pasal 512
Cukup jrlas.

Pazal 513
Cukup jelas.

Fazal 314
Cukup jelas.

Pasal 515
Avat [1)

Nilal investas) Usaha danfalau Reglatan dihitung daci nilai investast
Usaha danfatau Kegiaian yang belum  memitiki Perserujuan
Lingkungan.

Avat [Z)

Cukupr jelas.

Fasal 316 . . .
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Pasal 516
Cukup jelas.

Pasal 517
Cukup jelas.

Faszal 518
Cukup jelas.

Fasal 3149
Culkup |clas.

Fasal 520
Cukup elas.

Fazal 571

Cukup jelas.

Pasal 522
Cukup jclas.

Pasal 523
Cukup jelas.

Pasal 524
Cukup jelas.

Pasal 525
Cukup jelas.

Pasal 526
Culenye jelas.
Fasal 327 _ ..
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Pasal 527
Cukup jelas.

Fusal 2258
Cukup jcias.

Fasal 329
Cukup jclas.

Fasal 5340
Cukup jelas.

Pasal 531

Cukup jelas.

Fasal 53
Cukup jelas.

Pazal 513
Cukup jelas.

Fasal 534

Cukup jelas.
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